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PRAKATA 


pa teknologi digital yang telah menghadirkan perubahan- 
perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara mendasar membutuhkan 
telaah dan renungan dari ilmuwan sosial. Di tengah berbagai peluang yang 
dihadirkan, revolusi digital juga menghadirkan berbagai bentuk kerentanan 
sosial baru sebagai akibat kesenjangan akses maupun penguasaan 
teknologi. Struktur dan relasi sosial dan ekonomi baru terbentuk dengan 
hadirnya kelompok kapitalis dan borjuis digital, sementara di sisi lain 
kelompok sosial rentan baru, muncul akibat eksklusi yang dilahirkan oleh 
relasi digital. Tantangan terbesar masyarakat dalam era digital sekarang 
adalah bagaimana mendorong inklusi dan partisipasi yang luas sebagai 
upaya mengadvokasi rekognisi sosial dalam masyarakat digital. 

Buku berjudul Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial Di Era Digital: Disrupsi, 
Emansipasi, Dan Rekognisi ini berisi sejumlah artikel hasil penelitian dan 
perenungan terkini terkait dengan dinamika masyarakat di era digital yang 
dilakukan oleh dosen dan peneliti di Departemen Sosiologi FISIPOL UGM. 
Buku ini menawarkan rujukan untuk menjelaskan, sekaligus melakukan 
pemetaan perspektif ilmu-ilmu sosial dalam konteks perkembangan 
teknologi digital, terutama terkait dengan menguatnya rezim big data 
yang didominasi “bias representasi algoritmis” dan paradigma “sebatas- 
respons”. Analisis atas perkembangan tersebut dituangkan dalam artikel- 
artikel buku ini yang dikelompokkan ke dalam tiga topik, yakni: metode 
kajian, aspek budaya, dan dimensi ekonomi-politik sistem digital. Salah 
satu pesan penting yang disampaikan melalui buku ini adalah perlunya 
ilmuwan sosial untuk mengembangkan sudut pandang yang bersifat 


vii 


emansipatif atas dampak dan pengaruh perkembangan teknologi digital 
terhadap nilai-nilai kemanusian, serta kesetaraan dan keadilan sosial. 

Hadirnya buku ini merupakan bagian dari upaya FISIPOL UGM 
untuk melakukan publikasi state of the art (atau state of the discipline) 
enam departemen yang ada. State of the art ini menghadirkan telaah kritis 
atas perkembangan kontemporer berbagai bidang keilmuan yang menjadi 
fokus perhatian masing-masing departemen sebagaimana termanifestasi 
dalam berbagai aktivitas penelitian, publikasi, pengajaran, dan advokasi 
sosial. Publikasi state of the art merupakan bentuk komunikasi dan dialog 
keilmuan yang dilakukan FISIPOL UGM dan departemen-departemen di 
dalamnya terhadap komunitas akademik, sekaligus sebagai upaya untuk 
menjaga posisi academic leadership, baik di Indonesia maupun lebih luas. 
Terbitnya buku ini diharapkan akan menjadi sumber inspirasi dan pemantik 
perdebatan dalam memahami perkembangan dan dinamika masyarakat 
digital. 

Atas terbitnya buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada 
Dr. Poppy S. Winanti (Wakil Dekan yang membidangi Penelitian dan 
Publikasi) serta tim UP3M FISIPOL UGM yang tidak kenal lelah mengawal 
proses penulisan dan penerbitan serial state of the art ini. Apresiasi yang 
tinggi juga saya sampaikan kepada tim editor dan para penulis yang 
telah mendedikasikan waktunya untuk menyusun hasil penelitian dan 
analisisnya dalam bentuk artikel bab yang bernas dan kuat. Kepada BPP 
UGM, khususnya Gadjah Mada University Press, yang telah memfasilitasi 
penerbitan buku ini, ucapan terima kasih juga saya sampaikan. Selamat 
membaca, semoga buku ini memberikan kontribusi, serta memancing 
perdebatan dan dialektika lebih lanjut dalam ilmu sosial. 


Yogyakarta, 21 Mei 2021 


Dekan 
Wawan Mas'udi 
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KATA PENGANTAR 


erak perubahan sosial selalu berjalan cepat. Ilmu sosial biasanya 

memberikan pembabakan untuk memahami alur perubahan, sehingga 
gerak perubahan yang cepat tersebut lebih mudah dipahami. Gerak 
perubahan dari era Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 (saat ini) merupakan 
contoh dari pembabakan tersebut. Dalam logika pembabakan tersebut 
terdapat asumsi bahwa pembabakan yang lebih baru mengandaikan 
gejala perubahan yang lebih cepat daripada pembabakan sebelumnya. 
Era Revolusi Industri 4.0 atau juga disebut sebagai era (masyarakat) 
digital menunjukkan gerak perubahan sosial yang lebih cepat daripada 
era sebelumnya. Dalam kaitan inilah, ilmu sosial selalu ditantang untuk 
terus memajukan semua perangkat keilmuan agar mampu memahami dan 
menjelaskan aspek-aspek penting dan menonjol dari gerak perubahan 
sosial tersebut. 

Namun demikian, terletak persis dalam tantangan tersebut, terdapat 
tendensi bahwa ilmu sosial tampak tertinggal dalam memahami dan 
menjelaskan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. 
Banyak aspek-aspek perubahan sosial yang berlangsung mendahului 
kemampuan ilmu sosial dalam menjelaskan dan memahaminya. Sebagai 
contoh, teori-teori sosiologi klasik yang diformulasikan oleh para peletak 
dasar keilmuan sosiologi muncul dan berkembang ketika Revolusi Industri 
1.0 sudah terasa kesulitan untuk digunakan menjelaskan perubahan sosial 
terkini, termasuk pada masyarakat barat sendiri. Pada titik inilah ilmu sosial 
tidak boleh menjadi mandeg dan jumud dalam menyikapi gerak perubahan 
sosial. Justru pada konteks inilah ilmu sosial harus mentransformasikan 
tantangan menjadi peluang untuk selalu mengembangkan seluruh perangkat 
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keilmuan, terutama pada aspek teoretis-metodologis dan aspek pendekatan 
dan perangkat riset yang mutakhir, sehingga mampu mengungkap dan 
memahami berbagai gejala sosial, terutama yang memengaruhi kehidupan 
masyarakat secara luas. 

Departemen Sosiologi Fisipol UGM selalu merawat dan 
mengembangkan komitmen untuk senantiasa aktif terlibat dalam berbagai 
upaya memproduksi pengetahuan yang relevan dengan gerak perubahan 
sosial yang terjadi secara cepat dan dalam skala yang makin mengglobal. 
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk publikasi, 
seperti buku referensi, buku monograf, buku bunga rampai (kumpulan 
tulisan), jurnal ilmiah (Jurnal Pemikiran Sosiologi), dan melalui berbagai 
forum ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi, dan bentuk sharing 
keilmuan lainnya. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini adalah buku 
bunga rampai yang ditulis oleh para dosen sosiologi dan mitranya. Para 
penulis tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berlangsung 
cepat adalah tantangan yang harus disambut dengan menjadikannya 
sebagai peluang untuk mengembangkan pemahaman secara teoretis 
dan menawarkan perangkat-perangkat metodologis yang relevan dan 
mutakhir. Tulisan-tulisan tersebut berkontribusi sebagai referensi dalam 
kegiatan pembelajaran dan penelitian sosiologi dan cabang-cabang ilmu 
sosial lainnya. Departemen Sosiologi menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terimakasih kepada semua penulis, dan semua pihak yang telah 
memfasilitasi publikasi buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi sidang 
pembaca, dan memberikan inspirasi untuk hadirnya karya-karya ilmiah 
berikutnya demi memperkaya pemahaman dan penjelasan tentang gerak 
perubahan masyarakat di era digital. 


Yogyakarta, Mei 2021 
Ketua Departemen Sosiologi 


Prof. Dr. Suharko 


PROLOG 
Tawaran Kerangka Rekognisi Sosial 
dalam Konteks Masyarakat Digital 


Child's creativity — indeed, the human faculty of imagination — presupposes a 
capacity to be alone, which itself can arise only out of basic confidence in the 
care of a loved one. 

(Axel Honneth) 


saac Newton terdaftar sebagai mahasiswa Trinity College, Cambridge 

University sejak tahun 1661. Petualangan pengetahuannya yang soliter 
dimulai sejak saat itu. Dia menghabiskan seluruh waktunya menelusuri asal- 
usul gerak, ruang, dan waktu yang terekam di dalam alkitab, ensiklopedia, 
dan buku-buku filsafat teologi. Aktivitas soliternya menjadi lebih produktif 
ketika Inggris dilanda wabah bubonic (bubonic plague) pada tahun 1665. 
Di periode itu, Newton memproduksi rumusan penting yang menjadi dasar 
ilmu pengetahuan modern termasuk kalkulus. Sebuah artikel di Washington 
Post (2020) berkelakar bahwa Newton menggunakan momentum work 
(rom home dengan sangat baik hingga mampu menelurkan karya-karya 
monumental, sebuah humor jitu di tengah kondisi dunia hari ini yang 
kurang lebih serupa. Newton merahasiakan temuan-temuannya selama 
13 tahun dan hanya menyampaikannya pada Edmond Halley, seorang 
ilmuwan yang berhasil memprediksi orbit komet Halley dengan kalkulasi 
matematis modern. Dia juga seorang karyawan Royal Scientific Society. 
Halley mengadvokasi karya Newton untuk dapat dipublikasikan oleh the 
Society. Namun, dikarenakan lembaga bergengsi tersebut sedang bangkrut 
lantaran hasil penjualan terbitan ilmiah yang kurang menguntungkan, 
Halley mengambil inisiatif untuk memproduksi dan menerbitkan karya 


Newton secara mandiri dengan biaya pribadi. Akhirnya, pada tahun 1687 
terbitlah karya penting yang menjadi tonggak ilmu pengetahuan modern 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Produk pengetahuan 
yang ada di dalamnya mempercepat laju revolusi industri di Inggris dan 
menghasilkan cara hidup yang berdasar pada Newtonian Culture and 
Mechanical World View (Bekar & Lipsey, 2004). 

Episode sejarah monumental capaian Newton dan kerabatnya 
dalam perkembangan pengetahuan seringkali dipandang sebagai capaian 
individual yang lepas dari situasi sosial. Narasi torehan keilmuan tersebut 
secara dominan dimaknai dalam kerangka “buah manis dari kemerdekaan 
berpikir individu”. Pemaknaan ini menganggap variabel sosial tidak terlalu 
penting dan kalaupun disinggung, hanya dimaknai sebagai konteks belaka. 
Kenyataannya, cerita penerbitan karya besar Newton juga berurusan dengan 
Halley yang menavigasi struktur ekonomi-politik lembaga pengetahuan 
bergengsi di Inggris untuk dapat mengakses pendanaan bagi penerbitan 
karya koleganya. Dia juga yang memiliki kepercayaan, merekognisi 
kapasitas Newton, dan mendorongnya untuk menerbitkan Principia 
Mathematica. Rekognisi pada Halley—yang merekognisi Newton—lebih 
sering digambarkan sebagai potret sahabat baik dan kolega intelektual yang 
berpengaruh. Dalam konteks yang lebih luas, gambaran personal tersebut 
berpotensi menghilangkan variabel sosial yang berurusan dengan struktur 
ekonomi-politik, etika rekognisi, dan institusionalisasi pengetahuan sebagai 
faktor determinan perkembangan science dan teknologi. Kemerdekaan 
individulah yang kemudian dimaknai sebagai bahan bakar utama capaian- 
Capain pengetahuan. Di lain sisi, kapasitas individu Netwon |a capacity 
to be alone| mulai terbuka luas (can arise| justru ketika Halley memiliki 
kepercayaan pada potensi yang melekat dalam diri koleganya Iout of 
basic confidence in the care of a loved onel. Kerangka yang disampaikan 
Honneth (1995) ini dapat memperluas cakrawala pemaknaan akan sumber 
pengetahuan dunia yang tidak berdasar pada pengakuan dan kebebasan 
individu, namun pada rekognisi dan kemerdekaan sosial. 

Hari ini, dunia tengah mengalami perubahan skala besar yang oleh 
World Economic Forum diberi nama The Great Reset (Goodman dan 
Carmichael, 2020). Perubahan tersebut dibentuk oleh dua peristiwa besar, 
yakni revolusi digital yang terjadi pada awal abad ke-21 dan wabah virus 
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Covid-19 yang menggedor seantero dunia pada akhir tahun 2019. Periode 
ini menegaskan pergeseran corak struktur sosial ekonomi dari masyarakat 
informasi menuju masyarakat automasi. Teknologi digital hadir satu paket 
dengan perangkat algoritma, sebuah prosedur urutan untuk menjalankan 
tugas komputer yang lahir dari embrio kalkulus ciptaan Newton. Finn (2015) 
mendefinisikan algoritma sebagai perangkat instruksi matematis untuk 
mengolah, mengkalkulasi, dan memanipulasi data secara otomatis dengan 
tujuan pemecahan masalah. Perangkat ini melekat dalam produk-produk 
massal yang dibuat oleh raksasa industri teknologi. Alhasil, mekanisme 
algoritmis menjangkit setiap individu yang memiliki akses pada layar 
gawai pintar untuk menerima dan memberikan informasi. Gejala ini dapat 
dibaca dengan meminjam konsep dividuals (Deleuze, 1992). Bagi Deleuze 
(1992: 5), agregat statistik adalah karakter masyarakat-terkontrol di mana 
individu, keluarga, sekolah, telah menjadi figur-terkodifikasi, individu 
menjadi dividuals |...| atau angka administratif yang mengindikasikan 
posisi seseorang dalam kerumunan. Definisi tersebut dapat digunakan 
untuk memaknai masyarakat algoritma di mana anggotanya hanya nampak 
sebagai titik-titik data yang terkodifikasi dalam bahasa pemrograman. 

Manusia-manusia digital kemudian hidup dalam semesta algoritma 
yang paradoksal. Seolah-olah, subjek bergawai memiliki kebebasan 
dan keleluasaan untuk berselancar tanpa terdeteksi oleh realitas sosial. 
Lebih dari itu, pengguna gawai dipercaya memiliki peluang dalam 
partisipasi politik yang signifikan dengan perantaraan platform-platform 
digital (Moore et al., 2010). Kenyataannya, algoritma merekam segala 
aktivitas dan perilaku warganet di dunia maya untuk kemudian diolah 
dengan tujuan kepentingan ekonomi-politik segelintir kelompok. Zuboff 
(2019) menyebutnya sebagai surveillance capitalism atau mekanisme 
industrial dalam pengolahan pengalaman digital manusia sebagai data 
yang berujung pada kepentingan surplus modal dan dapat juga digunakan 
untuk kepentingan politik elektoral. Mekanisme ini juga dikenal dengan 
nama behavioral surplus atau surplus perilaku yang dimiliki oleh raksasa 
perusahaan teknologi. 

Gejala behavioral surplus tersebut terasa nyata jika kita berkaca 
pada skandal Cambridge Analytica dan Facebook pada Pemilu di Negeri 
Paman Sam 2016 yang dimenangkan oleh Donald Trump (Nugroho et 
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al., 2019). Pada pemilu tersebut Cambridge Analytica merancang strategi 
kampanye Donald Trump dengan menggunakan data surplus perilaku 
pengguna Facebook di Amerika. Perusahaan analis data dari Inggris 
tersebut menyaring 5.000 data points dari jutaan akun Facebook untuk 
kemudian diolah menjadi data set perilaku pemilih. Hasil dari analisis 
data tersebut dijadikan sebagai basis produksi konten-konten kampanye 
yang didistribusikan melalui media sosial. Edward Snowden menyebut 
ini sebagai praktik bisnis mengeruk keuntungan dengan mengumpulkan 
dan menjual informasi mendetail tentang kehidupan pribadi seseorang. 
Pencurian ini menyaru dalam praktik bisnis “media sosial” meskipun lebih 
pantas disebut sebagai surveillance companies. 

Praktik tersebut tentu menjadi wajar dalam semesta ekonomi neoliberal 
dengan bentuk kapitalisme digital. Data-data pribadi hanyalah komoditas 
yang dapat diperjualbelikan dalam kompetisi pasar bebas. Meskipun tentu 
saja, pengguna teknologi yang akan menjadi korban. Bayangan teknologi 
digital yang akan membebaskan dan meningkatkan pelibatan warga dalam 
aktivitas publik justru menjadi semu belaka. Kenyataannya, manusia 
digital justru terjebak dalam palung-palung algoritma (algorithmic 
enclaves) yang mengurung pengguna teknologi dalam pusaran informasi 
hasil rekomendasi algoritma berdasarkan pola tindakan konsumsi (Lim, 
2017). Rekomendasi tersebut hanya berisi konten-konten yang sesuai 
preferensi identitas, langgam politik, dan selera ekonomi pengguna, 
sehingga manusia digital semakin terkelompokkan dalam kotak-kotak 
yang terfragmentasi. Kemerdekaan individu untuk terlibat secara aktif 
dalam jagad digital tidak diikuti oleh gesture rekognisi atas keberadaannya. 
Kapitalisme digital membuat individu terjebak pada arus konsumsi yang 
pasif dan ketergantungan pada mekanisme algoritmis. 

Ketergantungan tersebut semakin menjadi-jadi ketika dunia dihantam 
bencana virus corona. Hampir sebagian besar interaksi sosial, ekonomi, 
dan politik bergantung pada infrastruktur teknologi komunikasi yang 
terkoneksi. Kehadiran platform-platform digital bermunculan dan 
dipandang sebagai penyelamat masyarakat (Nieborg et al., 2020). Aplikasi 
perangkat lunak tersebut mampu memfasilitasi orang untuk tetap berada 
di sudut rumah, namun dapat beraktivitas memenuhi kebutuhan utama. 
Hidup yang demikian membuat subjek digital semakin dekat dengan 
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realitas algoritmis yang individualistis, meskipun tidak semua merasakan 
pengalaman yang serupa. Work from home seperti Isaac Newton pada 
tahun 1665 adalah hak istimewa bagi anggota kelas menengah ke atas 
yang pekerjaannya dapat dimediasi oleh teknologi digital. Sedangkan 
kelas menengah ke bawah dituntut untuk memiliki resiliensi hidup dan 
solidaritas antarsesama. Kehadiran mereka tidak masuk dalam skema 
rekognisi masyarakat digital dan kemerdekaan yang digenggam ditentukan 
oleh seberapa banyak modal untuk mereka bertahan. 

Di tengah mekanisme kalkulasi hidup yang algoritmis dan 
individualistis tersebut, ilmu sosial dapat berkontribusi untuk menawarkan 
kerangka reflektif yang dapat digunakan untuk perlahan mewujudkan hidup 
etis (Sittlichkeit) yang emansipatif. Konsep Rekognisi Intersubjektif Axel 
Honneth barangkali dapat dijajaki untuk membangun masyarakat digital 
yang mempertimbangkan elemen-elemen pembentuknya secara utuh. 

Honneth (1995: 92) menawarkan kerangka relasi sosial yang berbasis 
pada rekognisi mutual. Relasi tersebut dibangun di atas tiga unit rekognisi 
yang olehnya dimaknai sebagai tata bahasa moral atas hubungan yang 
konfliktual. Pertama, rekognisi yang mutual direalisasikan melalui 
pelibatan empati emosional dalam relasi sosial. Honneth menyebut ini 
sebagai recognition of self-confidence. Bentuk rekognisi ini dibutuhkan 
untuk membangun formasi individu yang kokoh melalui pengakuan 
pada kepercayaan-diri untuk menghadapi lingkungan sosial (Trust in 
one self Iselbstvertrauen|). Hari ini, realitas digital yang algoritmis dan 
individualistis dalam skema besar ekonomi neoliberal memproduksi 
masyarakat yang kompetitif dan konfliktual. Relasi emosional yang paling 
potensial hadir di dalam keluarga, yang belakangan tidak dianggap sebagai 
unit sosial pembentuk oleh karena kehadiran infrastruktur digital yang 
dianggap mampu menggantikan peran relasi kekerabatan. Honneth (1995: 
92—93) hendak mengembalikan peran sentral keluarga sebagai institusi 
pertama yang mentransmisikan rekognisi mutual yang emosional. Visi 
epistemologis ini bertemu dengan periode pandemi hari ini ketika keluarga 
menjadi unit sosial yang paling berada dalam jangkauan terdekat. 

Kedua, rekognisi mutual yang mempertimbangkan posisi diri dan 
individu lain sebagai bagian dari etika publik yang lebih luas. Honneth 
menyebut ini sebagai recognition of self-respect. Rekognisi ini memandang 


diri “berhutang” pada setiap tindakan individu lain yang menghormati 
status mereka sebagai agen sosial yang mampu berperilaku sebagai subjek 
otonom berdasarkan susunan moral, legal, dan nilai politik tertentu. Legal— 
dalam pandangan Honneth—bukan sekadar kerangka hukum positif yang 
mengatur tindak-tanduk warga negara, melainkan struktur moral yang 
menjadi common ground sebuah masyarakat. Rekognisi self-respect 
melekat dalam individu sebagai agen yang bertanggung jawab secara 
moral untuk terlibat dalam deliberasi publik atau dalam bahasa Habermas 
disebut sebagai partisipasi dalam pembentukan formasi-kehendak yang 
diskursif (discursive will-formation). Kapitalisme digital menaruh subjek 
pada belantara ruang publik dystopia (dystopian public space) yang tidak 
deliberatif. Di dalamnya, palung algoritma membawa subjek berada dalam 
gelembung-gelembung partikular yang berisi keseragaman, sehingga 
perjumpaan pada perbedaan yang substansial akan menjadi tantangan berat 
untuk relasi sosial yang berdasar pada prinsip recognition of self-respect. 
Dalam konteks tersebut, peluang untuk terciptanya relasi yang berdasar 
pada rekognisi mutual hadir dalam komunitas-komunitas terdekat yang 
tidak berbasis algoritma semata. Lingkup sosial terbatas inilah yang perlu 
diperkokoh sebagai bagian dari proses membangun kehendak publik yang 
diskursif dan etis. 

Ketiga, rekognisi mutual yang menghormati nilai unik dan partikular 
dari seseorang. Bagi Honneth, rekognisi ini dibutuhkan untuk meningkatkan 
self-esteem dari sebuah masyarakat. Salah satu elemen mendasar dari 
rekognisi ini adalah solidaritas. Honneth (Anderson, 1995 dalam Honneth, 
1995: xvii) mendefinisikan solidaritas sebagai satu kondisi budaya di 
mana proses pembentukan self-esteem bagi individu yang ada di dalamnya 
memungkinkan untuk terjadi. Rekognisi ini tidak selalu membutuhkan 
kesamaan kepentingan kolektif dan integrasi politik, namun kehadiran 
komunitas terbuka, plural, dan memiliki kerangka evaluasi bersama sebagai 
dasar untuk membangun self-esteem kolektif. Masyarakat yang baik— 
menurut Honneth (1995)—adalah satu entitas yang anggotanya dalam 
posisi mampu untuk merekognisi dan menghargai (esteem) kediriannya 
baik di antara keluarga maupun komunitas-komunitas terdekatnya. 

Rekognisi ini mengandaikan skala masyarakat yang lebih luas dan 
oleh karena itu menjadi pekerjaan rumah bagi ilmu sosial dan perguruan 


tinggi sebagai institusi untuk menciptakan deliberative public space yang 
dapat berperan sebagai lokasi untuk membangun solidaritas dan rekognisi 
mutual di periode masyarakat digital. Proses tersebut dapat diawali dengan 
produksi ilmu pengetahuan yang tidak sekadar merespons kepentingan 
teknokratis, namun juga mempertimbangkan rekognisi pada entitas 
dan napas yang kerap tergulung gelombang struktur wacana ekonomi 
kapitalisme digital yang dominan. Kerangka produksi pengetahuan yang 
emansipatif dan membuka ruang rekognisi dapat berpotensi menyediakan 
sudut pemaknaan bagi subjek-subjek seperti Edmond Halley untuk tidak 
lagi dimaknai sebagai pelengkap Newton semata, namun juga sebagai 
subjek aktif yang direkognisi perannya dalam proses pengelolaan hidup 
bersama. 


Mei 2021 
Prof. Dr. Heru Nugroho 
Guru Besar Sosiologi, Universitas Gadjah Mada 
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Bab 1 
Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial 
di Era Digital: Pengantar Editor 


M. Falikul Isbah dan Gregorius Ragil Wibawanto 


The dilemma of technological determinism is probably a false problem, 
since technology is society, and society cannot be understood 

Or represented without its technological tools. 

(Manuel Castells, 19961 


uncak revolusi teknologi yang terjadi pada penghujung abad ke-20 

membawa transformasi signifikan pada lanskap pengelolaan hidup 
masyarakat dunia (Castells, 1996: 1). Batas-batas teritorial dipertanyakan, 
struktur ekonomi global menemukan bentuk baru, dan pertemuan 
kebudayaan semakin tidak terbendung. Persoalan yang kerap muncul pada 
patahan disrupsi yang demikian adalah anggapan deterministik bahwa 
teknologi dan science muncul di muka, baru kemudian ilmu sosial timbul 
belakangan. Seolah-olah, semesta sosial dan produksi teknologi adalah dua 
arena yang berlainan. Paradigma pemisahan yang demikian membawa ilmu 
sosial hanya pada tugas merespons dan menghadapi alih-alih berkontribusi 
membentuk zaman. Latour (1990: 111) memaknai keterpisahan paradigma 
ini sebagai konsekuensi dari watak produksi pengetahuan modern yang 
terspesifikasi hingga menghilangkan narasi komprehensif atas relasi 
manusia dan teknologi (non-human). 

Gejala yang serupa juga terjadi di Indonesia dalam sepuluh tahun 
belakangan. Seminar-seminar ilmiah dalam kerangka respons terhadap Era 


Disrupsi, Revolusi 4.0, dan Masyarakat Digital digelar di forum-forum 
baik yang diadakan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Aktivitas 
publik tersebut juga diikuti oleh terbitan akademis yang responsif terhadap 
realitas digital kontemporer (Soebagyo, 2018, Junaedi, 2019, Faidati dan 
Muthmainah, 2019). Studi-studi tersebut mencakup beberapa topik sentral 
dalam payung besar ilmu sosial seperti kebijakan publik dan kesehatan 
masyarakat (Kusumasari et al., 2018, Putra, 2018), respons dan relevansi 
ilmu sosio-humaniora (Handayani, 2020), pendidikan (Harsanto, 2014, 
Bashori, 2018), serta produksi dan konsumsi budaya (Putranto, 2017). 

Argumentasi dalam studi tersebut berkorespondensi dengan ekspresi 
pemerintah yang juga responsif terhadap perkembangan teknologi digital 
dalam tata kelola kewargaan danstrukturekonominasional. Padatahun 2018, 
pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian meluncurkan peta 
jalan pengembangan industri 4.0 atau yang dikenal dengan nama Making 
Indonesia 4.0. Sejalan dengan kerangka berpikir terobosan kebijakan 
tersebut, Wakil Presiden, Ma'aruf Amin—dalam Rakornas Kepegawaian 
2020—menyampaikan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah 
perlu fokus pada empat hal, yang salah satunya menyinggung “... penataan 
dan penyederhanaan struktur proses bisnis kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah sebagai respons atas perubahan perilaku dan kebutuhan 
layanan masyarakat di era digital.” Tentu, studi-studi dalam kerangka ilmu 
sosial dan terobosan pemerintah yang responsif sangat diperlukan dan 
membantu dalam menghadapi transformasi teknologi yang begitu pesat. 
Meskipun demikian, reaksi yang responsif tersebut menunjukkan satu 
gejala penerimaan-kondisi tanpa ada investigasi mendalam terkait konteks 
zaman dan produksi pengetahuan yang melatari lahirnya sebuah era baru. 
Investigasi tersebut diperlukan sebagai satu usaha untuk memperluas 
horizon pemahaman akan satu perubahan besar yang sedang terjadi dan 
memprediksi apa yang menjadi kelanjutannya. Pada titik inilah ilmu sosial 
berpeluang untuk ikut berkontribusi dalam membentuk dan mendefinisikan 
sebuah era. 

Gambaran akan kelahiran masyarakat digital acapkali didefinisikan 
secara bersamaan dengan lahirnya internet pada tahun 1980an dalam 
konteks pertarungan teknologi dan pengetahuan perang dingin (Mosco, 
2017). Penemuan awal tersebut kemudian berkembang dan menjadi 


teknologi jaringan (networks to networks) pada awal 1990-an dengan 
kehadiran sistem informasi daring World Wide Web (www), yang 
diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Sejak saat itu, masyarakat global lepas 
landas menuju komunitas-terkoneksi hingga hari ini. 

Beberapa studi mencoba untuk menggali konteks sosial-ekonomi 
yang mendorong laju inovasi-inovasi tersebut. Dinamika perang dingin 
antara Blok Barat dan Timur dianggap memiliki signifikansi yang tajam 
terhadap perkembangan teknologi dan inovasi keilmuan (Hounshell, 1997, 
Oreskes and Krige, 2014). Pada periode tersebut, penemuan-penemuan 
baru melaju pesat dan menjadi latar bagi teknologi yang tersedia pada era 
masyarakat digital. Meskipun analisis tersebut membantu dalam memahami 
perkembangan laju pengetahuan dalam konteks geopolitik global, namun 
argumentasi yang ditawarkan hanya mampu mengkerangkai dinamika 
zaman secara periodical dan sulit untuk dikontekstualisasikan pada periode 
kontemporer, terutama di era patahan disrupsi digital dan politik global 
yang semakin multipolar. Dalam bahasa Latour (1990:111), kerangka 
perang dingin belum cukup untuk membangun narasi komprehensif atas 
relasi manusia dan teknologi. 

Menurut kami, narasi komprehensif tersebut dapat dijangkau melalui 
pemahaman historis dengan melihat perkembangan masyarakat dari 
periode ke periode. Bell (1973: 1976) berpendapat bahwa berakhirnya 
Perang Dunia II tidak hanya membawa dampak pada inovasi pengetahuan 
dan teknologi, namun juga transformasi hidup dari masyarakat agraris 
menuju masyarakat industrial, dari pedesaan ke perkotaan. Selanjutnya, 
perubahan tersebut—yang bersamaan dengan tumbuhnya embrio 
komunitas-pengetahuan—akan membawa masyarakat pada periode pasca- 
Industrial (post-industrial society) (Bell, 1976: 576). Pada periode tersebut, 
“struktur ekonomi akan berbasis jasa. Hidup akan menjadi permainan 
interaksi antar manusia (bukan produk manufaktur|. Basis produksi 
bukan lagi kekuatan fisik atau bentuk energi, melainkan informasi” (Bell, 
1973, 1976). Ia menambahkan bahwa sumber-sumber inovasi tidak lagi 
berdasarkan kekuatan modal ekonomi semata, namun juga bergantung 
pada pengetahuan teoretis (theoretical knowledge) dan analisis data (data 
processing) (1973:212). Bell memprediksi perubahan tersebut melalui 
pengamatannya pada dinamika struktur tenaga kerja masyarakat Amerika 


sejak tahun 1950-an hingga tahun 1970-an yang perlahan bergeser dari 
industri manufaktur ke industri jasa (Bell, 1976:577). Prediksi serupa 
juga disampaikan Touraine (1971) dalam konteks masyarakat Prancis. Ia 
melihat gejala perubahan sosial menuju periode masyarakat terprogram 
(programmed society) yang berjalan beriringan dengan inovasi teknologi, 
restrukturisasi pasar kerja, dan gerakan mahasiswa (Touraine, 1971: 3). 

Secara lebih spesifik, Drucker (1969: 250) menyambut kehadiran 
masyarakat-pengetahuan (knowledge society) dan mengantisipasi 
permintaan akan tenaga kerja berpengetahuan yang tidak terhindarkan 
dalam transisi menuju periode pasca-Industrial. Ia melanjutkan bahwa 
proses masuknya pengetahuan menjadi faktor sentral moda produksi 
dikarenakan inovasi teknologi informasi yang memungkinkan pengetahuan 
menjadi lebih mudah terkomunikasikan (Drucker, 1993). Pada era Industrial 
pekerja adalah pelayan bagi mesin dan teknologi, di era pasca-Industrial 
“.. mesin (jika adal menjadi pelayan bagi pekerja I...| pengetahuan 
semakin berkembang menjadi faktor utama produksi, menggeser modal 
dan tenaga (labor)” (Drucker, 1993). 

Prediksi-prediksi oleh Drucker (1969, 1993), Touraine (1971) dan 
Bell (1973) tersebut kemudian diteruskan oleh beberapa pemikir. Castells 
(2000a, 2000b, 2012) menawarkan konsep network-society dalam melihat 
masyarakat yang semakin terkoneksi melalui pembaharuan-pembaharuan 
di bidang teknologi informasi. Ia memberikan karakteristik patahan ini 
sebagai “Era Informasi” di mana proses industrialisasi dilampaui oleh 
komunikasi elektronik yang terfasilitasi oleh perangkat teknologi informasi. 
Pada periode ini, informasi menjadi kuasa baru dan kunci produktivitas, 
yang berkontribusi pada ekonomi berbasis-pengetahuan yang tersebar 
secara global, sangat terkoneksi, dan mengandaikan infrastruktur digital. 

Prediksi-prediksi tersebut dapat ditemui pada konteks hari ini, 
meskipun beberapa dugaan juga meleset. Argumentasi terkait struktur 
pasar kerja yang berubah dan beralih dari manufaktur ke industri jasa tidak 
sepenuhnya jernih dan cenderung bias barat. Penurunan jumlah tenaga 
kerja di sektor industri di Inggris dari 3396 di tahun 1971 ke 10,556 di 
tahun 2008 (OECD, 2011) tidak sepenuhnya mengindikasikan pergeseran 
era industrial ke pasca-Industrial (Vogt, 2016: 367). Perubahan tersebut 
cenderung menunjukkan potret pembagian kerja internasional yang 


“memindahkan” industri manufaktur ke negara selatan (global south) dari 
negara utara (global north) (Bryson et al., 2013: 4). Gejala ini terlihat di 
Indonesia. Kemenperin (2019) menyampaikan bahwa penyerapan tenaga 
kerja ke sektor industri manufaktur terus mengalami peningkatan sebesar 
17,4Yo dari tahun 2015-2018. Industri kreatif—di lain sis —mengalami 
peningkatan 4,1396 dari tahun 2014-2017. Peningkatan penyerapan 
tenaga kerja di sektor industri manufaktur—dengan ini—masih lebih 
tinggi dibandingkan sektor kreatif (jasa). 

Namun demikian, wacana masyarakat pasca-Industrial yang 
berkarakter digital, informatif, berpengetahuan, kreatif, dan bekerja di 
sektor jasa telah menjadi diskursus publik yang dipercayai sebagai laju 
perkembangan dunia. Pemerintah Inggris mempertimbangkan penyusunan 
kurikulum pendidikan yang mampu membekali lulusan dengan “metode 
pengaplikasian ide-ide berbasis ekonomi pengetahuan” (James et al., 2013 
dalam Vogt, 2015: 371). Agensi internasional termasuk OECD kembali 
mempromosikan pendekatan human capital dalam proses pembangunan 
(Valiente, 2014). Pada tahun 2011, negara-negara di Afrika membentuk 
Arterial Network sebagai lembaga payung yang menginstitusionalisasikan 
inovasi pengetahuan dan sektor kreatif regional (Beukelaer, 2014). Korea 
dan Jepang memulai lebih dahulu wacana ekonomi pengetahuan yang 
mengalir hingga ke Indonesia dengan Making Indonesia 4.0, pembentukan 
Badan Ekonomi Kreatif, dan terobosan kebijakan yang lain. Gejala ini 
adalah kumpulan respons dunia yang secara diskursif memiliki akar 
dari produksi pengetahuan di era 1970-an ketika nama “masyarakat 
pasca-Industrial” dicetuskan, digulirkan, dipercaya, dan diadaptasi untuk 
mengelola dunia. Drucker (1969, 1993), Touraine (1971), Bell (1973, 
1976), dan Castells (2000) hanya ilustrasi kecil bahwa ilmu sosial tidak 
sekadar berhenti pada respons namun juga membentuk zaman. Tentu, 
ilustrasi yang demikian cenderung bias barat di mana ilmu sosial lebih 
memiliki suara dibandingkan dengan kerangka sosial yang lahir dari 
selatan. Relasi kuasa inilah yang barangkali perlu dilihat lebih jernih dalam 
konteks masyarakat digital hari ini yang lahir sebagai konsekuensi dari 
perjalanan panjang produksi pengetahuan. 

Buku ini memosisikan diri di atas alur sejarah tersebut, di dalam 
perdebatan perubahan masyarakat yang mengarah pada periode pasca- 


Industrial di mana teknologi informasi, industri jasa, interaksi digital, dan 
formasi ekonomi pengetahuan menjadi diskursus publik yang dominan. 
Masing-masing artikel dalam terbitan ini memandang semesta sosial 
dan teknologi bukan melalui lensa paradigma terpisah, namun dalam 
satu kerangka untuk membangun narasi komprehensif (Latour, 1990). 
Argumentasi yang ditawarkan pada masing-masing artikel merupakan 
dialog dengan perkembangan terkini ilmu sosial dalam konteks masyarakat 
digital di atas wacana periode pasca-Industrial. Dialog tersebut berada di 
dalam tiga kelompok topik yang tengah menjadi diskusi sosiologis di arena 
produksi ilmu sosial baik di tataran global maupun nasional. Tiga topik 
tersebut menyangkut: 1) metode penelitian sosial yang sesuai untuk situasi 
digital, terutama terkait penelusuran sosiologis terkait partisipasi individu 
dalam ruang publik demokratis, 2) produksi budaya dan identitas dalam 
ketegangan antara praktik konsumsi dan formasi agensi, dan 3) Ekonomi 
Politik Digital yang membentuk potensi kerja baru yang beragam, 
lentur, dan rentan. Delapan artikel yang ada di buku ini mencoba untuk 
berkontribusi di dalam tiga arena tersebut dalam gambar besar situasi 
terkini masyarakat digital. 

Banyak pemaknaan dan analisis yang ditawarkan oleh sarjana 
sosial-humaniora untuk berkontribusi dalam membentuk zaman disrupsi 
di era digital antara lain informational capitalism, virtual capitalism, 
digital capitalism, platform society, dan lain sebagainya (Castells, 1996, 
Witheford, 1999: Dawson dan Foster, 2000, Dijck et al., 2018). Kumpulan 
analisis tersebut memiliki perbedaan dalam memandang perkembangan 
masyarakat digital, namun memiliki kesamaan dalam memandang faktor 
pembentuk zaman, yakni tradisi automasi yang membedakan periode 
digital dengan patahan generasi sebelumnya (Betancourt, 2015, Dijck, 
2018, Chamoux, 2019). Automasi tersebut hadir dalam perangkat teknologi 
informasi yang terkoneksi dan mengarahkan keputusan-keputusan sosial, 
ekonomi, dan politik dengan berdasarkan pada data yang dianalisis dengan 
formasi algoritma. Uricchio (2011) bahkan menyebut periode ini dengan 
nama algorithmic turn, sebuah era di mana algoritma memegang peranan 
penting atas keputusan-keputusan yang melibatkan dan berakibat pada 
kehidupan baik individu maupun publik. Peran besarnya dalam urusan 
publik membuat algoritma membawa kuasa dan kontrol atas “konstruksi 


pengetahuan sosial” (Napoli, 2013: Bucher, 2012). Ia adalah “bentuk 
institusi yang berbeda dari sebelumnya” dan memuat “seperangkat 
sistem-keputusan” yang mengombinasikan faktor-faktor ekonomi, teknis, 
sosiologis untuk menentukan secara akurat prioritas, skala kepentingan, 
dan selera publik (Striphas, 2012). 

Dihadapkan pada dinamika sosial yang algoritmis, beberapa sarjana 
sosial menawarkan pandangan metodologis sebagai satu usaha untuk 
mengenali prosedur yang paling tepat dalam memahami situasi sosial. 
Savage dan Burrows (2007) mengantisipasi “krisis sosiologi empiris” 
oleh karena ketersediaan big data berbasis jaringan yang potensial sebagai 
ladang baru ilmu sosial di era digital. Krisis “empiris” tersebut perlu 
dihadapi dengan metode baru yang mampu memberikan kerangka sosial 
pada sebaran data digital yang beredar di jaringan terkoneksi. Rogers 
(2013) membedakan data digital dalam dua kategori besar, yakni: digitised 
data objects dan natively digital data objects. Kategori pertama berurusan 
dengan data “empiris” yang mengalami proses digitalisasi. Pada kategori 
ini, metode digital semata hanya persoalan teknik pengambilan data. 
Tantangan penelitian sosial justru terletak di kategori data yang kedua 
dimana natively digital data objects merupakan data yang terproduksi 
melalui sistem informasi-terkoneksi dan lahir di dalam jaringan (Lupton, 
2015: 44). Interpretasi dan analisis natively digital data objects memerlukan 
pengelolaan dua lapis bias data yang sedang diteliti. Bias pertama 
bersumber dari subjek atau individu yang menyediakan dan memproduksi 
data tersebut. Bias kedua bersumber dari mekanisme algoritma yang telah 
lebih dahulu melakukan analisis sehingga dapat terdeteksi dan muncul 
dalam radar sistem informasi. Kedua bias ini menjadikan data yang tersedia 
telah mengalami proses representasi sebelum diolah dan diinterpretasi. 

Di dalam ranah metodologi, kekhawatiran yang melingkupi produksi 
ilmu sosial di era digital tidak hanya persoalan hilangnya the empirical, 
namun juga lenyapnya the social (Ruppert et al., 2013). Perangkat 
teknologi dan proses komputasional telah membuat makna sosial beranjak 
terlalu lauh dari basis material interaksi intersubjektif tradisional. Pada 
kondisi ini yang sosial tersaturasi oleh perangkat-perangkat (devices), 
sehingga keberadaannya (ontology) menjadi redup dan semakin samar 


(Featherstone, 2009). Samarnya posisi ontologis dari yang sosial tersebut 
mengandung konsekuensi persoalan epistemologis yang harus dipecahkan. 
Mackenzie dan Vurdubakis (2011:4) menawarkan satu pandangan 
yang melampaui gagasan tentang kode digital sebagai bahasa mesin 
belaka. Mereka melakukan eksplorasi bahwa kode “tidak hanya mewakili 
bahasa perangkat lunak, namun juga membawa aspek kultural, etika, 
dan rambu-rambu tindakan sosial”. Di dalam tata bahasa kode tersebut 
terdapat kehendak untuk “berdaya” (will to power) dan kehendak untuk 
“berpengetahuan” (will to knowledge). Pandangan ini memberikan basis 
bagi satu analisis sosial yang bersumber dari rambu-rambu sosial dan 
kultural di dalam arena digital. Argumentasi ini dibangun di atas struktur 
zaman yang menyatakan karakter knowing capitalism (Thrift, 2005), 
the information age (Lash, 2002: Poster, 2001), dan the network society 
(Castells, 1996). Tawaran dalam melihat kode program sebagai bagian dari 
kebudayaan inilah yang kemudian membuka peluang prosedur penelitian 
sosial dengan basis kerangkasosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Salah satu ruang dengan lalu lintas interaksi “berkode” yang padat 

hadir di platform-platform media sosial. Arena ini tidak hanya memberikan 
cara baru untuk mengelola dan mendefinisikan yang sosial, namun juga 
menampilkan peluang investigasi sosiologis. Teknologi populer seperti 
Twitter, Facebook, dan Instagram adalah lokasi baru untuk aktivitas 
produksi, pengambilan, dan analisis data sosial (Beer dan Burrows, 
2007). Namun, ruang tersebut tidak hanya menampung data mentah yang 
netral. Informasi yang berada di dalamnya mengandung bias metodologis. 
Data-data yang tersedia dalam ruang-ruang tersebut adalah hasil olahan 
perusahan pemilik platform dan mengalami proses analisis dengan orientasi 
profit (Marres dan Gerlitz, 2016). Karakter data di dalam platform tersebut 
kemudian memunculkan dua tantangan utama dalam prosedur penelitian 
sosial. Pertama, data tersebut perlu dikelola dalam skema sosiologis agar 
dapat menyaring bias analisis berorientasi profit yang telah dilakukan 
pemilik platform. Kedua, jumlah dan pengelolaan data yang sangat 
berserak dan dalam jumlah besar membuat peneliti berpotensi terjebak di 
dalam kondisi yang semakin berjarak dengan yang sosial sebab big data 
adalah fenomena yang terproduksi bukan dari hasil inovasi metodologi 


ilmu sosial, namun muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi 
di masyarakat (Smith, 2014: 184) 

Beberapa sarjana berusaha untuk menanggapi tantangan tersebut. 
Marres dan Gerlitz (2016: 22) berpendapat bahwa penelitian yang 
menggunakan data dari media sosial sebaiknya berfokus pada topik-topik 
dan pertanyaan yang berkorelasi dengan bagaimana data-data tersebut telah 
dikategorikan dan dikelola oleh pemilik platform. Di dalam media sosial, 
data dari pengguna cenderung dikelola berdasarkan jaringan (network), 
pengaruh aktor (influence of actor), dan jangkauan konten (reach of 
content) (Marres dan Weltevrede, 2013). Penelitian ilmu sosial akan lebih 
maksimal jika mengembangkan topik-topik kategorikal tersebut dengan 
perspektif sosiologis agar tidak terjebak pada mekanisme kepentingan 
industri digital. Smith (2014) menawarkan satu kerangka metodologis 
untuk mengantisipasi kecenderungan analisis big data yang reduktif. Ia 
berpendapat bahwa “... dalam menghadapi kompleksitas big data, |...| 
metodologi kualitatif perlu untuk menawarkan posisi unik Idistinct| 
alih-alih reduktif dan didominasi oleh praktik daur ulang data yang telah 
tersedia” (Smith, 2014: 199). Ia menamai metode ini sebagai small data, 
yang berkepentingan untuk melakukan pemaknaan meta-narasi di dalam 
arena digital melalui instrumen etnografi, observasi, dan wawancara 
berbasis platform digital. Pluralitas arena partikular itulah yang kemudian 
dapat diolah secara diskursif sebagai usaha untuk mengetahui gambaran 
besar (big picture) atas situasi sosial kontemporer. 

Dua artikel di dalam buku ini mencoba untuk melakukan analisis 
yang berkorelasi dengan pengelolaan data di dalam media sosial berbasis 
penggunaan kerangka metodologis small data. Sidig Hari Madya dan Fuji 
Riang Prastowo menghadirkan praktik Netnografi dan analisis jejaring 
sosial (Social Network Analysis) pada akun Instagram Humas Pemerintah 
Provinsi DI. Yogyakarta dan lalu lintas interaksi di dalamnya. Dengan 
meneropong ekspresi sinisme publik atas informasi resmi pemerintah 
mengenai Pandemi Covid-19, Sidig dan Fuji menunjukkan ambiguitas 
yang dimungkinkan oleh media sosial. Di satu sisi, media sosial dapat 
memungkinkan perubahan relasi kuasa antara negara dan warga dalam 
ruang virtual yang tampak lebih setara, namun di sisi lain, lalu lintas 
informasi di ruang virtual yang bagai air bah dapat menumpahkan sikap 


apatis dan sinis tanpa memedulikan akurasi sebuah informasi, yang hari 
dikenal dengan gejala pascakebenaran. Temuan Sidig dan Prastowo 
menunjukkan bahwa partisipasi digital tidak melulu membawa dampak 
deliberatif, namun juga ekspresi pesimistis yang dibangun berdasarkan 
karakter emosional, bukan basis material dari ruang sosial. 

Temuan tersebut berbeda dengan penelusuran Derajad Sulistyo 
Widhyharto dan Mohammad Thorig Bahri yang juga menerapkan metode 
riset digital, yakni Social Network Analysis (SNA) dengan software Node 
XL, guna memahami jaringan percakapan, respons serta reaksi masyarakat 
terhadap kerentanan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan 
berpijak pada konsep Masyarakat Risiko, artikel ini memvisualisasikan 
kontribusi nyata masyarakat risiko sebagai penentu arah pengambilan 
keputusan dalam klaster percakapan #Newnormal Indonesia. Temuan 
Sulistyo dan Bahri menunjukkan artikulasi optimistis akan hadirnya arena 
digital sebagai ruang demokratis dimana keputusan-keputusan publik 
dapat disusun. Kedua artikel ini memberikan ilustrasi konsep dan praktik 
sosiologi dengan temuan yang menunjukkan pluralitas fenomena sosial 
yang berlangsung di arena digital. Analisis melalui metode SNA ini dapat 
dikembangkan sebagai sarana dalam memahami praktik kewargaan di 
era internet dewasa ini dengan menggunakan cara pandang small data di 
dalam belantara ketersediaan big data untuk mengurangi bias representasi 
algoritmis. Pengembangan metode ini berpeluang untuk berkontribusi pada 
penelusuran lebih lanjut studi terkait dinamika relasi antara negara dan 
warganya dalam konteks demokrasi di era digital. Lim (2017) misalnya 
mengajukan pandangan kritis bahwa realitas partisipasi di media sosial 
hanya menghasilkan palung-palung algoritma (algorithmic enclaves) 
yang justru membawa warganet pada gelembung-gelembung sosial yang 
terfragmentasi. Drakopoulou et al. (2010) di lain sisi, mengemukakan 
argumen yang lebih optimistis bahwa platform digital justru dapat 
membuka celah-celah partisipasi baru karena dapat mengabaikan (by 
passing) formalitas prosedural keterlibatan demokratis yang birokratis. 
Artikel Widhyharto dan Bahri serta Madya dan Prastowo dalam buku ini 
menunjukkan bahwa kedua pandangan optimistik dan pesimistik tersebut 
hadir, sehingga dapat dikatakan hubungan negara dan masyarakat sipil 
dalam alam demokrasi digital bersifat plural dan dinamis bergantung 
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pada topik, konteks lokal, dan situasi partikular. Meskipun demikian, 
penelusuran terhadap relasi tersebut tetap perlu mensyaratkan pengolahan 
data digital yang rigour agar tidak terjebak pada bias algoritmis. 

Persoalan representasi bias algoritmis tersebut juga dihadapi oleh 
penelitian sosial yang berfokus pada topik-topik budaya dan identitas. 
Proses produksi dan konsumsi diri di era digital didominasi oleh mekanisme 
intermediasi. Algoritma yang membentuk struktur jaringan komunikasi 
bukanlah teknologi yang netral namun perangkat analisis data yang 
mengandung kepentingan-kepentingan ekonomi-politik. Kepentingan 
tersebut direpresentasikan oleh informasi yang tampil di layar kaca gawai 
individu yang memengaruhi presentasi dari suatu produk budaya dan 
identitas tertentu. Morris (2015) menamai mekanisme ini sebagai proses 
infomediaries atau sebuah proses mediasi melalui entitas organisasional 
yang memonitor, mengumpulkan, mengemas-ulang data kultural ke dalam 
satu infrastruktur informasional yang membentuk display dari suatu 
produk budaya. Terma tersebut serupa dengan tawaran analisis Andrejevic 
(2013) dengan frasa organisational intermediaries dan Hearn (2010) yang 
menggunakan konsep feeling-intermediaries untuk menjelaskan proses 
produksi dan konsumsi dalam konteks masyarakat digital. 

Di dalam buku ini, skema produksi dan konsumsi budaya tergambarkan 
oleh tiga artikel. Pertama, penelusuran dan pemetaan Mohammad Zaki 
Arrobi pada studi-studi yang ada tentang implikasi media digital terhadap 
lanskap dan kontestasi otoritas keagamaan Islam di Indonesia. Sebuah 
topik yang sangat penting, di mana produksi, sirkulasi, dan “pemasaran” 
agama Islam sangat gegap gempita dan penuh kontestasi dalam dua dekade 
terakhir. Tak dapat dipungkiri, kehadiran media digital seperti Youtube, 
Facebook, dan Twitter turut menambah dinamika sekaligus kompleksitas 
kontestasi yang sedang berjalan. Arrobi menunjukkan satu gejala bahwa 
platform-platform digital telah memberikan “panggung” untuk munculnya 
aktor-aktor yang membawa otoritas baru pada produksi dan konsumsi 
nilai agama di era digital. Dijck et al. (2018) menyebut situasi ini sebagai 
salah satu symptom masyarakat platform (platform society) di mana lalu 
lintas interaksi ekonomi, budaya, sosial, dan politik termediasi oleh sistem 
algoritma yang terinstitusionalisasi oleh industri teknologi global. Platform- 
platform yang disusun oleh sektor swasta tersebut memberikan mekanisme 
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baru untuk pertukaran dan praktik nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai 
agama. Pertukaran tersebut kemudian membentuk konsumen dan agen 
kebudayaan yang beroperasi dalam siklus pertukaran informasi. Nilai 
agama—dalam hal ini—ditransmisikan melalui organisasional platform 
yang memiliki infrastruktur masif dalam menginternalisasi konten-konten 
yang berkaitan dengan agama tertentu. 

Platform-platform tersebut dijalankan oleh algoritma untuk sampai 
pada layar gawai pintar pengguna media sosial. Kerangka intermediasi 
ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh robot (Algoritma), melainkan juga 
diperantarai oleh manusia yang memilih formulasi rekomendasi dan konten 
(Editing/Curating). Gregorius Ragil Wibawanto—dalam artikelnya— 
memberikan ilustrasi prosedur sosio-teknikal antara algoritma dan kurasi 
konten tersebut dengan kerangka intermediasi algotorial (algoritma dan 
editorial). Penelusuran Wibawanto pada platform dengar-musik daring 
(streaming) menunjukkan bahwa aplikasi digital tidak hanya didominasi 
oleh peran algoritma namun juga intermediator yang menguasai perangkat 
lunak, konten budaya, dan juga data sejarah. Temuan ini menunjukkan 
bahwa agensi manusia masih relevan di tengah gempuran teknologi 
automasi. Kerangka agensi yang serupa juga muncul dalam penelusuran 
Oki Rahadianto Sutopo dan Agustinus Aryo Lukisworo tentang studi 
pemuda di era digital. Di dalam artikelnya, Sutopo dan Lukisworo 
menunjukkan bahwa di era digital, pemuda(i) memiliki ruang sosial untuk 
mengekspresikan dirinya secara reflexive. Internet—bagi pemuda di era 
digital—adalah ruang untuk mencari otentisitas: menampilkan lifestyle, 
serta menumbuhkan sense of belonging yang lepas dari jarak-jarak 
tradisional. Platform—dalam hal ini—dapat berfungsi sebagai peluang 
artikulasi diri bagi pemuda/i di era digital. 

Ketiga artikel tersebut memberikan ilustrasi yang berdiri di antara 
paradoks aktivitas konsumsi dan formasi agensi dari subjek-subjek digital, 
terutama pemuda generasi millenial. Paradoks tersebut juga diikuti oleh 
perubahan struktur kerja yang berpengaruh bagi perjalanan hidup generasi 
millenial dan angkatan kerja muda. Pekerjaan dan mekanisme kerja baru 
tumbuh di dalam tubuh masyarakat digital. Relasi antara tenaga kerja dan 
modal (capital and labor) tidak seperti pada era industrial yang berbasis 
pada pembagian kerja (Kumar dan Jena, 2020). Pada era pasca-Industrial 
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relasi tenaga kerja dan modal cenderung fleksibel dan menyesuaikan pada 
kebutuhan sistem automasi. Para kreator menyusun sekaligus hidup di 
dalam sistem automasi, mereka mengelola dan menggunakan data namun 
tidak memilikinya, mereka menikmati pengetahuan dan informasi yang 
tersedia, namun menjual privasinya (Fuchs, 2012). Di dalam mekanisme 
yang demikian, tenaga kerja mengalami precarisasi atau perentanan. 
Tantangan kerja baru tidak hanya berurusan dengan keterampilan dan 
kepemilikan pengetahuan, namun kesadaran akan formasi ekonomi digital 
yang membentuk struktur kerja yang kompetitif. 

Di dalam buku ini, terdapat tiga kontribusi yang bertujuan untuk 
mengembangkan perspektif kritis atas buzzword “ekonomi digital”, 
dengan landasan nilai-nilai universal terkait kerja seperti human dignity, 
decent work, inclusive employment, dan gender eguity. Pengembangan 
perspektif ini sangatlah penting di hadapan arus wacana dominan yang 
mengglorifikasi ekonomi digital sebagai “surga masa depan yang serba 
indah.” Artikel pertama di bagian ini oleh M. Falikul Isbah dan Arif 
Budi Darmawan menggambarkan akar historis ekonomi digital dan 
perkembangannya terkini, bentuk-bentuk kerja yang dimunculkan, serta 
refleksi akan potensi riset sosial tentang topik pekerjaan di dalamnya. 
Artikel kedua oleh A.B. Widyanta secara khusus meneropong ledakan 
prekarisasi yang semakin di depan mata. Hantu prekarisasi kian nyata akibat 
bertemunya dua arus: fleksibilisasi pasar kerja melalui instrumen regulasi 
ketenagakerjaan seperti diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja dan 
masifnya digitalisasi kerja yang mengikis hubungan kerja tetap berikut 
hak-hak perburuhan. Artikel terakhir oleh Desintha Dwi Asriani dan Herni 
Ramdlaningrum mendiskusikan isu inklusi dan keadilan gender dalam 
bahasan tentang kerja di masa depan (the future of work) di Indonesia. 
Digitalisasi kerja dapat dilihat sebagai alternatif bagi perempuan untuk 
terbebas dari pembakuan gender yang selama ini menyebabkan mereka 
tersubordinasi di ranah kerja/publik. Namun digitalisasi juga berpotensi 
melahirkan evolusi sistem dan nilai patriarkis sehingga ketidakadilan 
yang dialami perempuan justru semakin beragam. Artikel ini berupaya 
menawarkan alternatif pemikiran untuk menempatkan diskursus Revolusi 
Industri 4.0 sebagai peluang dalam merekoginisi ruang-ruang produktivitas 
yang lebih inklusif dan berperspektif gender. 
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Premis dari buku ini hanya sederhana: memberikan tawaran ragam 
perspektif ilmu-ilmu sosial yang mengelaborasi kondisi disrupsi, semangat 
emansipasi, dan tujuan rekognisi dalam konteks Indonesia digital dengan 
menyadari potensi ketersediaan data sosial baru berbasis digital serta 
tantangan bias representasi algoritmis dan paradigma sebatas-respons baik 
dari sisi ekonomi-politik maupun wacana kepemilikan informasi. Premis 
tersebut hadir dalam delapan artikel yang dikelompokan dalam tiga topik, 
yakni: metode, budaya, dan ekonomi-politik kerja di era digital. Delapan 
artikel tersebut menjajaki satu usaha bersama untuk ikut berkontribusi 
membentuk masyarakat melalui pemaknaan dan pendefinisian kondisi 
sosial yang emansipatif. Teknologi adalah keniscayaan yang perlu kita 
manfaatkan dan kembangkan selaras dengan prinsip emansipasi serta 
penghormatan pada martabat kemanusiaan dan keadilan sosial. Pada 
pemajuan nilai-nilai inilah buku ini kami persembahkan. 
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BAB 2 

Sinisme di Era Post-Truth “Infodemic”: 

Studi Netnografi Respons Publik 

di Media Sosial Terhadap Penanganan Pandemi 
Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta 


Sidig Hari Madya dan Fuji Riang Prastowo 


Pengantar 


edia sosial telah menjadi media komunikasi penting bagi pemerintah 

baik pusat maupun daerah dalam penanganan wabah Covid-19 
(Kementerian Kesehatan 2020). Dalam hal ini pemerintah memegang 
kendali utama selama penanganan pandemi. Di konteks Indonesia, 
informasi penanganan terpusat pada laman www.Covid-19.go.id yang 
kemudian setiap daerah memiliki turunan laman tersebut pada konteks 
provinsi hingga kabupaten. Salah satu kanal komunikasi yang digunakan 
oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menyajikan 
informasi Covid-19 adalah akun Instagram @humasjogja. Akun tersebut 
secara reguler mempublikasi konten aktual informasi Covid-19 di DIY. 
Beberapa konten yang publikasi meliputi jumlah kasus, peta sebaran, tips 
pencegahan, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah DIY. Namun, 
lebih dari sekadar kanal informasi, akun @humasjogja telah menjadi ruang 
interaksi antara publik dan pemerintah yang ikut membentuk wacana 
penanganan Covid-19 di DIY. Karakteristik media sosial yang interaktif 
ikut andil dalam membentuk kultur partisipatoris dimana publik pengguna 
media sosial punya ruang untuk merespons informasi di media sosial 
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(Jenkins et al., 2009). Penggunaan Instagram sebagai kanal komunikasi 
telah mengundang partisipasi publik dalam merespons informasi Covid-19 
yang disampaikan pemerintah. 

Dalam konteks penanganan pandemi di DIY, tulisan ini memiliki 
kewajiban memaparkan kronologis penanganan pandemi secara runtut dari 
pertama kali status kebencanaan pandemi Covid-19 berlaku di DIY pada 
Maret 2020 hingga pada bulan Oktober 2020 ketika artikel ini diselesaikan. 
Per 27 Oktober 2020, saat diselesaikannya artikel ini, pada skala nasional 
kasus Covid-19 terkonfirmasi yakni 396.454 dengan kasus aktif sejumlah 
60.694 dan kasus meninggal 13.512 kasus (sumber: https://Covid-19.go.id/ 
peta-sebaran, diakses 27 oktober 2020). Kasus di DIY sendiri pada tanggal 
yang sama, terdapat 3.617 kasus terkonfirmasi dengan status 557 dirawat 
dan 89 meninggal. (https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik, diakses 
27 Oktober 2020). Memberikan catatan awal pada linimasa penanganan 
ini menjadi hal yang sangat penting. Tantangan utama selama proses 
penelitian adalah kondisi yang sangat dinamis pada saat bencana tersebut 
sedang berlangsung, sehingga bukan tidak mungkin dalam beberapa bulan 
ke depan, situasi di DIY bisa jadi sangat berbeda dengan kondisi pada saat 
artikel ini diselesaikan. 

Seperti daerah lain di Indonesia, DIY mengalami bongkar pasang 
kebijakan dalam penanganan bencana pandemi. Status DIY sebagai kota 
wisata dan kota pelajar turut memberikan dampak yang signifikan pada 
mobilitas manusia yang merupakan inang Covid-19. Hal yang perlu 
dikaji secara kritis adalah ketika pada bulan Juli 2020, DIY dinobatkan 
sebagai provinsi terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19 (Saputri, 
2020). Penyematan status oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah 
pusat tersebut terkesan sangat prematur karena situasi pandemi yang 
masih berlangsung—bahkan semakin memburuk. Pada bulan tersebut di 
DIY justru muncul banyak kasus baru seperti klaster Indogrosir, Jamaah 
Tabligh, dan Gereja GPIB. Pada awal penanganan klaster Indogrosir pada 
Mei 2020 bahkan menjadi sorotan karena berjalan sangat administratif 
yakni berbasis kepemilikan KTP Kabupaten Sleman, tidak berbasis pada 
kontekstual empiris siapa saja yang berkunjung ke lokasi tersebut. Potensi 
lonjakan pasien ini menjadi kekhawatiran Pemerintah Kabupaten Sleman 


20 


karena rendahnya kemampuan tes massal dibandingkan wilayah lain di 
Indonesia (Wawan, 2020). 

Seperti yang dilaporkan Shalihah (2020) dalam Kompas.com, 
penyematan predikat DIY sebagai provinsi terbaik dalam penanganan 
pandemi adalah keputusan yang terburu-buru di tengah jumlah kasus yang 
terus memuncak. Indikator yang digunakan pun menjadi sangat tidak tepat 
karena rujukan pemerintah pusat adalah penyerapan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah (APBD) tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan 
aturan WHO yang telah menetapkan kriteria penanganan suatu wilayah 
dapat dikatakan telah baik berbasis target testing 1 tes per 1.000 orang 
per minggu atau 1.000 tes PCR per 1 juta penduduk, positive rate antara 
3 sampai 596, serta minimal 80 persen dari total kasus kontak. Apabila 
menggunakan pendekatan ini, jelas DIY tidak tepat dikatakan sebagai 
provinsi terbaik dalam penanganan pandemi dibandingkan DKI Jakarta 
yang telah melakukan tes PCR 299.439 orang. Artinya, dengan penduduk 
sebesar 11 juta, maka DKI sudah melakukan hampir 4 kali tes yang 
disyaratkan WHO. Berangkat dari konteks permasalahan ini, apa yang 
dianugerahkan oleh pemerintah pusat bisa dibaca sebagai suatu upaya 
menciptakan psikologi massa di mana masyarakat memperoleh rasa aman 
yang sayangnya prematur. 

Fase penanganan berlanjut. Mengimplementasikan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), transisi dilakukan pada rentang Juli— 
Oktober 2020, seperti daerah lain di Indonesia. DIY telah masuk dalam 
fase krusial penyebaran Covid-19 yang tak terkontrol dengan pelacakan 
sumber penyebaran yang acak dari beragam klaster seperti perkantoran 
pemerintah dan swasta, pasar tradisional, warung makan, Malioboro dan 
sebagainya. Ironisnya, setelah delapan bulan berlalu sejak Maret 2020, 
kewaspadaan masyarakat mulai menurun drastis dan tidak peduli lagi pada 
protokol kesehatan. Hal ini didukung dari pernyataan Sultan yang meminta 
masyarakat untuk “lebih santai” menghadapi pandemi. 

Menurut Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris 
Andono Ahmad seperti yang dilansir Syambudi (2020) dalam artikel Tirto. 
id, fase pandemi di DIY dapat dianalisis ke dalam beberapa fase. Fase 
pertama adalah fase penularan awal yang masih terkendali. Kasus pertama 
di DIY dikonfirmasi terjadi pada 15 Maret 2020. Hingga akhir Juni, kasus 
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positif yang dikonfirmasi adalah sebanyak 313 kasus dengan rata-rata 
penambahan harian mencapai 2,8 kasus. Fase kedua yakni penularan 
komunitas yang meluas dengan jumlah penularan yang sangat cepat. 
Apabila pada fase ini tidak dapat dikontrol lebih ketat, maka akan masuk 
ke fase ketiga dengan penyebaran yang sangat acak. Seperti halnya situasi 
nasional, apa yang terjadi di DIY dikarenakan mobilitas yang tidak dapat 
dikontrol setelah digaungkannya new normal (adaptasi kebiasaan baru) 
oleh pemerintah pusat, sehingga muncul kasus impor alih-alih transmisi 
lokal. 


Tren Kasus COVID-19 di Yogyakarta 
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Gambar 2.1 Tren Kasus Covid-19 di DIY 
Sumber: Syambudi, 2020 dalam Tirto.id 
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Data Kasus COVID-19 di Yogyakarta Berdasarkan Riw 


GB Perjalanan SB Karyawan Kesehatan MB Contact Tracing MB Dalam Penelusi 
(GB Lain-lain 


Gambar 2.2 Data Kasus Covid-19 di Yogyakarta 
Sumber: Syambudi, 2020 dalam Tirto.id 


Menurut Joko Hastaryo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 
DIY mengamini bahwa di DIY telah memasuki fase penularan di komunitas 
yang meluas. Sebagai catatan, per 7 Oktober 2020 total kasus di DIY ada 
2.853 kasus dengan penyumbang terbanyak adalah Kabupaten Sleman 
yakni 1.268 kasus atau 4496 dari total kasus di DIY (Jehamun, 2020). Ini 
jelas menjadi faktor kerentanan baru bagi masyarakat secara luas. Singkat 
kata, pada rentang September-Oktober 2020 ini dapat diakui bahwa 
pemerintah DIY cenderung sedikit kendor dalam pembuatan kebijakan- 
kebijakan dalam level penanganan pandemi ini seperti kontak tracing 
serta pengetatan mobilitas pendatang guna menekan penyebaran. Hal ini 
mungkin dikarenakan faktor ekonomi yang kemudian lebih diprioritaskan 
untuk dipikirkan oleh pemerintah DIY. Hal ini bertentangan dengan ketika 
awal situasi Covid-19, di mana secara kontekstual kebijakan DIY lahir 
lebih banyak menyasar pada penanganan kesehatan. Ironisnya, setelah 8 
bulan berlalu sejak Maret 2020, kewaspadaan masyarakat mulai menurun 
drastis dan tidak peduli lagi pada protokol kesehatan. 
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Sejak pandemi terbesar Spanish Flu pada 1920 berakhir 100 tahun 
lebih yang lalu, praktis hampir tidak ada manusia di bumi abad ini yang 
mampu memahami gejala serba tidak pasti karena wabah. Kendati angka 
manusia yang terinfeksi terus meningkat, ketidakpercayaan publik terhadap 
data-data tersebut juga terus meningkat. Angka-angka seperti jumlah 
kasus, jumlah kematian, kebutuhan tempat tidur di rumah sakit, kebutuhan 
ventilator dan sebagainya adalah beberapa isu yang dianggap “biasa-biasa 
saja” pada pertengahan akhir tahun 2020. Situasi yang berbanding terbalik 
di Indonesia ketika pertama kali pandemi ini muncul di awal tahun 2020. 

Berbasis paparan permasalahan di atas, studi ini berupaya membongkar 
interaksi aktif antara publik dan pemerintah dengan menganalisis akun @ 
humasjogja sebagai kanal informasi dan komunikasi pemerintah dalam 
penanganan Covid-19 di DIY. Fokus analisis studi ini menekankan pada 
bentuk respons publik yang muncul di kolom komentar. Respons lewat 
teks di kolom komentar dilihat sebagai bentuk partisipasi publik yang ikut 
membentuk wacana penanganan Covid-19 di DIY. Teks tersebut dalam 
studi ini dibaca dalam konteks perkembangan gejala sinisme di era post- 
truth di mana kebenaran informasi merupakan dari permainan kuasa (power 
game) terhadap pengetahuan. Sinisme sendiri merupakan pandangan atau 
pernyataan sikap yang mengejek atau memandang rendah suatu situasi. 
Merujuk pada akar filsafat, sinisme melekat pada gerakan antipolitik 
dalam arti, tidak ingin terlibat dalam urusan sistem pemerintahan. Garis 
historis paham ini dapat ditarik ke masa Yunani maupun Romawi kuno 
ketika Diogenesis Laertius berusaha menyerang monarki dan tirani dengan 
sangat keras lewat provokasi di kalangan kaum sinis (Bertens, 2019). 

Sinisme di era post-truth mengekspresikan keterlekatan emosional 
massa dengan figur kuasa yang memengaruhi definisi “final” tentang mana 
yang “benar” dan “salah” (Fuller, 2018). Figur kuasa dalam konteks DIY 
tidak hanya merepresentasikan sentralitas kekuatan politik namun juga 
kultural. Patronase terhadap raja (kingship patronage) yang memberi 
corak politik-kultural masyarakat DIY menyiratkan adanya kekuatan 
yang potensial dari aspek kepemimpinan untuk mengendalikan krisis 
yang sedang berlangsung. Namun perpanjangan ruang ekspresi publik 
yang difasilitasi oleh media digital membuka peluang publik masuk 
dalam situasi post-truth di mana sinisme terhadap pemimpinnya sangat 
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mungkin makin terlihat dengan jelas. Membaca reaksi publik terhadap 
gerak-gerik pemerintah dan pemimpin politik DIY dalam situasi krisis 
dapat memberikan gambaran kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri. 
Studi ini menyoroti sikap publik terhadap pemerintah di tengah situasi 
krisis akibat Covid-19 di DIY. Respons publik yang diungkap dalam 
penelitian ini berbasis pada pola interaksi “natural” dan “organik” yang 
mengemuka di kanal informasi dan komunikasi Covid-19 yang digunakan 
oleh pemerintah DIY @humasjogja. 


Metode 


Studi ini meneliti respons publik yang mengemuka di media sosial 
dengan menggunakan metode netnografi. Netnografi merupakan adopsi 
metode etnografi berbasis data digital dengan meneliti interaksi sosial di 
komunitas online (Garcia, Standlee, Bechkoff, dan Cui, 2009). Fokus utama 
metode ini adalah pada aspek kultural dan komunitas yang berkembang 
di forum, kelompok, grup atau ruang online (Kozinets, 2010). Instagram 
merupakan media digital dengan karakteristik fitur yang menopang kultur 
komunikasi visual dan tekstual. Selain itu, kolom komentar yang tersedia 
memberi ruang bagi pengguna untuk merespons secara interaktif konten 
yang diposting. Dalam konteks diseminasi informasi Covid-19 di DIY, 
Instagram digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu kanal utama 
penyampaian informasi publik. Sebagai kanal interaktif, Instagram menjadi 
ruang partisipasi publik dalam merespons, menyampaikan aspirasi, kritik 
atau memberi komentar lainnya. Interaksi tekstual-termediasi antara 
publik dengan pemerintah dalam penelitian ini dilihat sebagai suatu bentuk 
interaksi sosial yang mengekspresikan kondisi yang terjadi di masyarakat 
dalam konteks Covid-19. 

Publik dalam penelitian ini direpresentasikan oleh pengguna akun 
Instagram yang terlibat dalam interaksi dengan pemerintah DIY lewat 
instagram. Pemerintah DIY direpresentasikan oleh akun @humasjogja. 
Akun tersebut dipilih sebagai unit penelitian selain karena dikelola secara 
resmi oleh pemerintah DIY, akun tersebut juga menjadi kanal utama 
penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai Covid-19 di DIY. Akun 
@humasjogja menyampaikan informasi secara rutin dan relatif detail 
bahkan sejak sebelum kasus pertama teridentifikasi di DIY. Sampai 
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dengan artikel ini ditulis, lebih dari 2.000 kasus di DIY telah terkonfirmasi. 
@humasjogja terintegrasi dengan kanal informasi Covid-19 berbasis 
website www.corona.jogjaprov.go.id sehingga otomatis merekam 
informasi yang mencakup fase-fase krusial dalam konteks DIY. 

Informasi dalam beragam bentuk konten digital yang diposting oleh 
@humasjogja menjadi data utama penelitian ini. Sebagaimana karakteristik 
penelitian sosial berbasis data media sosial, jumlah data yang potensial 
untuk digunakan sangat banyak dan melimpah. Mengadopsi karakteristik 
etnografi yang menekankan pada kedalaman analisis ketimbang keluasan 
lokus, metode netnografi yang diaplikasikan di sini membatasi konten yang 
dianalisis (Kozinets, 2010). Penentuan konten didasarkan pada tingkat 
relevansi dengan pertanyaan penelitian dan identifikasi terhadap fase- 
fase krusial penanganan wabah Covid-19 di DIY. Metode netnografi yang 
diterapkan meliputi pengamatan terhadap konten dan interaksi online di 
situs yang diteliti, serta analisis terhadap teks yang berupa image, caption, 
komentar, emoticon, dan fitur lainnya di akun @humasjogja. 


Data 


Data penelitian ini fokus menganalisis dua konten di Instagram yang 
diposting oleh @humasjogja terkait informasi penyebaran Covid-19 dan 
respons pemerintah DIY. Konten pertama berisi informasi terkait respons 
pemerintah ketika kasus Covid-19 pertama di DIY dirilis, diposting pada 
15 Maret 2020. Konten kedua diposting pada 30 Juli 2020, berisi tentang 
respons pemerintah setelah 137 hari sejak kasus pertama dirilis dimana 
status Tanggap Darurat Bencana (TDB) diperpanjang dengan sampai 31 
Agustus 2020. Kedua konten tersebut dilihat sebagai representasi dua fase 
krusial dalam penyebaran wabah Covid-19 di DIY. Selain itu, keduanya 
memperoleh respons yang relatif tinggi dari publik, dengan metrik total 
likes sebanyak 8.577. Berikut tangkapan layar konten pertama dan kedua 
yang menjadi basis data penelitian ini. 
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TANGGAP DARURAT BENCANA COVID-19 DIY 
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IGGA TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 


dah Diperiksa Hasil Negatif Dalam Proses Uji Lab 


Pasien . 
Ls Positif 


Lon Lon 
Gambar 2.3 Tangkapan layar konten 
Sumber: Konten akun Instagram @humasjogja (https://www.instagram.com/p/ 
B9wWH2agLjL/) dan (https://www.instagram.com/p/CDOtLb4AZNU/) 


Kedua tangkapan layar tersebut menunjukkan konten yang berupa 
kombinasi antara image dalam bentuk poster digital dan caption dalam 
bentuk teks. Konten berupa image dan caption merupakan karakteristik 
utama media sosial Instagram. Kedua konten tersebut memiliki kesamaan 
dalam beberapa hal, meskipun pesan yang disampaikan berbeda. Di 
poster keduanya terdapat logo pemerintah DIY. Ikon media sosial yang 
dicantumkan di bagian bawah poster menunjukkan integrasi antarkanal 
yang di-setting oleh pemerintah DIY sebagai kanal informasi publik di 
media sosial. Warna dominan yang digunakan di masing-masing poster 
berbeda. Karakter yang digunakan sebagai ilustrasi juga berbeda. Salah 
satu perbedaan yang mencolok adalah penggunaan tagar. Dalam konteks 
interaksi di media sosial, tagar memiliki beragam fungsi, seperti supaya 
pesan yang disampaikan mudah dicari dan menjangkau publik secara luas 
(Zappavigna, 2015). 

Dari kedua konten di atas, penelitian ini menggali respons publik yang 
muncul di kolom komentar kedua postingan. Kolom komentar merupakan 
ruang interaktif yang menunjukkan partisipasi publik. Teks yang muncul 
di kolom komentar bisa respons publik pengguna Instagram terhadap 
konten tersebut, atau komentar publik terhadap komentar. Penelitian ini 
hanya melibatkan komentar publik yang merupakan respons terhadap 
kedua konten tersebut. Sehingga komentar dalam bentuk reply terhadap 
komentar, otomatis tereksklusi. Namun demikian, tidak semua komentar 
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menjadi data untuk dianalisis. Oleh karena penelitian ini fokus pada 
respons publik, maka hanya komentar yang berisi respons saja yang 
dilibatkan. Penyeleksian data di kolom komentar menghasilkan sebanyak 
86 komentar yang dianalisis di konten pertama dengan tingkat apresiasi 
(likes) sebanyak 426 dan 83 komentar di konten kedua dengan apresiasi 
234. 

Analisis netnografi pada penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap. 
Pertama, mengoding secara tematik respons publik yang muncul di kolom 
komentar. Koding yang dilakukan menghasilkan empat tema utama yang 
menjadi kategori respons publik yaitu aspirasi, simpati, satire, dan apati. 
Keempat kategori tersebut dijelaskan secara langsung melalui kutipan 
contoh komentar. Meskipun setiap komentar di @humasjogja dapat diakses 
secara relatif mudah oleh publik, aspek etika untuk mencantumkan nama 
akun pemberi komentar diterapkan dengan tidak mencantumkannya sama 
sekali. Penelitian ini fokus meneliti respons publik sehingga mengabaikan 
siapa yang merespons tidak memengaruhi kualitas data penelitian. 

Tahap kedua, menganalisis tren respons publik terhadap penanganan 
Covid-19 di DIY. Identifikasi tren dilakukan secara komparatif berdasarkan 
tema respons dan serial waktu publikasi kedua konten yang diteliti, yaitu 
pada 15 Maret dan 30 Juli 2020. Analisis ini bertujuan untuk, pertama 
melihat tanggapan publik terhadap kasus Covid-19 sejak kasus pertama 
muncul di DTY sampai dengan status TDB yang diterapkan. Kedua, melihat 
arah perubahan perilaku partisipasi publik di Instagram dalam merespons 
kebijakan Covid-19 oleh pemerintah DIY. Arah perubahan perilaku publik 
dalam merespons penanganan Covid-19 dideteksi dengan mengukur 
perubahan tingkat partisipasi dalam bentuk aspirasi, simpati, satire, dan 
apati. 

Tahap ketiga adalah menganalisis bentuk partisipasi publik 
menggunakan analisis jejaring sosial (SNA). SNA adalah teknik analisis 
data yang fokus pada aktor dan relasinya dalam struktur jejaring (Wellman, 
1983). SNA dalam penelitian ini digunakan untuk memetakan koneksi 
antara bentuk partisipasi publik dengan aktor lain yang meliputi: siapa 
yang berpartisipasi, apa isu yang diangkat dan siapa yang ditarget. Aktor 
yang berpartisipasi direpresentasikan oleh penggunaan istilah untuk subjek 
kalimat. Hal ini untuk menakar persepsi publik di ranah keterlibatan isu. 
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Isu yang diangkat diukur berdasarkan tingkat frekuensi kemunculannya. 
Sedangkan aktor yang ditarget direpresentasikan oleh tingkat frekuensi 
individu atau organisasi yang namanya paling sering disebutkan ketika suatu 
isu diangkat. Analisis ini secara efektif mampu menunjukkan bagaimana 
bentuk respons publik, siapa yang merespons, apa yang diinginkan, serta 
siapa yang terlibat atau diharapkan terlibat dalam penanganan Covid-19 
di DIY. 

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan dua software, 
yaitu Microsoft Excel dan Nodexl Pro. Excel digunakan untuk merapikan 
data media sosial yang belum terstruktur menjadi terstruktur sehingga 
siap dianalisis. Analisis dan visualisasi SNA menggunakan Nodexl. 
Nodexl merupakan fitur add on dari Excel yang didesain untuk penelitian 
SNA menggunakan data media sosial (Hansen, Shneiderman, & Smith, 
2011). Nodexl digunakan untuk komputasi metrik SNA, yaitu mengukur 
tingkat frekuensi antaraktor yang saling terkoneksi satu sama lain. Kedua, 
visualisasi data yaitu memetakan jejaring aktor secara visual. Visualisasi 
data juga dilakukan untuk menceritakan temuan penelitian melalui jejaring 
visual. 


Temuan 


Karakteristik media sosial sebagai ruang interaktif mengundang 
partisipasi publik untuk terlibat. Koding tematik terhadap komentar publik 
yang dominan di Instagram menghasilkan empat kategori utama, yaitu 
komentar aspirasi, simpati, satire, dan apati. Kategori komentar aspirasi 
menekankan pada adanya ide atau gagasan yang disampaikan sebagai 
bagian dari aspirasi publik. Kategori simpati menekankan pada adanya 
ekspresi simpatik dan harapan yang disampaikan melalui komentar. 
Kategori satire merupakan komentar berupa kritik sosial yang disampaikan 
dengan nada teks humor. Kategori apati menekankan pada komentar yang 
berisi kecenderungan ketidakpedulian publik terhadap informasi atau 
kebijakan yang disampaikan lewat konten. Beberapa contoh komentar 
tersebut dipaparkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Kategori dan contoh komentar netizen di akun Instagram @humasjogja 
Respons Contoh komentar konten 1 Contoh komentar konten 2 
publik 
Aspirasi Min, gaboleh kahh minta data Min yang dari Luar Jogja harus bener? 


pesebaran itu lokasi pasien yg 
positif dimana, dan sudah kemana 
aja, karena itu tuh penting buat 
bantu pemerintah juga sebenernya 
buat tracking. Jadi gak hanya dari 
mulut ke mulut, yg akhirnya buat 
panik warga aja. Tapi kitaa hanya 
menduga-duga. 


Kayaknya cuman Sri Sultan yang 
bisa ngasih tau orang jogja buat stay 
at home dulu ga usah ngumpul2 
sama semua dinyatakan aman. 

Ayo dong pak sultan, ga perlu lock 
down, cuman merintahin buat 
dirumah dulu kalo ga ada yang 
mendesak banget ga perlu keluar. 
Kita kejar2an sama waktu loh inii.. 
geregetaaaaaaaan 


Ngapunten,usul mawon nopo 
mboten langkung sae dipun batesi 
yg berkunjung ke jogja & dipun 
perketat pengawasanipun.Belajar 
dari kasus2 sakderengipun kita 
kecolongan babagan antisipasi virus 
puniko.. Nuwun #lockdown#wani 
perih biasa mangan telo 


distop dulu langsung suruh putar 
balik, baik itu jalur darat atau udara. 
Gawat kalo sampe yg dari Luar Jogja 
brol brol brol masuk ke Jogja terus 
kumpul? virus corona gelombang 
pertama aja belum tuntas jangan 
sampe malah membuka potensi 
masuknya virus corona gelombang 
kedua dari Luar Jogja. Sini warga yg 
di Jogja dr februari udh ngalahi gk 
kemana-mana biar persebaran virus 
corona di Jogja gak makin meluas. 
Kalo yg dari Luar Jogja masih aja 
masuk ya gak putus? rantainya, 
masuk lagi potensi virus corona dari 
Luar Jogja. 


Di daerah tugu tiap malam minggu 
sudah ramai sekali. Kafe kafe buka 
dan sama sekali tidak menerapkan 
physical distancing, pun tidak 
memakai masker, padahal pos polisi 
dekat dari situ. Mohon ketegasannya 


Masyarakat juga butuh 
memperpanjang peluang hidup lebih 
panjang. Maka izinkan kami keluar 
rumah hanya sekedar membuat 
dapur tetap ngebul. Kami tidak ingin 
bergantung dan berharap bantuan 
pemerintah karena faktanya juga 
tidak semua mendapatkannya meski 
sebenarnya hampir semua terimbas 
terutama masyarakat swasta. Namun 
kami tetap harus mengais rizki di luar 
rumah. Jadi jangan lagi larang kami 
utk keluar rumah. Kami siap utk tertib 
jalankan protokol kesehatan. Jangan 
lagi perintahkan kami utk terus 

stay at home. Kalo kami tetap terus 
menerus di rumah bisa jadi karpet 
rumah kami jadikan rendang. 
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Tabel 2.1 


Kategori dan contoh komentar netizen di akun Instagram @humasjogja 


(lanjutan) 
Respons Contoh komentar konten 1 Contoh komentar konten 2 
publik 
Simpati Semoga kita semua selalu dalam semoga jogja segera teristimewa 
lindungan Allah dan dijauhkan dari kembali smuanya sehat aman damai 
virus, aamiin...... 
Semoga jogja tetap aman dan 
Semoga lekas diberi kesembuhan, terkendali, jangan lupa gunakan 
dan orang2 sekitar yg pernah masker dan patuhi protokol 
berinteraksi dg pasien diberi kesehatan, sehat selalu kotaku 
ketahanan tubuh yang kuat. 
Semoga sehat selalu, Lur. 
Semoga cpt sembuh stay save 
everyone... 
Satire matursuwun infonya,status lockdown | sisan setahun wae pie.. 


kalo boleh tau nunggu ada pasien 
positive diangka berapa ya, jadi kita 
bisa prepare 


Pemerintahku koyo wong turu, 
daerah liane preventif kene iseh 
santuy, wisatawan jebol, parangtritis 
bus bus morat marit wong ndi ndi. 
Iki jane nunggu nambah pasien sik 
gek lagi geger opo kepie to ?? 


Wisman dari China masih boleh kah 
ke Jogja pak gub?? 


Proyek besar 


Diperpanjang kok tetap tambahya 
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Tabel 2.1 


Kategori dan contoh komentar netizen di akun Instagram @humasjogja 


(lanjutan) 
Respons Contoh komentar konten 1 Contoh komentar konten 2 
publik 
Apati Sepertinya kota2 besar lebih rawan Ngaruhnya ke apa sih min? Serius 


terkena corona krn banyaknya 
wisatawan dan tidak ada yg berani 
lockdown !!!! Baiklah saya pulang ke 
kampung saya di kabupaten bireuen 


nanya @humasjogja Karena aktifitas 
udah normal semua kayakke 


Nganti Loss doll 


kemungkinan risikonya minim karena 
memang tdk ada wisatawan kesana 
hanya kota kecil, utk sementara 
waktu bye dulu jogja ku sayang 
semoga tdk bertambah yg tertular 
saya sangat khawatir dirumah anak 
sy masih bayi jika saya terinfeksi 
korbannya anak dan keluarga yg kita 
cintai 


Karepmu 


Terserah mau locked down apa 
enggak , anakku tetep enggak 
sekolah dulu . Sekolah mmg penting 
tp nyawa anak sy lebih penting. 


Mencegah lebih baik daripada sudah 
terlanjur terjadi. 


Sumber: Komentar akun Instagram @humasjogja (https://www.instagram.com/p/ 
B9wWH2agLjL/) dan (https://www.instagram.com/p/CDOtLb4AZNU/) 


Keempat kategori komentar di 
karakteristik respons publik yang cukup mencolok. Komentar publik 
baik yang disampaikan dalam rangka merespons kasus pertama Covid-19 
status TDB sangat kontekstual. Komentar 
aspirasi, misalnya menunjukkan secara implisit antusiasme publik dalam 


atas menunjukkan perbedaan 


maupun perpanjangan 


“urun rembug” menyuarakan pemikirannya untuk menangani wabah 
yang akhirnya melanda DIY. Sebagai contoh, permintaan akan adanya 
transparansi data penyebaran pasien, usulan skema lockdown dan ajakan 
untuk tetap di rumah. Aspirasi tersebut merupakan suatu bentuk partisipasi. 
Namun, lebih dari sekadar aspirasi, tuntutan publik tersebut memberi sinyal 
adanya kekhawatiran dan masalah kepercayaan terhadap pemerintah. 
Tuntutan transparansi data, misalnya, menandai adanya ketidakpercayaan 


32 


publik terhadap data yang disajikan. Apabila problem ini mengendap dan 
terakumulasi, maka berbahaya bagi keberlangsungan upaya penanganan 
Covid-19 oleh pemerintah. 

Sementara itu, aspirasi dalam rangka merespons kebijakan pemerintah 
untuk memperpanjang TDB lebih menekankan pada kepentingan yang 
terkesan personal. Contohnya, prioritas untuk membuat “dapur tetap 
ngebul” sebagai pilihan bertahan hidup yang tidak bisa ditawar dengan 
tetap di rumah. Pada akhirnya, pilihan survival tersebut menjadi imperatif 
karena status penyebaran wabah yang berkepanjangan dihadapkan dengan 
keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk bertahan hidup. 

Lain dengan komentar aspirasi, komentar simpati di kedua konteks 
menunjukkan rasa simpatik publik terhadap penyebaran wabah. Keduanya 
mengandung harapan agar situasi pulih kembali. Komentar simpati 
mengekspresikan dukungan emosional yang berasal dari kerumunan 
online. Partisipasi dalam bentuk ini menunjukkan bahwa di tengah 
kerjuhan komplain dan komentar publik terdapat ruang di mana moral 
kolektif dibangun sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Mereka 
yang tertimpa musibah menerima dukungan moral untuk bertahan dan 
bangkit kembali. Di sini, kecemasan yang muncul dari konsumsi informasi 
Covid-19 berpotensi dimoderasi oleh partisipasi publik yang menunjukkan 
rasa simpati. 

Kritik sosial yang disampaikan lewat satire muncul baik dalam konteks 
merespons konten pertama maupun kedua. Satire yang diungkapkan dalam 
rangka merespons kasus Covid-19 perdana cenderung disampaikan melalui 
pertanyaan, seperti misalnya: “perlu berapa kasus sampai pemerintah 
bertindak?”. Pertanyaan semacam itu tentu saja tidak selalu berangkat dari 
keprihatinan, tetapi bisa juga dari kemarahan atau bahkan keputusasaan. 
Kritik terhadap perpanjangan status TDB selama sebulan kedepan berisi 
tentang sindiran tentang efektivitas kebijakan tersebut. 

Karakteristik respons publik yang juga kerap muncul adalah dalam 
bentuk komentar apati. Apati publik seperti yang disampaikan di media 
sosial menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap informasi atau sikap 
yang diambil oleh pemerintah DIY dalam merespons Covid-19. Sikap 
apati mengalami eskalasi seiring dengan kasus yang tak kunjung reda sejak 
kasus pertama muncul. Sikap apati publik yang muncul tentu menandai 
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adanya persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara publik dan 
pemerintah. Publik merasa putus asa atau kecewa yang diekspresikan 
melalui ketidakpedulian. Sikap apati publik tentu buruk bagi demokrasi, 
terlebih di masa pandemi dimana kepercayaan publik menjadi modal 
sentral yang mestinya dirawat. 

Untuk mengetahui bagaimana publik merespons sikap pemerintah 
sejak kasus pertama sampai diterapkannya perpanjangan status TDB, 
analisis tren dilakukan secara komparatif berbasis tanggal posting. Saat 
kasus pertama teridentifikasi dan diumumkan oleh pemerintah di kanal 
Instagram, partisipasi publik didominasi oleh komentar yang mengarah pada 
penyampaian aspirasi. Dominasi komentar publik dalam bentuk aspirasi 
menunjukkan tingkat partisipasi yang levelnya tidak sekadar artifisial 
namun lebih substansial. Dalam arti, partisipasi publik direpresentasikan 
oleh gagasan yang langsung menarget pemerintah. Namun, sejak 37 hari 
sejak kasus pertama diumumkan, respons publik bergeser ke arah apati 
terhadap sikap pemerintah. Pergeseran tren partisipasi publik ditunjukkan 
oleh grafik berikut: 


Respons Publik di Media Sosial 
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Grafik 2.1 Tren Respons Publik terhadap Penyebaran Informasi Covid-19 
di Yogyakarta (Sumber: Peneliti) 


Respons publik bergeser dari aspirasi ke apati, dari simpati ke 
satire. Komentar yang merefleksikan partisipasi publik dalam bentuk 
aspirasi penanganan Covid-19 di DIY menurun drastis dari 65,55 ke 
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21,640. Sebaliknya, Respons yang menunjukkan ketidakpedulian publik 
meningkat signifikan dari 3,490 menjadi 40,990. Tren menurun juga 
terjadi dalam bentuk ekspresi rasa simpatik terhadap penyebaran wabah 
dari 14,9Yo menjadi 1296. Sementara itu, kritik yang diungkapkan melalui 
satire meningkat menjadi sebanyak 21,646 dari konten yang dianalisis. 
Pergeseran dari aspirasi dan simpati ke satire dan apati menunjukkan 
sinisme publik terhadap penanganan Covid-19 dengan ekspresi yang 
menunjukkan sikap tidak peduli. Peningkatan sinisme publik berlangsung 
seiring dengan penyebaran wabah yang tak kunjung bisa dikontrol. 

Meskipun partisipasi publik di Instagram tidak menunjukkan gejala 
penurunan, namun analisis tren menunjukkan peningkatan pesat suara 
apati. Hal ini menandai munculnya gejala ketidakpercayaan publik 
terhadap pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Komentar 
satire dan apati mengekspresikan kritik yang berangkat dari kekecewaan 
terhadap pemerintah yang dianggap gagal mengontrol risiko penyebaran 
wabah sejak kasus pertama muncul. Sikap apati juga diekspresikan dengan 
teks singkat namun kaya makna kultural seperti: “karepmu” dan “nganti 
loss doll”, di mana keduanya sebaiknya tidak hanya dipahami secara 
literal, namun juga kultural. Misalnya, istilah “loss doll” yang memuat 
keinginan dan harapan emosional namun memilih pasrah dan lepas tangan 
karena dirinya diabaikan. Adopsi kultural komentar “nganti loss doll” dari 
viralitas lagu berjudul “Los Dol” —yang dipopulerkan Denny Caknan dan 
telah ditonton oleh 87 juta netizen di Youtube—dapat dimaknai sebagai 
ungkapan kritik terhadap pemerintah yang tidak hanya keliru mengambil 
sikap, tetapi juga mengabaikan keselamatan warganya. 

Respons publik terhadap sikap dan kebijakan pemerintah dalam 
menangani Covid-19 merefleksikan partisipasi publik dalam konteks 
demokrasi di era digital. Namun seberapa efektif partisipasi tersebut 
ikut memengaruhi pengambilan keputusan politik tampaknya masih jauh 
dari ideal. Buktinya, aspirasi yang mengemuka di media sosial hanya 
lewat begitu saja sampai publik menjadi sinis dan apati. Untuk melihat 
lebih detail respons publik di ranah virtual, visualisasi SNA dijalankan. 
Komponen aktor dalam visual SNA yang digunakan meliputi subjek, isu, 
dan objek. 
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Respons publik terhadap konten Respons publik terhadap Legenda 
1 konten 2 


(@icoraoun Dero @uman Os 
'Aspirasi Apati 'Aspirasi Ng. ti Ds 
@emerian Oa Oa yan @zesoons 
Kita Pi ani Has Aku 
- O Sembul h @rweas ti 2 Ta” @ Isu 
Mai @orie 


Da Doo @ Normal ) anta 


Grafik 2.2 Peta Jejaring Respons Publik terhadap Informasi Covid-19 
di Media Sosial. (Sumber: Peneliti) 


Struktur visual jejaring seperti yang ditunjukkan oleh grafik dua 
terdiri dari lingkaran berwarna yang merupakan aktor (vertex) dan garis 
panah yang merupakan interaksi (edge). Lingkaran berwarna merah 
merepresentasikan bentuk respons publik. Warna hijau merupakan aktor 
menurut kata ganti orang pertama yang ditulis di kolom komentar oleh 
publik. Identifikasi aktor ini bertujuan untuk melihat seperti apa subjek 
yang merespons dipersepsikan oleh publik. Warna biru merepresentasikan 
isu yang dikemukakan publik lewat kolom komentar. Warna hitam 
merupakan objek yang disebutkan dalam komentar, dalam konteks 
ini artinya aktor yang ditarget atau diprioritaskan untuk terlibat dalam 
penanganan Covid-19. Garis panah merepresentasikan koneksi atau 
interaksi antara respons publik terhadap subjek yang dipersepsikan, isu dan 
objek yang ditarget. Tingkat ketebalan garis panah dibedakan berdasarkan 
tingkat frekuensi koneksi antaraktor. Semakin tebal garis panah, maka 
semakin tinggi frekuensinya. Artinya, semakin dominan aktor yang saling 
terkoneksi mengemuka. 

Temuan SNA di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
bagaimana publik merespons kasus pertama dan kebijakan perpanjangan 
TDB. Pada konteks penyebaran kasus pertama, terdapat 2 subjek (hijau), 4 
isu (biru) dan 4 objek (hitam). Pada kasus kedua, objeknya hanya 2 aktor 
(hitam). Aktor yang menjadi subjek, isu, dan objek yang muncul dalam 
respons kebijakan pemerintah antara kedua konten tersebut juga berbeda. 

Pada kasus Covid-19 pertama, seperti yang ditunjukkan pada data 
di bagian metode, konten yang dikemukakan tidak hanya jumlah pasien 


36 


positif, melainkan juga sikap pemerintah yang mengatakan bahwa 
meskipun muncul kasus perdana, DIY “belum dapat dinyatakan sebagai 
daerah dengan Kejadian Luar Biasa (KLB)”. Sikap pemerintah tersebut 
direspons oleh publik kebanyakan dalam bentuk aspirasi. Kata ganti 
“kita” yang dominan menunjukkan kesan bahwa publik di Instagram 
menggunakan sentimentalitas in-group yang sedang menyuarakan aspirasi. 
Bahkan, bisa pula istilah tersebut dipahami bahwa “publik” cenderung 
tidak memisahkan batas dengan “pemerintah”. Artinya, tidak muncul 
kesan sinisme publik ketika kasus perdana terjadi di DIY. 

Aspirasi utama yang disampaikan oleh “kita” berkaitan dengan isu 
soal lockdown. Kata “pemerintah” yang terkoneksi langsung dengan 
respons aspirasi menunjukkan bahwa isu soal lockdown yang disuarakan 
kolektif langsung menarget pemerintah. Dengan kata lain, publik menuntut 
pemerintah untuk segera menerapkan lockdown. Fakta bahwa tuntutannya 
tidak direspons oleh pemerintah, disambut publik dengan melakukan 
lockdown kampung secara mandiri. 

Pada konten kedua, pesan inti yang disampaikan adalah keputusan 
pemerintah memperpanjang status TDB sampai dengan 31 Agustus 2020. 
Alih-alih menyuarakan aspirasi, reaksi dominan publik pada kebijakan 
ini mengarah pada sikap apati. Sikap apati publik ditunjukkan dengan 
pilihan kata ganti subjek dari “kita” menjadi “kami” yang memposisikan 
pemerintah sebagai “liyan”. Subjek tersebut juga mengesankan adanya 
fragmentasi antara “kami” (in-group) yang apati dengan “mereka” (out- 
group) yang lain dari kami. 

Selain subjek, perubahan juga terjadi pada istilah yang digunakan 
untuk kata ganti objek. Aktor yang ditarget oleh publik di konten kedua 
lebih banyak menyebut istilah “admin” ketimbang “pemerintah”. Meskipun 
admin @humasjogja adalah representasi pemerintah karena akun tersebut 
dikelola resmi oleh pemerintah, pergeseran ke istilah “admin” dapat dibaca 
sebagai gejala “personalisasi” interaksi publik di ruang online. Dalam 
konteks interaksi tersebut, publik seakan membangun persepsi bahwa 
dirinya sedang berinteraksi dengan orang (person) di balik akun, alih- 
alih dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas. Gejala tersebut makin 
menguatkan sense of apathy publik terhadap pemerintah. 
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Isu utama yang mengemuka dibalik sikap apati publik direpresentasikan 
dengan istilah “normal”, yang maksudnya tidak lagi peduli terhadap apa 
kata pemerintah karena situasi sehari-hari di luar sana seperti tidak ada 
pandemi atau normal, padahal statusnya TDB. Istilah tersebut juga dapat 
dipahami dalam konteks kritik publik terhadap pemerintah yang mana 
imbauan pada masyarakat untuk tetap di rumah bertolak belakang dengan 
kenyataan bahwa orang-orang tampak beraktivitas seperti biasa di luar 
rumah, turis tetap datang meramaikan tempat wisata, dan jumlah kasus 
Covid-19 tidak kunjung reda. 


Diskusi 


Tren respons publik ke arah satire dan apati menunjukkan gejala 
sinisme yang muncul di tengah laporan intens penyebaran kasus yang 
disampaikan pemerintah. Informasi yang diterima publik membentuk 
sinisme yang diekspresikan lewat kekecewaan sekaligus ketidakpedulian. 
Hal ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan situasi yang terjadi 
di awal pandemi pada bulan Maret 2020 lalu. Pada konteks Pandemi 
Covid-19 ini, sinisme dapat dipersempit maknanya sebagai upaya publik 
memandang “remeh” baik situasi pandemi maupun penanganannya. Hal 
ini tergambar pada data di atas yang mulai muncul argumen merendahkan 
seperti “karepmu” atau jargon-jargon seperti “loss doll” ketika pemerintah 
DIY memaparkan informasi terbaru tentang Covid-19. 

Merujuk pada hasil studi yang dilakukan oleh Maliki (2020) pada 
isu Covid-19 yang dibenturkan pada dua isu yakni agama dan sains di 
Indonesia, menunjukkan bahwa sinisme pada awal pandemi terjadi di 
Indonesia baru muncul dari kelompok beragama yang berusaha menentang 
pandangan mainstream pemerintah dan kelompok sains, sehingga 
kelompok konservatif ini dianggap kelompok “anti sains” di awal pandemi 
terjadi di Indonesia. Pandangan sinis lahir dari kelompok beragama, 
khususnya Islam di awal pandemi dengan muncul jargon menyebut 
Wuhan, China sedang mengalami hukuman oleh “Virus Korona Tentara 
Allah” sebagai azab sikap Cina pada umat Islam Uighur. Pada awal mula 
kaum sinis muncul dari kalangan beragama ini hanya pada berkutat sikap 
transendental menyikapi pandemi agar masyarakat lebih takut pada Allah, 
daripada korona. 
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Memperbaharui temuan dari Maliki di atas, studi ini kemudian melihat 
bahwa sinisme tidak hanya melekat pada kelompok tertentu, tetapi meluas 
ke masyarakat secara umum, khususnya di DIY. Studi ini kemudian 
melihat gelombang sinisme—khususnya di dunia virtual—ini lahir karena 
dua faktor utama yang terjadi di konteks masyarakat DIY yakni (1) gejala 
post-truth di era infodemic, (2) Patronase masyarakat DIY pada Kingship 
(Sultan) 


Gejala Post Truth di era Infodemic 


Simpang siurnya informasi di media sosial menimbulkan 
ketidakpercayaan publik DIY terhadap penanganan pandemi, seperti 
misalnya komentar yang mempertanyaan perpanjangan status TDB di saat 
situasi di luar justru menampakkan kondisi “normal”. Sinisme lewat satire 
dan apati yang terakumulasi dapat menguatkan ketidakpercayaan publik 
terhadap institusi. Ketidakpercayaan ini potensial menciptakan gejala 
“post-truth” di masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. 
Implikasi yang memungkinkan tentu saja publik mulai tidak percaya pada 
pemberitaan yang diberikan oleh lembaga sains, media, hingga pemerintah 
yang dianggap sebagai pengontrol narasi (Loftus, 2020). Gelombang anti 
sains yang memandang sebelah mata data yang dikeluarkan lembaga sains 
oleh para politikus serta publik dapat dikatakan sebagai salah satu gejala 
utama “post-truth age” (Collins dkk., 2017: Fujimura and Holmes, 2019). 

Menurut Schulman (2020) mengapa pandemi Covid-19 dapat 
diasumsikan telah mengalami gejala post-truth karena fakta-fakta 
yang mengungkap kondisi pandemi yang dirilis oleh pemerintah DIY 
jusru dianggap kurang penting dibandingkan opini, emosi, serta isu-isu 
lainnya yang berkembang di tengah masyarakat. Ada beberapa faktor 
yang kemungkinan menyebabkan munculnya eskalasi munculnya post- 
truth ini adalah pertama, kurangnya pengetahuan tentang Covid-19 ini 
yang menyebabkan mudahnya masyarakat percaya akan narasi tentang 
penyebaran virus, lamanya krisis, serta bagaimana cara mengatasi 
pandemi ini. Kedua, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah 
dengan lembaga sains menyebabkan benih ketidakpercayaan ini telah 
lahir di masyarakat sejak awal pandemi ini muncul yang ditandai 
dengan kurangnya kesepakatan tentang fakta berupa data, serta kaburnya 
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garis antara opini dan fakta. Kehadiran media sosial di abad ini juga 
memperparah munculnya banyak narasi yang tidak konsisten sehingga 
bukanlah hal yang tidak mungkin apabila masyarakat justru meyakini data 
yang mereka temukan di media sosial, ketimbang apa yang dibicarakan 
pemerintah. Perasaan kebingungan dan ketidakpastian berasal dari 
kontradiksi antara fakta dan sumber yang berbeda. Ketiga, kemungkinan 
yang dapat menjadi faktor lahirnya post-truth di tengah masyarakat adalah 
proses demokratisasi dan pendidikan pada abad ini menciptakan situasi di 
mana setiap individu dianggap mampu memutuskan apa yang benar sesuai 
sumber yang mereka percaya. Relativitas pemahaman masyarakat kepada 
sumber ini yang kemudian dalam konteks Covid-19, publik dapat dengan 
mudah terbawa gelombang sinisme berdasarkan komentar yang mereka 
baca di laman-laman media sosial yang memberitakan fakta yang berbeda 
dengan data yang dimiliki pemerintah. Pada beberapa kasus, muncul 
kemunduran demokratisasi karena penanganan pandemi lebih cenderung 
bersifat otoritatif ketimbang demokratis. 

Apayangterjadi di Yogyakartaadalah sebuah kasus kecil dari banyaknya 
kasus serupa tak terhitung di seluruh dunia. Respon sinisme lahir karena 
sebagian besar masyarakat telah mengalami frustasi selama menghadapi 
pandemi ini. Menurut Loftus (2020) narasi yang beredar di kalangan publik 
sangat bergantung pada bagaimana pemimpin negara merespons pandemi 
ini. Beberapa negara malah justru menciptakan polarisasi informasi karena 
perbedaan pandangan politik. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump 
yang berafiliasi dengan media sayap kanan negara tersebut bersama 
Fox News sejak awal terus meremehkan Covid-19 yang dianggapnya 
sebagai hoaks. Dalam jurnal yang ditulis Duarte (2020), di negara Brasil, 
Presidennya Jair Bolsonaro bahkan sempat menyatakan bahwa Covid-19 
disamakan dengan gejala demam seperti biasa, serta menyalahkan media 
massa yang melakukan hiperbola pemberitaan. Padahal pada tengah Maret 
beberapa gubernur wilayah Brasil sudah mengumumkan isolasi sosial, 
tetapi hal tersebut ditolak oleh Presiden Brasil Jair Bolsonaro serta populis 
garis kanan pendukungnya. 
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Patronase masyarakat DIY pada Kingship (Sultan) 


Banyak studi menyebutkan bahwa kepemimpinan politik adalah salah 
satu hal utama yang menjadi kunci pengendalian respons publik terhadap 
pandemi. Seperti halnya pandangan Weberian bahwa karismatik seorang 
pemimpin menjadi kunci sentral pengendalian pandemi. Di konteks 
Indonesia, pada awal pandemi ini muncul justru sikap-sikap sinisme lahir 
dari tokoh nasional yang kemudian memandang remeh Covid-19. Sikap 
sinisme dari atas teridentifikasi dari komentar aspirasi publik ketika kasus 
pertama terjadi di DIY. Lockdown menjadi isu dominan yang mengemuka 
sebagaimana diungkap dalam jejaring visual SNA di atas. Pernyataan 
pemerintah untuk tidak menjadikan kasus pertama sebagai dasar penetapan 
status KLB disambut publik dengan memberikan aspirasi yang sayangnya 
tidak diakomodir. Perpanjangan status TDB, alih-alih mendapat aspirasi, 
justru disambut dengan sinisme masyarakat. Target sinisme publik bergeser 
dari pemerintah —termasuk dengan penyebutan istilah gubernur—, 
ke admin, yang menunjukkan gejala personalisasi di mana pemerintah 
sebagai sumber informasi dipisahkan dengan pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan penanganan pandemi. 

Pernyataan Sultan yang meminta masyarakat untuk “lebih santai” 
menghadapi pandemi muncul saat kasus masih fluktuatif. Pada 19 
September 2020, seperti yang dilansir Wicaksono (2020) dalam Tempo. 
co, Sultan bahkan mengatakan “ora popo nak positif ya neng rumah sakit 
(tidak apa-apa, kalau positif Covid-19 ya dirawat di rumah sakit)”. Yang 
kemudian menurutnya pada kuartal di penghujung tahun 2020 ini tidak akan 
ada kebijakan khusus pada penanganan Covid-19 karena Sultan menilai 
tidak ada alternatif lain, diminta adaptasi saja, jangan menakut-nakuti 
masyarakat. Ia menambahkan bahwa rakyat DIY bisa kelaparan karena 
terlalu lama tidak mencari nafkah. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan 
pernyataannya sendiri pada bulan Juli 2020, seperti yang diwartakan oleh 
Pertana (2020) dalam Detiknews.com pada saat Sultan menanggapi status 
terbaik DIY dalam penanganan pandemi. Ia menyebutkan “Masyarakat 
itu menjadi subjek di dalam proses kebijakan yang ada, jangan sampai 
masyarakat itu merasa diperintah kon ngalor kon ngidul (suruh ke utara 
suruh ke selatan),” ucapnya. 
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Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan secara tidak langsung dapat 
mendorong lahirnya sentralisasi informasi serta manajemen penanganannya 
yang kemudian melahirkan apa yang disebut Schulman (2020) sebagai 
“truth-clarifying institutions” atau institusi pemberi konfirmasi fakta yakni 
komunitas sains, media massa, dan media sosial. Kemudian, rendahnya 
kepercayaan publik pada penanganan pandemi turut memengaruhi 
hubungan antara publik dengan (decision makers) pengambil kebijakan 
serta truth-clarifying institutions, sehingga ada tiga relasi utama yang 
sangat vital selama pandemi ini (Schulman, 2020). Efek jangka panjang 
yang kemungkinan dapat terjadi adalah munculnya political game antara 
scientific arguments dengan political arguments. Dalam hal ini, peran 
ganda Sultan dapat menjadi political game penanganan pandemi di DIY. 
Berkaitan dengan argumen pertama, menurut Fuller (2018) pernyataan 
yang bersifat budaya dan politik oleh sultan dapat menjadi power game 
yang berdampak pada respons publik menyikapi pandemi. Power game 
yang dimaksud adalah ketika yang “benar” dan “salah” menjadi narasi 
yang dipengaruhi kuat oleh tokoh politik. 

Catatan kritis yang studi ini lihat adalah bahwa bertumpu pada 
pengalaman historis, sebenarnya DIY memiliki modal budaya yang sangat 
kuat dalam hal kepatuhannya pada sosok Sultan. Patronase ini ditunjukkan 
dari kepatuhan warga di awal-awal pandemi berlangsung yakni secara 
mandiri desa-desa melakukan isolasi mandiri. Bahkan pada beberapa 
wilayah baik di lereng gunung hingga pesisir pantai, sempat melakukan 
ritus budaya dengan “memasak sayur lodeh” sebagai upaya menolak 
bala Covid-19. Seperti kebiasaan masyarakat DIY ketika masa-masa 
bencana, simbolisasi unsur dalam sayur lodeh adalah cara masyarakat 
setempat berdoa dalam unsur kebatinan Kejawen-nya. Studi ini kemudian 
tidak hendak melihat apakah tindakan-tindakan budaya tersebut di awal 
pandemi pada bulan Maret 2020 sebagai sesuatu yang benar atau salah — 
di mata sains atau WHO. Tetapi lebih dari itu, tindakan kolektif awal yang 
dilakukan masyarakat DIY menunjukkan “kewaspadaan” komunal yang 
mendukung upaya pemerintah DIY di awal penanganan pandemi. Terbukti 
dari dominannya aspirasi yang diungkapkan dengan persepsi subjek “kita”, 
alih-alih “kami”. Konsep biner pemerintah DIY yang berwajah kerajaan 
kultural dan pemerintahan politis sebenarnya mampu menjadi “kekuatan” 
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penanganan pandemi yang bersifat sentralistis, karena apa yang diucapkan 
sang Raja memiliki kecenderungan untuk dipatuhi secara komunal. 

Singkat kata, dengan karakter masyarakat DIY yang sebagian 
besar masih patronistik dengan raja, apa yang diungkapkan oleh Sultan 
pada fase penyebaran ini menjadi sangat ironis karena dapat menjadi 
alasan masyarakat untuk menyepelekan pandemi. Hal ini diperparah 
dengan banyaknya informasi hoaks yang muncul di media sosial yang 
terus mengarah pada peyorasi situasi bencana ini. Apabila direfleksikan, 
ketidakwaspadaan ini berjalan linier tidak hanya terjadi pada masyarakat 
tapi juga level pemerintah, sehingga bukan tidak mungkin prioritas 
kondisi ekonomi justru akan menyulut kerentanan-kerentanan baru dalam 
masyarakat. 


Kesimpulan 


Instagram sebagai kanal informasi publik dan media komunikasi 
pemerintah dalam menyajikan informasi Covid-19 dapat menjadi 
“Jendela” pengetahuan tentang opini publik terhadap sikap dan strategi 
pemerintah menangani wabah Covid-19. Opini publik berbasis data di 
media sosial muncul secara “natural”, namun lebih relevan diletakkan 
sebagai representasi “persona” (akun) ketimbang “person” (orang di 
balik akun). Metode netnografi dengan mengaplikasikan SNA mampu 
mengungkap pola dan jejaring interaksi antaraktor yang mengemuka di 
media sosial. Aktor yang dapat diidentifikasi tidak terbatas pada aktor 
manusia, namun bisa berupa isu, sebagaimana isu penanganan pandemi 
yang diangkat dalam penelitian ini. SNA mengungkap tidak hanya siapa 
terkoneksi dengan siapa, namun juga seberapa intens dan apa implikasinya 
terhadap isu yang dikaji. 

Studi ini mengungkap tren partisipasi publik terhadap penanganan 
pandemi di DIY yang menghasilkan sikap sinis terhadap virus dan 
pemerintah dalam menangani virus. Sinisme publik diekspresikan lewat 
satire dan apati di media sosial. Sikap sinis muncul tidak hanya karena 
kekecewaan dan ketidakpedulian terhadap upaya konkret pemerintah, 
tetapi juga realitas di lapangan bahwa krisis yang dialami tak kunjung reda. 
Aspek kepemimpinan yang secara politik dan kultural potensial tidak serta- 
merta mampu meredam kepanikan publik lewat kontrol informasi. Kanal 
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informasi yang tersentralisasi justru menjadi ruang publik melakukan 
konfrontasi isu dan gagasan baik melalui aspirasi ataupun sikap apati 
terhadap pemerintah. 

Studi ini memperlihatkan bahwa kehadiran media sosial di era 
pandemi turut menciptakan pengaburan fakta di mata publik baik di dunia 
virtual maupun di dunia nyata. Iklim keraguan dan ketidakpercayaan 
melahirkan fenomena post-truth. Seperti yang disampaikan direktur WHO 
Tedros Adhanom Ghebreyesus di awal pandemi, banyaknya informasi 
yang simpang siur dan saling berbenturan satu sama lain menghasilkan apa 
yang disebut sebagai coronavirus infodemic, ketika pandemi tidak hanya 
disebabkan oleh virus tetapi juga oleh misinformasi yang menyebar acak di 
media sosial (Ali dan Kurusuwa, 2020). Hal ini juga sejalan dengan studi 
yang dilakukan Parmet dan Paul (2020) pada masyarakat Amerika Serikat. 
Apa yang terjadi di DIY juga memiliki kemiripan dengan munculnya 
gejala post truth karena efek patronase pemimpin. 

Simpulan yang dapat diambil adalah walaupun pemerintah 
menggunakan kanal informasi yang tersentral untuk diseminasi informasi 
Covid-19, jika tidak didukung oleh sikap tokoh pemimpin di dunia nyata 
akan menyebabkan munculnya gelombang sinisme di kalangan masyarakat. 
Jelas, iklim keraguan ini tidak hanya diciptakan oleh para pemimpin politik 
tetapi juga para public figure seperti selebriti, tokoh agama, dan pakar yang 
terus-menerus sengaja membenturkan rasionalitas publik dalam merespons 
Covid-19. Rentetan informasi palsu turut mengikis kepercayaan publik 
pada pemerintah dan lembaga sains dalam menyebarkan status terbaru 
situasi pandemi Covid-19. Dalam konteks DIY, gelombang sinisme 
menguat dari masyarakat yang makin frustasi, kecewa, dan tidak peduli 
ketika dihadapkan pada tuntutan untuk bertahan hidup di tengah krisis. 
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Bab 3 

Masyarakat Risiko di Balik Media Sosial 
Twitter Sebagai Penentu Arah Pengambilan 
Keputusan #NewNormalIndonesia 


Derajad Sulistyo Widhyharto dan Mohammad Thorig Bahri 


Pengantar 


andemi COVID-19 telah menginfeksi hingga 216 negara di berbagai 

belahan dunia. Kasus COVID-19 di Indonesia sendiri, per tanggal 05 
Juni 2020, tercatat telah menginfeksi 29.521 orang yang terkonfirmasi 
positif, kesembuhan mencapai 9.443 orang dan meninggal dunia sebanyak 
1.770 orang (Gugus Tugas COVID-19, 2020). Kebijakan yang bersifat 
preventif maupun represif secara simultan diimplementasikan oleh 
Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait guna 
mengurangi COVID-19 menjadi pandemi global. Salah satu kebijakan 
yang populer diimplementasikan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 
Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB, yang juga 
mengatur pelaksanaan PSBB di tingkat daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sendiri telah diterapkan 
di beberapa wilayah di Indonesia, yang telah dimulai oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020 yang lalu, dan masih 
diperpanjang hingga tanggal 12 Juni 2020, yang diikuti oleh Provinsi Jawa 
Barat, Jawa Timur dan wilayah lainnya. Pelaksanaan PSBB yang masif 
ini menimbulkan berbagai dampak terutama pada sektor ekonomi, yang 
membuat pertumbuhan ekonomi hanya pada kisaran 2,97 persen (Bappenas, 
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2020), dan pengangguran sebesar 7,05 juta orang atau menjadi 5,28 persen 
per Agustus 2020 (BPS, 2020). Di sisi lain, terdapat beberapa dampak 
positif pelaksanaan PSBB yang mengurangi penyebaran COVID-19 di 
wilayah Indonesia. Dampak pertama adalah trend peningkatan kesembuhan 
yang meningkat, di mana trend diamati sejak tanggal 20 Mei hingga 6 
Juni 2020 melebihi 100 orang per harinya. Kedua, tingkat fatality rate, 
atau rasio yang menunjukkan perbandingan antara tingkat kesembuhan 
dan kasus meninggal COVID-19, menunjukkan angka 8-9 persen, dengan 
trend yang menunjukkan arah positif (Yazid, K.E dan Palani, H., 2020). 

Namun dari berbagai hasil positif yang dihasilkan dari pelaksanaan 
PSBB tersebut, perlu diperhatikan bahwa unreported cases atau kasus 
yang tidak dilaporkan jumlahnya juga cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 
kapasitas tes PCR yang dimiliki oleh Indonesia sendiri menunjukkan 
angka yang cukup rendah, yaitu pada kisaran angka 0,18 orang per 1.000 
penduduk. Menilik dari negara terdampak lainnya, angka ini cukup 
rendah apabila dibandingkan dengan Italia (18,98 per 1.000 penduduk), 
Korea Selatan 11,50 orang per 1.000 penduduk), dan juga Malaysia (3,76 
orang per 1.000 penduduk) (Hirawan, F., 2020). Kapasitas tes yang cukup 
rendah ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu identifikasi yang sulit 
antara mereka yang terkena COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala, 
atau yang disebut orang tanpa gejala (OTG), dan mereka yang memang 
belum terinfeksi COVID-19, terutama di daerah yang menjadi episentrum 
penyebaran COVID-19 di Indonesia, seperti DKI Jakarta atau Surabaya 
(Mantalean, V., 2020). 

Di tengah trend yang menunjukkan arah perkembangan positif 
akibat pelaksanaan PSBB, dan kapasitas identifikasi kasus COVID-19 
yang dianggap masih minim di Indonesia, Pemerintah bermaksud 
menyelamatkan ekonomi nasional melalui kebijakan pelonggaran PSBB. 
Indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu Gross Domestic Product (GDP) 
menunjukkan angka yang terus-menurun, bahkan hingga di bawah 2 persen 
per 1 juni 2020 (BI, 2020). Tentu saja, kondisi ini sangat mengancam 
ekonomi nasional, bahkan berisiko memicu terjadinya resesi ekonomi, 
serta menurunnya kemampuan pembayaran hutang Pemerintah yang 
rasionya sudah di atas 30 persen. Alasan pelonggaran PSBB tersebut cukup 
masuk akal, namun dampaknya pada bidang kesehatan akan cukup besar. 
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Pemerintah berencana menerapkan kebijakan New Normal 
atau Kenormalan baru, yaitu memulihkan kondisi sediakala dengan 
menerapkan prosedur kesehatan COVID-19 sesuai dengan standar WHO, 
seperti pelaksanaan social distancing maupun penggunaan masker pada 
saat beraktivitas. Kebijakan ini direspons positif oleh kalangan pengusaha 
dan investor. Namun, pengumuman kebijakan baru ini menuai banyak pro 
dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka yang pro 
tentu menggunakan alasan penyelamatan ekonomi dari resesi, sedangkan 
mereka yang kontra akan beralasan bahwa dengan trend yang masih 
terus menanjak, maka penerapan New Normal dengan kondisi saat ini 
sangat rentan, ditambah dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk 
menerapkan prosedur kesehatan COVID-19. 

Media sosial menjadi salah satu medium yang menjadi tempat 
terjadinya perdebatan pro dan kontra protokol kesehatan tersebut. Tercatat, 
tagar #NewNormalIndonesia telah digunakan oleh lebih dari 241.233 
pengguna hanya di tanggal 26 Mei hingga 01 Juni 2020 saja (Hootsuite, 
2020). Tagar sebagai media bersuara di area publik pun ditegaskan sejak 
pertama kalinya hashtag diciptakan pada tahun 2007 oleh Chriss Messina 
di Amerika Serikat untuk mendiskusikan berbagai isu politik dan sosial 
yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu melalui tagar #Bootcamp 
(Salazar, E., 2017). Berbagai komentar yang disuarakan oleh berbagai 
kalangan masyarakat, mulai dari kaum cendekiawan hingga kaum milenial 
membuat kebijakan ini menjadi sangat kontroversial, kesamaan dari kedua 
pihak yang pro dan kontra ini adalah mereka sama-sama masyarakat risiko 
yang memiliki kemungkinan terdampak COVID-19 baik dari sisi ekonomi 
maupun kesehatan. 

Masyarakat risiko sendiri diuraikan oleh Ulrich Beck di dalam 
tulisannya yang berjudul Risk Society: Toward a New Modernity. Pemikiran 
dasarnya adalah upaya reflexive tentang kehidupan umat manusia dianggap 
telah mengalami pergeseran, yang awalnya adalah masyarakat industri atau 
modernisasi yang bersifat sederhana menjadi masyarakat risiko. Maksud 
dari Masyarakat Risiko sendiri adalah masyarakat yang dihadapkan 
dengan kehidupan baru, ketidakpastian risiko kehidupan dan interaksi 
sosial yang semakin tak terprediksi adalah bentuk dari masyarakat risiko 
tersebut. Ketidakpastian yang terjadi pada masyarakat risiko terutama 
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disebabkan oleh semakin besarnya risiko yang diproduksi oleh manusia 
dan terdapatnya transformasi kehidupan di era neoliberal yang tidak mudah 
dikendalikan. 

Sebagai contoh, tindakan yang dilakukan oleh manusia, mulai 
dari penggunaan bahan bakar fosil hingga industrialisasi sebuah negara 
telah menciptakan polusi serta pemanasan global, yang berpotensi untuk 
merusak eksistensi manusia itu sendiri. Tindakan manusia tersebut juga 
menyebabkan perubahan lanskap kehidupan, yang berkontribusi kepada 
ketidakpastian. Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, terdapat dua risiko 
yang menjadi fokus utama dari kasus Indonesia, yaitu dampak ekonomi, 
sosial dan juga kesehatan. Risiko ekonomi adalah turunnya PDB dari 5,1 
persen menjadi hanya 2 persen pada kuartal 1 2020, yang berdampak pada 
ketidakpastian lapangan pekerjaan yang akhirnya menyebabkan banyak 
pengangguran. Kemudian, risiko sosial dengan adanya pengangguran, 
banyak terjadi kekerasan dan juga meningkatnya angka kriminalitas hingga 
5 persen pada masa Pandemi COVID-19 ini. Lalu, risiko kesehatan dapat 
dilihat bahwa peningkatan penyebaran COVID-19 masih kerap terjadi di 
sekitar kita. Melihat berbagai risiko yang dapat berpotensi mengancam 
masyarakat Indonesia yang juga dikategorikan sebagai masyarakat 
risiko tersebut, maka diperlukan sebuah kebijakan publik yang tepat, dan 
mampu mengakomodasi ketidakpastian yang dialami oleh sebagian besar 
masyarakat terdampak COVID-19. 

Pada masa lalu, gerakan sosial masyarakat untuk memberi 
masukan kepada pemerintah bersifat sangat subjektif dan mengandung 
empat karakter langkah formil, antara lain: Emergence, Coalescence, 
Bureaucratization, and Decline. Emergence merupakan tahapan ketika 
sebuah isu menjadi perhatian publik, kemudian coalescence adalah tahapan 
ketika masyarakat yang terdiri dari banyak lapisan mulai merespons 
sesuai dengan kepentingan dan latar belakang mereka. Bureaucratization 
adalah tahapan ketika sebuah gerakan mulai terorganisir oleh aktor-aktor 
berkepentingan, sedangkan Decline yang merupakan hasil dari gerakan 
tersebut (Christiansen, J., 2009). Yang mana identifikasi aktor-aktor yang 
terlibat memiliki batasan tertentu. Aktor tersebut terdiri dari masyarakat 
yang menjadi korban langsung dari kebijakan pemerintah (direct victims), 
dan elite pemerintah yang berkepentingan. Namun, pada masa gerakan 
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sosial digital yang terjadi pada era tahun 2000-an, muncul aktor lain yang 
merepresentasikan ranah publik digital, yaitu orang biasa yang tidak 
berkepentingan dengan kedua aktor yang sudah disebutkan sebelumnya. 
Pada konteks tersebut Twitter kemudian berperan mengambil alih. 

Selanjutnya, popularitas media sosial telah menciptakan kesadaran 
kritis pengguna medium digital yang didominasi kaum muda millennial 
untuk membangun citra aktivisme (Widhyharto., 2014). Aktivisme 
gerakan sosial digital telah memberikan makna baru gerakan sosial untuk 
membentuk ranah publik digital yang mendorong isu kesukarelawanan, 
baik di tingkat komunitas maupun individu (Dewantara & Widhyharto., 
2015). Bahkan saat ini gerakan sosial digital telah memanfaatkan data 
besar (big data), untuk memperkuat karakter gerakan sosial digital yang 
membutuhkan kecepatan, variasi penyimpanan data, serta besaran data 
yang diolah. Hal tersebut menunjukkan bentuk kebebasan informasi 
yang dimanfaatkan untuk membangun sentimen, konstruksi guna 
mempertarungkan kebenaran yang diyakininya masing-masing sekalipun 
di saat kondisi pandemi (Kurnia & Savirani., 2021). 

Masyarakat Indonesia sendiri banyak mendiskusikan hal-hal terkait 
di media sosial Twitter melalui tagar #NewNormalIndonesia Pengunaan 
tagar sebagai salah satu media aspirasi telah membentuk sebuah pola baru 
dengan nama “Digital Social Movement” (Gangopadhyay, 2015). Di 
mana pola baru dari percakapan di media sosial bersifat tanpa batas, serta 
multidimensional, sehingga aspirasi yang disuarakan melalui media sosial 
bersifat lebih mewakili masyarakat yang ada pada sebuah populasi tertentu 
(Hodges & Stocking., 2016). 

Berdasarkan asumsi tersebut maka penting untuk melakukan 
pemetaan terkait dengan aspirasi yang ada di media sosial, khususnya 
Twitter. Pemetaan ini akan membuka jalan untuk mengetahui arah 
pembicaraan, aktor yang terlibat serta pola dari interaksi yang terjadi di 
antara masyarakat dalam menyikapi New Normal yang menjadi salah satu 
kebijakan Pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19 saat itu. 
Pendekatan melalui analisis masyarakat risiko telah membingkai pemetaan 
media sosial menjadi sebuah kesimpulan yang tajam, untuk menunjukkan 
kebutuhan kebijakan New Normal seperti apa yang diinginkan oleh 
masyarakat. 
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Data dan Diskusi 


Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis 
kualitatif dengan melakukan pengumpulan data sekunder. Data yang 
dimaksud di antaranya berupa dokumen, foto, dan data statistik yang telah 
dicatat dan didokumentasikan. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data tweets dengan tagar #NewNormalIndonesia, yang 
dikumpulkan secara random sebanyak 100 tweets, pada tanggal 26 Mei 
hingga 01 Juni 2020. Pemetaan dan penguraian data akan menggunakan 
perangkat lunak NodeXL, dengan metode pemetaan SNA (Social Network 
Analysis), yang digambarkan melalui Clauset-Newman-Moore algorithm 
untuk menguraikan hubungan antara klaster pengguna, dan hubungan 
antar-tweets. 


Pemetaan Tagar Terkait #NewNormallndonesia 


Analisa untuk melakukan proses identifikasi pengguna, dan memetakan 
interaksi yang terjadi pada sebuah klaster percakapan pada media sosial 
Twitter, Identifikasi akan dilakukan menggunakan proses perhitungan 
berdasarkan nilai dari indikator berikut ini: 


Tabel 3.1 Standar pengukuran interaksi pada Social Network Analysis (SNA) 


Enda Intrerpretasi 
Pengukuran p 
Degree Jumlah percakapan langsung antar-pengguna. 


Jumlah pengguna yang menghubungkan satu informasi 
Betweenness dengan pengguna lainnya, antarpengguna kunci pada 
sebuah percakapan. 


Kecepatan pengguna untuk menyebarkan informasi yang 


Closeness diposting ke pengguna lainnya. 


Seberapa dekat koneksi antara pengguna satu, dengan 
Eigenvector pengguna paling aktif (akun milik media massa/ 
pemerintahan) 


Sumber: Zhang, J & Luo, Y, 2017 


Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui Analisis tagar 
#NewNormalIndonesia menciptakan tagar baru yang saling terhubung satu 
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dengan lainnya. Sedangkan detail dari jumlah tweets atau postingan yang 
akan dianalisis sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 


Tabel 3.2 Interaksi Tagar #NewNormallndonesia sebagai sampel penelitian yang 


dianalisis. 

Jenis Interaksi Jumlah 
Retweet 35 
Tweet 100 
Mentions In Retweet 6.168 
Replies to 20 
Mentions 30 


(Sumber: Analisis Data Peneliti) 


Hubungan antartagar penting dalam identifikasi klaster percakapan 
yang terjadi antarpengguna, serta memengaruhi bagaimana sebuah tagar 
dapat berkembang dan menciptakan klaster percakapan baru dengan isu 
yang berbeda (Smith, M., Rainie, L, Scheiderman, B., & Himelboim, I., 
2017). Di mana tagar terhubung ditunjukkan sebagai berikut: 


Tabel 3.3 Tagar paling terhubung dengan tagar ugama #NewNormallndonesia. 


Tagar Paling Terhubung 


Kata Paling Populer 


Nama Pengguna Frekuensi Kata Populer Frekuensi 
#newnormal 100 indonesia 77 
#patriotdigitalpolri 30 gotong 53 
#lintasangkatanpolri 29 royong 53 
#kapolri 29 menuju 49 
#normalbaru 29 selamat 49 
#harlahpancasila2020 29 tindakan 47 
#harilahirpancasila 26 lahir 39 
#indonesiamaju 13 polisiraya 21 
#indonesia 10 tetap 17 
#powerbeyondgenerations 9 pancasila 14 


(Sumber: Analisis Data Peneliti) 


Dari pemetaan tersebut, maka melalui penghitungan statistik diketahui 
bahwa tagar utama yang paling terhubung dengan #NewNormal Indonesia 
dapat diidentifikasi sebagai berikut ini: 
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" Mae @ 
#bersa. kpagakhmasi 
#jagajarak 
“ena Ran dina 
#jictsehgOkeRneskidkBarid Lp 
| | - 
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(OA #pEKiEGAN RETAK @@ 


Gambar 3.1 Peta sebaran tagar utama #NewNormallndonesia. 
(Sumber: Analisis Data Peneliti) 


Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat 
interaksi yang kuat antara sepuluh tagar utama yang ada pada Tabel 3.3. 
Penggunaan tagar menunjukkan juga digunakan untuk menyusun, dan 
melakukan klasifikasi dari komentar akan sebuah isu yang berkembang 
pada masyarakat luas (Wikstrom, P., 2014). Selain itu, tagar memiliki 
tiga fungsi utama, yaitu menandai topik yang disukai oleh pengguna, 
mengorganisasi isu, dan memberikan aspirasi publik (Zappavigna, 
2015). Dalam rentang waktu antara 26 Mei hingga 1 Juni 2020, tagar 
#NewNormal dan #patrotidigitalpolri menjadi trending di Indonesia. Di 
mana hal ini mengindikasikan bahwa lembaga POLRI menjadi lembaga 
publik yang paling banyak disorot oleh publik, yang terdiri dari banyak 
klaster percakapan, dengan menggunakan berbagai tagar terkait guna 
menyampaikan aspirasi mereka kepada akun Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

Kemudian, di sisi lain analisis tagar #NewnormalIndonesia juga 
mengindentifikasi pihak yang paling aktif, dan paling banyak di-mention 
oleh pengguna teraktif dalam klaster percakapan tersebut. Hasil analisis 
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NodeXL melalui model pemetaan Clauset-Newman-Moore algorithm, 
dengan melakukan pe-ranking-an skor Degree of Centrality, yang 
merupakan indeks yang sangat penting karena menunjukkan simpul mana 
yang mengambil posisi kritis, serta paling aktif untuk disebutkan dalam 
satu klaster percakapan secara keseluruhan (Zheng, L., 2013). Di mana 
dapat diketahui bahwa pengguna tagar #NewNormalIndonesia teraktif 
adalah sebagai berikut: 


Tabel 3.4 Analisis pengguna paling aktif menggunakan tagar #NewNormallndonesia. 


Pengguna Teraktif Pengguna Terbanyak di-Mentions 
user freguency Pengguna Frekuensi 
parjonojono2 15 polisi ku 16 
bpnmgl 12 therapup. id 9 
landakupdate 6 thipoptjateng 5 
ponpesarrofii1 3 pin id 5 
dpubmckjateng 2 bnpb indonesia 4 
dermawanuloly 2 kemenkesri 3 
bpspl makassar 2 jokowi 3 
yuskabarce 2 pln. mmu 2 
tickhatty 1 desapakisputih 2 
dikosoongin 1 fraksipkb 2 


(Sumber: Analisis Data Peneliti) 


Berdasarkan data paling pengguna paling aktif pada penggunaan 
tagar #NewNormalIndonesia, maka akan dilakukan mapping dari interaksi 
antara yang terjadi antara conversation starter, influencer, active engager, 
nnetwork builder, and Information Bridge. Pertama, converstaion starter 
yang dapat diidentifikasi sebagai pengguna utama yang memulai topik 
atau isu percakapan tertentu, dan topik tersebut mengalir melalui klaster 
percakapan. Namun, kontrol aliran informasi berada di luar kendali 
pengguna ini, dengan kata lain, conversation starter hanya memposting 
topik asli di akun Twitter mereka. Dalam analisis data, conversation starter 
dapat diidentifikasikan pada akun @jokowi, @bnpb indonesia, dan @ 
polisi ku. 

Kedua, identifikasi pengguna yang merupakan influencer, yang dapat 
dijelaskan sebagai pemimpin opini dalam sebuah klaster percakapan, yang 
diidentifikasi oleh banyak tautan “in-degree”, yang menunjukkan bahwa 
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pengguna tersebut di-mention oleh banyak akun lain, dan beberapa link 
“out-degree”, yang di mana akun tersebut banyak menyebarkan informasi 
dari conversation starter kepada pengikutnya (followers). Influencer 
sendiri tidak memulai percakapan, di mana mereka menciptakan opini 
dengan membuat tweet berdasarkan topik atau isu dari pengguna 
conversation starter, kemudian tweet itu di-retweet oleh pengguna lain. 
Influencer diidentifikasi dengan menggunakan nilai Betweness Centrality 
(BC), yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan pengguna ini 
dapat menyebarkan informasi di antara pengguna lain dalam sebuah 
klaster percakapan melalui rute paling singkat antara dua orang dalam 
sebuah klaster percakapan, dengan kata singkat, pengguna ini memiliki 
kemampuan untuk menyebarkan informasi ke pengguna lain di lebih dari 
satu klaster percakapan. Selain itu, influencer paling aktif diidentifikasi 
dengan melakukan perankingan nilai out-degree, yang dapat dijelaskan 
sebagai jumlah informasi yang akan di-retweet oleh pengguna lain pada 
sebuah klaster percakapan. Influencer dalam klaster percakapan sendiri 
dapat diidentifikasi sebagai @cnn indonesia, @kompas iddan @metro tv. 

Ketiga, Active enganger, yang diidentifikasi sebagai pengguna yang 
menyebarkan informasi secara besar-besaran kepada pengikut mereka, 
dan informasi itu di-retweet oleh pengikut mereka. Active engager dapat 
diidentifikasi oleh pengguna yang memiliki beberapa tautan “out-degree” 
dan beberapa atau tidak sama sekali “in-degree” di jaringan diskusi online 
network builder dapat diidentifikasi sebagai @parjonojono2, @bpn mgl, 
dan @landakupdate. 

Keempat adalah network builder. Peran utama network builder adalah 
untuk menghubungkan dua influencer atau lebih dalam sebuah klaster 
percakapan. Para pengguna di atas menghubungkan antarkelompok 
percakapan dalam jaringan, yang berisi tagar #NewNormalIndonesia. Nilai 
O dari analisis nilai In-degree dan Out-degree itu sendiri, mengindikasikan 
bahwa pengguna tersebut tidak membuat tweet di jaringan atau pengikut 
mereka sendiri, tetapi peran mereka adalah me-retweet, sebuah tweet dari 
salah satu influencer ke influencer lainnya. Kemudian, informasi yang sama 
akan disinkronkan antara dua influencer, dan membuat klaster percakapan 
baru di antara mereka. Network builder dapat diidentifikasi sebagai @ 
bspl makassar, @ponpesamofil, dan @dermawaruloly. 
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Kelima, Bridge Information Jembatan Informasi? adalah pengguna 
dalam jaringan diskusi online dengan beberapa tautan “in-degree” dan 
“outdegree”. Peran Information Bridge adalah untuk membantu influencer 
dan secara aktif terlibat dalam jaringan untuk terhubung dengan pengguna 
lain (Pew Research, 2016). Hasil analisis menunjukkan jika tidak ada 
pengguna yang dapat diidentifikasi sebagai Information bridge dalam 
klaster percakapan #NewNormalIndonesia. Berdasarkan analisis statistik 
NodeXL, tidak ada pengguna dengan sedikit tautan “in-degree” dan “out- 
degree”, yang me-retweet sebuah tweet dari influencer, dan tweet terkait 
di-retweet oleh pengguna Active Engager. Pemetaan klaster percakapan 
kemudian dapat dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan di atas, 
dengan hasil sebagai berikut: 


(0D @ 


Gambar 3.2 Peta interaksi antarpengguna pada tagar #NewNormallndonesia 
pada tanggal 26 Mei s.d 1 Juni 2020. 


(Sumber: Analisis data peneliti) 
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Social Network Analysis (SNA) untuk Memahami Perilaku 
Masyarakat 


Perkembangan internet dan teknologi komunikasi (TIK) dalam 
masyarakat modern tidak dapat diremehkan. Individu dan institusi 
di seluruh dunia berusaha meningkatkan keterlibatan publik dengan 
memanfaatkan Web 2.0, sebagai media komunikasi internet dua arah, 
umumnya direpresentasikan melalui penggunaan platform media sosial 
(Jati, W, R., 2016). Penggunaan Web.2.0 memberikan kecepatan dan 
penghematan biaya bagi para aktor politik dan lembaga negara untuk 
berkomunikasi dengan cepat dan langsung dengan publik (Heverin, T. & 
Zach, L, 2010). 

Misalnya, platform Twitter sebagai representasi dari Web 2.0 banyak 
digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
terhadap sebuah informasi publik dengan biaya yang rendah dan dalam 
sebuah efektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Idenya adalah 
untuk meningkatkan daya tanggap berbagai cabang pemerintah daerah yang 
menangani masyarakat secara langsung, terutama dalam melakukan tugas 
atas nama warga masyarakat dan berinteraksi dengan mereka (Sivarajah, 
U., Irani, Z., & Weerakkody, V., 2015). 

Seiring dengan perkembangan Twitter sebagai media komunikasi 
efektif, analisis data dan pemetaan jaringan percakapan yang terjadi 
pada platform Twitter juga berkembang untuk digunakan di beragam 
bidang yang terkait dengan tata kelola dan kepercayaan publik mulai 
dari memprediksi kebencian terhadap kebijakan pemerintah hingga 
memprediksi hasil pemilihan umum (Tumasjan et al., 2010). Berbagai 
model telah dikembangkan dengan tujuan untuk mencoba memahami 
perilaku pengguna pada platform Twitter (Broersma, M. & Graham, 
T., 2012). Social Network Analysis (SNA) yang merupakan sebuah 
model analisis terbaru, yang muncul dengan tujuan untuk memahami 
dan memprediksi perilaku pengguna media sosial terus berkembang 
dan digunakan oleh banyak kalangan. Meskipun analisis SNA masih 
berkembang dan menghasilkan banyak antusiasme, namun, perdebatan 
tentang efektivitas analisis klaster percakapan di media sosial Twitter 
untuk memprediksi pemilu dan peristiwa penting lainnya masih berlanjut 
(Gayo-Avello, Metaxas dan Mustafaraz, 2011, Metaxas, Mustafaraj, & 
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Gayo-Avello, 2011). Masalah-masalah ini menjadi akut ketika analisis 
ini dilakukan pada data yang diperoleh dari negara berkembang di mana 
persentase pengguna internet cukup kecil dan tidak merepresentasikan 
perilaku keseluruhan dari sebuah populasi. 

Aspek lain adalah pada berbagai tingkatan kepentingan pengguna 
pada platform Twitter. Beberapa pengguna jauh lebih aktif online daripada 
yang lain dan karenanya memiliki kepentingan yang lebih besar. Terdapat 
pula kebisingan di Twitter dalam bentuk aktivitas otomatis dan spam, 
yang mengeksploitasi topik tren untuk beriklan berbagai produk atau 
konten yang tidak terkait. Berbagai solusi telah terjadi diusulkan untuk 
membedakan antara aktivitas manusia dan yang dihasilkan oleh bot (Chu, 
Gianvecchio, Wang, & Jajodia, 2012). 


#Tagar sebagai Representasi Masyarakat Risiko 


Masyarakat risiko dianggap relevan untuk digunakan sebagai landasan 
teoritis dalam menjelaskan kondisi dan keterbatasan karena pandemi covid 
19 yang terjadi saat ini. Termediasinya tindakan masyarakat maupun 
organisasi melalui #tagar Twitter menunjukkan tagar sebagai representasi 
kemampuan individu-individu (akun) dalam masyarakat maupun 
organisasi dalam membaca perubahan. Hal ini senada dengan tulisan Beck, 
Gernsheim, Elisabeth (2002) mengasumsikan konsep individualisasi telah 
berkontribusi memacu perubahan besar modernisasi dari modernitas awal 
menuju modernitas lanjut. Perubahan tersebut ditandai oleh kemampuan 
individu dalam memprediksi dan merencanakan apa yang akan dilakukan 
di masa mendatang. Di sisi lain, dalam konteks modernitas lanjut 
individu mempunyai kemampuan lanjut pula untuk berhadapan dengan 
berbagai risiko dan ketidakpastian yang makin meluas ke dalam sendi- 
sendi kehidupan masyarakat. Artinya, individu tidak hanya merespons 
risiko atas perubahan yang bersifat alamiah, akan tetapi juga berjuang 
untuk memetakan potensi dan meminimalisasi risiko untuk memperoleh 
keamanan dan kepastian dalam kehidupannya. 

Lalu bagaimana suatu masyarakat mendefinisikan, mengukur, 
menafsirkan, dan mengelola risiko serta menunjukkan struktur yang 
ada di dalam masyarakat risiko tersebut. Individu maupun organisasi 
mendefinisikan risiko sebagai pembentuk relasi kekuasaan dalam 
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masyarakat (Leiss et al., 1995). Dengan kata lain, definisi risiko dan 
interpretasinya dipenuhi dengan upaya memengaruhi dan dipengaruhi oleh 
kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dengan memanfaatkan risiko 
yang terjadi pada sebuah populasi. Selain itu, Beck menawarkan analisis 
empiris yang terbatas pada sifat dari masyarakat risiko itu sendiri. Teori 
masyarakat risiko belum menetapkan peran yang dimainkan oleh berbagai 
jenis pelembagaan individu dan peran mereka dalam keterkaitannya 
dengan produksi dan distribusi definisi risiko. Selanjutnya, masyarakat 
risiko yang ada dalam percakapan #NewNormalIndonesia dapat dianalisis 
dalam beberapa poin penting berikut ini. 

Pertama, beragam aktor yang terlibat dalam penggunaan tagar 
#NewNormalIndonesia ini, dapat diidentifikasi bahwa sekitar tiga dari 
sepuluh peserta adalah orang awam, seperempat dari peserta adalah 
profesional dan politikus elite, dan sekitar satu dari enam peserta adalah 
media. Distribusi geografis dan keragaman linguistik dari jaringan ini 
mengisyaratkan ruang publik yang bersifat nasional. Hampir dua dari lima 
peserta berada di luar pulau Jawa dan 3056 tweet dalam bahasa selain bahasa 
Indonesia. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa Twitter 
memungkinkan keterlibatan publik dalam mengelola dan mendefinisikan 
bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan (Lotan, Graeff, Ananny, 
Gaffney, & Pearce, 2011). 

Sementara Twitter mengaktifkan partisipasi secara nasional melintasi 
sekat batas wilayah, peserta berinteraksi lebih intensif dengan mereka 
yang (a) yang berada di dalam wilayah geografis yang sama dan (b) yang 
menggunakan bahasa yang sama. Peserta berbahasa Jawa dan Sumatera 
hampir secara eksklusif berkomunikasi dengan mereka yang berbicara 
bahasa yang sama. Selain itu, sebagian besar pengguna netral secara politik 
terhadap pemerintah Republik Indonesia. 

Kedua, baik Negara, elite politik, profesional, aktivis, dan akademisi 
adalah produsen definisi risiko dari #NewNormalIndonesia. Di mana 
sentralitas negara, elite politik dan profesional jelas menawarkan 
dukungan struktural terhadap gagasan Beck tentang definisi risiko, orang 
awam tidak hanya berperan penerima pasif seperti yang disarankan oleh 
teori masyarakat risiko, namun juga sebagai bagian dari pihak yang 
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mendefinisikan risiko itu sendiri. Keberadaan ruang publik secara digital 
memungkinkan mereka untuk berbagi dan mendukung definisi risiko elite 
profesional dan politik melalui reply dan mentions dalam Twitter. Jika 
kita melihat lebih jauh dalam daftar derajat tertinggi sentralitas informasi 
pada penggunaan tagar #NewNormalIndonesia, ada 12 orang awam di 
antara 50 teratas, menunjukkan bahwa pengguna biasa, via upaya kolektif, 
dapat menyaring dan memperkuat pesan tertentu, dan menjadikan publik 
memahami tentang sebuah topik atau isu yang berseberangan dengan 
pemahaman elite politik (Papacharissi & de Fatima Oliveira, 2012). 

Ketiga, organisasi media dan profesional tetap menjadi pusat dalam 
definisi risiko, seperti ditunjukkan oleh kehadiran akun pekerja media dan 
organisasi di antara 50 akun teratas dengan sentralitas tingkat tertinggi. 
Aktor media memiliki gelar yang lebih besar sentralitas dari elite politik 
dan profesional serta orang awam di Twitter, pengguna seperti @cnn 
indonesia, @kompas id, dan @metro tv memiliki peran yang besar 
terhadap reproduksi risiko yang digawangi oleh akun conversation starter, 
yang terdiri dari para elite politik. 

Menariknya, dua akun dengan sentralitas tertinggi adalah @ 
parjonojono2, yang diidentifikasi sebagai seorang blogger independen, dan 
@cnn indonesia, sebuah media nasional indonesia, yang menunjukkan 
pengaruh aktivis media juga berperan besar dalam mendukung peran media 
mainstream. Selain itu, akun yang kebanyakan terdiri dari masyarakat 
awam memiliki dampak signifikan pada peran mereka menghasilkan 
definisi risiko. Aktor dengan lebih banyak pengikut, sentralitas hubungan 
yang lebih besar, atau tweet yang lebih diposting adalah produsen utama 
definisi risiko. Sebaliknya, lokasi geografis pengguna memiliki dampak 
terbatas untuk berperan menjadi produsen utama definisi risiko. 

Berbeda dari penelitian sebelumnya bahwa tweet yang bersifat 
negatif dan provokatif menyebar lebih cepat dan lebih luas (Fan, Zhao, 
Chen, & Xu, 2013), sentimen politik pengguna tidak memengaruhi 
sentralitas mereka dalam sebuah klaster percakapan. Namun, peran 
media dalam memicu diskusi online pada klaster percakapan Twitter 
menegaskan kekuatan negara, elite politik melalui media dapat dianalisis 
sebagai penghasil definisi risiko yang kuat, penelitian ini menunjukkan 
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beragam aktor, termasuk banyak orang awam, hanya berpartisipasi 
dalam penyebaran definisi risiko yang terjadi pada klaster percakapan 
#NewNormalIndonesia ini. 


Kesimpulan 


Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah 
banyak hal, salah satunya digunakan untuk mengkaji tindakan individu 
maupun organisasi yang termediasi oleh media sosial, termasuk membaca 
dengan cepat kepekaan masyarakat terhadap kondisi di sekitarnya. Di 
masa pandemi Covid-19 masyarakat terlibat dalam merespons berbagai 
kebijakan salah satunya tentang kenormalan baru (new normal) saat bulan 
Mei hingga Juni 2020 yang lalu. Dua bulan tersebut bertebaran tagar dan 
berbagai posting tentang #NewNormalIndonesia. Reaksi kenormalan baru 
pun muncul ketika awal mei tahun 2020 presiden Jokowi melontarkan 
wacana masyarakat harus hidup berdamai dengan virus covid-19. Dalam 
konteks tersebut masyarakat diminta menyesuaikan diri dengan kondisi 
pandemi saat ini dengan memakai masker dan saling jaga jarak, serta 
menjaga kebersihan. 

Pernyataan presiden Jokowi tersebut menyulut wacana kenormalan 
baru menjadi hal yang wajib disiapkan oleh semua elemen bangsa, tak 
terkecuali elite politik, media. professional, aktivis maupun elemen 
masyarakat umum. Bahkan merekalah yang menjadi produsen risiko 
tersebut, menjadikan media sosial Twitter yang berbasis aplikasi 
jejaring sosial menjadi arena berbagai reaksi masyarakat tentang 
pandemi covid-19. Reaksi tersebut menciptakan ruang publik secara 
digital memungkinkan mereka untuk berbagi dan mendukung definisi 
risiko dalam konteks isu negara, elite profesional dan politik melalui 
reply atau mentions twitter dalam daftar tertinggi dan menunjukkan 
sentralitas informasi pada penggunaan tagar #NewNormalIndonesia. 
Peran media dalam memicu diskusi online pada klaster percakapan 
Twitter menegaskan kekuatan negara dan elite politik melalui media 
dapat dianalisis sebagai penghasil definisi risiko yang kuat, penelitian 
ini menunjukkan beragam aktor, termasuk banyak orang awam, hanya 
berpartisipasi dalam penyebaran definisi risiko yang terjadi pada klaster 
percakapan #NewNormalIndonesia ini. 
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Selanjutnya, di balik tagar netizen ternyata memengaruhi penentuan 
arah isu kenormalan baru. Pertama muncul polemik tentang kenormalan 
baru sebagai akibat dari reaksi dan respons masyarakat risiko dengan 
menggunakan Twitter sebagai “arena” konstruksi risiko-risiko baru 
kehidupan seperti munculnya istilah protokol kesehatan, cuci tangan, pakai 
masker dan jaga jarak. Bahkan penggantian istilah “new normal” menjadi 
adaptasi kebiasaan baru (AKB) pada awal bulan juli 2020 merupakan 
salah bukti kekuatan penentu arah perubahan pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh masyarakat risiko di media sosial Twitter. Merespons 
hal tersebut tagar menjadi simbol perhatian baru sekaligus reaksi kritis 
khalayak media sosial terhadap perubahan yang terus terjadi. 
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BAB 4 
Otoritas Agama di Era Media Baru: 
Pemetaan Isu dan Tren Kajian 


Mohammad Zaki Arrobi 


Pengantar 


ehadiranmediabaru di Indonesia telah mengubah lanskap sosial-politik 

dan budaya keagamaan di pelbagai penjuru dunia. Tidak terkecuali 
di Indonesia, kemunculan media baru berbasis internet mengubah relasi- 
relasi sosial yang telah mapan. Media baru tidak hanya mentransformasi 
relasi antara warga dengan warga, namun juga relasi antara warga dengan 
negara. Menurut Tapsell (2017), revolusi digital yang memunculkan media 
baru mengarah pada arus divergensi yang saling bertolak belakang. Di satu 
sisi, revolusi digital semakin memperkuat kontrol dan konsentrasi kapital 
kaum oligarki ekonomi-politik atas media arus utama maupun media sosial. 
Namun, di saat yang bersamaan, digitalisasi juga memfasilitasi berbagai 
platform digital yang dimanfaatkan oleh sekelompok “minoritas warga 
berdaya” untuk tujuan-tujuan advokasi, emansipasi, dan edukasi publik ke 
arah demokratisasi. Ia menyebut media digital merupakan arena kontestasi 
terbuka antara kaum oligarki yang berupaya memperkuat kontrol dan 
kepemilikan modalnya versus warga negara yang berkehendak mendorong 
perubahan-perubahan sosial yang cepat. 

Media baru juga melahirkan fragmentasi, pluralisasi, dan kontestasi 
di antara aktor-aktor keagamaan di Indonesia. Kemunculan media-media 
digital mengubah “pasar keagamaan” (religious market) di Indonesia 
dengan melahirkan aktor-aktor baru. Salah satu dampaknya adalah 
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meningkatnya publikasi dan studi tentang otoritas agama di tengah 
kemunculan media baru. Kehadiran media baru yang ditandai dengan 
penggunaan yang masif teknologi komunikasi berbasis internet dinilai 
menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam pembentukan otoritas 
keagamaan baru di berbagai belahan dunia. Ditopang oleh faktor-faktor 
seperti masifnya pendidikan massal, meningkatnya tingkat literasi serta 
liberalisasi ekonomi, politik, dan informasi, media baru turut membidani 
kelahiran otoritas-otoritas agama alternatif yang semakin memfragmentasi 
lanskap sosial keagamaan masyarakat kontemporer. 

Tulisan ini bermaksud melakukan pemetaan isu dan tren utama atas 
karya-karya kesarjanaan yang membahas tentang otoritas keagamaan Islam 
dan media baru di Indonesia. Tulisan ini tidak berpretensi mengajukan 
argumen atau perspektif tertentu terhadap otoritas keagamaan dan media 
baru. Fokus utama dalam artikel ini adalah melakukan pemetaan dan 
telaah terhadap karya-karya kesarjanaan dalam bentuk buku, artikel jurnal 
ilmiah, maupun monografi yang memperbincangkan perubahan otoritas 
agama Islam dan kemunculan media baru di Indonesia. Tulisan ini hendak 
menjawab beberapa pertanyaan sederhana seperti: apa saja isu-isu penting 
yang muncul dari berbagai publikasi akademik atas otoritas agama di 
era media baru? Bagaimana tren kajian atas aktor-aktor keagamaan dan 
media baru? Lantas, apa saja tantangan dan kesempatan yang lahir atas 
fenomena transformasi otoritas agama di era media baru? Secara spesifik, 
literatur yang didiskusikan dalam artikel ini adalah yang dipublikasikan 
dalam rentang periode awal tahun 2000-an sampai dengan saat ini (2020) 
baik yang dipublikasikan oleh sarjana Indonesia maupun pengkaji 
Indonesia dari negara lain. 

Artikel ini akan diawali dengan mengulas kondisi-kondisi struktural 
apa saja yang telah memungkinkan kelahiran otoritas-otoritas keagamaan 
baru yang mengguncang kemapanan lanskap keagamaan lama. Kemudian, 
penulis melakukan pemetaan dan review atas karya-karya kesarjanaan 
yang ditelisik. Penulis membagi tiga klaster besar isu dan tren utama dalam 
studi-studi kesarjanaan tentang otoritas agama dan media baru di Indonesia: 
(1) studi-studi yang melihat kemunculan otoritas agama baru yang piawai 
memanfaatkan media baru sebagai ancaman yang menggerogoti kemapanan 
otoritas agama lama, (2) studi-studi yang menganggap kemunculan 
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media baru memfragmentasi atau mempluralisasi sekaligus di saat yang 
bersamaan memperkuat kembali otoritas agama lama, (3) studi-studi yang 
menginvestigasi implikasi-implikasi sosial-politik dan sosial-ekonomi dari 
masifnya penggunaan media baru oleh aktor-aktor keagamaan. Terakhir, 
tulisan ini akan diakhiri dengan refleksi atas transformasi lanskap otoritas 
keagamaan di Indonesia dan implikasi-implikasi sosial, budaya, ekonomi, 
dan politik yang muncul. 


Otoritas Agama, Media, dan Terbentuknya Ruang Publik 
Muslim Baru 


Otoritas dalam agama Islam senantiasa menjadi isu sentral dalam 
produksi dan diseminasi pengetahuan di kalangan masyarakat Muslim. 
Otoritas agama dalam Islam dapat didefinisikan sebagai “titik referensi” 
(point of reference) dan identitas yang berkembang dalam tradisi dan 
kepercayaan sebagai “pengetahuan” agama dan struktur simbolik yang 
direpresentasikan dalam pengalaman ritual dan komunitas beragama 
(Azra, Dijk, & Kaptein, 2010). Di Indonesia, otoritas agama Islam secara 
tradisional di(re)produksi oleh sekelompok elite agama, seperti ulama, 
kiai, atau melalui lembaga pendidikan pesantren. Setidaknya sampai awal 
abad ke-20, otoritas agama sebagian besar terpersonifikasi dalam figur- 
figur yang dinilai memiliki pengetahuan dan reputasi keagamaan yang 
mumpuni dalam komunitas lokal mereka (Feillard, 2010:158). Meski 
demikian, sejak dekade kedua abad ke-20, lanskap otoritas agama di 
era kolonialisme Belanda ikut berubah seiring dengan perubahan sosial, 
politik, dan budaya yang terjadi. Kemunculan media cetak (print media) 
turut mengubah lanskap otoritas keagamaan di era kolonialisme Belanda. 
Baik kelompok “reformis” maupun “tradisionalis” dalam Islam sama- 
sama menggunakan media cetak seperti jurnal, koran, majalah, hingga 
percetakan untuk mendiseminasikan pendapat-pendapat keagamaannya 
(Laffan, 2003). Oleh Burhanudin (2010:69), teknologi percetakan 
dianggap telah mendorong kemunculan suatu “komunitas imajiner 
ulama” (imagined ulama community) yang menegosiasikan tradisi dengan 
modernitas sekaligus meningkatkan otoritas mereka melalui perangkat 
teknologi modern. 
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Seperti yang terjadi di awal abad ke-20 dengan kehadiran media 
cetak, otoritas agama mengalami pergeseran dan perubahan di dekade 
1980-an berkat kehadiran media baru (new media). Kehadiran media baru 
yang ditandai dengan penggunaan yang masif atas teknologi komunikasi 
berbasis internet dinilai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam 
pembentukan otoritas keagamaan baru di berbagai belahan dunia. Tentu saja 
tidak hanya faktor “determinisme teknologi” saja yang membentuk otoritas 
agama. Para sarjana mengemukakan pelbagai faktor seperti munculnya 
teknologi komunikasi baru disertai dengan masifnya pendidikan massal, 
meningkatnya literasi warga, hingga globalisasi yang menyebabkan 
kemunduran otoritas agama lama digeser dengan mode-mode otoritas baru 
(Robinson, 1993). Kemunculan otoritas agama baru yang ditopang oleh 
media baru ini dianggap membawa “efek korosif” terhadap bentuk-bentuk 
otoritas agama tradisional yang diproduksi melalui transmisi oral, metode 
pedagogi tertentu, atau proses pembelajaran berbasis teks yang bercorak 
hierarkis, linier, imitatif, dan repetitif (Turner, 2007:118). 

Merosotnya reputasi dan legitimasi otoritas agama lama yang 
dibentuk oleh kombinasi antara tekstualitas, “metode diskursif”, dan 
personifikasi mengakibatkan terjadinya pluralisasi produksi pengetahuan 
dalam masyarakat Islam (Mandaville, 2007). Menurut Mandaville (2007), 
pluralisasi pengetahuan dalam otoritas keagamaan Islam ini terjadi di tiga 
level: pluralisasi fungsional, pluralisasi spasial, dan pluralisasi mediatisasi. 
Pluralisasi fungsional merujuk pada perubahan “niat dan tujuan sosial” 
di kalangan Muslim dalam mencari pengetahuan, sedangkan pluralisasi 
spasial terjadi karena ekspansi dan ekstensi ruang-ruang baru dalam 
mencari otorisasi terhadap pengetahuan agama. Terakhir, pluralisasi 
mediatisasi terkait erat dengan perubahan bentuk-bentuk teks dan figur- 
figur keagamaan yang menjadi rujukan masyarakat Islam. 

Sementara itu, Fickelman dan Anderson (2003) dalam bukunya New 
Media in the Muslim World mengungkapkan bahwa suatu “Tuang publik 
Muslim baru” tengah terbentuk dalam masyarakat dan negara-negara Islam 
akibat kontestasi yang terbuka atas berbagai simbolisme dan otoritas agama 
Islam. Kehadiran ruang publik Muslim baru ini dipicu salah satunya oleh 
kemunculan bentuk-bentuk komunikasi dan akses informasi yang terbuka 
sehingga berkontribusi pada meningkatnya fragmentasi dan kontestasi 


dalam otoritas agama Islam. Lebih jauh lagi, mereka menekankan tentang 
peluang dan kemungkinan terbukanya akses interaksi dan pembentukan 
komunitas serta jejaring keagamaan baru akibat proliferasi media dan 
sarana komunikasi baru yang mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 
(Eickelman & Anderson, 2003: 3). Pandangan serupa dikemukakan oleh 
Hoover (2016:4), dia berpendapat media di abad ke-21 telah memungkinkan 
lahirnya klaim, nilai, dan simbolisme baru yang perlahan menjadi wacana 
keagamaan serta menciptakan bentuk-bentuk jejaring dan solidaritas baru 
yang berpotensi membentuk suatu otoritas agama yang baru. Sementara 
itu, bagi Meyer (2009:6—8), alih-alih memahami media (baru) dan agama 
sebagai dua entitas yang terpisah sama sekali, keduanya harus dipahami 
sebagai elemen yang saling membentuk (co-constitutive). Ia menekankan 
dimensi “formasi estetis” yang dinamis dari pergumulan agama yang 
secara fundamental selalu dimediasi oleh tubuh, materialitas, pengalaman 
indrawi, hingga teknologi komunikasi. 

Kemunculan media baru ini memiliki beragam konsekuensi tidak 
hanya pada bagaimana cara interaksi dan komunikasi dilakukan, namun 
lebih jauh lagi membawa implikasi serius dalam kehidupan sosial 
keagamaan masyarakat. Menurut Campbell (2010), teknologi media baru 
dapat membantu proses diseminasi kepercayaan dan agama, meningkatkan 
kohesi sosial, memengaruhi masyarakat, dan menyediakan instruksi- 
instruksi keagamaan yang dapat dengan mudah diterima dan diakses oleh 
komunitas-komunitas agama dalam masyarakat. Sedangkan menurut 
Fickelman dan Anderson (2003:4) dua konsekuensi logis dari interaksi dan 
komunikasi dengan menggunakan media baru adalah: (1) relasi asimetris 
antara “pengirim pesan” (senders) dan “penerima pesan” (receivers) 
menjadi semakin terkikis alias relasi sosial yang bercorak lebih egaliter 
akan semakin menguat, (2) batas-batas antara “yang publik” dan “yang 
privat” semakin mencair dan tidak dapat lagi dikenali dengan mudah. 


Kemunculan Otoritas Agama Baru di Era New Media 


Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan media baru membawa 
implikasi yang serius bagi kemapanan otoritas agama. Beberapa pihak 
menganggap bahwa kehadiran media baru memberikan tantangan dan 
bahkan ancaman terhadap otoritas agama lama (Campbell, 2010, Turner, 
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2007). Mereka menyebutkan bahwa kehadiran media baru seperti internet 
telah melahirkan “penerjemah-penerjemah” Islam baru yang tidak 
lahir melalui mileu otoritas agama lama seperti pesantren, atau institusi 
pendidikan Islam konvensional. Misalkan, Anderson (2003: 56) melihat 
bahwa kehadiran internet memungkinkan lahirnya peluang-peluang 
baru bagi lahirnya interpretasi, jejaring, dan otoritas alternatif yang 
menyediakan diskursus keislaman dalam ruang publik baru. Sementara itu, 
Roy (1996) menyebut kemunculan “intelektual-intelektual Islamis baru” 
yang dibesarkan dalam institusi pendidikan tinggi modern seperti kampus 
yang berperan memainkan peran sebagai artikulator baru Islam. 

Kehadiran “interpreter-interpreter” agama baru ini bukanlah fenomena 
yang sama sekali baru. Misalkan, para sarjana menyebutkan tentang 
fenomena munculnya “Televangelical Preacher? di Amerika Serikat yang 
dibesarkan oleh stasiun TV swasta dan mendapat popularitas dan pengaruh 
luar biasa dalam kehidupan publik masyarakat beragama di negeri paman 
Sam. Fenomena “Televangelism” ini tidak lagi fenomena khas Amerika 
Serikat, melainkan merupakan fenomena global yang hampir terjadi di 
seluruh dunia pada hampir semua agama. Kemunculan para aktor-aktor 
agama baru ini merupakan buah kombinasi dari kehadiran teknologi 
komunikasi baru, kepentingan pemilik modal dan media, dan bangkitnya 
kelas agama baru yang berhasil mempertemukan aspirasi kesalehan publik 
dan keselamatan privat umat beragama (Pradip N. Thomas & Lee, 2012). 
Dengan kata lain, fenomena “televangelism” tidak lagi dibentuk hanya 
oleh media televisi, melainkan juga diamplifikasi oleh berbagai bentuk 
media baru dalam suatu sirkuit produksi, distribusi, dan konsumsi yang 
kompleks (Pradip N. Thomas & Lee, 2012). 

Di Indonesia, kehadiran “penerjemah-penerjemah” Islam baru ini 
acap kali dihubungkan dengan munculnya “ustadz-ustadz selebritis” yang 
marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
di era pascareformasi. Dua konteks sosial-politik yang melatarbelakangi 
fenomena “ustadz selebritis” adalah meningkatnya gelombang reformasi 
yang membawa gelombang liberalisasi ekonomi dan politik di tahun 
1998 dan bersamaan dengan itu terjadi perkembangan revolusi teknologi 
komunikasi dan informasi di akhir periode akhir 1990-an (Slama, 2018a). 
Dua “konjungtur politik” ini memungkinkan terbentuknya ustadz selebritis 
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yang secara intensif menggunakan media baru dalam kegiatan dakwahnya. 
Menurut Fealy (2008), munculnya dai-dai populer yang dibesarkan oleh 
media baru ini, beserta kebangkitan fenomena mengonsumsi “produk- 
produk Islam” dalam berbagai bentuk seperti lembaga finansial Islam, 
penerbitan Islam, marketing dan training-training keislaman merupakan 
konsekuensi dari modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Hal ini berjalan 
seiring dengan fenomena liberalisasi informasi pascareformasi yang sukses 
“mengomodifikasikan” Islamisme dalam berbagai produk budaya populer 
(Heryanto, 2014, Pamungkas, 2015, Rakhmani, 2016). 

Ikon paling awal dan barangkali terpenting dari tren keagamaan baru 
ini adalah kemunculan Abdullah Gymnastiar dengan pesantren Daarut 
Tauhid-nya di Bandung. Figur Aa Gym menyimbolkan kelahiran otoritas 
agama baru di mana legitimasi ahli agama tidak dihasilkan dari lembaga 
pendidikan konvensional Islam atau pengetahuan mendalam tentang hukum 
Islam, melainkan oleh pengetahuan akan aplikasi Islam dalam kehidupan 
sehari-hari (Hoesterey, 2008: 97). Aa Gym memperoleh reputasi sebagai 
“ustadz selebritis” dengan membangun hubungan yang lebih bersifat 
relasional dan familier dengan para penggemarnya yang berbeda dari relasi 
hierarkis dalam otoritas agama yang lama (Hoesterey, 2008: 98). Aa Gym 
beserta Arifin Ilham, Yusuf Mansur, dan Ustadz Jeffry (UJE) menandai 
generasi pertama “ustadz selebritis” yang lahir dalam mileu otoritas agama 
baru. Kiprah dan perjalanan hidup mereka telah banyak diulas oleh para 
sarjana dan penulis (Hoesterey, 2008, Howell, 2008: Muzakki, 2008, 
2012). 

Belakangan, didorong oleh revolusi digital dan kegairahan agama yang 
meningkat, “pasar keagamaan” menjadi semakin meriah dengan tampilnya 
aktor-aktor baru yang sangat canggih dalam memanfaatkan media baru. 
Di antara mereka adalah deretan ustadz-ustadz populer yang sangat aktif 
di berbagai kanal media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan 
Youtube, seperti Ustadz Abdul Somad (UAS), Ustadz Adi Hidayat (UAH), 
Ustadz Hanan Attaki (UHA), Ustadz Basalamah, Tengku Zulkarnain, Felix 
Siauw, dan lain-lain. Mereka juga sering disebut sebagai “micro-ustadz 
sebebrity” karena piawai menggunakan media sosial (Akmaliah, 2019). 
Meski tidak semua dapat digolongkan sepenuhnya sebagai representasi 
otoritas agama baru, namun persamaan mereka adalah kemampuan dan 
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kecanggihan mereka dalam mengelola media baru untuk proliferasi 
dakwah mereka. Selain diramaikan dengan kiprah para “ustadz selebritis”, 
media baru juga memunculkan fenomena “fatwa shopping” dan “googling 
Kyai” di kalangan kelas menengah Muslim terdidik di perkotaan (Hosen, 
2008, p. 15). Mereka mencari petunjuk-petunjuk keagamaan yang cepat, 
segar, pragmatis dan yang paling penting, dapat diakses dengan mudah 
(accesible), dan semua itu ditemukan melalui aktivitas daring (Hosen, 
2008:162). 

Para sarjana menggunakan term-term seperti “ustadz selebritis”, 
“televangelisme Islam”, “intelektual Islamis baru”, atau “enterpreneur 
agama” secara bergantian dan saling menggantikan (interchangeable). 
Namun, kesamaan di antara sarjana ini adalah mereka menganggap 
kehadiran otoritas baru ini akan menggeser, menggerus, bahkan 
menggantikan otoritas agama lama. Otoritas agama baru juga dinilai 
tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama yang 
memadai dan cenderung membawa cara pandang keagamaan yang militan, 
konservatif, dogmatis, dan intoleran. Misalkan, studi yang dilakukan 
oleh Muzakki (2012), memandang kemunculan apa yang ia sebut 
“televangelisme Islam” sebagai ancaman terhadap otoritas intelektual para 
sarjana Islam tradisional. Lebih lanjut, Muzakki (2012:57) menyatakan tiga 
konsekuensi dari perkembangan industri teknologi media terhadap otoritas 
intelektual Islam, yakni: (1) menguatnya otonomi diri dan melemahnya 
institusi agama lama seperti ulama, kyai, dan ustadz, (2) berkembangnya 
rasionalisasi pemikiran Islam dalam tubuh ummat Islam, (3) mengerasnya 
kontestasi intelektual di antara para sarjana Muslim dalam memperebutkan 
pengaruh publik Islam. 

Beberapa sarjana lain melihat “konjungtur kritis” (critical conjungture) 
pergeseran otoritas Islam dalam momen “Aksi Bela Islam 212” yang terjadi 
di tengah turbulensi politik elektoral pilkada Jakarta 2017. Misalkan, 
Burhani (2016, 2018) melihat titik kulminasi pergeseran otoritas agama 
Islam dalam momen “Aksi Bela Islam 212” yang dilihatnya sebagai tanda 
memudarnya pengaruh otoritas lama dalam hal inih Muhammadiyah dan 
NU yang digeser oleh organisasi-organisasi baru seperti FPI beserta aliansi 
“212”-nya. Argumen serupa juga diketengahkan oleh Arifianto (2019) 
yang berpendapat bahwa kebangkitan Islamisme di Indonesia diakibatkan 
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oleh terbentuknya “pasar ide-ide keagamaan baru” di era pasca- 
reformasi yang menggerus pengaruh otoritas agama lama. “Pasar ide-ide 
keagamaan baru” ini berhasil diisi oleh kelompok-kelompok Islamisme 
dengan memanfaatkan internet, lingkar studi dakwah kampus, dan 
majelis-majelis taklim. Semakin meriahnya “pasar ide keagamaan” ini 
juga mengakselerasi kaderisasi ulama-ulama baru sekaligus mempertajam 
fragmentasi otoritas agama yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa 
keagamaan (Jinan, 2012). 

Sementara itu, studi Weng (2018) mengkaji bagaimana kemunculan 
Felix Siauw dari seorang mualaf menjadi salah satu da'i Islamis paling 
berpengaruh di tanah air. Dia berpendapat Felix Siauw merepresentasikan 
figur “enterpreneur agama”, da'i, dan aktivis politik Islamis yang sukses 
mengombinasikan aktivitas dakwah offline dan online-nya. Kunci 
keberhasilan dakwah Felix terletak pada kombinasi antara dakwah visual- 
tekstual dan online-offline-nya yang ditunjang oleh tim kreatif yang 
militan dan profesional. Meski demikian, menurutnya, pesan dakwah Felix 
cenderung “menghibur namun konservatif, kasual namun dogmatik, dan 
personal sekaligus politikal”. 

Media baru internet tidak hanya digunakan oleh figur-figur Islamis 
melainkan juga oleh gerakan-gerakan Islamisme. Misalkan, Nisa (2018b) 
menguraikan kemunculan gerakan semi-virtual one day one juz (ODOJ) 
yang bermula dari sekelompok aktivis Tarbiyah kampus pada 2004. 
Dengan melakukan “vernakularisasi” dan “Islamisasi” media digital 
terutama Whatsapp, ODOJ berhasil menjelma menjadi gerakan kelas 
menengah Muslim yang mengombinasikan aktivitas online dan offline serta 
mentransformasikan kegairahan agama sehari-sehari menjadi komunitas 
semi virtual untuk merevitalisasi Al-Gur'an. Studi lain Nisa (2019) 
menguraikan bagaimana peristiwa bersejarah seperti Kongres Ulama 
Perempuan Indonesia (KUPI) memunculkan narasi-narasi konfliktual di 
dunia maya di seputar debat tentang keadilan gender, Islam, dan masyarakat 
sipil. Nisa (2019:16-—17) menjelaskan bahwa meski KUPI berhasil 
memantik interpretasi dan debat kontemporer yang progresif tentang 
peranan perempuan dalam kehidupan publik, narasi-narasi konservatisme 
yang menempatkan perempuan dalam lensa patriarkis masih memenuhi 
ruang publik maya di Indonesia. Narasi ini menurutnya dimunculkan oleh 
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para “penerjemah baru Islam” yang acap kali tidak memiliki latar belakang 
pendidikan keagamaan yang memadai (Nisa, 2019:17). 

Sementara gerakan Tarbiyah sukses “mengislamisasikan Whatsapp” 
dengan melahirkan ODOJ, gerakan Islamisme lain seperti Salafisme 
dikenal sangat aktif dalam memanfaatkan internet untuk mempromosikan 
pandangan keagamaannya. Meski dikenal sebagai gerakan yang sangat 
konservatif, gerakan Salafisme di Indonesia berhasil mengapropriasi 
internet untuk merawat identitas komunal kelompoknya sekaligus 
merespons berbagai isu-isu nasional-global kontemporer termasuk 
menyerang “musuh-musuh ideologisnya” seperti HTI, Ikhwanul Muslimin, 
hingga Syiah dan Ahmadiyyah (Igbal, 2014:40). Temuan ini sejalan dengan 
studi Ahyar (2017) yang menunjukkan aktivisme digital Clicktivism yang 
dinamis di kalangan gerakan-gerakan Islamisme di Surakarta. Menurutnya, 
fenomena aktivisme siber gerakan Islamisme di Solo tidak akan lahir tanpa 
proses demokratisasi, modernisasi, dan globalisasi. 

Di samping itu, media baru juga dinilai memunculkan pola komunitas 
dan kepemimpinan Islam baru di ruang-ruang perkotaan. Studi Lengauer 
(2018) mengamati komunitas “Great Muslimah? dan “Pejuang Shubuh' 
di Bandung untuk melihat bagaimana kedua komunitas ini menggunakan 
teknologi media baru dalam membentuk aktivisme dakwah mereka. 
Dengan berbasis pendekatan komunitas baik di ranah daring maupun 
luring, komunitas-komunitas ini berhasil mengembangkan bentuk-bentuk 
sosialitas dan kepemimpinan Islam baru yang tidak lagi terikat pada gelar 
akademik keagamaan, namun pada kemampuan untuk berhubungan, 
berbagi, dan berinvestasi dengan publik di ranah daring maupun luring 
(Lengauer, 2018:20—21). Otoritas Islam baru ini memperoleh kepercayaan 
dari aspek personal dan relasional di kalangan kelas menengah Muslim 
perkotaan. 

Jika aktor-aktor keagamaan baru sangat aktif mengadaptasi, 
mengapropriasi, dan mengislamisasi media baru untuk kepentingan- 
kepentingan kelompoknya, bagaimana dengan aktor-aktor keagamaan 
lama? Apakah mereka hanya bersikap defensif dalam menghadapi 
“perang siber” di dalam pasar keagamaan baru? Strategi apa yang mereka 
kembangkan untuk menghadapi serangan aktor-aktor baru keagamaan 
yang sangat lihai memanfaatkan media baru? 
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Otoritas Agama Lama dan Media Baru: 
Dari Defensif ke Agresif? 


Aktor-aktor lama otoritas keagamaan acap kali digambarkan 
tertinggal jauh dari otoritas agama baru dalam mengisi ruang publik 
baru di media digital. Aktor-aktor otoritas lama dinilai gagap dan 
lambat dalam merespons perkembangan revolusi teknologi digital yang 
akibatnya semakin memperlemah dan menggerus pengaruh mereka dalam 
konstelasi keagamaan di Indonesia pascareformasi. Misalkan, ormas- 
ormas keagamaan arus utama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama dinilai gagap dan cenderung lambat dalam memanfaatkan media 
sosial untuk memajukan gerakan dan memediatisasi dakwahnya (Kompas, 
2009, Redaksi IB, 2020). Mereka tertinggal dari otoritas agama baru yang 
aktif dan agresif dalam memanfaatkan media daring. Menurut Feillard 
(Feillard, 2010:173), ketika otoritas agama lama—terutama para ulama 
yang telah mapan—sedang asyik dalam pertarungan politik elektoral, para 
juru dakwah baru bermunculan mengambil panggung ruang publik baru 
dengan menggunakan teknik-teknik media komunikasi yang baru. 

Anggapan di atas tidaklah sepenuhnya benar. Meski relatif tertinggal 
“start” dari para aktor keagamaan baru dalam menggunakan media baru 
untuk menunjang aktivitas dakwahnya, perlahan namun pasti aktor-aktor 
keagamaan lama seperti NU dan Muhamadiyah mulai memenetrasi dan 
berselancar di gelombang pertarungan keagamaan di dunia siber. Studi- 
studi para sarjana teranyar menerangkan bahwa kemunculan media baru 
ternyata tidak hanya menggerus pengaruh otoritas agama lama melainkan 
juga memperkuat dan meneguhkannya melalui berbagai cara (Halim, 2018, 
Muchtar & Ritchey, 2014, Nisa, 2019, Schmidt, 2018: Slama, 2018a). 

Beberapa sarjana menunjukkan bahwa institusi dan representasi 
otoritas agama yang telah mapan seperti pesantren, kiai/ulama dan 
aktivis keagamaan secara aktif mulai berselancar memanfaatkan media 
baru untuk mendiseminasikan gagasan-gagasannya. Misalkan, studi 
Muchtar dan Ritchey (2014) di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Palu 
mengafirmasi bahwa para pemimpin Islam di komunitasnya masing- 
masing telah menggunakan media baru untuk mendiseminasikan ajaran 
mereka kepada audiens yang lebih luas. Mereka mendayagunakan media 
baru seperti Facebook dan Twitter untuk memberi perhatian pada isu-isu 
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yang penting bagi umat Islam namun diabaikan oleh media arus utama. 
Temuan ini senada dengan riset yang dilakukan oleh Halim (2018) yang 
mengkaji bagaimana institusi pesantren beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi media baru. Studinya di pesantren As'adiyah di Sulawesi Selatan 
mendemonstrasikan kemampuan pesantren dalam mengakomodasi 
teknologi media baru untuk memajukan program-program pendidikan, 
sosial, dan keagamaan mereka. Melalui kiprah alumni-alumninya yang 
menjadi dai dan ustadz yang terampil menggunakan media baru sebagai 
medium dakwahnya, pesantren As'adiyah berhasil memperluas ceruk 
audiens dan meningkatkan pengaruh keagamaan mereka jauh melampaui 
jejaring tradisional mereka (Halim, 2018:57). 

Sementara itu, studi-studi terkini lainnya berargumen bahwa alih- 
alih hanya melemahkan otoritas agama lama, media baru menimbulkan 
konsekuensi yang kontradiktif bagi otoritas agama lama: melemahkan 
sekaligus memperkuat. Studi Solahudin dan Fakhuroji (2020) mengenai 
produksi dan diseminasi otoritas agama di media berbasis internet seperti 
Cyberdakwah, Tafagguh Channel, akun Instagram @gustagi, dan aplikasi 
Islam Aa Gym menunjukkan bagaimana otoritas agama diperluas, diperkuat, 
sekaligus bersifat resiprokal dan saling terhubung (interconnected). Studi 
mereka melihat bagaimana interaksi dan interdependensi antara praktik 
pembentukan otoritas agama tradisional secara luring dengan praktik 
pembelajaran Islam secara daring yang dimediatisasi melalui internet. 
Proses interkoneksi dan interdependensi ini nampak dalam website 
Cyberdakwah di mana kolaborasi terjadi antara ulama yang berbasis 
pesantren di Situbondo dengan pengelola website dalam menjalankan salah 
satu fiturnya yakni “tanya-jawab keislaman” (Solahudin dan Fakhuroji, 
2020:6). 

Studi menarik lainnya melihat dinamika implikasi dari kemunculan 
media baru bagi otoritas agama yang acap kali bersifat kontradiktif 
dan ambivalen. Misalkan, studi yang dilakukan oleh Schmidt (2018) 
menunjukkan bagaimana aktivis-aktivis muda yang terafiliasi dengan NU 
dengan canggih dan gigih melawan narasi-narasi radikalisme agama dan 
kekerasan yang beredar di pelbagai kanal media sosial. Melalui meme, 
komik, dan gambar-gambar yang diedit, “pasukan siber muda” ini berhasil 
melakukan kontra-narasi terhadap wacana radikalisme dan ekstremisme 
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dengan melancarkan “politik keterancaman”, “politik inspirasi”, dan 
“politik otoritas agama”. Para aktivis muda yang direkrut dan dilatih secara 
khusus ini berhasil menyulap ulama-ulama NU menjadi “role model bagi 
toleransi, kebhinekaan, dan persatuan sekaligus antidot bagi ancaman 
radikalisme dengan cara yang populer, ramah media sosial (social media 
friendly), dan mudah dibagikan di media sosial (shareable). 

Menariknya, kiprah pasukan muda siber ini membawa implikasi 
yang kontradiktif bagi otoritas agama yang dibelanya. Di satu sisi, 
mereka berhasil merebut ulang klaim otoritas agama dari tangan “new 
comers” dengan merekonstruksi ulang ulama-ulama NU sebagai otoritas 
agama yang paling legitimate melalui utilisasi teknologi komunikasi 
dan informasi. Namun, di sisi yang lain, aktivisme siber mereka juga 
membawa “efek korosif' bagi otoritas agama yang mereka bela. Hal ini 
terjadi karena akun-akun yang digunakan untuk melakukan kontra-narasi 
radikalisme dijalankan oleh “admin-admin yang anonim” yang mengedit, 
memotong kutipan, dan mensimplifikasikan gagasan ulama-ulama besar 
NU untuk melayani tujuan-tujuan mereka. Menurut Schmidt (2018: 63) 
dengan mengutip Turner (2007: 122), praktik ini sangat berbeda dengan 
“rantai otoritas agama” dalam Islam di mana transmisi pengetahuan agama 
tentang Al-Our'an dan al-Hadits dilakukan melalui rantai para sarjana 
Islam yang kredibel dan tidak terputus, serta dapat diverifikasi. Rantai 
otoritas ini tidak terjadi dalam aktivisme siber kontra-radikalisme yang 
dilakukan oleh aktivis-aktivis muda NU. 

Kemunculan “pasukan siber” sebagai kekuatan kontra radikalisme 
di kalangan aktivis NU sesungguhnya menandakan bahwa media digital 
kini digunakan oleh aktor-aktor otoritas agama yang lebih beragam. Para 
aktor-aktor lama seperti Muhammadiyah dan NU kini mulai sadar untuk 
memanfaatkan media daring untuk memperluas audiens mereka. Selain 
memiliki kanal-kanal media daring resmi seperti Youtube, Facebook, 
dan Instagram, aktivis-aktivis muda Muhammadiyah dan NU ramai- 
ramai mendirikan dan memanfaatkan website Islam sebagai sarana 
diseminasi gagasan-gagasan Islam yang mereka tawarkan. Aktivis muda 
NU mendirikan alif.id, islamic.co, dan nu.or.id sementara itu aktivis muda 
Muhammadiyah mengelola ib.times.id, kalimahsawa.id, dan yang terbaru 
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rahma.id, sebuah kanal media daring yang khusus membahas isu-isu 
perempuan dan keislaman. 

Kemunculan website keislaman yang dikelola aktivis muda 
Muhammadiyah dan NU tidak hanya sebagai “penggembira” di tengah 
pasar keagamaan yang meriah. Mereka mendapat apresiasi yang cukup 
baik dari audiens. Misalkan, menurut survei yang dilakukan oleh Alvara 
Research Centre (2019), menyebutkan bahwa website islami.co menjadi 
situs keislaman yang terpopuler di kalangan segmen “generasi Z” dan 
“younger milennial”. Kesuksesan islami.co tidak lepas dari konten-konten 
yang bersifat praktikal yang digemari anak muda kelas menengah di 
perkotaan. Kehadiran website-website keislaman yang dikelola aktivis- 
aktivis muda NU dan Muhammadiyah ini semakin meramaikan bursa 
pasar keagamaan di media daring. Sebelumnya, sebagaimana diulas di atas, 
aktor-aktor gerakan Islamisme telah lebih dulu aktif menggunakan website 
keislaman sebagai sarana berdakwah, beberapa website terkemuka yang 
dikelola mereka antara lain: hidayatullah.com, muslim.or.id, rumaysho. 
com, eramuslim.com, dan voaislam.com. 

Berbagai perkembangan di atas menandakan bahwa media baru 
tidak saja memperlemah dan menggerus otoritas agama lama saja, 
melainkan juga memperkuat dan meneguhkan kembali otoritas agama 
lama. Penggunaan media baru baik oleh aktor-aktor otoritas agama lama 
dan baru mengandung implikasi yang acap kali bersifat ambivalensi dan 
penuh ketegangan. Melampaui tesis pelemahan otoritas agama lama akibat 
pemanfaatan media baru dari oleh aktor-aktor baru, studi-studi termutakhir 
menemukan ada banyak dimensi lain dari massifnya penggunaan media 
baru oleh berbagai kekuatan sosial keagamaan. Pertanyaannya adalah 
apakah bentuk-bentuk utilisasi media baru oleh aktor-aktor keagamaan 
hanya terbatas pada upaya produksi, diseminasi, dan sirkulasi otoritas 
agama saja? Adakah media baru digunakan untuk tujuan-tujuan ekonomi 
dan politik yang jalin berkelindan dengan motif keagamaan? Apa saja 
implikasi sosial-ekonomi dan sosial-politik dari transformasi otoritas 
agama di era media baru? 
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Media Baru di tengah Kebangkitan Gairah Entrepreneurship 
dan 'Politik Identitas' 


Perspektif lain yang berkembang adalah melihat peran media baru dalam 
mentransformasikan makna kesalehan dan semangat “enterpreneurship” 
atau menjadi instrumen politik identitas dalam kontestasi elektoral. Dalam 
perspektif ini, penggunaan media baru oleh aktor-aktor agama tidak secara 
langsung diletakkan dalam perdebatan pelemahan atau penguatan otoritas 
keagamaan lama yang telah mapan, melainkan dilihat secara lebih luas 
kaitannya dengan relasi dan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang 
mengitarinya. Studi-studi dalam klaster tema ini melihat penggunaan 
media baru oleh aktor-aktor keagamaan dapat melahirkan dua konsekuensi 
ekonomi dan sosial-politik yang berbeda: menjadi mode ekonomi baru dan 
atau menjadi instrumen politisasi identitas. 

Aktor-aktor keagamaan menggunakan media baru tidak saja untuk 
tujuan-tujuan teologis semata melainkan juga untuk tujuan-tujuan yang 
bersifat ekonomi. Misalkan, studi yang dilakukan oleh Nisa (2018a) yang 
meneliti akun-akun Instagram dakwah yang menyasar perempuan kelas 
menengah perkotaan yakni @UkhtiSally dan @DuniaHijab. Temuannya 
menunjukkan bahwa Instagram sebagai salah satu kanal media sosial 
terpopuler di Indonesia berhasil membentuk dan memperluas ruang 
baru bagi aktualisasi identitas perempuan Muslim. Pesan-pesan yang 
disebarkan oleh akun-akun dakwah ini memfasilitasi terbentuknya forum 
sesama perempuan yang berbagi perjalanan “hijrah spiritual” mereka. 
Lebih jauh lagi, Nisa (2018a) berargumen bahwa selain sukses menggaet 
atensi perempuan Muslim melalui “dakwah ringannya” (soft dakwah), 
akun-akun ini juga meraup keuntungan bisnis yang menjanjikan melalui 
penjualan produk-produk hijab syar'i. Menariknya, bagi mereka tidak ada 
kontradiksi antara dakwah dengan bisnis yang dijalankan. Bisnis di jalan 
Allah adalah bagian dari dakwah dengan tindakan (dakwah bil hal) mereka 
terutama dalam memenuhi kebutuhan saudara perempuan seiman mereka 
(Nisa, 2018a: 93). 

Temuan senada juga dikemukakan oleh Beta (2019) yang mengkaji 
kiprah sosial-politik apa yang dia sebut sebagai pemengaruh agama 
(religious influencer) dari kalangan perempuan. Salah satu argumen 
risetnya adalah kelompok-kelompok perempuan muda Muslim yang 
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aktif di media sosial menjadikan bisnis sebagai bagian tidak terpisahkan 
dari dakwah mereka untuk menjadi Muslimah yang lebih baik. Dengan 
mengamati komunitas Hijabers Community (HC), Tasikmalaya Hijabers 
(TH), Ukhti Sally (US), Dunia Jilbab (DJ), Peduli Jilbab (PJ) and Jogjakarta 
Muslimahpreneur Community (JMP), Beta (2019) berargumen bahwa 
kelompok perempuan muda Muslimah berhasil mengombinasikan dimensi 
ekonomi, keagamaan, dan politik dalam aktivitas-aktivitas daring maupun 
luringnya, terutama dalam mendorong para anggotanya untuk melakukan 
transformasi diri (hijrah). Dalam konteks ini, kelompok perempuan muda 
Muslimah ini membentuk subjek baru perempuan yang berjiwa produktif 
secara ekonomi (enterpreneurial), aktif secara politik, dan mendamba 
keluarga yang sakinah (Beta, 2019:15—16). 

Studi lain dilakukan oleh Slama (2017) memaparkan apa yang dia 
sebut sebagai logika “ekonomi waktu” di kalangan pendakwah Islam 
di Indonesia. Fokus penelitiannya adalah bagaimana konversi ekonomi 
dan kultural yang terjadi antara para pendakwah Islam dan jamaahnya 
diperantarai oleh media sosial. Dengan melakukan pembacaan ulang atas 
Bourdieau, Slama (2017) berargumen bahwa di kalangan pendakwah Islam, 
konversi modal kultural menjadi modal ekonomi semakin bergantung 
pada bagaimana para ustadz ini mengakumulasikan modal sosial melalui 
penggunaan media sosialnya. Dengan kata lain, siapa yang paling mampu 
mengelola media sosial sebagai instrumen memupuk modal sosial dengan 
jamaahnya, merekalah yang akan paling banyak mendapat “berkah 
ekonomi'. Seorang ustadz di era media baru dituntut tidak hanya untuk 
memberi ceramah keagamaan dalam sebuah pengajian, namun mereka 
juga dituntut untuk selalu terhubung dengan jamaahnya untuk merespons 
berbagai pertanyaan atas problema kehidupan sehari-hari mereka. 

Studi terbaru lain oleh Kailani dan Slama (2020) melacak pergeseran 
diskursus filantropi Islam dan kaitannya dengan media baru berbasis 
internet di era reformasi. Melalui penelusuran genealogis atas wacana 
filantropi Islam sejak era kolonial hingga reformasi, Kailani dan Slama 
(2020) berargumen bahwa diskursus sedekah menempati tempat yang 
sentral dalam praktik kedermawanan kelas menengah Muslim di 
perkotaan. Menariknya, dominannya wacana sedekah dalam praktik 
filantropi masyarakat Muslim Indonesia kontemporer terkait erat dengan 


82 


kemunculan figur-figur otoritas agama baru yang aktif mengkampanyekan 
sedekah sebagai sebuah “investasi” yang akan mendatangkan “keuntungan” 
material dan spiritual di sini dan saat ini juga (here and now). Dalam 
konteks ini, penggunaan media sosial oleh organisasi-organisasi filantropi 
Islam baru menjadi instrumen yang sempurna untuk memediatisasi tidak 
hanya praktik sedekah dan transparansi serta efisiensi pengelolaan dan 
distribusinya, namun juga “imbalan' (reward) yang akan didapatkan dengan 
segera oleh dermawan (Kailani & Slama, 2020:3). Dengan kata lain, media 
sosial merepresentasikan pergeseran wacana dan praktik filantropi Islam 
yang menekankan kecepatan, transparansi, dan efisiensi sebagaimana 
digaungkan oleh proyek neoliberalisme. 

Meningkatnya popularitas sedekah secara khusus dan ekspresi 
keagamaan Muslim di ruang publik secara umum memunculkan sejumlah 
ketegangan dan kecemasan baru. Paling tidak itulah kesimpulan studi 
Husein dan Slama (2018) yang mengamati pergeseran konsep “riya” 
di kalangan komunitas sedekah dan mengaji al-Our'an secara harian 
(ODOJ). Husein dan Slama (2018) menemukan bahwa aktivitas kesalehan 
yang dimunculkan ke ruang daring memunculkan ketegangan dan dilema 
atas praktik riya di kalangan Muslim Indonesia. Mereka merespons risiko 
riya dalam menampilkan kesalehannya di ruang digital dengan cara yang 
beragam, mulai dari menyembunyikan identitas, hingga menafsirkan ulang 
konsep riya. 

Studi-studi di atas memiliki kesamaan benang merah bahwa 
kemunculan media baru telah memfasilitasi terbentuknya otoritas 
agama yang membawa implikasi-implikasi sosial-ekonomi. Para aktor 
keagamaan —perempuan, anak muda, ustadz selebritis, hingga organisasi 
filantropi— yang intensif menggunakan media sosial tidak hanya mampu 
mengombinasikan aktivitas dakwah dan ekonominya tetapi juga 
mentransformasi relasi-relasi ekonomi yang terbentuk di dalamnya. 

Jika relasi-relasi agama dan ekonomi ikut berubah seiring kemunculan 
otoritas agama di era media baru, bagaimana dengan konsekuensi- 
konsekuensi politik yang timbul dari penggunaan media baru oleh aktor- 
aktor keagamaan? Bagian selanjutnya akan mendiskusikan apa saja 
implikasi-implikasi sosial-politik dari pemanfaatan media baru oleh aktor- 
aktor keagamaan. 
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Meruaknya politik identitas akibat masifnya penggunaan media sosial 
oleh berbagai aktor dalam kontestasi politik elektoral menjadi salah satu 
perhatian utama para sarjana. Studi Lim (2017) mengulas bagaimana 
hubungan antara politik elektoral dan media sosial di Indonesia. Mengkiritisi 
pandangan utopian yang mengglorifikasi potensi kekuatan demokratis 
pada media sosial, Lym melihat dinamika kontestasi politik elektoral 
dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 sebagai eksemplar 
terbaik dari apa yang dia sebut sebagai kemunculan “nasionalisme tribal”. 
“Nasionalisme tribal? lahir dari terbentuknya enclave-enclave algoritmik di 
mana para netizen menggunakan hak untuk membenci (freedom to hate) dan 
membagikan pandangannya sembari membungkam pandangan-pandangan 
yang bersebrangan dengannya. Kubu pro-Ahok maupun anti-Ahok 
dinilainya sama-sama menggunakan “politik pelabelan” dan melakukan 
“Othering” terhadap kubu lawannya. Misalkan, kubu pro-Ahok melabeli 
lawannya dengan sebutan '“anti-Pancasila', “preman berjubah?, “anti- 
kebhinekaan”, sementara kelompok anti-Ahok juga menyematkan tuduhan 
serupa pada musuhnya sebagai “Cina”, “kafir”, “PKI, dan sebagainya (Lim, 
2017:11). Dalam ruang-ruang algoritma yang penuh narasi sektarianisme 
dan rasisme, penggunaan media sosial sebagai instrumen mobilisasi 
identitas dalam kontestasi politik elektoral justru semakin mempertajam 
polarisasi dan fragmentasi yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat, 
mempertebal rasa permusuhan dan meningkatkan intoleransi antar sesama 
warga (Lim, 2017:14). 

TemuanLim(2017)beresonansi dengan hasil kajian yang dilakukan oleh 
Schafer (2018) yang meneliti pertarungan diskursus tentang Ahmadiyyah 
dan Syiah dalam ruang publik online di Indonesia dan Malaysia. Schafer 
(2018) berargumen bahwa media digital telah mengakselerasi ketegangan- 
ketegangan posisi yang ekstrem antara Islam dan politik. Melalui studi 
kasus wacana Ahmadiyyah dan Syiah di ruang digital, Schafer (2018) 
menyimpulkan bahwa media sosial telah menciptakan “ruang gema' (echo 
chamber) yang mempertegas kategorisasi atas Ahmadiyyah dan Syiah 
sekaligus memperkuat homogenisasi posisi-posisi Islam pada level aktor 
dan argumen dalam merespons dua komunitas “heterodoks' ini. Menurutnya, 
media digital membuat diskursus Islam tentang kategori-kategori identitas 
kultural, agama, ras, dan etnis mengalami reduksi dan homogenisasi. 
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Misalkan, diskursus Islam di media digital justru memperkuat kategorisasi 
berbasis “pengukuran kesalehan' antara “Muslim yang lebih saleh' (more 
pious Muslem) versus “Muslim yang kurang saleh (less pious Muslem) 
sebagaimana dirumuskan oleh antropolog Clifford Geertz. Akibatnya, 
proses marginalisasi dan eksklusi “minoritas Muslim' seperti komunitas 
Ahmadiyyah dan Syiah dari komunitas “Islam arus utama” (mainstream 
Muslem) semakin kerap terjadi. 

Studi Lim (2017) dan Schafer (2018) diafirmasi oleh studi Postill dan 
Epafras (2018) yang mendemonstrasikan menajamnya polarisasi wacana 
keagamaan sejak kejatuhan rezim Suharto pada 1998. Menggunakan 
pendekatan “post-Bourdieuan' yang menekankan “drama sosial”, 
Postill dan Epafras (2018) menyebut wacana publik Islam dalam media 
campuran (online dan offline) terbelah ke dalam pertentangan antara arus 
kaum Islamis dan konservatif yang menggunakan wacana “penistaan”, 
“penyimpangan', “imoralitas', dan “sepilis” (sekularisme, pluralisme, 
liberalisme) di satu sisi dan koalisi besar kaum sekularis, “Islam moderat', 
Kristen, Ahmadiyyah dan minoritas agama lainnya yang menolak klaim 
kaum Islamis dengan bahasa “Pancasila”, “kebhinekaan”, dan “toleransi'. 
Manifestasi dari polarisasi diskursus Islam dalam ruang online ini acap 
kali terbawa pada realitas offline. Sebagaimana temuan studi Pamungkas 
dan Octaviani (2017) yang melihat terbentuknya ruang publik Muslim 
baru pasca Aksi 212. Studi mereka melihat transformasi kelompok- 
kelompok pendukung aksi bela Islam 212 dari komunitas “dalam jaringan” 
(daring) menuju “luar jaringan” (luring), kelompok pendukung aksi bela 
Islam bergerak mengonstruksi “Publik Muslim' baru dengan memobilisasi 
politik kesalehan Islam dan moralitas publik. 

Arus studi lain mengkaitkan kemunculan internet di kalangan gerakan- 
gerakan radikalisme keagamaan, khususnya Islam. Studi-studi ini pada 
umumnya melihat bagaimana gerakan-gerakan radikal menggunakan dan 
mengapropriasi media baru sebagai instrumen konstruksi dan mobilisasi 
identitas. Misalkan, studi Lim (2005) mengemukakan bagaimana internet 
digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan radikalisme terutama anti- 
Amerikanisme oleh kelompok Laskar Jihad. Studinya menekankan 
krusialnya peran internet dalam konstruksi identitas, mobilisasi politik, 
dan proyek politik kelompok-kelompok radikal. Temuan senada diajukan 
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oleh Brauchler (2004) yang mengkaji bagaimana Laskar Jihad berusaha 
mengonstruksikan identitas ideal umat Islam melalui aktivitas di internet, 
terutama dengan mengangkat simbol-simbol agama untuk melawan apa 
yang mereka sebut “konspirasi Judeo-Kristiani” di Maluku. Lebih lanjut, 
Brauchler dalam bukunya “Cyberidentities at War: The Moluccan Conflict 
on the Internet” (2013) mengelaborasi lebih jauh bagaimana proses 
konstruksi identitas, pembentukan komunitas, dan dinamika konflik 
berdimensi agama di Ambon terjadi di internet. Brauchler (2004, 2003, 
2013) menguraikan dengan detail bagaimana internet mengelevasi insiden 
dan wacana dari tingkat lokal ke audiens global, memfasilitasi terbentuknya 
“komunitas terbayang virtual” di level global, dan membawa berbagai level 
otoritas dan konflik ke dalam ruang virtual yang “datar”. 

Studi-studi lain lebih banyak melihat dimensi ancaman keamanan 
dan kerentanan dari aktivisme gerakan radikal di media internet (Affan 
& Thohir, 2019, Siagian & Sumari, 2015, Wijayanti & Muthmainnah, 
2017) atau mencermati penggunaan platform media sosial sebagai sarana 
propaganda, rekrutmen, dan pernikahan yang dilakukan oleh kelompok 
terorisme kontemporer seperti ISIS (IPAC, 2015). 


Penutup: 
Refleksi Transformasi Otoritas Agama di Era Media Baru 


Dari tinjauan atas karya-karya kesarjanaan yang mengkaji bagaimana 
dinamika otoritas agama di era media baru, tiga isu dan tren utama tampil 
paling mengemuka: (1) perspektif yang memandang kemunculan media 
baru menggerus dan melemahkan otoritas agama lama, (2) pandangan 
yang melihat konsekuensi yang ambivalen yang ditimbulkan media baru 
atas otoritas keagamaan lama: memperkuat sekaligus melemahkannya, 
(3) fokus menginvestigasi implikasi-implikasi sosial-politik dan sosial- 
ekonomi dari penggunaan media baru oleh aktor-aktor keagamaan. Tiga 
tren utama ini dapat ditemukan dalam berbagai karya kesarjanaan yang 
didiskusikan dalam artikel ini. 

Kebanyakan studi yang diulas dalam artikel ini menggunakan 
pendekatan studi kasus (case study) untuk mengilustrasikan bagaimana 
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dinamika transformasi otoritas keagamaan di era media baru. Sebagian 
besarstudi yang didiskusikan di atas menggunakan subjek penelitian berupa 
organisasi, gerakan, komunitas, maupun figur keagamaan dan mengkaji 
dinamika strategi, interaksi, dan modalitas yang terbentuk akibat respons 
terhadap kemunculan media baru. Selain itu, penulis juga menemukan 
absennya studi dengan pendekatan kuantitatif yang komprehensif dan 
sistematis mengenai transformasi otoritas agama di era media baru kecuali 
beberapa survei tentang popularitas tokoh-tokoh atau organisasi-organisasi 
agama yang dirillis oleh berbagai lembaga survei atau pusat kajian. 
Mayoritas studi yang dikutip di sini menggunakan metode 
pengumpulan data yang mengombinasikan penelusuran data-data 
online dengan studi lapangan (fieldwork) dengan metode wawancara 
serta observasi. Dua kombinasi ini memungkinkan para sarjana melihat 
dinamika interkoneksi serta interplay antara realitas luar jaringan 
(luring) dan dalam jaringan (daring) dari subjek yang diteliti. Tidak 
mengherankan jika temuan beberapa studi nampak konsisten dalam 
menekankan pentingnya interkoneksi dan interdependensi antara ranah 
offline dan online dalam mengkaji penggunaan media baru oleh aktor- 
aktor keagamaan (Nisa, 2018b, Schafer, 2018, Slama, 2018b). Sebagian 
kecil lainnya menggunakan analisis wacana untuk membedah pertarungan 
diskursif aktor-aktor keagamaan dan politik dalam ruang publik online 
(Postill & Epafras, 2018, Schmidt, 2018). Atau, menggunakan pendekatan 
genealogis untuk membongkar diskursus dominan aktor-aktor keagamaan 
dalam sebuah periode historis tertentu (Kailani & Slama, 2020). 
Berdasarkantelaah pustaka yang dilakukan dalam artikel ini, ditemukan 
beberapa tantangan dan peluang transformasi lanskap otoritas keagamaan 
di era media baru di Indonesia. Pertama, fragmentasi dan pluralisasi 
otoritas agama di era media baru akan melahirkan disrupsi-disrupsi sosial, 
ekonomi, dan politik di kalangan umat beragama. Tampilnya aktor- 
aktor keagamaan baru yang memanfaatkan media digital dinilai dapat 
menggerus otoritas agama lama yang telah mapan. Bagi beberapa sarjana, 
terbentuknya otoritas agama baru yang difasilitasi oleh media baru dapat 
mengancam wajah keislaman di Indonesia yang selama ini diapresiasi 
karena berkarakter penuh toleransi dan moderatisme (Arifianto, 2019, A. 
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N. Burhani, 2016, N. Burhani, 2018). Wajah “Islam resmi” (official Islam) 
Indonesia yang berhaluan moderat-toleran sedang diancam oleh “Islam 
oposisi” (oppositional Islam) yang dinilai berwatak intoleran-radikal. 
Mereka juga menyoroti minimnya latar belakang pendidikan keagamaan 
yang memadai dari para aktor baru (Muzakki, 2012: Nisa, 2019). 

Kedua, ada kekhawatiran yang tampak beralasan bahwa terbentuknya 
ruang publik baru di ranah digital akan diisi oleh narasi-narasi politik 
identitas, intoleransi, sektarianisme, hingga ekstremisme kekerasan. Para 
sarjana mengidentifikasi “ekses negatif” masifnya penggunaan media 
baru oleh aktor-aktor politik dan agama yang memakai politik identitas 
demi insentif elektoral. Atau, mereka melihat menguatnya intoleransi dan 
sektarianisme di ruang online, hingga penggunaan platform media digital 
oleh kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan. Beberapa sarjana 
berpendapat hal ini terjadi karena fragmentasi dan pluralisasi otoritas 
agama lama seiring tampilnya aktor-aktor baru yang piawai memanfaatkan 
media baru. Sementara yang lain berargumen bahwa media digital 
menciptakan “ruang gema” yang melahirkan sejenis “nasionalisme tribal” 
yang semakin memfragmentasi masyarakat Indonesia ke dalam kantung- 
kantung identitas agama, etnis, dan pilihan politik (Lim, 2005, 2017, 
Schafer, 2018). Bahkan, ruang digital juga dimanfaatkan oleh kelompok- 
kelompok pendukung ekstremisme kekerasan dan terorisme sebagai sarana 
propaganda, rekrutmen, penggalangan dana, hingga pernikahan online 
(Birgit Brauchler, 2004, Brauchler, 2003, 2013: IPAC, 2015). 

Ketiga, selain kedua tantangan di atas, transformasi otoritas keagamaan 
akibat penetrasi media baru juga melahirkan kesempatan-kesempatan baru 
yang memungkinkan proses demokratisasi ruang publik dan tumbuhnya 
aktivitas ekonomi umat beragama. Potensi demokratisasi otoritas agama 
nampak pada temuan studi-studi yang melihat bagaimana aktor-aktor 
keagamaan menggunakan media digital untuk memperluas produksi dan 
diseminasi pengetahuan keagamaan mereka untuk melakukan kontra 
narasi intoleransi, kekerasan, dan sektarianisme di media sosial (Muchtar 
& Ritchey, 2014, Schmidt, 2018). Sementara itu, potensi lain tampak 
dari menggeliatnya aktivitas ekonomi umat Islam yang memanfaatkan 
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kecepatan media sosial. Aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan media 
digital ini terinspirasi dari spirit keagamaan dan dilakukan oleh beragam 
kelompok, mulai dari organisasi-organisasi filantropi Islam melalui 
kampanye “sedekah”-nya, para pemengaruh perempuan muda Muslimah 
di media sosial, kelompok-kelompok perempuan muda Islam di perkotaan, 
hingga para da'i yang piawai mengonversi modal kultural menjadi modal 
finansial (Beta, 2019, Kailani & Slama, 2020, Nisa, 2018a: Slama, 2017). 
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BAB 5 
Kuasa Algo-torial dalam Proses Intermediasi 
Budaya di Abad Digital 


Gregorius Ragil Wibawanto 


Latar belakang: Relasi Manusia-Algoritma 


alah satu subjek yang memegang peran sentral dalam rantai produksi 

dan konsumsi produk budaya adalah cultural intermediaries (perantara/ 
makelar budaya). Mereka berperan sebagai penyusun “kebutuhan” dan 
selera konsumen dengan menampilkan representasi citra simbolis produk 
budaya tertentu (Bourdieu, 1984: 359). Kehadirannya merupakan jembatan 
antara produsen dan konsumen. Nixon dan Du Gay (2002: 497) menyebut 
perantara budaya sebagai pencipta selera (taste maker) dan pembentuk 
stimulan konsumsi pada ragam arena ekonomi budaya seperti fashion, 
media, musik, film, serta ranah lain yang melibatkan strategi pemasaran dan 
branding. Selain bersifat simbolik, proses mediasi tersebut mengisyaratkan 
keterampilan organisasi informasi, komunikasi pengetahuan, kekuatan 
jejaring, dan performativitas simbolis yang menubuh (McrFall, 2014:65). 
Praktik yang demikian memberikan perantara budaya “sejumlah” kuasa 
dan otoritas untuk menyeleksi produk yang sesuai dengan formasi selera, 
pengetahuan, dan simbolis mereka (Bourdieu, 1990:72). Kuasa tersebut 
terlihat jelas pada profesi-profesi seperti editor, produser, dan promotor 
yang memiliki otoritas untuk menentukan publisitas dan melakukan proses 
editing suatu karya atau produk budaya agar dapat diterima pasar. 

Konteks digital kemudian memunculkan perdebatan atas signifikansi 
dari profesi-profesi yang masuk dalam payung kategori cultural 
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intermediaries. Perdebatan tersebut didominasi oleh dua kutub. Pertama, 
para sarjana yang percaya bahwa kehadiran mesin pintar (artificial 
intelligence) dapat mengelola pengetahuan, jejaring, dan citra (representasi) 
secara mandiri melalui formulasi algoritma, sehingga berpotensi 
menggeser peran perantara budaya dalam relasi produksi-konsumsi karena 
ia mampu melakukan tugas-tugas manusia dalam membangun citra, selera, 
dan hasrat konsumtif (Lippold, 2011: Morris, 2015, Arriagada dan Concha, 
2019, Bonini dan Gandini, 2019). Kedua, para sarjana yang menyebut 
bahwa peran para perantara masih menempati posisi yang signifikan. Hal 
ini dikarenakan kemampuan mesin pintar belum dapat mencapai otoritas 
yang melekat pada intermediator sebagai hasil dari bentukan pengetahuan 
menyejarah, nilai simbolis, dan pemahaman selera yang tajam (Morris, 
2015, Powers 2015). Selain itu, semesta dan formulasi algoritma bukanlah 
situasi netral, namun sebuah struktur yang disusun oleh black box society 
atau sekelompok elite industri budaya dan teknologi (Pasguale, 2015:10). 
Kedua sudut pandang tersebut kemudian melahirkan satu refleksi bahwa 
algoritma dan manusia—dalam telaah proses intermediasi budaya—tidak 
dapat dipisahkan karena keduanya menyiratkan relasi socio-technical yang 
mengandung watak ekonomi politik. Salah satu bentuk dari refleksi tersebut 
adalah munculnya tawaran konsep algo-torial. Satu konsepsi teoretis yang 
melihat relasi sosio-teknikal antara algoritma dan manusia (editorial). 
Tulisan ini menganalisa kuasa yang berada di balik kerja algoritma 
dan perantara budaya kontemporer dengan menggunakan konsep 
algotorial sebagai tawaran kerangka analitik. Data terkini dan perdebatan 
teoretis dihimpun dari literatur terkini yang masuk dalam payung kajian 
intermediasi budaya di era digital. Selain menggunakan sumber terkini, 
tulisan ini juga mempertimbangkan catatan analitis dan historis yang 
relevan sebagai jejak sosial yang penting dalam proses kontekstualisasi 
perubahan proses intermediasi pada situasi kontemporer. Sumber-sumber 
tersebut ' mengalami proses analisa kritis untuk membongkar kuasa 
algotorial dalam proses intermediasi budaya terkini. Analisis tersebut 
akan disajikan melalui tiga bagian yang tersaji dalam tulisan ini. Bagian 
pertama menyajikan lanskap dinamis studi intermediasi budaya sebagai 
usaha untuk meletakkan pemikiran algotorial dalam konteks historis dan 
perkembangan teoretis. Pada bagian berikutnya, algotorial sebagai sebuah 
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kerangka analitik dielaborasi. Bagian ini didahului dengan refleksi ringkas 
atas posisi editor dan algoritma dalam arena perantara budaya sebelum 
paparan konseptual tentang algotorial. Bagian ketiga menyajikan ilustrasi 
penggunaan algotorial dalam menganalisis proses intermediasi budaya 
pada platform-dengar musik daring.Tulisan ini ditutup dengan refleksi 
tentang konsep algotorial dalam relasi sosio-teknikal sebagai usaha untuk 
menjajaki peluang-peluang perkembangan ilmu sosial di abad digital. 


Intermediasi Budaya yang Berubah: 
Sebuah Tinjauan Pustaka 


Intermediasi budaya menjadi terma yang menuntun diskusi teoretis 
tentang selera, kelas, dan nilai sekaligus praktik kerja sehari-hari untuk 
menyusun dan menyiapkan sirkulasi produk budaya (Morris, 2015:449). 
Bourdieu (1984), menawarkan kerangka teoretis untuk melihat praktik 
perantaraan tersebut dengan menganalisis kerja-kerja produser acara 
televisi, radio, dan penulis yang menghasilkan produk-produk budaya 
(Bourdieu, 1984: 325). Mereka adalah para borjuis kecil (petite bourgeoisie) 
yang mengemas secara simbolik konten-konten budaya dan karenanya 
menjadi agen sentral dalam produksi makna untuk produk-produk tersebut. 

Definisi dari terma cultural intermediaries yang ditawarkan oleh 
Bourdieu kemudian digunakan dalam beberapa penelitian. Hennion 
(1989) mendalami kerja produser rekaman di Paris dalam menyeleksi, 
menata, dan mengemas album musik sebelum masuk ke dalam sirkulasi 
pasar. Ia mengambil jalan memutar dengan menelusuri sejarah produksi 
seni untuk menelisik lebih dalam posisi perantara budaya pada sirkulasi 
produk kesenian, termasuk lukisan. Baginya, seni sebagai salah satu 
produk dari kebudayaan melibatkan banyak noktah dalam jejaring yang 
kompleks. Peran sponsor, galeri, pembeli, dan pedagang (trader) sebagai 
intermediator dalam pasar seni menuntunnya pada pertanyaan terkait 
relasi antara produk budaya dan masyarakat. Konfigurasi antar noktah 
dalam jejaring tersebut menunjukkan permainan ekonomi-politik di balik 
aktivitas kreasi yang melibatkan organisasi, institusi, strategi, profesi, dan 
kelompok (Hennion, 1989: 403-404). Soar (2002) mengaplikasikan terma 
tersebut untuk melihat posisi penata grafis dalam ranah pemasaran produk, 
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Ocejo (2012) mengamati kerja pramusaji (bartenders), dan Skov (2002) 
mendalami proses kreatif penata busana. 

Penelitian-penelitian serupa kemudian memunculkan pertanyaan 
lanjutan terkait batas agensi praktik intermediasi, sebab jika seluruh aktor 
yang terlibat dalam rantai produksi, distribusi, dan konsumsi dihitung 
berkontribusi dalam sirkulasi produk budaya, maka seluruhnya adalah 
intermediator. Refleksi tersebut ditangkap oleh Maguire dan Matthes (2012) 
dengan menawarkan pernyataan bahwa jika seseorang hanya memindahkan 
objek kultural tanpa menambahkan makna di dalamnya, maka ia bukanlah 
seorang intermediator (Maguire dan Matthews, 2012). Intermediator 
budaya “bertugas” mengonstruksi makna dengan membingkai cara yang- 
lain (others) melekatkan diri pada produk dan memengaruhi orientasi 
seseorang terhadap satu konten secara absah (ibid, 2012:552). 

Batasan tersebut—meskipun memberikan pemahaman yang lebih 
kokoh—cenderung menitikberatkan agensi dari aktor seolah-olah struktur 
ranah tidak memberikan daya dalam sirkulasi produk budaya. Powers 
(2015: 122) mencoba menawarkan cara pandang yang melibatkan tiang 
pancang struktur arena ekonomi budaya dengan mengatakan bahwa 
intermediasi adalah sebuah proses sirkulasi-dinamis melalui pelibatan 
aktor, simbol, dan objek dalam jejaring transportasi dan transmisi produk 
budaya. Baginya, nilai simbolik dan makna muncul melalui proses sirkulasi 
dan tukar-menukar alih-alih dari praktik intermediasi oleh aktor semata. 

Pandangan tersebut membuka jalan pada kajian intermediasi budaya 
untuk tidak hanya berfokus pada aktor sentral pada ranah. Selama ini, 
investigasi atas peran orang penting dalam proses sirkulasi produk budaya 
mendominasi kajian atas dinamika cipta-selera dan persepsi publik. 
Kajian yang demikian berkutat pada karakter agensi dan kerap berpotensi 
menghilangkan faktor non-material dalam proses intermediasi (Latour, 
1988: Moor 2012, Morris 2015). Moor (2012:565) berpendapat bahwa 
agensi nonmaterial dan/atau nonmanusia dapat dimaknai sebagai kontributor 
proses intermediasi atau aktivitas mediasi seperti yang dilakukan manusia, 
dan karenanya |...) perlu diperhatikan lebih dalam. Pandangan tersebut 
didasarkan pada temuan penelitiannya tentang peran firma statistik dan 
pemeringkatan dalam proses intermediasi melalui teknik olah data serta 
perhitungan ceruk pasar. Secara lebih konkret, hasil penelitian tersebut 
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menunjukkan bahwa data dan informasi yang dikelola oleh perangkat 
lunak digunakan sebagai basis pengetahuan untuk membangun “makna” 
yang muncul dalam proses intermediasi (Moor, 2012). Proses tersebut 
memperlihatkan bahwa elemen nonmanusia memiliki peran dalam proses 
penyusunan makna pada alur intermediasi budaya. Moor (2012: 265) 
memberikan tekanan bahwa “alat-alat” (devices) dapat mengambil peran 
yang sama jika memang tidak lebih signifikan dari perantara budaya yang 
tradisional. 

Elemen nonmanusia tersebut semakin tampak memasuki era digital di 
mana algoritma memegang peranan penting dalam bangunan interkoneksi 
antara manusia, produk budaya, dan pasar. Periode ini membuka peluang 
proses presentasi dan representasi simbol produk budaya (Bourdieu, 
1984) untuk dapat dilakukan secara paralel oleh algoritma. Secara umum, 
algoritma dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur matematis yang 
dijalankan oleh komputer dan digunakan untuk menyusun realitas tentang 
dunia (Striphas, 2015: 405). Pada diskusi terkait dunia sosial, Kitchin dan 
Dodge (2011) memaknai algoritma sebagai produser dan produk proses 
sosial yang melakukan analisa terhadap intersubjektivitas manusia dengan 
menggunakan model untuk kemudian hasil dari analisis tersebut terus 
menerus memperbaiki dan merespons model yang digunakan. Salah satu 
praktik penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam 
proses komputasi untuk menyusun, mengklasifikasikan, dan menciptakan 
hierarki manusia, lokasi, objek, kelas, dan kebiasaan berpikir, bertindak, 
dan berekspresi yang muncul dalam hubungan proses pengelompokkan 
tersebut (Galloway, 2006, Striphas, 2012). Kapasitas komputasional yang 
mampu membangun cara dan pengelompokkan inilah yang kemudian 
dimaknai sebagai kultur algoritmis (Slavin, 2011: Hallinan dan Striphas, 
2016). Kemampuan tersebut membuka peluang bagi hadirnya proses 
presentasi dan representasi simbolis dalam proses intermediasi dengan 
basis kategorisasi komputasi algoritmis. Peran elemen non-manusia dalam 
praktik intermediasi—dengan ini—semakin terasa ketika industri budaya 
mengalami proses teknologi dan digitalisasi. Kecenderungan ini terlihat 
dari cara raksasa perusahaan digital dalam menjalankan bisnisnya melalui 
sistem rekomendasi buatan algoritma seperti Twitter, Facebook, Google, 
Amazon, Netflix, dan Spotify (Hallinan dan Striphas, 2016). Meskipun 
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demikian, strategi ini tidak serta merta menyingkirkan manusia dalam 
proses intermediasi produk budaya. 

Intermediator tetap memiliki posisi dengan beberapa prasyarat 
kapital yang berlaku dalam jejaring proses intermediasi di tengah kuatnya 
karakter kultur algoritmis. Selain modal sosial, ekonomi, dan simbolis, 
intermediator harus menggenggam segenap modal budaya yang mengalami 
perubahan signifikan dalam konteks digitalisasi proses perantaraan 
budaya. Ignatow dan Robinson (2017) mengidentifikasi dua bentuk modal 
yang diperlukan untuk menjadi intermediator dalam konteks ekonomi- 
digital terkini. Pertama, modal informasi yang berbasis pengetahuan 
untuk menggunakan “komputer” dan menavigasi internet (lihat van Dijck, 
2005). Kedua, “modal digital” yang berkorespondensi dengan jangkauan, 
skala, dan sopistikasi praktik daring. Bentuk partikular dari modal digital 
tersebut dapat digunakan sebagai basis kuasa posisi intermediator dalam 
ranah, seperti kemampuan programming, pemahaman kerja media sosial, 
dan keterlibatan dalam proses penyusunan algoritma (Ignatow dan 
Robinson, 2017:952—953). Pada kerangka modal digital tersebut, seorang 
intermediator tidak melulu diandaikan sebagai ahli di bidang digital 
secara teknis dan menguasai masing-masing dari keterampilan digital, 
namun dipandang sebagai agen yang “membangun” habitus digital pada 
ranah industri budaya tertentu. Hal ini juga disampaikan oleh Solaroli 
(2015) melalui penelitiannya tentang foto jurnalis. Ia berpendapat bahwa 
apropriasi teknologi baru adalah representasi dari bentuk “modal budaya 
digital” yang tidak hanya berbicara tentang penguasaan teknis teknologi 
digital, namun menunjukkan penilaian estetis melalui praktik kreatif, 
sosial, dan material bentukan dari pemahaman menubuh atas kehadiran 
teknologi-digital (Solari, 2015:528). 

Penilaian estetis berbasis habitus digital tersebut mengandaikan 
otoritas relatif yang melekat pada intermediator, sehingga presentasi dan 
representasi simbolis yang dihadirkan pada suatu produk budaya tidak 
melulu diciptakan oleh algoritma, melainkan hasil dari relasi mutual 
di antara keduanya. Hal ini tampak misalnya, dalam proses aktivasi 
merk suatu produk di mana praktik experiential marketing ditempuh 
oleh intermediator melalui interaksi “mendalam” dengan publik pada 
platform digital sebagai cara untuk mempererat (deepen) relasi konsumen 
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dengan merk tertentu (Arriagada dan Concha, 2020:45). Secara spesifik, 
intermediator akan mengunggah konten pada media sosial, menarik 
pengikut, menghubungkan icon dari merk tertentu, dan membangun 
identitas khusus. Praktik tersebut dimungkinkan oleh karena kemampuan 
dari intermediator untuk menyerap pengetahuan dari ruang-ruang yang 
tersedia secara digital seperti direktori data (database), analisis arus 
perilaku media sosial, dan informasi lain yang memiliki nilai konversi 
(Carah dan Shaul, 2016). Skema yang demikian memperlihatkan pola 
relasi resiprokal antara intermediator dan kerja algoritma yang melandasi 
produksi dan perputaran arus informasi pada platform digital. Meskipun 
demikian, skenario semacam ini juga memperlihatkan adanya prasyarat 
modal budaya digital yang perlu digenggam oleh intemediator. Mereka 
yang memiliki modal tersebut dengan signifikansi yang tinggi dapat 
menduduki posisi relevan dalam proses intermediasi di abad digital. 

Perubahan praktik intermediasi budaya yang disajikan pada bagian 
ini menunjukkan adanya relasi kuasa di antara garis-garis jejaring yang 
menghubungkan produsen, intermediator, inovator teknologi-digital, 
dan konsumen di dalam pasar industri budaya. Perubahan ini menuntut 
adanya kerangka pemikiran yang mewadahi untuk menganalisis gejala 
dan kecenderungan praktik intermediasi budaya di abad digital. Alih-alih 
memisahkan analisis yang berpijak pada peran manusia dan intervensi 
teknologi digital, tulisan ini akan memperkenalkan kerangka berpikir yang 
membaca keduanya dalam satu koherensi analisis. Bagian berikutnya 
merupakan elaborasi dari tawaran kerangka tersebut. 


Algotorial: Sebuah Tawaran Kerangka Analitik 


Algotorial merupakan satu kerangka pikir yang muncul sebagai 
refleksi teoretis atas kehadiran relasi sosio-teknikal antara subjek dan 
komputasi algoritma dalam rantai produksi proses intermediasi (Bonini 
dan Gandini, 2019). Di dalamnya, tersirat struktur perantaraan budaya yang 
dibangun secara resiprokal oleh formulasi algoritma dan praktik editorial. 
Pemahaman yang jernih dan menyejarah terhadap keduanya diperlukan 
untuk dapat mengerti operasi algotorial dalam proses intermediasi budaya. 
Oleh karena itu, pada bagian ini konsep algotorial akan dipaparkan dengan 
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elaborasi historis perkembangan praktik editorial dan konteks kemunculan 
formulasi algoritma dalam proses intermediasi budaya yang terus berubah. 

Praktik editorial merupakan tahapan umum yang hadir dalam proses 
intermediasi budaya. Terma tersebut muncul sebagai penamaan untuk 
proses seleksi yang dilakukan oleh produsen budaya terhadap “pilihan” 
produk yang akan dipasarkan. Proses tersebut dilakukan berdasarkan 
penilaian subjektif seseorang yang memiliki otoritas pengetahuan dan 
simbolis untuk memutuskan strategi komunikasi makna dari produk 
budaya tertentu. Praktik yang demikian menghasilkan logika editorial 
dalam tahapan intermediasi budaya, seperti yang diungkapkan oleh 
Gilliespie (2014:192) bahwa logika editorial bergantung pada pilihan 
subjektif seorang ahli yang terotorisasi melalui proses institusionalisasi 
dan tervalidasi oleh publik melalui mekanisme pasar. Praktik ini lekat 
dengan jejaring media tradisional yang bergantung secara penuh kepada 
konten budaya yang diproduksinya (acara TV, film, iklan, surat kabar, dll.). 
Ketergantungan tersebut memunculkan aktor-aktor yang bertugas untuk 
menjaga kesinambungan antara konten budaya dengan fluktuasi pasar 
dan posisi unik (distinct standpoint) melalui strategi editing atau penataan 
display yang mempresentasikan dan merepresentasikan icon tertentu 
(Bourdieu, 1984, 1986). Mereka adalah para intermediator sekaligus 
gatekeepers (penjaga gerbang) yang melakukan proses editing dan kurasi, 
sehingga acapkali tahapan ini juga disebut sebagai praktik kuratorial 
(Caves, 2000). 

Para penjaga gerbang tersebut antara lain penerbit, kritikus, produser, 
editor, pengarah musik untuk televisi dan radio, serta profesi serupa yang 
mengemban tanggung jawab dalam proses editing, seleksi, dan kurasi. 
Selain berada di tangan mereka, proses kurasi juga terjadi dalam tahapan 
pengomunikasian produk budaya yang dilakukan oleh icon partikular 
seperti aktor film, musisi kenamaan, bintang iklan, dan agen budaya yang 
berada pada posisi signifikan dalam ranah. Proses komunikasi tersebut 
menyingkirkan simbol-simbol yang tidak diinginkan muncul dan karenanya 
mengandung proses kurasi untuk memilih mana yang pantas terlihat 
(visible), mana yang tidak. Secara umum, rantai intermediasi yang seperti 
ini disebut oleh beberapa sarjana sebagai proses intermediasi tradisional di 
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mana peran subjek otoritas memegang kuasa dalam bangunan konstruksi 
pengetahuan suatu produk (Morris, 2015: 451). 

Bentuk dan praktik kuasa tersebut mengalami perubahan ketika proses 
komputerisasi algortimis semakin berkembang yang memungkinkan 
munculnya pembentukan selera di antara konsumen potensial dalam 
jejaring industri budaya. Perubahan ini melahirkan apa yang dinamakan 
algorithmic turn (transisi algoritmis) dalam kajian-kajian ilmu sosial 
humaniora (Uricchio, 2011). Transisi algoritmis dalam kajian fenomena 
sosial kontemporer memberikan peringatan pada dominannya intervensi 
algoritma dalam kehidupan sehari-hari di berbagai sektor termasuk 
kesehatan, layanan sipil, keuangan, asuransi, dan industri budaya (Morris, 
2015:448). Intervensi tersebut dimungkinkan muncul karena sifat 
algoritma yang mampu mengelola, menganalisis, dan membangun struktur 
sosial melalui data yang diolah dengan formulasi tertentu (Bucher, 2012). 
Napoli (2013) menyebutnya sebagai a distinct form of institution atau 
bentuk institusi yang lain. Striphas (2012) memaknai algoritma sebagai 
a decision system atau sistem keputusan yang mengombinasikan faktor 
ekonomi, teknis, sosiologis untuk memunculkan diskursus yang dinilai 
penting, akurat, dan populer. Keputusan yang diambil oleh algoritma 
diterima sebagai representasi kenyataan dan digunakan lebih jauh untuk 
membangun konstruksi sosial, selera, dan gambaran kebutuhan manusia. 

Bentuk nyata algoritma dalam skema intermediasi dapat ditemukan 
pada sistem rekomendasi yang muncul dalam platform digital. Sistem 
ini mengarahkan subjek untuk memiliki ketertarikan pada satu konten 
tertentu (Morris, 2015). Arahan tersebut dibangun oleh mesin pintar yang 
bekerja berdasarkan kepentingan penyedia produk. Orientasi yang disusun 
bergantung pada formulasi fungsi yang mampu membaca perilaku empiris, 
menganalisisnya menjadi pola, dan mengonstruksikannya menjadi 
nilai abstrak seperti selera sebagai satu kategori orientasi (Beer, 2009). 
Kemampuan yang demikian memungkinkan algoritma untuk melakukan 
prediksi, menyusun preferensi, memberikan direksi, mengelompokkan 
sekaligus mengeksklusi, membuka dan secara paralel menutup akses bagi 
sejumlah kategori sosial dalam ruang dan waktu yang ditentukan (Peters, 
2008: 6). Sama seperti intermediator tradisional, algoritma memiliki kuasa 
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untuk melakukan editing, seleksi, dan kurasi dengan berbasis informasi 
kompleks—yang di era digital—tersedia secara relatif lebih terjangkau. 

Informasi—dengan ini—dipandang sebagai basis utama dalam proses 
perantaraan budaya. Pada praktik intermediasi tradisional, informasi 
melekat dan menubuh pada subjek-ahli sehingga pengkerangkaan nilai 
pada produk budaya bergantung pada keputusan estetis dan kreatif para 
intermediator. Perubahan yang terjadi pada skema sebaran dan olahan 
pengetahuan oleh karena kehadiran teknologi digital menambah sumber 
informasi yang mukanya menubuh pada individu, kini tersebar pada gawai. 
Dinamika ini kemudian membawa tawaran istilah baru dalam proses 
intermediasi, yakni infomediasi. Morris (2015:452) berpendapat bahwa 
para infomediator melakukan peninjauan, pengumpulan, dan pengemasan 
ulang data-data “kebudayaan” menjadi infrastruktur informasi yang 
dapat membentuk presentasi dan representasi produk budaya tertentu. 
Istilah infomediasi diberikan oleh sarjana dan praktisi untuk perusahaan- 
perusahaan yang menyediakan jasa agregasi data konsumen agar dapat 
digunakan sebagai basis prediksi arah selera dan kebutuhan (Hagel dan 
Singer, 1999). Meskipun proses infomediasi terbilang cukup revolusioner 
dalam kajian perantaraan budaya, namun praktik tersebut belum mengubah 
secara radikal praktik mediasi, sebab peran ahli dirasa tetap dominan 
dalam pembacaan agregasi. Selain itu, jika dipandang secara kritis, istilah 
infomediaries menafikan kompleksitas relasi antara manusia dan informasi 
dalam proses intermediasi. 

Kenyataannya, sistem rekomendasi dan agregasi yang dibangun dari 
informasi tidak seluruhnya autonomous (mandiri). Di dalamnya tersurat 
campur tangan manusia dalam proses penataan formulasi dan analisis 
data. Alih-alih netral, rekomendasi dan agregasi yang dibangun secara 
algoritmis merupakan hasil dari interaksi timbal-balik antara faktor 
manusia yang menyusunnya dan bahasa program sebagai pondasi dari 
proses komputasional (Morris, 2015:452). Dalam artikulasi yang sedikit 
berbeda, Gillespie (2014:192) berpendapat bahwa logika algoritma 
bergantung pada pilihan-pilihan terprosedur oleh mesin yang didesain 
programmer untuk memungkinkan proses otomatisasi penilaian manusia 
dan bacaan pola-pola perilaku yang menyimpan jejak sosial. Berpijak 
pada pemaknaan tersebut, kita dapat memandang algoritma sebagai 
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sistem yang tidak sepenuhnya mandiri, namun juga mengandung proses 
formulasi, seleksi, dan kurasi yang disusun oleh manusia. Dalam konteks 
intermediasi budaya, pembacaan algoritma sebagai skema perantaraan 
yang netral akan berbahaya, sebab interpretasi yang demikian akan 
berpeluang untuk menyembunyikan kepentingan ekonomi dari kreator dan 
produsen algoritma. 

Algotorial merupakan kerangka analitik yang menggarisbawahi 
pentingnya memahami bahwa logika editorial atau kuratorial dan skema 
algoritma tidak mungkin dipisahkan satu sama lain dalam agenda analisis 
proses intermediasi budaya (Bonini dan Gandini, 2019). Keduanya 
membangun satu relasi timbal-balik yang kompleks dan terus-menerus. 
Relasi tersebut dapat dipahami dalam dua model. Pertama, di dalam praktik 
editorial, terdapat campur tangan algoritma. Kedua, sebaliknya formulasi 
algoritma disusun oleh proses editorial. Pada model yang pertama, pemilihan 
dan seleksi produk budaya kontemporer didasarkan pada kerja-kerja 
algoritma. Fenomena ini terlihat pada cara sutradara musik untuk televisi 
dan radio pada konteks kontemporer menggunakan data algoritmis untuk 
memilih daftar lagu yang akan diputar dalam kurun waktu tertentu (Bonini 
dan Gandini, 2019, Prey, 2020). Hal ini menunjukkan satu perubahan gejala 
praktik editorial yang tidak lagi didasarkan pada pengetahuan subjektif, 
namun bertumpu pada rekomendasi algoritma. Pada model yang kedua, 
formulasi algoritma dipandang sebagai hasil dari pengetahuan teknis 
programmer untuk menerjemahkan kepentingan produsen menjadi bahasa 
komputasional agar dapat memprediksi, mengarahkan, dan memengaruhi 
kebutuhan dan selera konsumen untuk tiba pada produk tertentu. Kedua 
model yang membangun operasi algotorial inilah yang kemudian perlu 
dipahami untuk dapat membaca secara jernih relasi kuasa yang mengalir 
di atas garis-garis yang membentuk jaringan industri budaya kontemporer 
di era digital. 


Daftar Lagu yang Algotorialis: 
Spotify dan Personalisasi Selera yang “Ekonomis” 


Bagian ini akan menyajikan ilustrasi penggunaan algotorial sebagai 
kerangka analitik untuk membongkar praktik intermediasi yang dilakukan 
melalui platform digital. Ilustrasi analisis akan disampaikan dengan 
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menggunakan contoh intermediasi yang dilakukan oleh Spotify, media 
streaming musik daring. Praktik intermediasi pada Spotify akan dibaca 
dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia pada pustaka terkini. 
Analisis atas data dan narasi yang dihimpun menggarisbawahi dua 
model relasi algoritma dan manusia yang telah dipaparkan pada sub-bab 
sebelumnya. Elaborasi pada bagian berikut akan menunjukkan bahwa 
praktik intermediasi kontemporer tidak lagi cukup dipandang sebagai 
proses terpisah antara teknologi-digital dan jejaring sosial, melainkan 
jejaring kompleks atas relasi yang dibangun dari dan di antara keduanya. 


Spotify 


Spotify adalah perusahaan media dengar musik daring yang berasal dari 
Swedia. Pada tahun 2016, perusahaan ini dideskripsikan sebagai platform 
dengar musik terbesar di dunia dengan lebih dari 150 juta pendengar 
aktif bulanan (Vonderau, 2017). Setahun setelahnya, Spotify menembus 
angka valuasi sebesar 13 juta dollar mengalahkan Apple Music sebagai 
rival terdekatnya dan membuatnya menjadi perusahaan dengan dukungan 
dana ventura yang memiliki valuasi tertinggi (Murgia, 2016). Salah satu 
faktor utama dari capaian tersebut adalah keberhasilan Spotify dalam 
menyusun aturan main baru dalam industri musik. Sebelum streaming 
musik menjamur di dekade kedua abad ke-21, peredaran musik di internet 
banyak didominasi prinsip berbagi-data yang memiliki kecenderungan 
pembajakan (Bonini dan Gandini 2019). Spotify hadir dengan menawarkan 
jasa yang terjangkau bagi konsumen dan royalti yang pantas bagi musisi 
(Vonderau, 2017), meskipun belakangan beberapa musisi melontarkan 
pernyataan kritik kepada Spotify terkait ketidakadilan dalam pembagian 
profit (Morgan, 2019). Keuntungan berlipat dari margin lebar inilah 
yang acapkali disebut sebagai pondasi Spotify untuk melesat sebagai 
yang terbesar dan tertinggi di ranah industri musik. Meskipun demikian, 
cara beroperasi perusahaan streaming ini tetap menyisakan pertanyaan, 
bagaimana Spotify menampilkan dan merepresentasikan produknya? 

Salah satu produk utama Spotify bukanlah lagu-lagu dari musisi yang 
tampil pada platform streaming, melainkan daftar lagu (playlist). Display 
daftar lagu inilah yang pertama-tama muncul ketika pengguna memasuki 
laman Spotify. Pada platform ini terdapat tiga jenis daftar lagu. Pertama, 
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daftar lagu yang disusun oleh perusahaan rekaman. Pada daftar lagu ini 
terdapat tiga raksasa major label yang menguasai daftar lagu, antara 
lain Sony Music dengan nama playlist “Filtr”, Warner Music dengan 
“Topsify”, dan Universal Music dengan “Digster”. Daftar tersebut berisi 
musisi yang memproduksi karya di bawah label tersebut (Prey, 2020: 
3) Kedua, daftar lagu yang disusun sendiri oleh pengguna. Pada tahun 
2018 tercatat lebih dari tiga juta daftar lagu yang dibuat oleh pendengar 
(Prey, 2020). Lagu-lagu yang terdapat di dalam daftar susunan pendengar 
tersebut tidak melulu berasal dari satu musisi, genre, atau trend tertentu, 
melainkan terpola secara acak (randomly patterned) sesuai dengan selera 
dari pendengar. Kecenderungan ini menunjukkan satu gejala perubahan 
budaya dengar. Pada era piringan hitam, kaset, dan CD, pendengar musik 
cenderung mendengarkan musik dengan logika album. Di era digital, 
musik didengarkan dalam logika single, oleh karena itu daftar lagu menjadi 
kumpulan single favorit dari berbagai musisi-musisi yang didengarkan 
melalui platform (Vonderau, 2017, Bonini dan Gandini, 2019, Prey, 2020). 
Peluang inilah yang diambil Spotify sebagai ceruk baru dalam industri 
musik yang terlihat pada daftar lagu jenis ketiga, buatan Spotify sendiri 
melalui proses seleksi dan kurasi berbasis logika algotorial. 

Perusahaan ini membuat daftar lagu dengan dua varian yang berbeda. 
Pertama, daftar lagu yang dibuat secara penuh dengan formulasi algoritma 
dan diperuntukkan secara personal untuk masing-masing pendengar 
(Bonini dan Gandini, 2019:6). Beberapa contoh daftar lagu pada kategori 
ini antara lain “Release Radar” atau “Discover Weekly.” Susunan dan 
seleksi lagu yang ada di dalamnya ditentukan oleh perilaku dengar dari 
setiap pengguna. Algoritma akan merekam pola lagu yang didengarkan, 
menganalisis kesamaan dengan lagu yang belum didengar, dan 
memunculkan secara otomatis prediksi potensi lagu favorit dalam playlist 
pada masing-masing akun pendengar secara eksklusif (Prey, 2018). Dalam 
membangun formulasi algoritma untuk menjamin akurasi prediksi, Spotify 
menggunakan jasa perusahaan analisis data dari Boston bernama The Echo 
Nest yang dibeli oleh Spotify pada tahun 2014 (Prey, 2018: 1089). 

The Echo Nest bekerja dalam dua cara paralel untuk mendapatkan 
formulasi algoritma yang dapat memprediksi secara akurat selera dari 
pendengar pada level individu. Pertama, perusahaan ini menggunakan 
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analisis akustik dengan perangkat lunak yang memiliki kemampuan 
untuk menduga lapisan faktor aural dari sebuah lagu (Prey, 2018: 1090). 
Perangkat lunak ini menganalisis pitch dan tempo serta elemen lagu lainnya. 
Brian Whitman, CTO (Chief Technical Officer) menjelaskan bahwa 
sistem ini membongkar dan menganalisis data audio untuk memahami 
setiap kejadian (events) yang membentuk sebuah lagu, entah itu solo gitar 
atau koneksi dari dua nada, ia melanjutkan, setiap lagu memiliki kurang 
lebih 2.000 kejadian yang dianalisis oleh perangkat tersebut. Hasil dari 
analisis mendetail ini memungkinkan pembacaan kesamaan “aural” pada 
lagu yang mengandung kemiripan struktur “kejadian” secara lebih akurat 
(dikutip dari Darer, 2012 dalam Prey, 2018: 1090). Analisis tersebut 
didukung oleh strategi kedua yang diterapkan untuk memberikan prediksi 
yang akurat. Selain menganalisis dengan menggunakan perangkat untuk 
membaca elemen aural dalam lagu, The Echo Nest juga melakukan analisis 
semantik terhadap diskusi daring tentang musik yang terjadi dalam sehari 
di seluruh dunia. Perusahaan ini menghimpun data dari jutaan blog musik, 
ulasan lagu, termasuk perbincangan di media sosial (Prey, 2018, Bonini 
dan Gandini, 2019). Cara ini dilakukan untuk menautkan selera individu 
dengan perbincangan yang terjadi di ruang publik bernama pasar musik 
dunia. Perbincangan tentang musik dan musik itu sendiri kemudian diolah 
menjadi kuantifikasi data melalui kata kunci yang bertaut erat dengan 
musisi dan seniman tertentu (Vonderau, 2017, Prey, 2018, 2020: Bonini 
dan Gandini, 2019). 

Proses algoritmis pada varian pertama daftar lagu buatan Spotify 
menunjukkan kerja algotorial secara tidak langsung. Hal ini terlihat 
dari cara The Echo Nest mengumpulkan informasi terkait trend musik 
melalui perbincangan daring, yang tentu saja terjadi di antara sesama 
manusia, bukan mesin. Secara tidak langsung, obrolan dan ulasan tersebut 
memberikan dasar informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 
proses kuratorial. Proses ini mengandaikan tahapan kurasi yang ketat di 
mana lagu yang tidak sesuai dengan kemiripan aural dan bacaan semantik 
tidak akan muncul di dalam playlist pendengar. Pada daftar lagu varian 
pertama ini, algoritma memegang peranan yang besar dalam proses 
kuratorial, meskipun formulasi analisis juga ditentukan oleh keterampilan 
coding dari teknisi dan bacaan semantik oleh ahli. 
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Pada varian kedua daftar lagu Spotify, peranan intermediator 
mendominasi susunan lagu yang ada di dalamnya. Daftar lagu varian kedua 
ini dibuat dengan mengandalkan pengalaman, mental, dan pengetahuan 
dari kurator musik kelas atas, yang telah mencapai posisi signifikan dalam 
industri musik (Bonini dan Gandini, 2019: 6). Salah satu playlist varian 
ini misalnya, Rap Caviar. Playlist ini dibuat oleh seorang gatekeeper 
penting dalam industri musik populer dunia, yakni Tuma Basa. Ia sempat 
menduduki posisi sebagai Direktur Spotify untuk Genre Hip-Hop Dunia. 
Kini ia bekerja sebagai salah satu kurator untuk YouTube (Shah, 2017). 
Lagu yang ada pada daftar ini ditentukan oleh penjaga gerbang berdasarkan 
penilaian artistik, estetis, dan kreatif yang dimilikinya sebagai hasil dari 
pengalaman menyejarah. Meskipun demikian, keputusan yang diambil 
olehnya tidak semata-mata murni berdasar pengalaman menubuh. Kurator 
musik pada Spotify didukung secara penuh oleh data harian yang muncul 
dari olahan algoritma pada daftar lagu “Release Radar” dan “Discover 
Weekly”. Hal ini menunjukkan gejala algotorial dalam derajat tertentu di 
mana algoritma memberi basis keputusan manusia. 

Kerja algotorial tersebut memiliki dua konsekuensi utama yang 
terkait dengan proses intermediasi. Pertama, strategi kuasa algotorial 
menghasilkan kedalaman kualitas hubungan antara produsen dan 
konsumen melalui proses personalisasi budaya dengar (Prey, 2018, 
Bonini dan Gandini, 2019). Prediksi yang akurat melalui kuasa algotorial 
memungkinkan pembacaan personal melampaui pola perilaku. Hal 
ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, hasil kurasi algoritma tidak 
membaca selera berdasarkan demografi, sebab sistem rekomendasi yang 
baik perlu melampaui kategori fix dari data demografi traditional, karena 
kerangka demografi cenderung diskriminatif (Prey, 2018). Kategori yang 
dimunculkan tidak berdasarkan identitas musik umum seperti “musik 
jazz diminati audiens pada kategori umur x, pendapatan y, gender z, dan 
lain-lain, sebab hari ini selera tidak selalu mengalir mengikuti dasar-dasar 
klasifikasi demografis. Alih-alih, pengelompokkan selera didasarkan pada 
perilaku performative yang spesifik dari pendengar untuk memberi ruang 
pada “anomali” yang potensial. Cheney-Lippold (2011) mendeskripsikan 
gejala ini sebagai hubungan cybernetic yang identik di mana pendekatan 
identitas yang esensialis digantikan oleh model perilaku lentur. Hasil dari 
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ini adalah rekomendasi akurat di mana kuasa algotorial dianggap semakin 
mengerti selera dan dipandang sebagai intermediator dengan otoritas 
untuk menentukan orientasi konsumsi dengan kadar kualitas personal yang 
tinggi. Daftar lagu yang ditampilkan pada layar—dengan ini—menjadi 
bentuk riil dari personalisasi tersebut. 

Konsekuensi kedua hadir dari sudut produsen yang merupakan efek 
lanjutan dari konsekuensi pertama terkait personalisasi produk budaya. 
Kemampuan dalam membangun kedalaman relasi dengan konsumen 
melalui playlist membuka peluang bagi Spotify untuk mengeruk 
keuntungan. Perusahaan ini menciptakan dua jenis daftar lagu komersial 
yang ditawarkan kepada brand-brand dengan bandrol harga tertentu. 
Pertama, sponsored playlist yang diluncurkan pada tahun 2016. Program 
ini memungkinkan brand untuk mensponsori pembuatan daftar lagu 
yang dikurasi oleh Spotify dan yang merepresentasikan nilai atau icon 
dari brand terkait (Prey, 2018: 5). Kedua, Spotify meluncurkan branded 
moments yang menawarkan daftar lagu untuk aktivitas spesifik di mana 
pendengar sedang terlibat. Program ini memberikan peluang bagi brand 
untuk secara langsung melakukan kampanye produk pada acara tertentu 
yang dilakukan secara luring. Sebagai contoh, perusahaan minuman 
beralkohol, Bacardi membuat daftar lagu untuk mengaktivasi nilai 
kebersamaan dalam perayaan dengan tagline “We Are the Night' (Prey, 
2018: 5). Keberhasilan Spotify membuat daftar lagu sebagai produk yang 
menguntungkan dikarenakan operasi-senyap dari kuasa algotorial yang 
melakukan proses personalisasi melalui prediksi yang akurat. Hasil dari 
operasi itulah yang membuat Spotify percaya diri untuk mengatakan 
“kami percaya, kami mengerti orang melalui musik, perasaan, pola pikir, 
aktivitas, dan selera mereka, kami dapat melayani mereka dengan produk 
yang dibuat secara khusus untuk mereka” (United States Securities and 
Exchange Commision, 2018:113). 


Penutup: 
Peluang Ilmu Sosial membaca Konteks Digital Kontemporer 


Kuasa algotorial yang mengandung “kerja” kolaboratif manusia 
dan algoritma dalam intermediasi budaya merepresentasikan perubahan 
dan kelanjutan dari praktik tradisional. Pada aras yang berubah, 
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algotorial menyingkap kerja algoritma yang interventif dan desisif dalam 
mengarahkan presentasi, representasi, dan simbol produk budaya tertentu. 
Peran intermediator kemudian menuntut pemahaman yang menyeluruh 
akan kerja-kerja teknologi digital. Pemahaman tersebut mensyaratkan 
penguasaan modal budaya digital yang komprehensif dan modal simbolis 
yang kokoh, sebab tanpa keduanya, intermediator hanya akan menjadi 
bagian dari sejarah proses intermediasi budaya tradisional. Prasyarat ini 
tidak hanya berlaku untuk aktor-aktor kebudayaan, melainkan konsumen. 
Para pengguna produk budaya memerlukan pengetahuan digital tersebut 
untuk tidak terjebak pada operasi senyap algotorial dan menjadi komoditas 
semata. Antisipasi ini diperlukan, sebab dalam kondisi proses intermediasi 
yang berubah karena teknologi digital, terdapat beberapa kelanjutan praktik 
ekonomi-politik yang dilancarkan oleh produsen konten kebudayaan. 

Posisi dan formulasi algoritma dalam industri budaya bukanlah inovasi 
netral, melainkan hasil dari moda produksi yang berorientasi pada pasar. 
Kenyataan ini semakin ditegaskan oleh fakta yang telah dipaparkan tulisan 
ini bahwa intermediator sentral tetap menjadi aktor utama yang menciptakan 
mekanisme, mengarahkan orientasi, dan menyusun nilai konten budaya. 
Logika algotorial menjadi kerangka analitik yang dapat membongkar 
praktik ekonomi-politik yang demikian. Selera yang seolah-olah personal 
dan netral merupakan hasil kuasa representasi yang dimungkinkan oleh 
karena penguasaan informasi dan pengetahuan yang seolah-olah tersedia 
bebas dan inklusif, namun bersifat eksklusif. Fenomena ini menuntut 
pembacaan yang mendalam atas relasi sosio-teknikal antara manusia dan 
algoritma lengkap dengan kompleksitas yang melintang di antaranya. 
Pada titik ini, ilmu sosial memiliki peluang untuk secara kritis membaca 
praktik tersebut dengan kerangka relasi sosio-teknikal yang emansipatif 
alih-alih terjebak pada jargon semu yang seolah-olah partisipatif, namun 
eksploitatif. 
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BAB 6 
Memahami Budaya Kaum Muda di Era Digital 


Oki Rahadianto Sutopo dan Agustinus Aryo Lukisworo 


Pengantar 


udaya kaum muda merupakan salah satu perspektif dalam kajian 

kepemudaan (youth studies). Menurut Bennett & Kahn-Harris (2004), 
awal mula perspektif budaya kaum muda dapat dilacak perkembangannya 
dari Amerika terutama Chicago School, dengan nuansa antropologi 
dan kriminologi yang kental. Hal ini tidak terlepas dari corak produksi 
pengetahuan sosiologi dan ilmu sosial awal di Amerika pada waktu itu 
yang lebih berupaya memahami dan memecahkan masalah-masalah sosial 
internal (Connell, 19975 Colosi, 2010) daripada meneguhkan keberbedaan 
global (Connell, 2010). Nafas dari perspektif budaya kaum muda awal 
lebih banyak melihat dari kacamata sebagai social deviance (Becker, 
1973, Blackman, 2005, Sutopo & Minza, 2014). Bennett & Kahn-Harris 
(2004), Muggleton & Weinzierl (2003) dan Hodkinson & Deicke (2007) 
menjelaskan bahwa perspektif ini kemudian diadopsi oleh tradisi Inggris, 
sebelum pada akhirnya diinterpretasi ulang oleh para intelektual yang 
tergabung dalam Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). Para 
youth studies scholars juga melakukan perdebatan yang sangat produktif 
misalnya antara penganut subkultur versus pascasubkultur (Bennett, 1999, 
2011a, Blackman, 2005: Hesmondhalgh, 2005). Dalam perkembangannya, 
Bennett (2011b) menjelaskan mengenai berbagai macam tantangan yang 
harus dihadapi oleh perspektif budaya kaum muda terkait dengan pergeseran 
menuju ke era digital. Salah satu contohnya adalah terkait dengan dimensi 
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ruang/waktu di mana demarkasi menjadi lebih samar. Implikasinya 
kemudian misalnya terkait dengan bagaimana berbagai dimensi subkultur 
dan pascasubkultur dimaknai ulang (Bennett, 2004, Peterson & Bennett, 
2004, Bennett & Robards, 2012) maupun karakteristik apa saja yang tetap 
bertahan (Hodkinson, 2004) dalam era digital. 

Sebagai sebuah pengantar untuk memahami budaya kaum muda di era 
digital, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai produksi pengetahuan yang 
telah dilakukan oleh para youth studies scholars terkait dengan subkultur 
dan pascasubkultur serta kontekstualisasinya dalam era digital. Perlu 
ditegaskan sekali lagi bahwa pembahasan ini secara khusus ditempatkan 
pada kajian budaya kaum muda (studies of youth culture) serta dalam 
payung besar kajian kepemudaan (youth studies). Pengumpulan data 
dalam tulisan ini dilakukan dengan studi pustaka, kedua penulis melakukan 
kajian secara intensif dan memetakan studi-studi terdahulu yang relevan 
baik dari buku maupun jurnal ilmiah bereputasi internasional. Beberapa 
intelektual dan teoritisi yang terekognisi dalam kajian budaya kaum muda 
global dipilih dan digunakan tidak hanya sebagai fondasi namun juga 
peta jalan dalam tulisan ini. Sistematika dalam tulisan ini adalah sub-bab 
pertama membahas mengenai pendahuluan, sub-bab kedua membahas 
mengenai subkultur, sub-bab ketiga membahas mengenai pascasubkultur 
secara spesifik konsep lifestyle, neo-tribes dan scene, sub-bab keempat 
membahas mengenai budaya kaum muda di era digital, dan pada sub-bab 
kelima merupakan penutup. 


Subkultur 


Subkultur dapat dipahami sebagai kelompok dengan nilai dan norma 
yang berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat umum (Thornton, 1997). 
Konsep subkultur tersebut populer digunakan dan muncul pada studi-studi 
mengenai resistensi simbolis dalam budaya di kalangan kaum muda. Secara 
khusus, sejak para ilmuwan Centre for Contemporary Cultural Studies 
melakukan kajian terhadap realitas praktik kultural kaum muda pasca 
Perang Dunia ke-II di Inggris (Hall & Jefferson, 1976). Namun demikian, 
sebelum dikembangkan di Inggris, konsep subkultur terlebih dahulu 
dikembangkan oleh para ilmuwan Departemen Antropologi Universitas 
Chicago di awal abad ke-20. Konsep subkultur yang digunakan sebagai 
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“kacamata” untuk memahami kehidupan masyarakat urban di Amerika— 
yang diasumsikan terdiri dari berbagai kelompok sub-budaya (subkultur) 
dengan perbedaan masing-masing karakteristik khusus—kemudian 
berkembang menjadi sebuah intermediate theory yang menghubungkan 
narasi besar dengan kehidupan sehari-hari (Blackman, 2014). Dengan kata 
lain, untuk menciptakan justifikasi atas fenomena sosial tertentu, konsep 
subkultur tidak dapat berdiri sendiri dan perlu disintesiskan dengan teori- 
teori besar. 

Cara berpikir ini dapat dijumpai melalui penggunaan konsep subkultur 
dalam studi-studi mengenai “kenakalan” (delinguency) dan “perilaku 
menyimpang” (deviant behavior) di Amerika maupun di Inggris. Meskipun 
sama-sama menggunakan konsep subkultur untuk menggambarkan 
kelompokmasyarakat dengan “kenakalan” maupun “perilakumenyimpang”, 
para ilmuwan sosial di Amerika dan Inggris mencapai kesimpulan akhir 
yang berbeda. Di Amerika, konsep subkultur disintesiskan dengan 
pemikiran sosiologis Durkheim, yang mempertimbangkan determinasi 
faktor sosial terhadap pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, konsep 
subkultur digunakan dalam rangka untuk menampilkan sisi “normalitas” 
dari kenakalan dan perilaku menyimpang, khususnya terkait dengan agensi 
dari individu untuk menghindari anomie melalui solidaritas kelompok. 
Dalam hal ini, solidaritas dalam sebuah subkultur dinilai dapat membawa 
solusi imajiner bagi individu atas tekanan struktural kehidupan masyarakat 
modern, khususnya dalam konteks kehidupan sosial di Amerika. Sementara 
di Inggris, sebelum Perang Dunia ke-II, konsep subkultur didialogkan 
dengan cara pandang psikologis dan biologis yang lebih berfokus pada 
karakteristik individu. “Kenakalan” dan “perilaku menyimpang” (yang 
dianggap) sebagai ciri khas dari kelompok subkultur, dijustifikasi sebagai 
dampak dari sistem mental yang “tidak normal” atau “sub-normal”. Dengan 
pertimbangan atas dampak berkepanjangan dari “kenakalan” dan “perilaku 
menyimpang” pada beberapa isu seperti konsumsi alkohol, kriminalitas, 
serta pengangguran, maka berbagai bentuk “kenakalan” dan “perilaku 
penyimpang” dinilai sebagai fenomena yang harus ditindaklanjuti dengan 
sosialisasi (ulang), segregasi, dan sterilisasi (Blackman, 2014, Macnicol, 
1987). 
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Pada era pasca Perang Dunia ke-II di Inggris, tepatnya 1970-an, 
konsep subkultur didialogkan dengan pendekatan politik budaya Gramsci. 
Dengan mengikuti logika berpikir ala Gramscian, kata “budaya” dipahami 
sebagai cara sekelompok orang untuk menghadapi realitas sosial dan 
material di sekitar mereka, termasuk di peta makna di dalamnya. Dengan 
kata lain, budaya dan berbagai turunannya (produk dan praktik kultural), 
yang kemudian mengkristal dalam suatu bentuk pola hidup tertentu, 
ditentukan oleh realitas sosial dan material yang dialami dan dijumpai 
oleh suatu kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara 
kata “sub-” mengacu pada kelompok kecil, yang merupakan bagian dari 
sebuah struktur besar masyarakat. Adapun penggunaan kata “sub-”— 
dalam konsep subkultur—bertujuan untuk memberikan pengakuan atas 
perbedaan pengalaman realitas keseharian antarkelompok dalam struktur 
masyarakat (Clarke dkk., 1976). 

Kemudian dengan mempertimbangkan relasi antar kelompok dalam 
kehidupan masyarakat modern yang tidak setara dan bahkan bertentangan 
(konfliktual) satu sama lain, dimana terdapat satu kelompok budaya 
dominan (rulling class) yang memegang kuasa kepemimpinan kultural- 
intelektual (hegemoni) atas kelompok budaya lain (middle & working 
class), para ilmuwan CCCS memaknai subkultur sebagai kelompok 
subordinat, dengan nilai dan norma yang berbeda dan bahkan bertentangan 
dengan kelompok budaya dominan (Clarke dkk., 1976). Hal ini dilandasi 
oleh pengamatan para ilmuwan terhadap latar belakang para pelaku budaya 
kaum muda pasca Perang Dunia ke-II di Inggris—seperti kelompok Teds, 
Mods, Skinhead, dan Punk, yang mayoritas berasal dari kalangan kaum 
muda kelas pekerja laki-laki kulit putih (young, white, male, working- 
class). Dengan demikian, berbagai produk dan praktik subkultur yang 
dilandasi oleh nilai dan norma kelompok subordinat dimaknai sebagai 
resistensi simbolis terhadap budaya dominan, sekaligus agensi dari 
kelompok subordinat pasca Perang Dunia ke-II untuk keluar dari dominasi 
kelompok dominanrelite. 

Resistensi simbolik subkultur tidak hanya ditujukan pada kelompok 
budaya dominan, namun juga pada budaya dari kelas asalnya yang 
direpresentasikan oleh para orang tua. Oleh karena itu, resistensi simbolik 
subkultur ala CCCS disebut sebagai artikulasi ganda atau pertentangan 
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dengan kelas dominan dan kelas asalnya (Clarke dkk., 1976). Untuk 
memahami hal ini, perhatian perlu diarahkan pada latar belakang para 
pelaku yang didominasi oleh kaum muda (youth), yang dalam hal ini 
dimaknai sebagai representasi dari perubahan sosial sekaligus sebagai 
bagian subordinat dari kelompok kelas asal yang didominasi oleh para orang 
tua. Dengan kata lain, relasi konfliktual antara pelaku subkultur dengan 
para orang tua dilandasi oleh perbedaan pengalaman hidup generasional 
(generational conflict), khususnya terkait dengan Perang Dunia ke-II 
(peningkatan kesejahteraan, perkembangan teknologi komunikasi, hiburan, 
seni, dan budaya massa, beberapa dampak disruptif perang, reorganisasi 
sistem pendidikan, serta kemunculan gaya berpakaian dan musik baru), 
yang mendorong karakteristik kaum muda pasca Perang Dunia II menjadi 
relatif lebih “liber” (“bebas'/”' merdeka”) jika dibandingkan dengan para 
orangtua mereka. Dialog teoretis dengan pemikiran Gramsci inilah yang 
kemudian mengubah orientasi aplikasi konsep subkultur di Inggris, dari 
yang semula berfokus pada patologisasi bergeser pada resistensi simbolik 
kolektif berbasis kelas, khususnya dari kalangan kaum muda kelas pekerja 
kulit putih laki-laki (youth, white, male, working-class). Dalam hal ini, 
“Resistance through Rituals” (Hall dan Jefferson, 1976), “Profane Culture” 
(Willis, 1978), dan “Subculture: The Meaning of Style” (Hebdige, 1979) 
menjadi beberapa eksemplar penting bagi perkembangan studi subkultur 
di CCCS era 1970-an. 

Upaya penyusunan eksplanasi dengan konsep subkultur ala CCCS, 
selain berpijak pada cara pandang teoretis strukturalisme konflik, juga 
dilandasi dengan metode analisis tekstual semiotik, yang berusaha 
membangun kebenaran berdasarkan “teks-teks objektif” dalam kehidupan 
sehari-hari. Dalam hal ini, teks-teks objektif dalam kehidupan sehari- 
hari tersebut diposisikan sebagai representasi dari mekanisme simbolik 
yang bekerja dalam konteks tatanan masyarakat tertentu. Oleh karena 
itu analisis dengan konsep subkultur ala CCCS menempatkan “teks-teks 
objektif” berupa style (“gaya berpakaian', “gaya bermusik?, “gaya hidup”) 
yang kemudian dihubungkan dengan teks objektif lainnya, seperti latar 
belakang kelas, usia, dan jenis kelamin, sebagai basis data utama. Dengan 
perspektif dan metode tersebut, maka dapat dijustifikasi bahwa analisis 
yang dihasilkan oleh konsep subkultur CCCS bersifat makro struktural. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, muncul upaya “reformulasi” 
konsep subkultur dari sejumlah ilmuwan sosial. Terkait hal ini, selain 
berusaha untuk menampilkan partisipasi perempuan dalam praktik kultural 
kelompok budaya kaum muda, McRobbie dan Garber (1976) misalnya 
mengeksplorasi mengenai praktik perempuan sebagai subkultur di ranah 
domestik. Lebih lanjut, McRobbie (2016) menjelaskan bahwa kelompok 
subkultur bukan hanya persoalan membangun resistensi simbolis terhadap 
budaya dominan/elite dan budaya kelas asal. Namun juga menyangkut 
persoalan kemandirian ekonomi, dimana para pelaku subkultur memiliki 
“obligasi” untuk menghidupi berbagai praktik kultural mereka melalui 
berbagai aktivitas entrepreneurial. Kemudian Hodkinson (2002) melihat 
subkultur sebagai sebuah kelompok yang meski tidak terdiri dari partisipan 
dengan latar belakang sosial ekonomi tunggal, namun diikat dan disatukan 
oleh empat kriteria, yakni identitas, komitmen, selera dan nilai, serta 
otonomi. Pembaruan konsep subkultur ini merupakan abstraksi atas 
temuan empiris Hodkinson dalam riset yang dilakukannya pada subkultur 
gothic di Inggris. Sementara Thornton (1995) dalam studinya mengenai 
clubbers mempertahankan partikularitas nilai dan norma kelompok 
budaya kaum muda, namun meyakini relasi antar partisipan yang terlibat 
di dalamnya tertata secara hierarkis dan tidak setara. Oleh karena itu 
Thornton mengembangkan konsep modal subkultural sebagai seperangkat 
pengetahuan spesifik sebagai nilai simbolik yang berlaku di “dalam” 
kelompok subkultur, guna membedakan partisipan “otentik” dan yang 
“tidak otentik”. 


Pascasubkultur 


Seiring dengan berjalannya dinamika sosial, kehidupan masyarakat 
global diwarnai dengan perubahan sosial pada level makro dalam 
bentuk globalisasi serta perkembangan budaya konsumen tingkat 
lanjut. Implikasinya adalah perubahan ini mendorong kehidupan sosial 
masyarakat bergerak dari era modernitas awal (first modernity) menuju 
era modernitas lanjut (late modernity) yang memiliki karakteristik cair, 
terfragmentasi, dan refleksif. Dengan adanya perbedaan karakteristik 
kehidupan sosial masyarakat di era modernitas lanjut tersebut, muncul 
keraguan dari sejumlah ilmuwan sosial terhadap homogenitas kategorisasi 
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sosial berbasis materi, seperti kelas, yang menjadi dasar analisis para 
ilmuwan CCCS (Bennett, 2011). 

Persoalan tersebut kemudian mendorong sejumlah ilmuwan untuk 
mengkaji kembali konsep subkultur yang sering digunakan pada studi 
budaya kaum muda dalam kerangka besar studi kepemudaan. Subkultur 
ala CCCS sebagai konsep teoretis dinilai mampu menampilkan analisis 
sosial secara makro, baik dalam bentuk analisis historis, yang mencakup 
pembahasan mengenai perubahan konteks sosio-kultural, maupun analisis 
struktural, yang menyangkut posisi subjek atau pelaku dalam sebuah 
tatanan sosial tertentu. Namun demikian subkultur ala CCCS dianggap 
tidak mampu menampilkan realitas ide dari para pelaku, serta tidak dapat 
menjangkau dinamika internal secara spesifik yaitu dimensi subjektif 
dalam setiap kelompok budaya kaum muda. Pendapat semacam ini, salah 
satunya dapat dijumpai dalam studi Muggleton (2000) yang berawal dari 
ketidakpuasan terhadap eksplanasi subkultur CCCS karena tidak sesuai 
dengan pengalaman Muggleton ketika menjadi bagian dari kelompok punk 
di Inggris. 

Problem tersebut kemudian bermuara pada kemunculan kritik 
terhadap analisis studi budaya kaum muda tradisi CCCS yang dinilai 
terlalu mereduksi realitas sosial dalam ranah politik makro-struktural 
dan tidak dilandasi oleh penelusuran empiris, sehingga dianggap tidak 
merepresentasikan aspirasi dan pengalaman dari para subjek atau pelaku 
budaya kaum muda. Keraguan atas homogenitas kelompok sosio-kultural 
berbasis materi dan keterbatasan konsep subkultur tersebut melahirkan 
studi-studi di bawah label pascasubkultur (post-subculture) yang berupaya 
untuk “membaca” realitas kehidupan kelompok budaya kaum muda melalui 
sudut pandang yang lain (Bennett, 1999, Muggleton, 2000: Bennett dan 
Kahn-Harris, 2004). 

Pada dasarnya pascasubkultur bukan merupakan rumusan konsep 
teoretis tunggal yang baru, namun lebih tepat disebut sebagai “payung” 
studi (Bennett, 2011). Perspektif pascasubkultur memiliki asumsi dasar 
yang berbeda dengan cara pandang esensialis subkultur, yang menetapkan 
kelas sosial secara fixed sebagai dasar dari kolektivitas dalam praktik 
budaya kaum muda. Perbedaan tersebut salah satunya termanifestasi 
melalui penggunaan konsep teoretis yang muncul di era 1990-an dari 
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beberapa ilmuwan, seperti Straw (1991), Maffesoli (1996), dan Chaney 
(1996). Melalui keragaman perspektif tersebut, studi-studi post-subkultur 
menawarkan beberapa konsep alternatif yang dapat digunakan sebagai 
pendekatan bagi studi budaya kaum muda, seperti lifestyle, neo-tribes, dan 
scene (Bennett, 2011). Selain itu, perbedaan asumsi juga terlihat melalui 
penerapan konsep selera (taste) sebagai pendukung argumentasi. Dalam 
hal ini, selera (taste) yang berkaitan dengan proses reproduksi pengetahuan 
mengenai apa yang disenangi dan tidak, makna, serta nilai budaya yang 
dianut dalam suatu kelompok budaya kaum muda, dinilai lebih tepat 
untuk dijadikan sebagai landasan analisis bagi praktik budaya kaum muda 
karena dianggap mampu melampaui berbagai kategori yang sebelumnya 
digunakan dalam studi budaya kaum muda, seperti kelas dan usia. 


Lifestyle 


Lifestyle dapat dipahami sebagai pola tindakan dan perilaku dengan 
landasan sensibilitas dan konteks partikular tertentu, yang membedakan 
status sosial suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat 
yang lain, sebagaimana dijelaskan: 


“Lifestyles are patterns of action that differentiate people... 
help to make sense of (that is explain but not necessarily 
justify) what people do, and why they do it, and what doing it 
means to them and others.” (Chaney, 1996:4) 


Lifestyle atau gaya hidup dinilai sebagai aspek penting dalam 
kehidupan masyarakat modern yang dapat digunakan sebagai “alat” untuk 
memahami pembedaan antarindividu dalam masyarakat selain kelas sosial. 
Namun demikian, konsep lifestyle memiliki landasan justifikasi yang 
berbeda dengan konsep “kelas sosial”, yang berpijak pada basis material 
dan sistem produksi. Dengan memberikan penekanan pada aspek kultural, 
sensibilitas atau cara dalam merespons situasi sosial, landasan justifikasi 
konsep lifestyle terletak pada ide dan sistem konsumsi. Secara sederhana 
dapat dijelaskan bahwa, berbeda dengan konsep kelas sosial yang 
memisahkan dan mengelompokkan individu berdasarkan latar belakang 
struktural seperti pekerjaan dan pendapatan, konsep lifestyle memisahkan 
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dan mengelompokkan individu berdasarkan aktivitas konsumsi serta 
konstruksi makna atas berbagai objek material yang dikonsumsi. Dengan 
kata lain, konsep lifestyle melihat bahwa konsumsi tidak secara mutlak 
ditentukan oleh aspek struktural, namun justru oleh konstruksi makna 
atau realitas ide yang berkembang di antara para pelaku. Hal inilah yang 
membedakan lifestyle (gaya hidup) dengan way of life (cara hidup) yang 
cenderung melekat pada posisi seseorang atau sekelompok orang dalam 
sebuah struktur sosial dan mengikuti “prinsip-prinsip mekanisme simbolik” 
struktur sosial masyarakat (Chaney, 1996, Bennett, 2011). 

Pengembangan konsep lifestyle oleh David Chaney (1996) berkaitan 
erat dengan pemikiran Max Weber dan Thorstein Veblen yang secara 
umum membahas mengenai subjektivitas, nilai kultural, dan konstruksi 
identitas, dalam kaitannya dengan praktik konsumsi. Dalam studi budaya 
kaum muda, konsep lifestyle menjadi salah satu tawaran alternatif 
perangkat analisis yang dinilai lebih relevan untuk menggambarkan situasi 
kehidupan sosial masyarakat pada era modernitas lanjut, salah satunya 
terkait persoalan konstruksi identitas yang tidak lagi ditentukan oleh basis 
struktural, seperti latar belakang kelas. Secara lebih mendetail, berdasarkan 
penelitian atas praktik sosio-kultural kaum muda di Swedia pada awal era 
1990-an, Reimer (1995) misalnya menjelaskan bahwa terdapat empat hal 
yang melandasi relevansi konsep lifestyle bagi studi budaya kaum muda di 
era modernitas lanjut, yakni individualisasi, kemunculan kelas menengah 
baru, perkembangan perspektif postmodernisme, serta kemunculan 
perspektif Bourdieusian. Kemudian sedikit menyinggung persoalan 
metodologis, dengan memaknai praktik dan produk kultural budaya kaum 
muda sebagai lifestyle, maka penelusuran terhadap praktik dan produk 
kultural tersebut perlu diarahkan pada konstruksi makna dan intensi para 
pelaku, konteks situasi, serta tindakan strategis para pelaku. Oleh karena 
itu, berbeda dengan konsep subkultur, titik masuk bagi analisis praktik 
budaya kaum muda dengan konsep lifestyle terletak pada narasi subjektif 
para pelaku. 


Neo-Tribes 


Secara sederhana, neo-tribes atau neo-tribalisme dapat dipahami 
sebagai metafora atas ikatan solidaritas dan kolektivitas antar individu 
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yang tidak terorganisir secara rigid, berdasarkan kondisi emosi dan 
termanifestasikan melalui gaya hidup tertentu (Maffesoli, 1996), 
sebagaimana dijelaskan: 


“Neotribalism can ultimately be seen as an aesthetic form of 
sociality, favouring appearance and form- as an expression of 
shared feelings and experiences-above, for example, formalized 
membership criteria, or a commitment to particular ideological 
beliefs)” (Sweetman, 2004: 86) 


Menurut Maffesoli, konsep ini lebih relevan dengan karakteristik 
masyarakat era modernitas lanjut jika dibandingkan dengan konsep- 
konsep fondasionalistik (objektif) ala ilmuwan sosial modernis. Cara 
pandang modernis dinilai terlalu berfokus pada narasi besar struktural, 
dan memosisikan individu sebagai objek pasif, manipulatif, hasil proyeksi 
dari struktur. Konsekuensinya, agensi individu serta fragmen-fragmen atau 
narasi-narasi kecil dalam kehidupan sosial masyarakat era modern lanjut 
tidak dapat terartikulasikan dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan 
analisis struktural para ilmuwan sosial modernis sulit berdialog dengan 
masyarakat modern lanjut yang berkarakteristik cair, terfragmentasi, dan 
refleksif. 

Untuk mengatasi problem paradigmatik dan teoretis tersebut, Maffesoli 
(1996) tidak lagi menggunakan berbagai bentuk kategori dan institusi 
sosial modern seperti kelas dan pekerjaan, namun lebih berpijak pada nilai- 
nilai kultural seperti selera, estetika, dan afektivitas. Secara sederhana, 
Maffesoli ingin mengatakan bahwa sekelompok individu dengan latar 
belakang kelas dan pekerjaan yang sama, bisa jadi memiliki nilai kultural 
(misalnya selera musik, kualitas estetik, dan situasi emosi) yang berbeda. 
Melalui pendekatan tersebut, Maffesoli berusaha menampilkan instabilitas 
serta temporalitas solidaritas dan kolektivitas kelompok, yang disebabkan 
oleh pelemahan keterikatan individu atas kelompok yang terjadi di era 
modernitas lanjut. Meski pada saat yang bersamaan, solidaritas dan 
kolektivitas dalam berbagai kategori dan institusi sosial modern tidak 
lenyap begitu saja, karena para pelaku budaya kaum muda masih perlu 
kembali pada kerangka struktur objektif untuk mempertahankan eksistensi 
dalam konteks materialistik. Lebih lanjut, konsep neo-tribes ditopang 
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dengan pendekatan metodologis interpretatif yang bertumpu pada dialog 
antara nilai-nilai subjektif dengan konteks-konteks mikro di sekitar pelaku. 
Terkait dengan studi budaya kaum muda, penerapan konsep neo-tribes 
berimplikasi pada asumsi mengenai kelompok budaya kaum muda sebagai 
salah satu fragmen dalam kehidupan sosial masyarakat modern lanjut yang 
terbentuk berdasarkan nilai kultural tertentu dan tidak terorganisasi secara 
rigid. Dengan kata lain, kelompok budaya kaum muda bukan merupakan 
artikulasi kelas sebagaimana asumsi dasar konsep subkultur. Adapun salah 
satu contoh penerapan konsep ini dapat dijumpai dalam studi Bennett 
(1999) mengenai kelompok musik dansa di Inggris. Berdasarkan realitas 
empiris yang dijumpai, Bennett mengemukakan dua kata kunci yang dapat 
digunakan untuk memahami praktik budaya kaum muda berbasis musik 
di era modernitas lanjut, yakni sensibilitas selera musik dan fleksibilitas. 
Dalam hal ini, sensibilitas selera musik merupakan aspek sentral yang 
menyatukan para pelaku dengan latar belakang objektif yang beragam, mulai 
dari kelas, usia, gender, hingga etnisitas. Aspek inilah yang memungkinkan 
para pelaku untuk “keluar” dari kerangka struktur objektif dan “berjumpa” 
dengan pelaku lain dari latar belakang sosial yang berbeda secara dinamis. 
Kemudian dengan adanya realitas tersebut, Bennett berargumen bahwa 
karakteristik solidaritas dan kolektivitas kelompok budaya kaum muda 
bersifat fleksibel, serta cenderung tidak rigid dan bersifat temporal. 
Dalam contoh lain, Sutopo (2020) membahas konsep neo-tribes 
dan kontribusi Andy Bennett dalam perdebatan antara subkultur versus 
pascasubkultur serta menerapkannya dalam konteks Indonesia. Melalui 
tulisan ini, Sutopo tidak hanya memberikan penekanan pada kecairan 
keikutsertaan para pelaku dalam kelompok budaya kaum muda, namun 
juga hadirnya dimensi resistensi dalam level individual para pelaku, 
khususnya mengenai upaya untuk keluar dari hiburan industrialistik. Selain 
itu, terdapat pula poin lain yakni mengenai makna fleksibilitas para pelaku 
budaya kaum muda sebagai sebuah strategi refleksif untuk mengatasi 
hambatan dan tantangan struktur objektif, yang terepresentasikan melalui 
upaya aktif para musisi muda untuk bergabung dalam berbagai komunitas 
dan skena musik berbeda, bahkan melintasi batasan wilayah geografis. 


Tag 


Scene 


Scene merupakan konsep yang dikemukakan Will Straw (1991) 
dalam artikel yang berjudul “Systems of articulation, logics of change: 
Communities and scenes in popular music”, dan secara khusus membahas 
mengenai aktivitas musikal masyarakat. Dalam artikel tersebut, scene 
dijelaskan sebagai ruang kultural bersama bagi berbagai praktik musikal 
“berbeda”, yang di dalamnya terkandung berbagai bentuk diferensiasi dan 
perubahan internal kelompok, sebagaimana dijelaskan: 


“A musical scene... is that cultural space in which a range of 
musical practices coexist, interacting with each other within a 
variety of processes of differentiation, and according to widely 
varying trajectories of change and cross-fertilization.” (Straw, 
1991:373) 


Selain terhubung dengan studi budaya kaum muda, scene juga 
terhubung dengan studi musik populer. Oleh karena itu konsep scene 
sering diperbandingkan dengan konsep lain dalam studi musik populer, 
yakni komunitas (Kahn-Harris, 2007). Jika dibandingkan dengan konsep 
komunitas, yang seperti halnya subkultur memaknai kelompok-kelompok 
sosio-kultural berbasis musik sebagai entitas tunggal yang stabil, konsep 
scene dinilai memiliki keunggulan karena dapat mengartikulasikan aspek 
dinamika internal kelompok. Hal ini karena, sebagaimana dalam dua 
konsep sebelumnya—lifestyle dan neo-tribes—konsep scene dibangun 
atas asumsi bahwa keterhubungan antar individu pada era kontemporer, 
lebih dilandasi oleh nilai-nilai kultural, seperti sensibilitas selera dan 
estetika, alih-alih latar belakang kelas sosial seperti konsep subkultur ala 
CCCS (Bennett, 2011). 

Namun demikian, konsep scene dibangun atas pendekatan yang berbeda 
dengan konsep lifestyle dan neo-tribes, yang bercorak late modernist 
dan post-modernis serta berfokus pada realitas ide/abstrak tunggal yang 
menyatukan subjektivitas para pelaku. Dengan basis pendekatan spasial 
struktural, Straw (1991) menitikberatkan fokus perhatian pada artikulasi 
musikal dalam level konkret dan masih memprioritaskan analisis pada 
praktik-praktik objektif, untuk kemudian diabstraksikan dalam bentuk 
mekanisme simbolik yang bekerja di antara para pelaku. Lebih lanjut, meski 
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terdiri atas pelaku dengan selera yang sama, para pelaku scene diasumsikan 
memiliki persepsi yang berbeda. Dengan adanya perbedaan persepsi 
tersebut, scene menjadi sebuah entitas dinamis yang bergerak di antara dua 
logika praktik berbeda, yakni reproduktif dan transformatif. Dalam kedua 
logika inilah tindakan-tindakan mikro para pelaku dikategorikan, sehingga 
dengan kata lain, makna atau kebenaran yang dihasilkan melalui perspektif 
scene dilandasi oleh kondisi objektif struktural yang melingkupi pelaku, 
bukan berpijak pada narasi subjektif individual pelaku. 

Adapun penggunaan konsep scene dalam studi kelompok budaya 
kaum muda berbasis musik, salah satunya dapat dijumpai dalam studi 
Kahn-Harris (2007) mengenai extreme metal dalam level global. Dalam 
kajian tersebut, Kahn-Harris menggambarkan scene extreme metal global 
sebagai ruang yang dilandasi oleh nilai-nilai transgresivitas. Namun 
demikian, scene extreme metal bukan merupakan ruang yang stabil dan 
homogen, melainkan ruang yang dinamis, bergerak di antara logika 
normalitas (mundanity/reproduktif) dan transgresivitas (transgressivity/ 
transformatif). Normalitas/mundanity merupakan aspek dalam scene 
extreme metal yang mengarah pada komunalisme. Aspek ini muncul ketika 
agen menginternalisasikan berbagai macam pengetahuan yang terkait 
dengan scene, serta menampilkan pengetahuan tersebut dengan cara yang 
“sudah dikenal” dalam scene. Dengan kata lain, normalitas berperan sebagai 
basis bagi proses reproduksi nilai dan praktik yang sudah lebih dulu eksis 
dan diakui di dalam scene. Sementara transgresivitas yang mengarah pada 
individualitas dan menjadi basis bagi proses transformasi. Transgresivitas 
muncul ketika agen memiliki cara berpikir dan bertindak yang berbeda 
dengan cara yang sudah dikenal secara kolektif. Selain itu, Kahn-Harris 
juga menjelaskan bahwa scene (extreme metal) juga memiliki relasi yang 
dinamis dengan struktur yang melingkupinya, seperti masyarakat dan 
negara, sehingga “level” transgresivitas antar scene di berbagai negara 
juga berbeda satu sama lain. Lebih lanjut, Kahn-Harris juga menambahkan 
aspek modal (subkultural) untuk menggambarkan relasi antarpelaku dan 
scene (nasional dan lokal) dalam scene extreme metal yang tidak bersifat 
setara. 

Kemudian dalam contoh lain, Tarassi (2017) menggunakan konsep 
scene untuk membangun gambaran mengenai bagaimana mekanisme 
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simbolik bekerja dalam scene musik independen di kota Milan sebagai 
penentu praktik para pelaku. Secara singkat, Tarassi menjelaskan bahwa 
scene musik independen kota Milan semakin terdominasi oleh nilai-nilai 
profesionalistik yang kompetitif. Hal ini berimplikasi pada munculnya 
praktik-praktik multi-tasking dan multi-jobbing, serta rendahnya tingkat 
kemapanan para pelaku, terlebih bagi para pelaku dengan tingkat akumulasi 
modal yang minim. 


Subkultur dan Pascasubkultur di Era Digital 


Terdapat berbagai macam respons yang dilakukan oleh para intelektual 
kajian budaya kaum muda terkait dengan pergeseran life world ke dunia 
digital. Dalam sub-bab ini penulis melakukan pemetaan sederhana terkait 
respons dari penganut perspektif subkultur dan pascasubkultur, secara 
khusus yaitu: Paul Hodkinson, Andy Bennett, dan Richard. A Peterson. 
Hodkinson (2004) sebagai salah satu proponen yang mempertahankan 
karakteristik subkultur menjelaskan bahwa dalam subkultur goth, semakin 
samarnya batas ruang/waktu tidak kemudian mereduksi koneksi dan 
kesamaan yang mengikat dalam diri mereka sebagai sebuah entitas. 
Keduanya dibedakan menjadi aspek abstrak dan konkret. Bagi Hodkinson 
(2004), pertama, koneksi abstrak terkait dengan identitas, dalam arti 
bahwa bagi para anggota subkultur goth, identitas sebagai goth itulah 
yang menghubungkan dan mengikat mereka terlepas dari perbedaan asal, 
kota, ataupun negara. Lebih lanjut, bahkan, bagi anggota dalam subkultur 
lokal yang sama namun tidak berafiliasi justru tidak merasakan koneksi 
dan keterikatan sebagai entitas goth. Sebagaimana dijelaskan: “goths 
perceived that they had more in common with other goths hundreds or 
thousands of miles away than they did with most non-affiliated members of 
their immediate locality” (Hodkinson, 2004: 134). Koneksi kedua terkait 
dengan tastes, di mana subkultur goth mempunyai kesamaan terkait dengan 
style mereka misalnya cara berpakaian, make up, dan aksesoris, meskipun 
misalnya dalam hal selera musik (gothic music) bisa jadi mereka berbeda- 
beda. Dengan kesamaan ini, para anggota goth dapat mengidentifikasi 
satu sama lain terlepas dari ruang offline/online maupun lokal/trans- 
lokal. Koneksi abstrak tersebut saling berkelindan dan mendukung satu 
sama lain dengan koneksi konkret yang termanifestasi, antara lain melalui 
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travel, commerce, dan media. Hodkinson (2003) juga menemukan bahwa 
perkembangan komunikasi melalui dunia digital juga dapat mempererat 
cultural boundaries bagi subkukultur goth yang terpisah jarak/waktu, 
sebagaimana dijelaskan: 


In contrast to “virtual communities' which are characterized by 
cultural fluidity, the relative stability of goth discussion groups 
tended to be protected by internal normative pressures and external 
boundaries of exclusionj...many existing subscribers had got to 
know one another face to face as well as online- something that 
further enhanced the exclusive atmosphere (Hodkinson, 2003: 292). 


Secara spesifik proses untuk mempererat boundaries tersebut melalui 
peneguhan tiga kekhususan subkultur goth yaitu: identitas, komitmen 
dan otonomi. Disisi lain, Hodkinson (2006) dalam studinya mengenai 
aktivitas blogging dalam subkultur goth menjelaskan bahwa para anggota 
mampu semakin mengkonsolidasikan partisipasi dalam subkultur tersebut. 
Para anggota subkultur goth justru mampu mengembangkan apa yang 
dinamakan “strong ties' dimana aspek ini berkembang melalui aktivitas 
blogging untuk saling bertukar mengenai jadwal konser, referensi musik 
goth (gothic music) terbaru, dan berbagai aksesoris yang menunjang 
“kesamaan” dan keterlekatan sebagai subkultur goth. Terbentuknya strong 
ties ini kemudian pada prosesnya semakin memperkuat keterikatan mereka 
sebagai subkultur di ranah offline, misalnya saat mereka nongkrong, 
bertemu tatap muka secara personal ataupun ketika menghadiri konser. 

Dari kubu pascasubkultur, Bennett (2004a) mengembangkan konsep 
lifestyle dari Chaney (1996) dan Neo-tribes (Maffesoli, 1996) melihat bahwa 
kaum muda justru mampu menggunakan internet sebagai sarana partisipasi 
kultural yang semakin meningkatkan self-constructed and reflexive forms 
of “subcultural” identity (p. 168). Internet menjadi ruang baru yang relatif 
terbuka, cair dan menawarkan sumber yang beragam serta relevan dengan 
kedinamisan budaya kaum muda. Ruang baru ini dimanfaatkan oleh kaum 
muda sebagai agensi yang kreatif dan refleksif baik untuk meneguhkan, 
menegosiasikan maupun mengubah identitas mereka. Hal ini konsisten 
dengan pendirian Bennett terutama mengenai pentingnya menggarisbawahi 
dimensi agensi dan memberikan ruang yang lebih bagi kaum muda (Sutopo 
2020). Bennett (2004a) mencontohkan internet dalam kasus fandom—yang 
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menurutnya—semakin meningkatkan kemampuan strategi refleksif kaum 
muda dalam mengartikulasikan identitasnya secara kreatif. Lebih lanjut, 
Bennett (2004a) juga menjelaskan mengenai bagaimana strategi refleksif 
ini kemudian berimplikasi pada pengkonstruksian apa yang dianggap 
“otentik” oleh kaum muda. Hal ini berkelindan baik dalam pembentukan 
identitas “otentik” kaum muda di ranah offline maupun online. Melalui 
musik, film, fashion, fanszines yang semakin “mudah” diakses dalam 
era digital menjadi sumberdaya kultural tersendiri yang membuat kaum 
muda semakin refleksif dalam mengkonstruksikan identitas mereka secara 
individual, serta menciptakan bentuk baru “identitas subkultura!”. Namun, 
mengutip Thornton (1995), Bennett juga menyoroti mengenai ketimpangan 
distribusi subkultural kapital yang berguna bagi kaum muda untuk 
membentuk dan memperebutkan identitas yang otentik tersebut. Studi 
Bennett (2004a) mengenai subkultur virtual ini semakin mengkonfirmasi 
posisi teoritisnya yang melihat bahwa subkultur bukanlah tersusun dari 
terminologi abstrak namun justru secara refleksif dibentuk oleh kaum 
muda sendiri. Selanjutnya, Bennett (2004a: 172) menyimpulkan bahwa: 
a virtual subculture, acguire a new resonance as folk models, that is, as 
cultural resources actively defined by young people themselves and used 
as a means of cultural spaces in everyday contexts. 

Dengan menggunakantitik masuk media sosial Myspace dan Facebook, 
Robards & Bennett (2011) mengaplikasikan sekaligus melakukan inovasi 
terhadap konsep Neo-Tribes dari Maffesoli (1996) untuk melihat dimensi 
belonging dari kaum muda. Berdasarkan temuan, dijelaskan bahwa kaum 
muda secara refleksif mengkonstruksi sense of belonging mereka, dengan 
kata lain, mereka tidak terjebak pada background kelas sosial namun justru 
secara aktif memodifikasi dan menggabungkan ulang. Lebih lanjut, bagi 
Robards & Bennett (2011), praktik refleksif kaum muda di media sosial 
ini menunjukkan karakteristik yang menunjukkan arah menuju pencarian 
sense of belonging yang lebih bersifat (semi) permanen tanpa harus terikat 
secara total, sebagaimana dijelaskan: 


Social network sites are articulations of collectivity that appear to be 
crystalizing over time. Although not generally spaces for networking 
in a traditional sense, they are egually tribal in that they are not 
necessarily bounded by class, locality and so on. Nevertheless, they 
embody a greater sense of coherence than forms of engagement 
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based around networking and may, in particular cases, solidify 
into semipermanent groupings (Robards & Bennett, 2011: 314). 


Lebih lanjut, Robards dengan menggunakan titik masuk media 
sosial Reddit, secara spesifik studi kasus pada empat sub-Reddit yaitu r/ 
Wow, r/The Dondald, r/TrollXChromosomes dan 1r/GaBros mencoba 
mengaplikasikan konsep Neo-Tribes untuk melihat sense of belonging 
kaum muda. Bagi Robards (2018) keempatnya dapat dilihat sebagai 
manifestasi dari penerapan konsep Neo-Tribes yang termediasi secara 
digital, sebagaimana dijelaskan melalui berbagai macam elemen antara 
lain: 

From floating experiences of membership, and the ephemeral 
nature of connections (that can also crystallise over time), through 
to the ritualised and highly symbolic nature of interactions that 


take place on these subreddits, reddit can be mapped out as a set 
of neo-tribes (Robards, 2018: 202). 


Bagi Robards dan Bennet (2011), di masa depan, Reddit akan tetap 
menjadi situs yang relevan untuk mengembangkan sintesis antara konsep 
Neo-Tribes dan bagi sense of belonging kaum muda di era digital. Hal 
senada juga ditemukan oleh Hart (2018) melalui kaum muda di media 
sosial Tumblr, di mana partisipasi mereka untuk melakukan selfie pada 
hari-hari tertentu bersifat fluid, temporal, dan ritualistik merepresentasikan 
karakteristik dari Neo-Tribes ala Maffesoli. 

Di sisi lain, melihat pergeseran ke dunia digital, secara teoritis, dengan 
mengembangkan konsep scene, Peterson & Bennett (2004) mengkonstruksi 
tipifikasi sederhana scene dalam musik populer terutama yang berbasis Do 
It Yourself (DIY) culture yaitu lokal, trans-lokal dan virtual. Scene lokal 
mengacu pada lokasi geografis yang spesifik, scene trans-lokal mengacu 
pada kekompleksitasan dan saling keterhubungan di antara local scenes, 
sedangkan scene virtual mengacu pada saling keterhubungan yang 
bersifat lintas ruang/waktu, disatukan melalui fanzines dan didukung oleh 
perkembangan internet. Dalam scene virtual, keterhubungan difasilitasi 
oleh berbagai macam media sosial sehingga scene satu dengan yang lain 
“dikonstruksikan” semakin intens berkomunikasi dan berkolaborasi. Bagi 
Peterson & Bennett (2004) fanszines masih menjadi media yang relevan 
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dan penting dalam formasi scene virtual. Dengan menerapkan konsep 
scene virtual, Bennett (2004b) menjelaskan bagaimana fans dari berbagai 
belahan dunia secara virtual aktif mengkonstruksikan apa yang dinamakan 
“Canterbury sound? sebagai otentik. Yang dimaksud otentik disini adalah 
sebagaimana yang telah disematkan dalam berbagai kota di dunia seperti 
“Chicago” merefer pada musik Blues, “New Orleans' merefer pada dixie 
ataupun “Nashville' identik dengan musik country. Melalui internet, baik 
fans, pengamat, kolektor maupun musisi lokal menciptakan scene virtual 
yang mengacu pada kota Canterbury di Inggris dan dalam kehidupan 
sehari-hari mereproduksi “keotentikan” Canterbury sound tersebut dalam 
festival musik, cerita-cerita lokal, zines dan majalah. 


Penutup 


Tulisan ini telah menjelaskan secara sederhana dinamika kajian 
budaya kaum muda dengan titik masuk subkultur, pascasubkultur dan 
perkembangannya di era digital. Sebagai salah satu perspektif dalam 
kajian kepemudaan yang dapat dibilang mapan pada era pra-digital, maka 
pergeseran ke era digital menjadi tantangan tersendiri, tidak hanya dalam 
melihat karakteristik apa saja yang masih bertahan namun juga elemen 
apa saja yang memerlukan interpretasi dan inovasi ulang. Hal ini krusial 
dilakukan dalam rangka untuk membuat perspektif budaya kaum muda 
semakin relevan dalam konteks yang berubah dan juga agar tetap tajam 
sebagai tool of analysis dalam memahami dinamika dan kompleksitas 
budaya kaum muda kontemporer. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan 
ini, para proponen perspektif budaya kaum muda baik dari kubu subkultur 
maupun pascasubkultur telah berupaya melakukan respons terhadap 
pergeseran budaya kaum muda di era digital. Kubu subkultur yang diwakili 
oleh Hodkinson cenderung tetap “melihat? dimensi keterikatan dan homologi 
dalam praktik digital kaum muda, di sisi lain, penganut pascasubkultur 
yang diwakili oleh Bennett justru semakin menemukan relevansi tentang 
bagaimana kaum muda mampu secara refleksif menggunakan sumber daya 
internet untuk membangun identitasnya secara fluid dan juga bagaimana 
karakteristik media sosial semakin meneguhkan relevansi konsep Lifestyle 
dari Chaney (1996), Neo-Tribes dari Maffesoli (1996), dan Bennett 
(1999). Konsep scene dari Peterson juga mengalami perkembangan 
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tidak hanya mencakup dimensi lokal dan translokal namun juga virtual. 
Ke depan, kajian budaya kaum muda dengan pendekatan subkultur dan 
pascasubkultur di era digital berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh 
dan dikontekstualisasikan pada pengalaman kaum muda Indonesia sebagai 
bagian dari Global South countries sekaligus representasi generasi muda 
global (Beck, 2016). 
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BAB 7 
Ekonomi Digital: Sejarah, Perkembangan, 
dan Potensi Riset Sosial 


M.Falikul Isbah dan Arif Budi Darmawan 


Pengantar 


aat ini, terutama di era krisis Pandemi Covid-19, gerak laju transformasi 

digital didorong lebih masif di berbagai lini kehidupan, seperti 
pendidikan, layanan publik, dan perekonomian. Dorongan ini bergerak 
karena kebijakan pemerintah maupun kesadaran individu untuk lebih 
menghindari interaksi dan perjumpaan fisik, demi menghindari potensi 
penularan virus. Beberapa tahun sebelum era pandemi, dunia perekonomian 
telah diguncang oleh disrupsi akibat perkembangan teknologi digital, 
sebuah tahapan lebih canggih dari teknologi komputer dan internet karena 
melibatkan ketersambungan antarperangkat, pemakai, dan aplikasi. 
Capaian teknologi ini lantas mengilhami berbagai kemungkinan baru, 
yang dulu tidak pernah terpikirkan oleh kebanyakan orang, termasuk apa 
yang kita sebut dengan ekonomi digital. 

Di Indonesia dan belahan dunia manapun, ekonomi digital menjadi 
istilah baru yang disambut dengan gegap gempita sebagai jendela baru 
menuju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan 
kesejahteraan. Namun apakah optimisme demikian akan segera terwujud? 
Naskah pendek ini tidak secara langsung menjawab pertanyaan ini. 
Uraian ini hanya memberikan gambaran perkembangan bentuk-bentuk 
atau business model ekonomi digital yang telah ada saat ini. Lalu kami 
mengeksplorasi beberapa perspektif dari studi-studi yang muncul dalam 
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beberapa tahun belakangan, serta melemparkan stimulasi akan lahirnya 
inisiasi kajian atau riset baru di topik ini. 


Revolusi Industri dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan 
Manusia 


Dalam rentang sejarah kehidupan manusia modern, perkembangan saat 
ini merupakan tahap keempat dari apa yang sering disebut sebagai Revolusi 
Industri. Revolusi Industri pertama diawali di Inggris pada pertengahan 
abad ke-18, dengan ditemukannya mesin uap yang mempercepat 
laju industri di Eropa. Selama era pra-industrial tenaga industri hanya 
mengandalkan energi manusia dan hewan, kayu bakar dan arang, serta 
energi angin. Dengan ditemukannya mesin uap, produktivitas industri 
semakin bertambah. Revolusi industri pertama ini juga menghasilkan 
konsekuensi politik Imperialisme, Kolonialisme, dan Merkantilisme di 
Benua Asia dan Afrika sebagai cara untuk mendapatkan bahan baku dan 
memperluas pasar bagi komoditas yang dihasilkan oleh industri di negara- 
negara Eropa Barat (Allen, 2017). 

Periode selanjutnya pada akhir abad ke-19 dimulailah era Revolusi 
Industri kedua yang ditandai dengan penemuan teknologi listrik. Penemuan 
teknologi listrik turut memengaruhi laju industri, di mana pada periode 
ini mulai berkembang industri massal dan masif yang dimungkinkan oleh 
model produksi assembly line di dalam suatu pabrik. Assembly line adalah 
rangkaian unit-unit kerja dalam suatu proses produksi, tahap demi tahap 
hingga menghasilkan produk akhir. Sebagai akibatnya, manajemen industri 
pun dapat diatur seefisien dan seefektif mungkin untuk menghasilkan 
produk massal dengan kualitas yang terstandardisasi, dalam jumlah yang 
banyak dan dalam waktu yang cepat. Henry Ford, pemilik perusahaan mobl 
Ford, merupakan orang pertama yang mengembangkan model produksi 
ini. Kelak dalam kajian Ilmu Sosial, sistem ini disebut dengan Fordisme. 
Ciri khas dari Fordisme adalah pembagian kerja semakin diperinci dan 
perencanaan manajemen kerja kian intensif dengan pengawasan yang 
ketat. Fordisme juga memegang prinsip bahwa pekerja juga merupakan 
bagian dari pasar produknya. Hal ini berimplikasi pada upah yang lumayan 
tinggi sehingga pekerja dapat membeli produk yang mereka buat (Cannon 
& Watson, 1982). 
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Selanjutnya, dengan ditemukannya internet pada 1960-an maka 
dimulailah babak baru revolusi industri ketiga. Periode ini disebut 
juga dengan istilah digitisasi dan komputasi, yakni upaya sistematis 
untuk mengembangkan teknologi komputer dan mengoptimalkan 
kemanfaatannya dalam berbagai lini kehidupan. Upaya tersebut ditempuh 
dengan pengembangan perangkat keras (hardware), perangkat lunak 
(software), dan proses algoritmik. 

Perkembangan komputasi ini kemudian menjadi pondasi bagi tahap 
selanjutnya ketika perangkat komputer saling tersambung melalui jaringan 
internet mulai tahun 1990-an, yang kemudian kita namai sebagai Revolusi 
Industri ke-Empat. Perkembangan internet di revolusi Industri keempat ini 
tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar perangkat satu dengan 
yang lain, melainkan jauh lebih luas dari itu. 

Klaus Schwab (2016:8-9) mengidentifikasi tiga perbedaan antara 
revolusi industri keempat dengan beberapa revolusi sebelumnya. Pertama, 
kecepatannya yang bagai lompatan. Revolusi industri yang ini jauh lebih 
cepat karena bergerak di ruang yang jauh lebih luas, jauh lebih merasuk ke 
relung-relung kehidupan. Kedua, kedalamannya. Dengan revolusi digital 
yang dipadu berbagai temuan canggih teknologi di bidang lain, revolusi ini 
mampu menggeser paradigma di bidang ekonomi, bisnis, kemasyarakatan 
dan individu. Tidak sekadar soal “apa” dan “bagaimana” kita melakukan 
sesuatu, tapi sampai “siapa” kita. Terakhir, dampaknya terhadap sistem. 
Revolusi ini mampu memaksakan transformasi sistem baik di dalam suatu 
negara, antarnegara, perusahaan, maupun masyarakat secara umum. 

Klaus Schwab (2016:19-25) memotret tiga klaster utama yang 
menandai deru revolusi industri keempat, yang dia sebut sebagai 
“megatren”. Megatren ini terjadi dalam klaster fisik, digital, dan biologis. 
Klaster fisik merupakan inovasi teknologi dalam wujud benda material 
yang dapat dilihat secara kasat mata (tangible). Klaster fisik ini terdiri dari 
lima inovasi teknologi, pertama teknologi kendaraan otonom (autonomous 
vehicle). Kendaraan otonom merupakan kendaraan tanpa awak yang 
mengandalkan teknologi sensor. Sebagai contoh, di bidang pertahanan, 
teknologi ini digunakan untuk menggerakkan pesawat tempur tanpa 
awak. Kedua, teknologi alat pencetak tiga dimensi (3D Printing), yakni 
teknologi yang berfungsi untuk mencetak material sesuai dengan bentuk 


yang diinginkan. Ketiga, inovasi robot canggih (advanced robotics), yang 
memiliki tugas secara spesifik di bidang industri. Terakhir, penemuan 
material-material baru yang lebih ringan, kuat, dan mudah didaur 
ulang. Sebagai contoh penemuan material plastik thermoset yang ramah 
lingkungan dan dapat digunakan di benda-benda elektronik. 

Klaster digital dapat kita kenali pada berbagai digitisasi di sektor 
ekonomi, media, komunikasi, pelayanan publik, dan lain sebagainya yang 
mentransformasi cara kita berinteraksi, bertransaksi, mencari informasi, 
dan menyampaikan aspirasi. Jantung utama adopsi masif digitisasi adalah 
apa yang disebut internet of things, yakni ketersambungan antarberbagai 
hal/benda (produk, layanan, tempat) dan manusia melalui perangkat 
teknologi dan berbagai platform atau aplikasi. Misalnya, layanan taksi 
daring yang beberapa tahun terakhir sangat populer di Indonesia berdiri 
di atas ketersambungan sopir, konsumen, perusahaan platform melalui 
aplikasi yang memediasi dan memonitor pemesanan. Presisi titik lokasi 
di mana konsumen berada dimungkinkan oleh big data yang tersimpan 
di cloud storage. Kemampuan teknologi untuk menyampaikan informasi 
dalam mata rantai ketersambungan yang sangat kompleks ini telah 
mengilhami bentuk-bentuk baru aktivitas ekonomi, yang mendisrupsi 
model bisnis yang telah lama mapan. 

Klaster terakhir adalah di bidang biologi. Salah satu gambaran 
singkatnya adalah ditemukannya teknologi yang dapat mengurutkan 
genom dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang murah. Para 
ilmuwan tidak lagi membutuhkan beberapa kali uji coba dan dapat 
mengurangi tingkat kegagalan. Melalui pengurutan genom ini ilmuwan 
dapat memberi penjelasan variasi genetik tertentu menghasilkan ciri dan 
penyakit tertentu. Sebab, banyak penyakit yang memiliki komponen 
genetik yang rumit, seperti kanker dan jantung. Namun, melalui inovasi 
teknologi ini, komputer dapat memberikan rekomendasi dalam beberapa 
menit terkait perawatan khusus untuk kanker (Schwab, 2016:24—26). 

Dalam bagian ini telah dijelaskan bagaimana teknologi berimplikasi 
pada hampir seluruh kehidupan manusia. Telah dijelaskan pula, bahwa 
dalam sejarah revolusi industri pertama hingga revolusi keempat yang saat 
ini kita alami selalu memberikan implikasi secara luas tidak hanya pada 
tataran individu tetapi juga sosial dan ekonomi. Penting juga untuk dicatat 
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bahwa lompatan penemuan dan inovasi teknologi di era revolusi industri 
keempat memiliki kecepatan penyebaran ke seantero dunia jauh lebih cepat 
dari penyebaran temuan-temuan teknologi di era sebelumnya, misalnya 
mesin uap, listrik, bola lampu, atau alat pintal benang. Ketika ditemukan 
di Eropa, peralatan tersebut butuh puluhan bahkan lebih dari seratus tahun 
untuk diadopsi secara luas di Asia dan Afrika (Schwab, 2016:12—13). 
Selanjutnya, penulis akan mendiskusikan secara khusus mengenai 
apa saja bentuk dan ruang lingkup ekonomi digital sekaligus apa saja riset 
sosial yang potensial untuk dilakukan mengenai isu-isu di dalamnya. 


Bentuk-bentuk Ekonomi Digital 


Berdasarkan kajian kami atas berbagai literatur akademik (e.g. Berg, 
Furrer, Harmon, Rani, & Silberman, 2018: Woodcock & Graham, 2020), 
laporan lembaga riset dan organisasi internasional (daftar website kami 
cantumkan di bagian akhir bab ini), serta empirical engagement dengan 
isu ekonomi digital selama beberapa tahun terakhir, kami mengidentifikasi 
dan memetakan ekonomi digital ke dalam enam bentuk utama, yakni 
web-base micro task, location based sharing, e-commerce, fintech, serta 
creative content dan digital self-marketing. Dengan mengetahui bentuk- 
bentuk transformasi digital itu kita akan lebih mudah dalam melihat suatu 
isu dan membaca potensi riset dalam kajian ekonomi digital. 


1. Web-based Micro task 

Web-based micro task adalah bentuk penyaluran pekerjaan 
yang dilakukan melalui website, di mana pekerja dan pemberi kerja 
hanya terikat dalam hubungan kerja untuk hasil, durasi waktu, dan 
upah sesuai yang disepakati. Contoh situs-situs yang menjalankan 
fungsi ini adalah upwork.com, Amazon Mechanicalturk, 99 
Designs, Shutterstock dan masih banyak lagi. 

Situs-situs tersebut memediasi antara pencari kerja dengan 
dengan lowongan yang sesuai dengan kemampuan mereka (Berg 
etal., 2018). Web based micro task ini mempermudah para pekerja 
lepas waktu (freelancer) untuk mendapatkan klien tanpa terbatas 
ruang dan waktu. Sebagai contoh, situs upwork.com memediasi 
para pekerja lepas di bidang layanan pelanggan, data science, sales 
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marketing, desain grafis, dan arsitektur. Pendek kata, berbagai 
macam laman Web-based micro task menjadikan peluang kerja 
lebih mudah didistribusikan oleh pemberi kerja dan diakses oleh 
pencari kerja. 

Namun demikian, perkembangan di atas juga menghasilkan 
dampak negatif bagi kondisi kesejahteraan masyarakat secara 
umum, yakni semakin banyak orang bekerja secara lepas (freelance) 
atau tidak tetap (casual). Menurut Standing (2011), semakin 
banyaknya kelompok masyarakat yang menggantungkan diri pada 
pekerjaan tidak tetap akan membentuk lapisan kelas baru yang dia 
sebut prekariat. Kata “precariat” dalam bahasa Inggris terbentuk 
dari gabungan kata “precarious”, yang berarti tidak tetap dan 
bergantung pada kontrol orang lain, dan kata “proletariat” yang 
didefinisikan Karl Mark sebagai kelas yang menggantungkan 
hidupnya pada nilai tenaga mereka karena tidak memiliki modal 
dan properti yang dapat dikomodifikasi. Dalam konteks Indonesia, 
kami merasa kata “serabutan” adalah sinonim yang sepertinya 
akurat. “Serabutan” dan “precariat” menyiratkan dua aspek makna, 
yakni aspek kepastian pekerjaan (job security) yang tidak menentu 
karena hubungan kerja yang pendek dan temporal, dan aspek 
potensi kerentanan pada kondisi kesejahteraan seperti kepastian 
pendapatan, tidak adanya dana pensiun, serta jaminan sosial. 


. Location-based sharing economy 


Disebut location-based sharing economy karena 
mempertemukan dua sumberdaya yang dimiliki oleh dua pihak 
berbeda namun kegiatan ekonominya terbatas di lokasi tertentu. 
Contoh paling popular dari klaster ini adalah layanan transportasi 
daring seperti Gojek, Grab, dan Uber, serta aplikasi penginapan 
seperti RedDoorz, Airy, dan OYO. Dalam layanan transportasi 
daring, motor atau mobil dimiliki dan dioperasikan oleh para 
pengemudi, lalu mereka berkolaborasi dengan perusahaan pemilik 
aplikasi yang menempel di telepon genggam para konsumen 
potensial. Begitu pula pada layanan penginapan daring, properti 
dimiliki dan dikelola oleh pemiliknya, lalu mereka berkolaborasi 
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dengan perusahaan pemilik aplikasi untuk menawarkan dan 
menjangkau pasar yang lebih luas. 

Elemen kunci dalam kolaborasi ini adalah kemampuan 
perusahaan aplikasi memberikan informasi lokasi para penyedia 
layanan (pengemudi dan penginapan) melalui inovasi terkini 
teknologi global positioning system (GPS). Melalui aplikasi 
yang tersematkan di telepon genggam, konsumen dapat memilih, 
mengakses, dan memesan layanan sesuai keinginan mereka dalam 
waktu yang singkat, harga yang pasti, dan diketahui pemberi 
layanan tersebut. 

Di Indonesia perkembangan aplikasi berbasis lokasi ini 
dimulai oleh Gojek. Usaha bisnis rintisan (start-up) ini dimulai 
pada 2010 dalam bentuk layanan kurir melalui call center, lalu 
pada 2015 beralih menggunakan aplikasi telepon genggam dan 
merambah berbagai layanan, mulai antarpenumpang, antarmakanan, 
hingga pijat. Kini usaha ini telah merambah ke lebih dari 200 
kota/kabupaten di Indonesia, dan melibatkan hampir 1 juta mitra 
pengemudi (The Jakarta Post, 2018). Secara bisnis, Go-Jek menuai 
sanjungan dari pemerintah berkat valuasinya yang fantastis hanya 
dalam waktu yang sangat singkat, yakni, mendapatkan julukan 
decacorn—sebuah istilah yang menunjukkan usaha rintisan dengan 
valuasi di atas 10 juta dolar AS (Nistanto, 2019). 

Kehadiran location based sharing economy di satu sisi dianggap 
berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Badan 
Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya penurunan Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 530.000 orang menjadi 
730 orang di periode Agustus 2016. Salah satu faktor pendorong 
dari penurunan tersebut adalah berkembangnya ojek berbasis daring 
(Supriyatna, 2016). Kemunculan ojek daring ini berimplikasi pada 
kemudahan transportasi terutama di sektor pariwisata. Kehadiran 
ojek daring mampu memberikan kepastian dalam hal harga dan 
jam layanan. Di mana konsumen dapat mengakses ojek daring 
tanpa ada batasan waktu. Di sektor pariwisata, kehadiran ojek 
daring membantu mobilitas pergerakan wisatawan dari satu tempat 
ke tempat lainnya. Fitur teknologi penerjemahan otomatis dalam 


aplikasi ojek daring membantu wisatawan mancanegara untuk 
berkomunikasi dengan pengemudi (Haryanti, 2019). 

Namun demikian, kita juga perlu membaca permasalahan- 
permasalahan yang ditimbulkan oleh ojek daring ini. Pertama, 
dalam hal hubungan kerja yang tidak jelas. Hubungan antara 
perusahaan dan pengemudi adalah hubungan “kemitraan” 
(partnership). Hubungan kerja model ini belum terdefinisikan dalam 
undang-undang ketenagakerjaan dan perburuhan di hampir semua 
negara di dunia. Hubungan kerja ini cukup rancu dan menimbulkan 
potensi kerentanan bagi pengemudi yakni hilangnya hak-hak 
pekerja seperti upah minimum, jam kerja yang tidak terbatas, dan 
tidak adanya jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan 
(Fanggidae, Sagala, & Ningrum, 2016, Isbah, 2019). Di satu sisi 
fleksibilitas jam kerja ini membuat para pengemudi dapat bekerja 
kapan saja. Namun, tanpa adanya pengaturan jam kerja ini membuat 
para pengemudi banyak yang bekerja melebihi waktu maksimum 
bekerja. Banyak dari mereka bekerja melebihi ketentuan kerja layak 
(decent work) ILO, yakni bekerja lebih dari 8 jam, bahkan ada yang 
sampai 15 jam dalam sehari. Jam kerja yang sangat panjang ini akan 
berimplikasi pada kerentanan pada kecelakaan, ketidakseimbangan 
waktu untuk bekerja dan keluarga, serta situasi kesejahteraan secara 
umum (Isbah, 2019). 

Lebih dari itu, terdapat dampak jangka panjang yang perlu 
menjadi perhatian, yakni banyaknya anak-anak muda bekerja di 
sektor ini. Sebuah studi oleh Fatmawati dkk. ((2019) menemukan 
bahwa anak-anak muda, umumnya baru lulus SMA hingga usia 
30-an tahun, yang bekerja di sektor ini mengalami deskilling dan 
skill trap. Deskilling adalah proses pekerjaan di mana pekerja hanya 
mendayagunakan kemampuan di bawah keterampilan yang mereka 
miliki. Akibat jangka panjang dari situasi ini adalah semakin lama 
bekerja, skill pekerja malah semakin rendah. Dalam hal ini, para 
pengemudi ojek daring bisa jadi memiliki skill lebih dari sekadar 
mengendarai motor atau menyopir mobil, namun skill tersebut 
tidak terpakai. Jika proses ini berlangsung dalam waktu yang 
lama, skill yang mereka miliki bisa terancam menurun atau bahkan 


147 


148 


hilang. Sementara itu, skill trap adalah hilangnya kesempatan 
untuk peningkatan skill, serta peluang untuk mobilitas karier dan 
pendapatan (cf. Braverman, 1998, Heisig, 2009). 


E-Commerce 

Inovasi teknologi di era Revolusi Industri keempat ini juga 
menciptakan cara baru dalam melakukan transaksi jual-beli. 
Sebelumnya, aktivitas berbelanja dilakukan dengan perjumpaan 
fisik seperti terjadi di pertokoan dan mall, dan pemesanan lewat 
telepon. Saat ini 3,2 miliar penduduk dunia menggunakan teleon 
selulur yang sebagian besar terkoneksi dengan jaringan internet. 
Maka terciptalah cara baru untuk menjangkau konsumen, yakni 
melalui pengembangan aplikasi telepon seluler di mana pedagang 
dari mana pun bisa membuka toko dan menjajakan dagangannya 
melalui aplikasi tersebut. Dalam literatur akademik, perdagangan 
daring ini disebut e-commerce, namun di kalangan masyarakat 
umum kerap disebut olshop, kependekan dari online shopping. 

Adiningsih dkk. (2019: 77-80) memetakan platform 
e-commerce berdasarkan domain dan proses bisnisnya. Terdapat 
tiga bentuk yang relevan kami kutip di sini. Pertama, business 
to business yang hanya melakukan transaksi antarperusahaan, 
seperti Bizzy yang melayani pengadaan alat tulis kantor untuk 
perusahaan atau instansi dalam jumlah besar, tidak eceran. Kedua, 
business to consumer yang melayani transaksi antara perusahaan 
dengan konsumen pengguna, seperti Zalora dan Bibli.com. Ketiga, 
consumer to consumer yang menyediakan toko virtual bagi siapa 
pun yang ingin berjualan di platform dan langsung berhubungan 
dengan konsumen. Contoh yang populer dari tipe ini adalah 
Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. 

E-commerce memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dapat 
menghadirkan transparansi harga dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen untuk membandingkan barang dan harga yang 
ditampilkan oleh tenant di sebuah aplikasi e-commerce secara 
mudah. Kedua, memungkinkan aktivitas belanja yang efisien 
dari sisi waktu dan biaya karena transaksi dapat dilakukan di 
mana saja dan kapan saja tanpa harus menghabiskan waktu dan 


biaya perjalanan menuju toko. Ketiga, bagi pedagang, kehadiran 
e-commerce ini mengurangi biaya operasional, tentu yang paling 
pasti adalah sewa toko atau lokasi usaha. Terakhir, model ini dapat 
menjangkau pembeli di tempat yang sebelumnya sulit terjangkau 
karena lokasi yang terlalu jauh. Aplikasi ini memungkinkan adanya 
pembelian dari manapun dan oleh siapapun, tanpa ada batasan 
ruang dan waktu. 

Sisi positif dari e-commerce adalah terciptanya peluang 
kewirausahaan di sektor perdagangan secara lebih luas. Indonesia 
di tahun 2019, menurut data Global WebIndec, merupakan 
negara dengan adopsi e-commerce tertinggi di dunia. Terdapat 90 
persen dari pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun pernah 
melakukan pembelian secara daring. Semakin meluasnya budaya 
berbelanja daring ini memberikan angin segar bagi siapa pun di 
sektor produksi untuk lebih mudah menjual produk mereka di 
aplikasi e-commerce tanpa biaya apapun. Para pedagang kecil, 
ibu rumah tangga, dan penduduk setengah menganggur juga dapat 
mencoba berdagang dalam skala yang mereka mampu. 

Namun, ada kecenderungan negatif yang juga muncul, yakni 
maraknya barang impor dalam jumlah yang besar, yang dapat 
menyulitkan produk-produk lokal untuk bersaing di aplikasi 
e-commerce Indonesia (Safitri, 2019). 


Fintech (financial technology) 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 
2017, perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia 
cukup pesat. Fintech merupakan bisnis di bidang keuangan yang 
mengandalkan teknologi internet untuk memudahkan dalam 
urusan transaksi. Dalam perkembangan terkini, fintech terdiri dari 
empat jenis: payment (alat pembayaran) seperti OVO, GoPay, 
LinkAja, lending (pinjaman) seperti Amartha, Danamas, capital 
market (pasar modal) seperti Bareksa, dan insurtech (asuransi) 
seperti Pasar Polis, @oala, Lifepal (FGD dengan OJK Yogyakarta, 
September 2018). 

Namun demikian, di balik kemudahan yang diberikan bukan 
berarti bisnis fintech ini tidak menimbulkan jebakan sekaligus 
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tantangan dalam waktu bersamaan. Pertama, dalam hal jebakan 
keberadaan dompet elektronik (e-wallet), seperti OVO, Gopay, dan 
LinkAja menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan itu 
dilakukan untuk memonopoli masyarakat untuk menggunakan uang 
elektronik tersebut (Sari, 2019). Persaingan tidak sehat ini dilakukan 
dengan strategi “bakar uang”, yakni dengan cara memberikan 
diskon, sebagaimana dilakukan oleh sebuah perusahaan yang 
menghabiskan modal hingga US$50 juta atau setara 700 miliar per 
bulan (Franedya, 2019). Selain itu muncul kasus berupa maraknya 
fintech ilegal yang memberikan pinjaman dana dengan bunga 
yang cukup besar dengan jangka waktu pinjaman yang pendek. 
Penagihan pinjaman pun dilakukan dengan cara yang kurang 
manusiawi yakni perusahaan akan melakukan teror terhadap 
peminjam. Satgas Waspada Investasi mencatat terdapat sejumlah 
126 fintech pinjaman daring ilegal hingga September 2020 ini (Dwi 
Afriyad, 2020). 

Keamanan dunia siber di Indonesia juga menjadi masalah 
sekaligus tantangan bagi bisnis fintech di Indonesia. Dalam laporan 
tentang keamanan internet di Indonesia yang dilakukan oleh 
Kaspersky, negara ini memiliki peringkat yang cukup buruk dalam 
hal keamanan internet. Di tingkat Asia Pasifik, Indonesia menempati 
peringkat ke-19, sementara negara ASEAN seperti Singapura 
(6), Brunei Darussalam (8), Malaysia (9), Thailand (10), Filipina 
(15), mupun Vietnam (17) (Getinrya, 2017). Rendahnya tingkat 
keamanan internet itu berakibat pada rawannya pembobolan yang 
dilakukan oleh peretas (hacker). Hasil survei yang dilakukan oleh 
konsultan ekonomi PricewaterhouseCoopers (PwC) menunjukkan 
perbankan di Indonesia telah kehilangan ratusan juta dolar Amerika 
Serikat (AS) akibat serangan siber (Burhan, 2019). Kaspersky 
telah memprediksi akan terjadinya peningkatan aktivitas kelompok 
spesialisasi penjualan jaringan akses dari kriminal-kriminal ke bank 
di kawasan Afrika, Asia, serta Eropa Timur. Target utama kelompok 
peretas itu adalah bank-bak kecil serta organisasi keuangan yang 
memainkan peran besar dalam suatu negara (Warta Ekonomi, 2019) 


Dari segi pengguna, ketidakamanan siber di Indonesia ini lebih 
mengkhawatirkan dalam pencurian data pribadi. Sebagaimana yang 
ditulis dalam majalah The Economist pada tahun 2017 bahwa “data 
raksasa” (big data) hari ini memiliki nilai yang teramat penting. 
Data raksasa itu akan menjadi kunci untuk membaca pasar yang 
saat ini tertanam dalam jaringan virtual. Jika pada era sebelumnya 
minyak bumi menjadi komoditas yang sangat bernilai, maka di 
era revolusi internet ini big data menjadi suatu sumber daya yang 
sangat dipertimbangkan. Salah satu contoh kasus pencurian data 
di tahun 2020 lalu menimpa salah satu e-commerce terbesar di 
Indonesia yang mengalami kebocoran data 91 juta penggunanya 
(Djumena, 2020). 


Creative Content 

Perkembangan teknologi internet juga memengaruhi dunia 
hiburan. Dewasa ini muncul selebritas-selebritas baru yang tidak 
hadir dari media konvensional seperti televisi dan majalah. Selebriti 
baru tersebut lahir dari media digital seperti Youtube (disebut 
Youtuber) dan Instagram (disebut Selebgram). Selebriti dari media 
baru itu juga dinamai dengan istilah mikro-selebriti (Marwick & 
Boyd, 2011) atau internet celebrities (Abidin, 2018). Internet, 
khususnya media sosial, menjadi ruang baru untuk mendapatkan 
audiens dalam jumlah yang banyak. Internet juga membuka 
kesempatan secara terbuka bagi siapa saja untuk menjadi terkenal 
dan dikenal oleh banyak orang. Untuk menarik audiensi di dunia 
maya para mikro selebriti membuat konten kreatif baik berupa 
gambar, video-blog, atau tulisan di jejaring media sosial mereka. 

Fenomena mikro-selebriti ini merupakan salah satu contoh 
dari pergeseran kapitalisme di dalam industri hiburan. Jika pada 
era sebelumnya industri hiburan dikuasai oleh agensi dan berbagai 
perusahaan rekaman seperti Sony Music Studio dan industri 
perfilman seperti Rapi Film, namun saat ini industri hiburan 
bergerak ke arah independen. Penghasilan yang didapat dari jalur 
independen ini didapat dari iklan yang ditayangkan di platform 
penayang. Salah satu perusahaan digital yang menawarkan jasa 
iklan digital itu adalah Google Adsense. Iklan digital ini dianggap 
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cukup efektif, mengingat saat ini masyarakat lebih beralih ke media 
digital seiring meluasnya langganan koneksi internet tak terbatas di 
banyak rumah tangga. Selain itu, penghasilan juga didapatkan dari 
promosi produk secara berbayar atau kerap disebut dengan istilah 
endorsement. Dalam endorsment ini mikro-selebriti diminta untuk 
membuat karya baik berupa gambar, video, tulisan sebagai promosi 
terhadap suatu produk. 

Ranah hiburan digital ini merupakan salah satu fenomena 
yang digandrungi anak muda dewasa ini. Pemerintah Indonesia 
menekankan bahwa di masa depan Indonesia akan digerakkan 
oleh anak muda yang berkecimpung di Industri kreatif (Hardiyan, 
2018). Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan content 
creator di Indonesia dilakukan salah satunya dengan mendirikan 
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yang bertugas mendukung 
perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Mulai periode kedua 
pemerintahan Presiden Joko Widodo, badan tersebut dilebur ke 
dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (https:// 
kemenparekraf.go.id/). 


. Digital Self- Marketing 


Meluasnya akses internet juga menciptakan ruang terbuka 
yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun, tanpa bergantung pada 
aplikasi yang didesain untuk tujuan komersial atau perdagangan. 
Salah ruang tersebut adalah media sosial seperti Facebook dan 
Instagram, yang pada dasarnya didesain sebagai ruang ekspresi 
dan komunikasi sosial. Namun dalam praktiknya, ruang ini juga 
banyak dimanfaatkan untuk tujuan bisnis mandiri atau kami sebut 
sebagai digital self-marketing. 

Jika kita berselancar di ruang Facebook dan Instagram, kita 
pasti menjumpai banyak sekali pengguna aplikasi tersebut yang 
mempromosikan atau menjual suatu produk secara mandiri. Cara 
paling umum yang digunakan adalah menggunakan foto dan 
caption narasi yang dibuat semenarik mungkin. Salah satu contoh 
fenomenal adalah akun Facebook “Khilma Anis”. Khilma adalah 
penulis novel yang tinggal di sebuah desa di Jember, Jawa Timur. 
Sebelum era media sosial, dia telah menerbitkan beberapa novel 


melalui penerbit di Yogyakarta. Di era meluasnya penggunaan 
media sosial, dia kemudian beralih menerbitkan sendiri novel 
karyanya dan menjualnya secara mandiri pula. Sebagai strategi 
promosi, dia mengunggah penggalan-penggalan dari novelnya yang 
berjudul Hati Suhita sepanjang sekitar dua atau tiga paragraf secara 
teratur di dinding Facebook. Rupanya unggahan-unggahan tersebut 
mendapatkan respons dan komentar yang luas, hingga ratusan 
di setiap unggahan. Pola ini dia lakukan secara regular selama 
beberapa bulan, sambil menunggu proses produksi novelnya. 
Saat itu juga, Khilma mulai membuat PO (purchasing order) atau 
pemesanan. Ketika telah selesai dicetak, novel tersebut langsung 
terjual dalam ribuan kopi, dan terus cetak ulang hingga lebih dari 
ratusan ribu kopi. Dia meraup lebih dari 1 miliar rupiah dari satu 
judul novel ini. Fenomena Khilma Anis dengan novel Hati Suhita 
menunjukkan lebarnya peluang penerbitan komersial yang bisa 
dilakukan oleh individu tanpa harus melalui penerbit dan jaringan 
toko buku yang mapan seperti Gramedia atau yang lain. 

Akhir-akhir ini, digital self-marketing juga cukup marak 
digunakan oleh para wirausahawan di bidang fesyen, yang sebagian 
besar adalah perempuan dan ibu rumah tangga. Sebuah studi oleh 
Nurcahyani dan Isbah (2020) menemukan bahwa digital self- 
marketing menghadirkan kesempatan baru bagi para perempuan 
untuk memasarkan produk dan mengembangkan bisnis mereka 
dari rumah, tanpa meninggalkan pekerjaan domestik sebagai istri 
dan ibu. 

Contoh lain dari digital self-marketing adalah usaha perdagangan 
yang kadang dilabeli dengan istilah kewirausahaan sosial (social 
entrepreneurship). Dari pengamatan kami terhadap perkembangan 
terkini di lapangan, ada kewirausahaan sosial yang diinisiasi oleh 
perseorangan sebagai sebuah bisnis namun tetap mengemban misi 
pemberdayaan khususnya kepada mereka yang berada di rantai 
produksi. Salah satu contoh dari model ini adalah Agradaya, 
sebuah bisnis usaha rintisan yang bermarkas di pedesaan Sleman, 
Yogyakarta. Tidak sekedar berdagang, mereka berkolaborasi dengan 
para petani di pedesaan. Dimulai dengan membangun kesadaran 
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bersama akan potensi lahan desa untuk tanaman obat seperti jahe, 
kunyit, dan semacamnya, belajar bersama tentang teknik menanam, 
memupuk kesadaran akan pertanian berkelanjutan, hingga cara 
pengolahan hasil panen yang lebih higienis dan bernilai jual tinggi. 
Untuk yang terakhir ini, Agradaya mendirikan rumah pengeringan 
bertenaga surya yang dapat mengeringkan hasil panen secara lebih 
cepat dengan higienitas yang lebih terjaga, dibanding pengeringan 
dengan dijemur di bawah sinar matahari. Dalam semua proses 
itu, peran petani perempuan sangat menonjol, yang sekaligus 
meningkatan agensi dan peran mereka dalam perekonomian 
rumah tangga (Maulinda, 2019, wawancara dengan Andhika, 
CEO Agradaya, Oktober 2018). Agradaya menggunakan website, 
Instagram dan berbagai platform e-commerce secara simultan untuk 
mempromosikan dan melakukan transaksi. 

Sementara itu, masa pandemi Covid-19 ini mengilhami 
banyak kelompok masyarakat maupun entitas pemerintahan untuk 
menciptakan platform perdagangan berbasis digital sebagai upaya 
memperlancar lalu lintas perdagangan, tetapi dengan interaksi fisik 
yang lebih terbatas. Pasar.id adalah salah satu kreasi yang awalnya 
diinisiasi Pemerintahan Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta, tapi dalam perkembangannya diperluas jangkauannya 
melalui dukungan pemerintah Kabupaten Bantul. Platform ini 
bertujuan untuk membangan jejaring pedagang di berbagai pasar 
di wilayah Kabupaten Bantul, dimana mereka bisa melakukan 
pertukaran informasi tentang ketersediaan barang dan harga, 
serta bertransaksi (wawancara dengan Wahyudi, Kepala Desa 
Panggungharjo, Oktober 2020). 


Potensi Riset Sosial di Ranah Ekonomi Digital 


Jika kita mengeksplorasi khazanah literatur terkini, khususnya jurnal 
ilmiah, kita akan menemukan ratusan atau mungkin saja ribuan artikel 
yang membahas berbagai aspek dari ekonomi digital. Banyak sarjana 
dari disiplin ilmu seperti hukum, ekonomi, sosiologi, politik, komunikasi, 
kajian media, psikologi, dan lintas-disiplin tertarik dan terlibat aktif dalam 
perkembangan kajian di topik ini. Karena keterbatasan ruang di sini, 
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juga keterbatasan jangkauan bacaan kami, di sini akan diberikan sedikit 
gambaran peta diskusi mereka, dengan harapan dapat menginspirasi 
penelitian atau kajian selanjutnya. 

Pertama, perdebatan hukum danregulasi tentang hubungan “kemitraan” 
di sektor transportasi daring berlangsung di berbagai jurnal papan atas 
bidang hukum dan hubungan industrial. Definisi standar “hubungan kerja” 
atau “hubungan industrial” di dalam undang-undang ketenagakerjaan dan 
perburuhan di berbagai negara adalah relasi yang saling mengikat dan 
kewajiban pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Kemunculan hubungan 
kerja “kemitraan” yang menegasikan kesaling-mengikatan dan pemenuhan 
hak-hak dasar pekerja, namun hakikatnya tetap saling bergantung secara 
ekonomi, tidak dapat diakomodir oleh definisi hubungan kerja pada 
UU dan regulasi ketenagakerjaan yang ada. Ekonomi digital, menurut 
Woodcock dan Graham (2020, p. 208), telah melahirkan subjek pekerja 
yang terlepas dari tiga prinsip utama dalam hubungan industrial: collective 
bargaining karena mereka sangat sulit berserikat, hak-hak perlindungan 
ketenagakerjaan seperti upah minimum, pengaturan jam kerja dan hak cuti, 
serta kepesertaan dalam sistem asuransi nasional di negara masing-masing. 

Atas situasi ini, Natour (2016) mengajukan istilah “governance 
gap”, sedangkan Flanagan (2017) menyebut “regulatory deficit” untuk 
menggambarkan ketidakcukupan hukum ketenagakerjaan dalam mengatur 
dan melindungi pekerja di tengah perkembangan dunia kerja yang berubah 
akibat penemuan teknologi. Ada beberapa lontaran untuk menjawab 
tantangan ini, antara lain dengan kembali pada prinsip-prinsip dasar 
Hak Asasi Manusia dan Kerja Layak (Isbah, 2019), penguatan peran 
pemerintah dalam proses kontrak dan kesepakatan kedua belah pihak 
(Lewchuk, 2017), dan pembuatan definisi “pekerja mandiri? dalam regulasi 
ketenagakerjaan dengan pembubuhan “hak-hak pekerja”, bukan “hak-hak 
karyawan” supaya kata pekerja tidak selalu harus bermakna bekerja pada 
seorang pemberi kerja (Stewart & Stanford, 2017). Beberapa studi ini 
kiranya dapat menginspirasi ide penelitian selanjutnya, misalnya upaya 
pencarian alternatif atau jalan keluar dari kebuntuan regulasi yang ada di 
berbagai belahan dunia, atau ide lain yang relevan. 

Kedua, “sejauh mana ekonomi digital berkontribusi pada penguatan 
ekonomi masyarakat kelas bawah” adalah pertanyaan besar yang banyak 
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dikaji oleh kalangan kritis (e.g. Graham, Hjorth, & Lehdonvirta, 2017, 
Graham, Lehdonvirta, Wood, Barnard, & Hjorth, 2018, Woodcock & 
Graham, 2020). Sebagaimana uraian di atas, peluang bisnis dengan 
model digital self-marketing bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa modal 
yang besar. Banyak studi yang telah mengeksplorasi hal ini, termasuk 
melihat besarnya partisipasi perempuan di dalamnya, misalnya Fisher 
(2014), Chung dkk. (2020), dan Nurcahyani dan Isbah (2020). Sedangkan 
e-commerce dalam bentuk mal daring hanya mampu dilakukan oleh 
korporasi bermodal besar. Karena itu, upaya eksplorasi akan strategi dan 
model pemanfaatan ekonomi digital untuk penguatan ekonomi masyarakat 
kelas bawah sangat diperlukan. 

Ketiga, salah satu aspek khas dalam ekonomi digital adalah Iabour 
process dan pembentukan labour subject yang dimediasi oleh perangkat 
digital yang disebut algoritma. Kontrol, supervisi, penilaian, dan penentuan 
imbalan terhadap pekerja didasarkan pada informasi dan mekanisme yang 
sudah ditanamkan ke dalam sistem algoritma. Banyak sarjana (e.g. Chai & 
Scully, 2019, Kaine & Josserand, 2019, Pfeiffer & Kawalec, 2020: Wood, 
Graham, Lehdonvirta, & Hjorth, 2019) memandang labour process seperti 
ini sangat pontensial menciptakan ketidakadilan karena pekerja pasti 
kesulitan menyampaikan keluhan dan keberatannya, karena mereka hanya 
berinteraksi dengan perangkat digital. Dengan demikian, riset tentang 
potensi eksploitasi, kerentanan dan risiko, serta kesejahteraan pekerja 
sangat penting dilakukan berdasarkan konteks sosial-ekonomi, sektor 
pekerjaan, dan kerangka regulasi yang berbeda-beda. 


Kesimpulan 


Tulisan pendek ini telah memberikan paparan ringkas tentang sejarah 
lahirnya ekonomi digital, bentuk-bentuk perkembangannya beserta aspek- 
aspek optimistik dan pesimistik, serta gambaran singkat perkembangan 
studi tentang topik ini. Dengan demikian, ide dan inisiatif kajian atau riset 
baru diharapkan dapat dilahirkan dan dikembangkan sesuai dengan minat 
perspektif teoretis dan perkembangan empiris isu ini di lapangan saat ini 
dan ke depan. 
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BAB 8 
Digitalisasi dan Membangun Dunia 
Kerja Masa Depan yang Berperspektif Gender 


Desintha Dwi Asriani dan Herni Ramdlaningrum 


Pengantar 


unia saat ini sedang bergerak pada perubahan struktural akibat 
| D Merugan antara teknologi, sosio-ekonomi, geopolitik, dan 
demografis. Perubahan ini merupakan dampak dari lahirnya Revolusi 
Industri fase ke-4 (41R), sebuah revolusi yang menghubungkan jaringan 
teknologi dan informasi pada mesin-mesin produksi. Ide utama 41R 
adalah untuk mengeksploitasi potensi teknologi dan konsep baru untuk 
keuntungan setinggi-tingginya dengan biaya serendah-rendahnya. Menurut 
Rojko (2017) 41R akan dapat membantu industri untuk memangkas biaya 
produksi sebesar 10—3096, biaya logistik sebesar 10-3096, serta biaya 
manajemen kualitas sebesar 10-2096. Efisiensi ini memberikan insentif 
menggiurkan bagi pemilik modal, tetapi di sisi yang lain, mengakibatkan 
disrupsi pasar kerja, mengancam eksistensi manusia akibat melemah atau 
hilangnya peran produktivitas yang dilakukan. 

Pemerintah Indonesia memandang 41R sebagai peluang untuk 
mendongkrak ekonomi dan menempatkan Indonesia sebagai satu dari 
10 negara ekonomi terbesar di dunia. Untuk mencapai ini, pemerintah 
menerbitkan peta jalan dengan judul Making Indonesia 4.0, yang 
menargetkan lima sektor utama sebagai sektor unggulan yang dinilai 
sebagai andalan dan bisa bersaing di masa depan, antara lain, bidang 
minuman dan makanan, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik. Namun 
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demikian, jika kelima sektor ini akan menjadi target pemerintah sebagai 
sektor unggulan ekonomi yang pada prosesnya tentu saja akan melibatkan 
pemanfaatan dan eksploitasi teknologi seperti halnya karakter alami pada 
41R, maka di mana tenaga kerja manusia? Di mana posisi perempuan 
dalam industri dan pekerjaan di masa depan? Untuk menjawab ini, maka 
kita perlu merefleksikan bersama kondisi angkatan kerja perempuan serta 
bagaimana partisipasi mereka pada pasar kerja yang terjadi selama ini. 
Menyadari pentingnya kesetaraan gender, target SDG nomor 5 berpusat 
pada perempuan yang muncul sebagai pemangku kepentingan yang 
berinvestasi secara setara dalam paradigma pembangunan. Laporan yang 
diterbitkan oleh ILO menunjukkan terdapat 48,546 partisipasi angkatan 
kerja perempuan, di mana 26,596 berpenghasilan lebih rendah dari laki- 
laki (International Labour Office, 2018). 

Tulisan ini berupaya untuk mendiskusikan bahwa terdapat tantangan 
yang tidak sederhana untuk menyandingkan gagasan Revolusi Industri 4.0 
ini dengan upaya mengeliminasi ketimpangan gender. Diskusi menjadi 
semakin relevan di masa (pasca) pandemi Covid-19 di mana teknologi 
semakin menjadi tumpuan interaksi sosial dan aktivitas kerja. Namun 
perkembangan teknologi tidak akan memberikan manfaat yang sama bagi 
perempuan dan laki-laki jika input dan proses dalam mempelajari dan 
memanfaatkannya tidak pada garis start yang sama. Literasi teknologi yang 
rendah yang berdampak pada pergeseran dan perubahan pekerjaan akan 
semakin menyulitkan terutama bagi perempuan untuk memasuki pasar kerja 
khususnya pekerjaan di masa depan. Namun di sisi lain, praktik-praktik 
keseharian yang dilakukan perempuan di tengah arus perubahan jaringan 
teknologi dan informasi juga tengah bertumbuh. Misalnya perubahan pada 
ekonomi tradisional ke e-commerce yang banyak melibatkan perempuan 
pelaku usaha dan bagaimana sejumlah perempuan (muda) yang cukup 
aktif memanfaatkan media sosial sebagai arena mata pencaharian. Hal ini 
dapat dilihat sebagai input untuk merumuskan alternatif pendekatan agar 
transformasi aktivitas ekonomi di masa depan yang berkeadilan gender. 
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Perkembangan digitalisasi dan pergeseran dunia kerja: 
Bagaimana perempuan? 


Teknologi telah menciptakan lanskap digital baru yang dipercayai 
dapat memberikan peluang kepada perempuan di seluruh dunia fleksibilitas 
untuk memulai usaha dengan nilai investasi yang relatif kecil tetapi 
memiliki daya jangkau pasar yang mendunia. Selaiknya, teknologi adalah 
enabler dan akselerator untuk kesetaraan gender. Tidak dapat dibantah, 
bahwa dengan kemajuan teknologi, terjadi peningkatan produktivitas 
secara bertahap. Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan ataupun 
laki-laki dibekali dengan keterampilan abad ke-21 agar sepenuhnya siap 
menghadapi perubahan besar yang akan datang. Merujuk pada studi (Pia 
& Drahokoupil, 2017) terdapat empat dimensi yang diprediksi merupakan 
dampak langsung dari Revolusi Industri 4.0 berdasarkan gender antara 
lain: 


1. Perubahan struktural 

Kehilangan pekerjaan terjadi baik pada pekerjaan yang 
didominasi laki-laki seperti konstruksi dan pekerjaan yang 
didominasi perempuan seperti pekerjaan administrasi. Perubahan 
positif lebih dapat dilihat pada pekerjaan yang didominasi 
laki-laki pada sektor teknologi dan informasi sedangkan dalam 
beberapa pekerjaan yang didominasi perempuan (misalnya petugas 
kebersihan dan ART). Pola pertumbuhan campuran ini bergeser 
relatif terbatas pada pekerjaan perempuan di mana dari semua jenis 
pekerjaan yaitu 4596 pada tahun 2008 meningkat hanya 46Y6 pada 
tahun 2015. Sebagian besar pertumbuhan pekerjaan bagi laki-laki 
dan perempuan bergantung pada apa yang terjadi pada pekerjaan 
yang didominasi laki-laki dan perempuan. Seperti yang dieksplorasi 
Rubery & Rafferty (2013) dalam kaitannya dengan dampak resesi 
dan penghematan, laki-laki sangat rentan terhadap perubahan di 
bidang manufaktur dan konstruksi dan perempuan terutama rentan 
terhadap perubahan di sektor publik dan layanan swasta. 
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2. Mengubah sifat dan kualitas pekerjaan 

Perubahan sifat dan kualitas pekerjaan bagi perempuan 
bergantung pada tiga faktor utama: pola perpindahan, pola 
perekrutan berdasarkan gender saat ini dan masa depan ke 
dalam berbagai jenis pekerjaan, dan tentu saja pola keseluruhan 
reorganisasi kerja. Jika otomatisasi terjadi terutama dalam kaitannya 
dengan tugas yang berulang atau rutin, maka pekerjaan perempuan 
rata-rata dapat meningkat. Pekerjaan berulang dan rutin dalam 
perkembangan teknologi terlihat mulai tergeser di pasar kerja, 
terutama setelah hadirnya robotisasi dan otomatisasi. Meskipun 
demikian, kemampuan perusahaan dalam menyediakan teknologi 
yang relatif masih mahal akan berdampak pada keberlangsungan 
pekerja perempuan. Karena tenaga pekerja perempuan lebih murah 
daripada pengayaan mesin. Otomatisasi memiliki kecenderungan 
untuk menyasar posisi dengan upah tinggi seperti analisis keuangan 
dan lain sebagainya. 


3. Perubahan hubungan kerja 

Revolusi industri 4.0 menandai perubahan dari perjanjian kerja 
permanen menjadi kontrak sementara. Dinamika teknologi yang 
begitu tinggi membuat pemberi kerja menghindari perjanjian yang 
bersifat permanen. Dampak ini akan banyak dirasakan terutama 
oleh pekerja perempuan di industri manufaktur seperti tekstil, 
garmen, dan pengolahan makanan. Ketersediaan platform online 
yang menawarkan fleksibilitas kepada perempuan sebenarnya 
memberikan peluang pada pasar. Namun, perlu disadari bahwa 
dalam konteks Indonesia, akses pada teknologi dan informasi 
masih terbatas, bukan hanya kemampuan daya beli pada perangkat 
memadai untuk berwirausaha, tapi pada akses internet yang belum 
merata di seluruh Indonesia. Seperti pada konteks Indonesia di 
mana peningkatan jumlah pelaku UMKM perempuan tidak diikuti 
dengan tingginya penggunaan teknologi dalam usahanya tersebut. 
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4. Perubahan akses pada pekerjaan selama masa persalinan dan 
mengasuh anak. 

Terdapat risiko dimana Revolusi Industri 4.0 menjadikan 
pekerjaan lebih terfragmentasi dan persaingan untuk masuk pasar 
kerja lebih sulit terutama bagi perempuan yang meninggalkan 
pekerjaan untuk kepentingan persalinan dan mengasuh anak. Di 
saat yang sama, kehadiran teknologi baru berpotensi memudahkan 
pemberi kerja untuk menyetujui permintaan kerja fleksibel, 
sehingga mungkin mengurangi proporsi perempuan kehilangan 
pekerjaan setelah melahirkan. Dalam konteks ini, kebijakan pemberi 
kerja dapat mengurangi ancaman akibat teknologi. 


Namun, kembali pada peran gender yang ada pada kultur masyarakat, 
perempuan akan menghadapi peran ganda sekaligus, bekerja dan mengurusi 
rumah tangga. Interaksi domestik (rumah tangga) dan pasar kerja yang ada 
terbentuk dan dibentuk oleh pembakuan peran gender yang mengakibatkan 
ketimpangan dalam keduanya. Perempuan dengan beban pekerjaan 
domestik tidak berbayar dituntut untuk mencurahkan waktu, pikiran dan 
energi yang besar sehingga membatasi peran ekonomi dan sosialnya. Jika 
mengacu pada kerangka feminis kritis, pembakuan peran gender telah 
memberikan keuntungan pada sistem kapitalisme dimana kebutuhan 
pekerja untuk mendapatkan sistem dukungan keluarga menjadi berkurang 
dan hal ini memiliki konsekuensi bagi perempuan di sepanjang hidupnya 
yaitu terjebak pada peran unpaid care work atau low-wage carework. 

Pasar kerja dan lingkungan domestik merupakan struktur kekuasaan 
dan saling bergantung. Dalam pembagian kerja ini, mengurus rumah 
tangga tidak dilihat sebagai tanggung jawab kolektif antara laki-laki 
dan perempuan, atau seluruh masyarakat, tetapi sebagai tanggung jawab 
individu perempuan. Peran ini terlampau mengikat dan menuntut curah 
waktu yang panjang, sehingga perempuan, baik karena desakan ekonomi 
atau pergeseran budaya, berupaya mengisi peran-peran sosial ekonomi 
yang dapat dilakukan tanpa melepaskan peran “utamanya” dalam rumah 
tangga. 

Secara angka, jumlah usia produktif perempuan pada 2019 sedikit 
melebihi jumlah laki-laki. Namun, partisipasi kelompok usia produktif 


perempuan maksimal hanya mencapai sekitar 50 persen dari total populasi 
pada 2019 menempatkan Indonesia pada urutan ke-94 dalam hal partisipasi 
angkatan kerja perempuan (The Global Economy, 2020). 

Terdapat beberapa kendala utama terkait rendahnya partisipasi angkatan 
kerja perempuan di Indonesia antara lain: norma sosial yang menekankan 
tanggung jawab rumah tangga pada perempuan, pembatasan mobilitas, 
perbedaan bagian pekerjaan yang dianggap pantas untuk perempuan. Faktor 
krusial lainnya yang menyebabkan perempuan tidak masuk pada pasar 
kerja adalah faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki 
perempuan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Situasi ini 
kemudian menempatkan perempuan untuk bekerja pada sektor pekerjaan 
yang tidak layak, dan eksploitatif, seperti pekerja rumah tangga yang 
mencapai sekitar 4,2 juta pada 2018. Berikut adalah tabel yang memberikan 
ilustrasi capaian pendidikan angkatan kerja perempuan di Indonesia. 


Tabel 8.1 Capaian pendidikan dan angkatan kerja kelompok perempuan Indonesia 


Perempuan 
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan " Rengangguranilerbuka Jumlah 
Bekerja Pernah (Tidak pernah : 
Jumlah | Angkatan Kerja 
bekerja bekerja 

Tidak/belum pernah sekolah 1.845.074 8.119 9.756 17.875 1.362.949 
Tidak/belum tamat SD 7.016.073 64.813 55.816 120.629 7.136.702 
Sekolah Dasar 11.960.952 153.470 134.765 288.235 12.249.187 
Sekolah Menengah Pertama 8.070.375 189.921 196.184 386.105 8.456.480 
Sekolah Menengah Atas 7.527.120 PPAS 511.430 785.345 8.312.465 
Sekolah Menengah Kejuruan 4.288.617 233.523 332.985 566.508 4.855.125 
Diploma I/I/II 1.819.036 40.707 75.684 116.391 1.935.427 
Universitas 5.418.251 121.183 258.451 379.634 5.797.885 
Jumlah 47.945.498 | 1.085.651 1.575.071 | 2.660.722 50.606.220 


Sumber: (Badan Pusat Statistik/Sakernas, 2018) 


Berdasarkan capaian pendidikan serta partisipasi pada pasar kerja, 
maka tidak aneh jika indeks ketimpangan gender Indonesia menempati 
urutan ke-5 di ASEAN dan 85 di dunia. Ketimpangan gender diukur 
dengan menggunakan beberapa indikator yaitu rasio kematian ibu, angka 
kelahiran remaja, jumlah kursi di parlemen, capaian pendidikan menengah, 
dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tabel 8.2 berikut ini menunjukkan 
urutan ketimpangan gender di kawasan ASEAN: 
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Tabel 8.2 Ketimpangan gender di ASEAN 


ASEAN Ranking Global Ranking Score 

Philippines 16th 0.781 

Lao PDR 43rd 0.731 

Singapore 54th 0.724 
Thailand 75th 0.708 
Indonesia 85th 0.700 
Vietnam 87th 0.700 
Cambodia 89th 0.694 
Brunei 95th 0.686 
Malaysia 104th 0.677 
Myanmar 114th 0.665 


Sumber: (diolah dari WEF, 2020) 


Dengan berbagai problematika yang diuraikan di atas, maka perempuan 
dalam partisipasinya di pasar kerja, terutama dengan perkembangan 
digitalisasi yang terjadi, akan mengalami ketertinggalan yang lebih jauh. 
Sebab digitalisasi merupakan produk teknologi yang seringkali dianggap 
berkelamin laki-laki. Perkembangan teknologi tidak akan memberikan 
manfaat yang sama jika input dan proses dalam mempelajari dan 
memanfaatkannya tidak pada garis start yang sama. Literasi teknologi yang 
rendah yang berdampak pada pergeseran dan perubahan pekerjaan akan 
semakin menyulitkan perempuan untuk memasuki pasar kerja khususnya 
pekerjaan di masa depan. 


Gender sebagai indikator perubahan sosial di dalam 
teknologi 

Pembahasan mengenai gender dan dimensi sosial teknologi telah 
berlangsung cukup lama dengan dinamika yang beragam. Di satu sisi, 


beberapaliteratur feminis berupayamelakukankritikterhadap pembangunan 
teknologi yang cenderung bias gender. Teknologi dipandang sebagai salah 
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satu produk pengetahuan yang berasosiasi dengan nilai maskulinitas, laki- 
laki, dan publik. Perempuan berikut tubuhnya merupakan objek uji coba dan 
eksploitasi. Pemikiran tersebut banyak dikembangkan oleh feminis radikal 
dimana perkembangan teknologi saat itu identik dengan penemuan mesin 
industri, alat perang, alat rumah tangga dan teknologi reproduksi termasuk 
alat kontrasepsi. Mies & Vandana (1993) misalnya menjelaskan bahwa 
temuan teknologi reproduksi termasuk alat kontrasepsi telah menghentikan 
proses kreatif antara perempuan dan tubuhnya. Temuan alat seperti USG 
maupun teknologi SC menjadikan kehamilan bukan semata-mata pilihan 
dan perayaan tubuh kreatif perempuan, melainkan harus dikontrol dan 
didisiplinkan menurut standar laki-laki. Demikian halnya pada sektor kerja, 
ekspansi revolusi industri pada sektor pertanian dianggap telah merusak 
hubungan yang setara antara manusia (perempuan) dan alam. Dengan 
mendasarkan pada prinsip ekofeminismenya, Mies & Vandana (1993) 
juga menegaskan bahwa teknologi yang bersekutu dengan patriarki dan 
kolonialisme telah mengeksklusi prinsip feminisme dan menjadikan alam 
sebagai objek eksploitasi. Di sisi lain, Nope (2005) bahkan mengemukakan 
bahwa industri teknologi juga telah mendehumanisasi perempuan yang di 
ranah rumah tangga melalui pembuatan mesin-mesin rumah tangga. Di sini, 
teknologi tidak hanya dilihat sebagai artefak namun juga perpanjangan atau 
alat yang dikembangkan oleh ideologi patriarki untuk menguatkan hierarki 
gender yang kemudian mengabaikan kepentingan dan aspirasi perempuan. 

Namun di dalam perkembangannya, pemaknaan kajian feminis 
mengenai teknologi juga meluas. Pengertian teknologi pada hakikatnya 
tidak hanya mengenai infrastruktur mesin, namun telah meluas sebagai 
satuan sistem, kode, dan jaringan atau yang sering disebut dengan 
teknologi digital. Digitalisasi ini telah membentuk sebuah budaya dimana 
teknologi semakin mewujud sebagai arena pertarungan wacana, bahasa 
dan identitas (McNeil, 2008). Hal ini merujuk pada pandangan post- 
strukturalis seperti Donna Haraway mengenai cyborg. Cyborg merupakan 
metafora yang digunakan untuk menjelaskan proses peleburan antara 
teknologi dengan (daging) manusia yang kemudian dapat menjadi media 
untuk memerdekakan diri dari segregasi gender (Haraway, 2017). Melalui 
cyborg, manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya 
dalam berbagai jenis gender yang dikehendaki atau menjadi subjek tanpa 
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gender yang baku. Lepas apakah cyborg ini merupakan entitas yang abstrak 
dan utopis, konsep ini setidaknya menyediakan alternatif perspektif dalam 
memahami hakikat kerangka gender di dalam isu teknologi. Dengan 
kata lain, keterkaitan isu gender dan teknologi seharusnya tidak sebatas 
memproblematisasi “ketidakhadiran” perempuan. Seperti yang pernah 
disampaikan oleh Harding (1986) bahwa teorisasi gender di dalam ilmu 
pengetahuan dan selanjutnya pada konteks teknologi cenderung berangkat 
melalui pertanyaan mengenai ketidakhadiran (non-existence) perempuan. 
Sementara itu, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi memiliki asosiasi 
yang kuat dengan hegemoni maskulinitas yang menegasikan atau bertolak 
belakang dengan feminitas perempuan. Sehingga perempuan cenderung 
enggan menjadi bagian dari kultur macho atau tidak tertarik dengan citra 
buruk yang identik dengan profesi di dalam teknologi seperti menjadi 
peretas (hacker) (Turkle, 2004) 

Di Indonesia, pembangunan dan perkembangan teknologi digital 
dibarengi dengan pergeseran relasi gender di dalam masyarakat. Partisipasi 
perempuan di ranah pendidikan semakin meningkat seiring dengan 
tingginya aspirasi perempuan terhadap karier dan kemandirian ekonomi 
(Jones, 2001). Wacana dan praktik tentang keterwakilan perempuan 
di parlemen juga menunjukkan bahwa perempuan semakin memiliki 
peluang untuk terlibat sebagai pengambil keputusan. Situasi ini kemudian 
membentuk jenis relasi baru antara perempuan dan laki-laki maupun 
antara perempuan dan teknologi itu sendiri. Di satu sisi, sama halnya 
dengan laki-laki, akses terhadap teknologi telah menjadi kebutuhan sehari- 
hari bagi perempuan sebagai sarana informasi, sosialisasi, dan bahkan 
mata pencaharian. Namun perlu dicatat bahwa pendekatan berbasis gender 
senantiasa menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Pendekatan ini 
mensyaratkan pembongkaran relasi kuasa yang tidak hanya antara laki- 
laki dan perempuan namun dalam masing-masing kelompok perempuan 
dan laki-laki itu sendiri. Sehingga politik kesetaraan yang hanya 
mendasarkan pada kuantitas partisipasi perempuan dan laki-laki sering 
tidak memberikan makna apapun. Pada konteks ini, dapat dikatakan bahwa 
keberadaan teknologi digital memungkinkan terbentuknya sebuah struktur 
yang netral gender. Melalui perangkat digital masing-masing, perempuan 
dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
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informasi maupun fasilitas layanan yang dibutuhkan. Di sini, persoalan 
gender seolah dianggap selesai dan digantikan dengan kompetisi berbasis 
individu. Kondisi inilah yang memicu terjadinya pembiakan relasi kuasa 
yang tidak terkontrol. 

Maka yang terpenting adalah bukan hanya bagaimana meningkatkan 
kehadiran perempuan. Namun seberapa jauh teorisasi gender mampu 
mendekonstruksi generalisasi makna di dalam teknologi yang selama 
ini cenderung memberikan priviledge terhadap laki-laki. Dengan kata 
lain, pendekatan gender di dalam teknologi seharusnya terintegrasi 
dengan spirit untuk menegosiasikan relasi kuasa di dalam teknologi 
dan mendorong transformasi sosial yang lebih berkeadilan (Wajcman, 
2007). Salah satunya adalah dengan merekognisi isu partikularitas seperti 
pengalaman perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam upaya 
mereka menegosiasikan posisinya dalam struktur dunia digital. 


Meneropong kerja masa depan melalui konsep Bias in/Bias out 


Gagasan mengenai Bias in/Bias out dikemukakan oleh Howcroft & 
Rubery (2018) yang mendasarkan pada asumsi bahwa jika bias gender tidak 
ditangani, maka tidak hanya perubahan yang tapi juga hasil dari perubahan 
tersebut justru berpotensi memperburuk kesenjangan itu sendiri. Dalam 
kaitannya dengan gagasan pekerjaan masa depan yang dapat dikatakan 
masih belum pasti skemanya, penting untuk melihatnya sebagai peluang 
untuk merumuskan intervensi yang selaras dengan upaya menciptakan 
tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan gender. Hal ini dapat dilakukan 
melalui serangkaian aksi dan pendekatan kebijakan yang ditujukan untuk 
mengatur produktivitas ekonomi dan sistem reproduksi sosial ke jalur yang 
baru. Praktiknya adalah dengan mengidentifikasi sekaligus merekognisi 
situasi/aksi yang masih bias (Bias in) untuk mengantisipasi keluaran yang 
juga bias (Bias out). 

Terkait dengan isu pengaturan jam dan tempat kerja misalnya, 
Howcroft & Rubery (2018) menjelaskan bahwa salah satu karakter dasar 
gig economy pada Revolusi Industri 4.0 adalah terjadinya dikontinuitas 
jam kerja. Teknologi memungkinkan adanya jam dan tempat kerja yang 
lebih fleksibel. Persoalannya adalah kebijakan yang ada selama ini 
sudah lebih dulu bias gender yang dirancang agar sesuai dengan model 
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pembagian kerja tradisional di mana laki-laki lekat dengan pencari nafkah 
tanpa adanya tuntutan beban pengasuhan dan perawatan. Sehingga laki- 
laki menjadi lebih mudah berkomitmen untuk melakukan pekerjaan 
penuh waktu. Sementara akan menjadi berbahaya jika tren pekerjaan 
baru dalam gig economy tersebut justru dianggap lebih ramah terhadap 
perempuan hanya karena rutinitasnya selama ini dalam menjalankan peran 
domestiknya. Cara pandang inilah yang dianggap menjadi salah satu input 
pengetahuan yang bias gender sehingga berisiko terciptanya kebijakan atau 
pendekatan yang kembali bias gender. Sehingga perubahan yang tadinya 
dianggap sebagai sebuah capaian revolusioner dalam konteks ekonomi 
justru semakin membentangkan kesenjangan gender itu sendiri. Faktanya, 
meskipun laki-laki dan perempuan memiliki aspirasi yang sama terhadap 
fleksibilitas kerja, banyak perempuan memilih bekerja dari rumah karena 
tanggung jawab domestik yang secara kultural dibebankan padanya. Pada 
konteks Indonesia kondisi ini semakin tampak jelas di era (pasca) pandemi 
Covid-19. Kebijakan bekerja dan belajar dari rumah justru berkorelasi 
positif terhadap peningkatan beban ganda perempuan. Dengan kata 
lain, gagasan tentang fleksibilitas kerja ini ternyata tidak cukup efektif 
mengurangi kerja-kerja tidak berbayar pada kelompok perempuan. Maka 
dalam hal ini perlu dipikirkan tentang skema pengaturan jam kerja yang 
lebih relevan sebagai input kebijakan di mana revolusi teknologi seharusnya 
berdampak pada efisiensi jam kerja dan peningkatan waktu luang. Dalam 
hal ini Howcroft & Rubery (2018) mengusulkan adanya pengurangan jam 
kerja penuh waktu. Sehingga masing-masing individu baik yang memilih 
bekerja penuh waktu maupun paruh waktu dapat sama-sama berbagi beban 
dalam kerja perawatan yang tidak berbayar. Selain soal organisasi jam dan 
tempat kerja, secara kontekstual, terdapat bidang kebijakan dan praktik 
lain yang menjadi sasaran pemeriksaan berbasis konsep Bias in/Bias out 
tersebut seperti desain dan pengembangan teknologi, dan perlindungan 
sosial pekerja. 


Menegosiasikan makna produktivitas dan kerja masa depan 


Pada dasarnya, pendekatan gender menekankan bahwa laki-laki 
dan perempuan seharusnya dilihat sebagai subjek yang sama-sama 
dapat berkontribusi pada pembangunan pertumbuhan ekonomi. Dengan 
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menciptakan struktur dan kebijakan yang akomodatif terhadap kerja laki- 
laki dan perempuan, pendapatan nasional dapat meningkat secara signifikan 
(Hunt et al., 2016). Sementara itu, cara mendefinisikan dan memahami 
istilah produktivitas merupakan salah satu isu kunci untuk melacak sejauh 
apa kesejahteraan berbasis gender dapat dicapai baik dalam level individu, 
kelompok usaha, maupun negara (Walby, 2020). Namun dikotomi sektor 
formal dan informal menyebabkan rendahnya rekognisi terhadap kerja 
perempuan selama ini. 

Aktivitas yang produktif secara ekonomi cenderung diasosiasikan 
dengan ruang publik, jam kerja yang ketat, dan sistem pengupahan reguler. 
Semua itu sangat lekat dengan kultur laki-laki yang diidentikkan dengan 
peran sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Meskipun jumlah 
angka partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan setara, data masih 
menunjukkan dominasi kelompok laki-laki pada sektor formal. Di dalam 
kesehariannya, perempuan banyak terlibat aktif pada kegiatan yang sering 
dikategorikan sebagai sektor informal atau domestik. Sementara bagi 
perempuan, mereka cenderung memilih jenis pekerjaan paruh waktu atau 
yang dapat diatur secara fleksibel. Hal ini berkaitan dengan kepentingannya 
untuk membagi waktunya dalam menjalankan perannya yang lain pada 
aktivitas pengasuhan dan perawatan (care works). Kajian-kajian mengenai 
siklus keseharian berbasis gender menunjukkan bagaimana perempuan 
seperti menjadi miskin waktu karena kompleksitas pekerjaan reproduktif 
perempuan yang bersifat rutin dan tampak tidak ada habisnya (Fatimah 
et al., 2020). Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan cenderung tidak 
memiliki waktu untuk bersosialisasi dan istirahat yang cukup karena selain 
merasa bertanggung jawab untuk juga membantu suami mencari nafkah, 
perempuan merasa harus menuntaskan tugas domestiknya setiap hari. 
Namun secara ekonomi, tingkat kesejahteraan perempuan sangat rendah. 
Upah rata-rata yang diterima laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan 
perempuan. Kemiskinan di Indonesia bahkan masih berwajah perempuan. 
Kondisi ini akan berkontribusi pada semakin buruknya tingkat kualitas 
sumber daya manusia. Sehingga disparitas ekonomi secara nasional akan 
terus terjadi. 

Dalam perspektif feminisme, terdapat pandangan misoginis yang 
menyebabkan aktivitas pengasuhan atau mothering dipandang sebagai 


173 


sesuatu yang alamiah di dalam keseharian perempuan (Vaughan, 2002.). 
Sehingga secara ekonomi tidak mendapatkan penghargaan yang setara 
dengan aktivitas publik yang banyak dilakukan oleh laki-laki. Dengan 
kata lain, untuk mendapatkan rekognisi yang sama secara ekonomi, 
perempuan harus mengikuti logika yang dibentuk oleh dunia laki-laki. 
Pembakuan tersebut menciptakan dilema bagi perempuan karena seolah- 
olah mereka dihadapkan pada pilihan antara meninggalkan keluarga atau 
hanya berpenghasilan rendah. Pada kondisi tertentu, perempuan kadang 
sulit untuk mengartikulasikan kebutuhannya yang paling utama. Di dalam 
penelitiannya, Kabeer et al. (2013) mengemukakan bahwa pengorganisasi 
perempuan buruh cenderung lebih sulit dilakukan karena perempuan tidak 
memiliki batasan yang pasti kapan mereka mengidentifikasi dirinya sebagai 
buruh, ibu, istri, dan dirinya sendiri. Baginya tidak ada yang berbeda, 
tapi semua aktivitasnya baik di rumah maupun publik adalah sama-sama 
pekerjaan yang ditujukan bagi kesejahteraan keluarga. Hal ini tentu saja 
dapat dimaknai sebagai ragam kearifan. 

Di sisi lain, Walby (2020) menjelaskan bahwa upaya untuk 
meningkatkan produktivitas melalui pemetaan tren pekerjaan masa depan 
perlu diikuti dengan rekognisi terhadap kerja perawatan (care works) yang 
selama ini identik dengan keseharian perempuan. Jumlah pekerja pada 
sektor perawatan yang (akan terus) meningkat perlu dilihat sebagai sebuah 
kapital atau sumber daya baru. Peningkatan ini bukan hanya persoalan 
dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan, namun juga sangat erat 
kaitannya dengan perubahan sosial lainnya seperti isu demografi dan 
pergeseran fungsi pengasuhan di dalam keluarga. Peningkatan jumlah 
lansia di masa depan sebagai implikasi dari bonus demografi saat ini akan 
meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di sektor perawatan. Demikian 
halnya dengan peralihan fungsi pengasuhan dari keluarga para pekerja ke 
tempat penitipan anak dapat meningkatkan permintaan tenaga profesional 
pengasuhan anak. 

Di sisi lain, studi yang dikembangkan OECD (2017) juga menunjukkan 
bahwa gagasan tentang fleksibilitas kerja dapat meningkatkan produktivitas 
kerja perempuan dan menjadi solusi bagi persoalan beban ganda yang 
dialami perempuan selama ini. Namun hal ini bukan untuk menguatkan 
pembakuan sektor formal dan informal yang selama ini justru merugikan 
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bagi perempuan. Namun kajian tersebut dapat menjadi sebuah refleksi 
untuk merumuskan kembali definisi mengenai kerja dan produktivitas 
ekonomi (masa depan) dengan mempertimbangkan perspektif gender, 
aspek keragaman serta inklusivitas. 

Ketika mempertimbangkan pekerjaan yang berkualitas di masa depan 
untuk perempuan, perlu dicatat bahwa meskipun ada kecenderungan 
historis bagi perempuan untuk terkonsentrasi pada pekerjaan berulang, 
tren terbaru yang diungkapkan oleh Piasna & Drahokoupil (2017) 
menemukan bahwa perempuan mengungguli laki-laki dalam memasuki 
pekerjaan nonpekerjaan rutin yang membutuhkan keterampilan analitis 
atau interpersonal. Namun tidak semua tren positif. Perempuan tetap 
kurang terwakili di bidang-bidang pertumbuhan utama seperti pekerjaan 
yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika 
(STEM) pengetahuan dan keterampilan, terhitung 2396 dari pekerjaan 
inti STEM pada tahun 2017 (WISE, 2017). Pola ini tetap ada meskipun 
perempuan berhasil pindah ke bidang yang sebelumnya didominasi pria 
seperti sains dan kedokteran. 


Penutup: 
Menciptakan alternatif ruang produktif bagi perempuan 
di kerja masa depan 


Penerapan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia bertujuan untuk 
mencapai aspirasi nasional yaitu membawa Indonesia sebagai salah 
satu dari 10 ekonomi terbesar pada tahun 2030. Salah satunya adalah 
dengan mengembalikan tingkat ekspor netto industri menjadi 10 persen 
dan menggandakan tingkat produktivitas tenaga kerja. Namun demikian, 
Revolusi Industri 4.0 belum sepenuhnya diyakini akan dapat mengurai 
ketimpangan gender termasuk dalam akses aktivitas ekonomi. Efisiensi ini 
memberikan insentif menggiurkan bagi pemilik modal, tetapi di sisi yang 
lain, mengakibatkan disrupsi pasar kerja, mengancam eksistensi manusia 
akibat melemah atau hilangnya peran produktivitas yang dilakukan. 
Pertanyaan lain yang muncul adalah terkait dengan apakah Revolusi 
industri 4.0 ini dapat menjadi pemampu kesetaraan gender atau sebuah 
akselerator ketimpangan gender. 
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Di sisi lain, perempuan selama ini memiliki akses terbatas pada 
pendidikan, sumber daya keuangan dan fisik, kesempatan kerja, dan 
kebebasan dari kekerasan. Akses ke informasi dan teknologi, dan 
kesempatan untuk partisipasi sosial dan politik dibatasi untuk perempuan. 
Perempuan di Indonesia sebagian besar bekerja di sektor informal yang 
tidak mendapatkan rekognisi yang memadai karena secara statistik tidak 
pernah dihitung secara pasti dan tidak cukup mendapatkan perlindungan 
sosial. Padahal partisipasi perempuan di pasar kerja telah menghasilkan 
penguatan ekonomi dan sosial di tingkat individu, komunitas, dan negara. 

Oleh karena itu diperlukan alternatif pendekatan dalam mendefinisikan 
dan membangun aktivitas ekonomi. Merujuk pada gagasan Howcroft & 
Rubery (2018) bahwa perlu tindakan untuk membatasi platform ekonomi 
yang membebankan biaya transaksi kepada pekerja terutama perempuan 
dalam bentuk jam kerja yang tidak dibayar. Sementara untuk menghapus 
segregasi gender dapat dilakukan sejumlah intervensi, seperti 1) membuka 
peluang pelatihan dan pendidikan berdasarkan kebutuhan subjek: 2) 
menjamin tidak adanya pergeseran pekerjaan berdasarkan gender seperti 
risiko kehilangan pekerjaan atau penurunan karier perempuan oleh karena 
tanggung jawab pengasuhan atau perawatan, dan 3) perlu mendorong 
perubahan sektor TIK berdasarkan pembagian kerja, waktu kerja, dan 
pemisahan gender dan mendorong STEM bagi perempuan sehingga 
pengembangan teknologi berangkat dari kebutuhan dan pembagian kerja 
yang selama ini terbentuk. Sebab perkembangan teknologi yang selama ini 
buta gender mengakibatkan perempuan absen dalam pekerjaan berteknologi 
tinggi dan hal ini akan memperparah bias gender di pasar kerja. 
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BAB 9 

Omnibus Law Cipta Kerja dan Ledakan 
Prekarisasi di Indonesia: Tantangan Masa 
Depan “Kerja Bermartabat” 


AB. Widyanta 


The world of work of today is the product of a hundred years of “deskilling”-- 
why take the trouble and incur the cost of letting people acguire the skills of a 
craftsman, when all that is wanted is a machine winder? 

(E.F. Schumacher, Good Work, 1970) 


This is the most relevant international threat to decent and dignified work, and 
precarite is the root of all problematic social issues in the 21st century. 
(Pierre Bourdieu, Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market, 
1998) 


Pengantar 


ampir satu dekade, panggung perpolitikan di negeri ini disesaki 

dengan gaduh dan dengung pertikaian politik identitas yang tak 
kunjung surut. Sekurangnya satu tahun menjelang Pilpres 2014 hingga 
seusai Pilpres 2019 residu polarisasi dengung politik identitas, antara 
“Cebong vs. “Kampret”, masih saja direproduksi dalam langgam 
manuver politik yang sama, bercorak biner, hitam-putih, konfrontatif, 
dan politik “penyingkiran” berbasis sentimen dengan credo “asal bukan” 
(Widyanta, 2014: 1-13, Widyanta 2019: 187—225). Layaknya penala- 
periodik, seteru yang kini bermetamorfosis menjadi “KAMI” vs. “KITA” 
kembali berdengung seolah menjadi ritual dari “power exercises” demi 
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memobilisasi massa menuju bubu kontestasi Pilpres 2024 yang masih jauh 
di depan. 

Dalam perseteruan itu, sejumlah tokoh—Gatot Nurmantyo, 
Din Syamsudin, Amin Rais, dll—mendeklarasikan Koalisi Aksi 
Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta 
Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2020, dengan melayangkan delapan 
tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum. Satu hari berselang, 
mantan Direktur Relawan TKN Jokowi-Amin, Maman Imanulhag, 
mendeklarasikan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) di gedung 
Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Agustus 2020, suatu koalisi 
pelestari tanah air Indonesia sebagai identitas dan masa depan bersama 
(Sani, 2020, voa.id, 2020). 

Di tengah pusaran kegaduhan politik identitas yang mengintensifkan 
emosi, sentimen, prasangka negatif, hoaks, kontroversi, permusuhan, 
konflik, hingga berujung polarisasi sosial, demokrasi kita semakin 
terperosok jauh ke dalam perangkap, “permainan”, dan dominasi kuasa para 
demagog dan oligarki (Haryatmoko, 2017, Hadiz, 2016). Praktik-praktik 
politik lebih banyak terkuras dalam “baku-serang” dan “baku-bela diri” 
antarkubu, ketimbang “adu argumen cerdas” untuk memperbincangkan 
dan menyikapi secara inklusif, komunikatif, dan majemuk atas berbagai 
ketidakberesan sosial dalam kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa, 
seperti soal-soal kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, ketidakadilan, 
eksploitasi sumber daya alam, krisis lingkungan, krisis iklim, dan lain 
sebagainya. Eskalatisnya kebangkitan populisme dan politik identitas itu 
semakin mengerosi dan memundurkan demokrasi bukan saja di Indonesia 
melainkan juga seluruh dunia (Wisnu, 2019:11—26, Wibowo, 2019: 5-7). 

Persis di dalam dan melalui politik populisme itulah dominasi kuasa 
oligarki secara persisten ditopang, diawetkan, dan dilanggengkan (Gunadha, 
2019, Pane, 2018). Hidup di suatu era di mana pamor politik identitas, hoaks, 
dan sensasionalisme tengah menjadi tren baru para citizen cum netizen, 
diskursus demokrasi kian tergulung gelombang kegaduhan untuk perkara- 
perkara dangkal dan banal. Dekonsolidasi dan fragmentasi kekuatan 
masyarakat sipil itu menjadi celah-lebar bagi oligarki memperkokoh 
konsolidasi. Di tengah kemelut penanganan pandemi Covid-19 yang jauh 
dari mumpuni selama sembilan bulan, Maret —November 2020, konsolidasi 
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oligarki pun sukses melahirkan “shock doctrine”, yaitu sebuah konsep dari 
Naomi Klein yang menjelaskan cara di-mana daya-paksa, operasi siluman, 
dan krisis dimanfaatkan bagi terimplementasikannya berbagai kebijakan 
ekonomi seperti privatisasi, deregulasi, dan pemotongan layanan sosial. 
Formulasi teori itu merepresentasikan gugatan Klein terhadap ungkapan 
Milton Friedman, seorang tokoh utama neoliberal, tentang taktik ampuh 
kapitalisme kontemporer: “Only a crisis—actual or perceived—produces 
real change” (Klein, 2007:6). 

Selama sembilan bulan krisis pandemi Covid-19, muncul tiga shock 
doctrine sekaligus yang jelas menguntungkan kaum “the have”, korporasi, 
investor, globalis, dan kaum oligarki, ketimbang mayoritas warga 
negara. Tiga shock doctrine yang mendera warga itu adalah: pertama, 
radikalisasi “kapitalisme pengawasan” (surveillance capitalism) pada 
seluruh aktivitas subjek digital akibat pemberlakuan physical distancing, 
social distancing yang dinormalisasi oleh kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB). Secara sederhana surveillance capitalism 
bisa diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang beroperasi di seputar 
komodifikasi data personal demi keuntungan. Zuboff (2019) menjelaskan 
“surveillance capitalism” sebagai “... kapitalisme pengawasan yang 
secara sepihak mengklaim pengalaman-pengalaman manusia sebagai 
bahan mentah cuma-cuma untuk diterjemahkan menjadi data perilaku. 
Kendati sebagian data ini dipakai untuk perbaikan kualitas produk atau 
layanan, namun sisanya dinyatakan sebagai kepemilikan surplus perilaku, 
dimasukkan ke dalam proses manufaktur lanjutan yang dikenal sebagai 
“kecerdasan mesin”, dan dibuat menjadi produk prediksi yang akan 
menentukan apa yang akan kamu lakukan sekarang, segera, dan nanti” 
(Zuboff, 2019: vii, 5). Kedua, pengesahan UU “Omnibus Law” Cipta 
Kerja, yang meringkas 82 UU sebagai praktik telanjang dari deregulasi, 
debirokratisasi untuk meliberalisasi masuknya Foreign Direct Investment 
(FDI) dengan dalih menciptakan lapangan kerja sekaligus memecahkan 
masalah pengangguran. Ketiga, bayang-bayang pengucuran talangan 
dana (bailout) dengan menggunakan dana APBN untuk menyelamatkan 
Jiwasraya ataupun lembaga-lembaga keuangan lain yang mengalami 
defisit karena praktik korupsi, penggelapan, ataupun penjarahan demi 
kepentingan sekelompok elite politik dan/atau oligark predatoris. 
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Alih-alih mendapatkan penyelamatan jiwa, pemulihan penghidupan 
ekonomi, dan perlindungan dari I'exploitation de I'homme par I'homme, 
mayoritas warga negara kelas bawah tak ubahnya, meminjam istilah 
Giorgio Agamben, sebagai “homo sacer”. Dengan menyitir tulisan 
Pompeius Festus dalam “On the Significance of Words”, Agamben 
menjelaskan “homo sacer” (sacred man) atau “orang suci” ini sebagai: 
“Orang yang telah dihakimi oleh banyak orang sebagai pelaku tindak 
kejahatan. Tidak diizinkan untuk mengorbankan orang ini, namun siapa 
pun yang membunuh orang ini tidak akan dihukum karena pembunuhan 
itu”, sebenarnya telah tertera dalam hukum pengadilan pertama bahwa 
“barangsiapa membunuh orang suci berdasarkan suara terbanyak, itu 
tidak akan dianggap pembunuhan.” Itu sebab mengapa adat kebiasaan 
menganggap orang jahat atau orang najis untuk disebut suci” (Agamben, 
1998: 71). Layaknya homo sacer, warga negara kelas bawah pun terhempas 
dalam tirani pasar yang ditopang dan digerakkan oleh jejering kekuatan 
oligarki kapitalis, elite-elite bisnis, berikut aliansi barunya baik di partai- 
partai dan parlemen, mulai dari level nasional hingga lokal (Hadiz, 2006: 
79-97). Mereka bukan saja ignorant terhadap ledakan prekarisasi buruh, 
namun juga bengis dan predatoris dalam menjarah sumber-sumber ekonomi 
produktif milik publik. Memasuki dekade kedua abad ke-21 ini, piramida 
korban dari “individualisasi ketimpangan sosial” (individualization of 
social ineguality) seperti disinyalir Ulrich Beck (1992: 136) tampak kian 
terang benderang: “in the individualized society, risks do not just increase 
guantitatively, gualitatively new types of personal risk arise, the risk of the 
chosen and changed personal identity. 

Diskursus demokrasi substantif seperti pembangunan manusia, 
penguatan jaminan hak-hak dan kapasitas warga negara, dan jaminan akses 
ekonomi produktif warga negara demi kesejahteraan dan kemakmuran, 
tak ubahnya seperti barang usang (obsolete), rongsokan (wreckage), 
dan layak buang dalam sekali pakai (disposability). Upaya mewujudkan 
demokrasi substantif ini selalu dihadang oleh suatu kondisi di mana 
manusia harus melakukan konsumsi untuk bertahan hidup. Musuh riilnya 
adalah masyarakat konsumen yang senantiasa dicukupi oleh siklus tanpa 
akhir dari acguisition, waste, and disposability, yang menjadi jantung dari 
neoliberalisme global (Giroux, 2009: 63). Berbagai arena dan produksi 
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ruang sosial yang mendeliberasi demokrasi substantif pun semakin tersisih 
dan tersingkir. Dalam konteks ini, demokrasi deliberatif tidak akan pernah 
ada tanpa subjek warga negara terdidik. Oleh karenanya, “pendidikan 
kewargaan demokratik” menjadi prasyarat penting bagi kesetaraan, 
keadilan sosial, dan itu harus ditempuh melalui pendidikan publik, 
pendidikan tinggi, pendidikan populer, dan pendidikan kaum muda (Giroux, 
2011:136—137), tak terkecuali di arena produksi pengetahuan di perguruan 
tinggi, di mana mayoritas civitas intelegensia telah ternormalisasi dan 
tersubjektifikasi oleh, apa yang diistilahkan kaum Foucauldian sebagai, 
neoliberal governmentality. Neoliberal governmentality dikonsepsikan 
sebagai aspek-aspek produksi subjektivitas yang terintensifikasi melalui 
kehidupan ekonomi, politik, dan kultural sehari-hari. Dengan kata lain, 
“neoliberal governmentality” merupakan penciptaan kondisi-kondisi 
sosial strategis yang mendorong dan mengharuskan produksi “Homo 
economicus”, suatu bentuk khusus subjektivitas yang bersifat historis 
sebagai suatu “atom” kepentingan diri sendiri yang bersifat otonom dan 
bebas (Hamann, 2009: 37). 

Alih-alih mendiseminasikan produksi pengetahuan dan nilai-nilai 
“pendidikan kewargaan demokratis” ataupun “pedagogi publik” untuk 
memformasi subjek-subjek kritis, perguruan tinggi justru semakin 
gandrung memproduksi “entrepreneurial subject”. Dalam leksikon 
Foucault, “entrepreneurial subject” adalah “subjek homo economicus” atau 
subyek neoliberalisme. Lebih rinci, ia menegaskan: “Homo oeconomicus 
adalah seorang usahawan, seorang usahawan dari dirinya sendiri. Itu 
berlaku sejauh, dalam praktiknya, mengacu segenap analisis neoliberal 
sebagai tenaga pengganti seringkali homo oeconomicus menjadi mitra 
pertukaran dengan seorang homo oeconomicus sebagai usahawan bagi 
dirinya sendiri, untuk modalnya sendiri, menjadi produsen untuk dirinya 
sendiri, menjadi sumber penghasilan untuk dirinya sendiri (Foucault, 
2008: 226: bdk. Read, 2009:26—32: Pollack & Rossiter, 2010: Flisfeder, 
2015). Upaya memformasi dan memproduksi entrepreneurial subject 
itu bagaimanapun juga merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya 
“individualized corporation”. Filsafat “individualized corporation” ini 
ditambatkan pada sekuensi berpikir: Purpose, Process and People. Inisiatif 
dan spirit kewirausahaan individual adalah satu karakteristik utama dari 
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“individualized corporation” di samping kapabilitas pembelajaran bersama 
organisasi-besar. Jantung dari “individualized corporation” adalah pesan 
bahwa transformasi korporasi pasti berkaitan erat dengan perubahan 
individual. Perubahan perangkat keras strategi, struktur atau sistem saja 
tidaklah memadai, demi pembaharuan sesungguhnya, perubahan harus 
disesuaikan dengan perubahan perangkat lunak dalam konteks korporasi, 
dalam perilaku orang, dan dalam filsafat dasar manajemen (Ghoshal, 1997: 
627-630). 

Seluruh proses formasi dan produksi “subjek-subjek korporatis” itu 
dikerahkan sepenuhnya untuk mengakselerasi semaraknya kompetisi 
pasar tenaga kerja fleksibel (Ilabour market flexibility/LMF). Fleksibilitas 
pasar tenaga kerja ini sering dicirikan dengan “mudah memperkerjakan 
dan memecat buruh” (easy to hire and fire workers), tenaga kerja 
mudah berpindah-pindah kerja dan geografisnya, intervensi pemerintah 
tidak mendistorsi mekanisme pasar. Guy Standing menjelaskan konsep 
itu sebagai relasi yang lebih bersifat informal dan kerja lepas. Dalam 
banyak kasus di negara sedang berkembang, informalisasi itu dicirikan 
oleh: produksi kecil-kecilan di wilayah kumuh, menggunakan sub- 
kontraktor atau tenaga kerja lepas, dan tidak adanya kontrak kerja resmi 
guna menghindari pajak, tanggung jawab sosial, dan aturan perlindungan 
buruh (Standing, 1997:7,22, Standing, 2009:70). Rupanya simpang siur 
sejarah gagasan dan program “austeritas” (austerity) telah menyituasikan 
warga negara “bermutasi” menjadi “The Precariat” yang tanpa jaminan 
dan perlindungan apapun harus tetap bertahan hidup di tengah “politics of 
inferno” (Standing, 2011: 132). 

Dalam invasi dan koloni pasar itu, peran pendidikan tinggi sebagai 
“public service” untuk layanan pendidikan moral dan politik kewargaan 
terdegradasi, fungsi “public space” bagi tumbuh-kembang demokrasi 
deliberatif tererosi, kiprah pen-diseminasi-an “public culture” bagi civility 
terdistorsi, dan entitas institusi pendidikan sebagai “public goods” kian 
terkomodifikasi. Sederetan kurikulum diubah untuk mencetak “subjek- 
subjek neoliberal” bersemangatkan “entrepreneurial freedom” (Giroux, 
2009: 150-151). Dalam arena yang syarat “politics of expertise” ala 
homo economicus itu, para orang tua mahasiswa dipaksa membayar 
mahal biaya kuliah untuk menjadi sarjana-sarjana yang siap berkontestasi 
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memperebutkan kerja-kerja yang rentan (precarious labour), masa depan 
yang ringkih (precarious futures) yang penuh dengan ketidakamanan dan 
ketidakpastian (Allmer & Bulut, 2018: 44). Demi mengejar “symbolic 
capital”—gelar diploma, sarjana, pascasarjana—para orang tua 
berspekulasi menjual “alat-alat produksi” di sektor penghidupan primer, 
seperti tanah, kebun, ternak, dll., semata-mata demi “investasi” dan masa 
depan anak-anaknya yang sebenarnya berisiko bahkan tanpa ada jaminan 
sama sekali dari negara sebagai entitas basis politik hidup bersama. Dalam 
kultur Jawa misalnya, mayoritas cara pandang orang tua terhadap anak 
sering direpresentasikan dalam cara mereka memosisikan masa depan 
anak-anak sebagai “tandhon pensiun” (simpanan pensiun di masa tua) dan 
“garan moncer” (simbol kebanggaan) (Suryomentaram, 1989: 3-4). 

Bertolak dari latar dan konteks dinamika politik Indonesia satu dekade 
terakhir itu, tulisan ini akan menyoal tonggak politik prekarisasi (politics of 
precariation) yang mengancam naungan hidup dan penghidupan mayoritas 
warga negara Indonesia. Tonggak politik prekarisasi ini merupakan buah 
dari “invasi sektorprivate” dalam pembiayaan dan penyediaan infrastruktur 
publik dan layanan publik selama sekurangnya setengah abad. Gelombang 
“invasi pasar” itu berlangsung sejak era otoritarianisme Soeharto hingga 
era reformasi dengan lima kali pergantian presiden, mulai dari B.J. 
Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi). 

Seperti kita akan segera ulas, akar persoalan itu terletak dalam 
pengadopsian reformasi neo-liberal melalui pendekatan “Public-Private 
Partnerships (3Ps) berikut tuntutan performativitas normatif “good 
governance” yang mengalami komplikasi karena inkompatibilitasnya 
dengan sistem dan struktur politik patronase warisan otoritarianisme Orde 
Baru. Dalam komplikasi dan keterlibatan (complicity) itulah, kemunculan 
Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 
era SBY ataupun Omnibus Law Cipta Kerja di era Jokowi mesti dibaca 
sebagai babak-babak lanjutan yang saling berkaitan dan tak terpisahkan 
dalam sekuensi panjang lini masa politik neoliberal tersebut (Widyanta, 
2019: 199—207) 

Dalam upaya untuk menjawab pokok masalah tentang bagaimana 
implementasi Omnibus Law Cipta Kerja itu menjadi pemicu ledakan 
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prekarisasi bagi ketenagakerjaan di Indonesia, tulisan akan terpilah ke 
dalam empat pokok bahasan berikut. Pada bagian pertama, tulisan akan 
menilik ulang posisi Omnibus Law Cipta Kerja dalam pusaran pertikaian 
politik neoliberal di Indonesia. Bagian kedua, tulisan akan mengulas tentang 
tonggak politik prekarisasi yang terepresentasikan dalam kemunculan 
Omnibus Law Cipta Kerja berikut taksiran dampak-dampak potensial di 
sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Bagian ketiga, tulisan akan mengulas 
secara ringkas pasal-pasal bermasalah dalam UUCK dan menaksir ledakan 
besar prekarisasi yang berpotensi terjadi di empat bidang utama investasi. 
Bagian keempat, tulisan akan meninggalkan sejumlah rumusan pertanyaan 
tentang “kerja layak” (decent work) atau “kerja bermartabat” (dignified 
work) di masa depan sebagai pekerjaan rumah yang menunggu dijawab 
para ilmuwan sosial-humaniora di Indonesia. 


Omnibus Law Cipta Kerja dalam Pusaran Pertikaian Politik 
Neoliberal 


Selama sembilan bulan masa darurat pandemi Covid-19 (Maret- 
November 2020), langkah senyap DPR dan pemerintah dalam menyusun 
dan mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) akhirnya terwujud pada rapat 
paripurna, Senin 5 Oktober 2020 pukul 17.52 WIB. Kendati bertubi-tubi 
menuai gelombang protes dan penolakan keras melalui sekuensi aksi 
demonstrasi dari berbagai kelompok buruh dan mahasiswa yang terjadi di 
18 provinsi di Indonesia, Pemerintah-DPR tetap bergeming dan bersikukuh 
mengesahkan UU (Amali, 2020). Pengesahan semakin memperluas 
kekecewaan dankritik dari sejumlah organisasi keagamaan seperti Nahdlatul 
Ulama, Muhammadiyah, MUI (Arnani, 2020), serta petisi pemuka agama 
di Indonesia yang dibuat oleh Pendeta Penrad Siagian melalui change.org 
yang tembus hingga jutaan orang (Debora, 2020). Menariknya, muncul 
pula 35 investor global yang mewakili investasi (AUM) senilai 4,1 triliun 
dolar AS membuat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia menyikapi 
soal Omnibus Law yang dinilai akan berdampak parah pada lingkungan, 
hak asasi manusia, dan ketenagakerjaan (Ibid.). Tetap saja bergeming, 
penandatanganan naskah UU oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 2 
November 2020, mengakhiri kronologi lahirnya Undang-Undang Nomor 
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11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang penuh gejolak dan kontroversi 
publik (CNN Indonesia, 2020). 

Guna mengetahui lini masa lahirnya UU Cipta Kerja yangsyarat dengan 
polemik tersebut, berikut ini adalah kronologi lengkap Omnibus Law Cipta 
Kerja: 20 Oktober 2019, Jokowi menyatakan akan menerapkan Omnibus 
Law saat dilantik jadi presiden periode 2019-2024, 16 Desember 2019, 
Satgas Omnibus Law dibentuk dan dipimpin Ketua Kadin Rosan Roeslani, 
12 Februari 2020, Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law RUUCK 
(RUU-CK) ke DPR, 2 April 2020, DPR membacakan surat presiden soal 
RUU-CK, pembahasan diserahkan ke Badan Legislasi: 14 April 2020, 
DPR dan Pemerintah rapat perdana membahas RUU-CK, 17 April 2020, 
Serikat Buruh ancam demo besar-besaran pada 30 April dan 1 Mei, namun 
demo batal karena setelah tiga pimpinan serikat buruh diundang Jokowi 
pada 21 April, 24 April 2020, Jokowi menyatakan menunda pembahasan 
draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan ke DPR, 20 
April-3 Oktober 2020, Panitia Kerja RUU Omnibus Law menggelar 64 
rapat membahas draf bersama pemerintah dan para pakar, 1 Oktober 2020, 
Serikat Buruh ancam mogok kerja nasional jika pembahasan RUU-CK 
Berlanjut, 3 Oktober Pemerintah dan DPR sepakat membawa RUU-CK ke 
rapat paripurna, dijadwalkan pada 8 Oktober 2020, 5 Oktober 2020, Rapat 
Badan Musyawarah DPR mendadak digelar. Keputusannya, Paripurna 
untuk pengesahan Omnibus Law digelar hari itu juga. Rapat Paripurna 
digelar sore hari 5 Oktober 2020, RUU-CK disahkan jadi UU, 2 November 
2020, Presiden Joko Widodo menandatangani naskah UU No 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Ibid). 

Pertanyaannya, dari manakah asal-muasal surplus kepercayaan diri, 
obsesivitas, dan agresivitas Pemerintah-DPR untuk menerapkan Omnibus 
Law Cipta Kerja yang ekstra ramah pasar itu? Untuk menjawabnya, kita 
bisa menilik ulang sekilas karya Robison dan Hadiz (2004) yang sejak awal 
telah memprediksikan gejala sindrom semacam itu berpotensi mengemuka 
di era pasca-Reformasi. Melalui restrospeksi sejarah tentang kemunculan 
dan kejatuhan rezim Soeharto serta peristiwa-peristiwa kompleks yang 
membentuk pondasi ekonomi politik Indonesia beserta kecenderungan 
re-organisasinya, Robison dan Hadiz menegaskan bahwa reorganisasi 
hubungan kekuasaan predator lama dalam sistem partai, parlemen, dan 
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pemilu yang baru, dan dalam aliansi baru, akan menjadi pusat dinamika 
politik di era pasca-Soeharto (Robison & Hadiz, 2004: 223). 

Dalam cara pandang itu, maka agresivitas Omnibus Law Cipta 
Kerja itu tak lain adalah performa kegigihan oligarki politik-bisnis yang 
berhasil mereorganisasi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dengan 
mengakomodasi berbagai kepentingan populis dan predator di berbagai lini 
dan front institusi demokratis. Dengan kata lain, tegaknya pemerintahan 
Jokowi ditopang oleh kemenangan pertarungan politik dalam pusaran 
kebangkitan kelas oligarki. Hasil lacakan majalah Tempo menunjukkan 
262 orang (147 inkumben # 115 anggota baru) atau sekitar 45,596 dari 
575 anggota parlemen menduduki jabatan strategis (seperti direktur 
dan komisaris) atau terafiliasi dengan 1.016 perusahaan yang bergerak 
di berbagai sektor (bidang penyiaran, perdagangan umum, properti, 
perkebunan, hingga industri ekstraktif, dll.) (tempo.co, 2020). Lebih jauh, 
kabinet Jokowi juga tidak bisa lepas dari pusaran pengaruh 5 konglomerat 
pendukung Pilpres, barisan 9 mantan jendral tentara dan 4 pengusaha 
triliuner dalam kabinetnya (Kurniawan, 2018, Nathaniel, 2019). 

Belakangan berkembanganalisis politik yang mengupas kepemimpinan 
Jokowi dikaitkan dengan karakteristik latar kelas sosial, basis ideologi, 
pilihan pragmatisnya dalam mengelola pertarungan kekuasaan dan 
kepentingan politik di era pemerintahnya, seperti kekuatan lama oligarki 
yang memainkan isu politik populisme dan ultra-nasionalisme. Catatan 
Baker (2016) misalnya, mendeskripsikan Jokowi sebagai presiden 
seorang developmentalist, yang menunjukkan “ketidaksabaran terhadap 
kompleksitas hukum” dan “kecenderungan illiberaI” yang konsisten 
dengan latar belakang kelas borjuis menengahnya (Baker, 2016). 

Gambaran lanjut  Warburton (2017) menegaskan, new 
developmentalism ala Jokowi mulai nampak menyolok sejak 2016. Prioritas 
pemerintah Jokowi pada pembangunan infrastruktur dan deregulasi 
yang mengesampingkan isu-isu pemerintahan lainnya seolah menjadi 
“gaung masa lalu” (echoes of the past) dari visi pemerintahan Soeharto 
di era 1980-an dan 1990-an untuk memodernisasi Indonesia. Di antaranya 
menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur 
fisik, peningkatan produktivitas desa, pembangunan industri pendukung 
pertanian, deregulasi, dan debirokratisasi, peningkatan investasi sektor 
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swasta untuk meningkatkan inisiatif, kreativitas dan partisipasi publik 
dalam pembangunan (Warburton, 2016: 315). 

Warburton berkesimpulan new developmentalism Jokowi dicirikan 
dengan kebijakan-kebijakan pemerintahannya bersifat pragmatis dan 
berorientasi-pertumbuhan, posisi  ideologisnya  statist-nationalist, 
dan pendekatannya bersifat konservatif dalam memecahkan berbagai 
masalah transparansi, kepemerintahan, hak asasi manusia, dan keadilan. 
Tujuan pembangunan infrastruktur Jokowi yang ambisius itu rentan oleh 
rongrongan persoalan logistik, korupsi, dan pertikaian politik (Warburton, 
2016: 316). 

Ketertarikan utama Jokowi terhadap pembangunan ekonomi 
domestik, dan tidak jelasnya orientasi ideologis di arena sosial dan politik 
mendapat sorotan tajam juga dari Power (2018). Dukungan kekuatan 
politik dari koalisi besar partai, parlemen, kumpulan elite politik yang 
tampak kredibel di mata publik, para elite bisnis, cengkeraman yang kuat 
pada media semakin mempermudah upaya Jokowi untuk mempolitisasi 
dan memobilisasi lembaga hukum, penegakan hukum, lembaga keamanan 
negara demi terciptanya stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang 
diagungkannya (Power, 2018). 

Segenap upaya politisasi dan instrumentalisasi itu jelas berdampak 
serius pada kemunduran demokrasi di Indonesia yang tercermin dalam 
berbagai praktik represif, “kriminalisasi”, penindasan terhadap kelompok- 
kelompok oposisi demokratis, dll. Serangkaian catatan dan bukti yang rinci 
mengantarkan power pada sebuah kesimpulan bahwa dalam pemerintah 
Jokowi inilah praktik-praktik politik otoritarianisme kembali diperagakan 
(Power, 2018: 335). Sinyalemen tentang munculnya sosok pemimpin 
developmentalis yang mengusung paham “developmentalisme baru” 
berikut praktik politik neo-otoritarianisme itu mendapati titik puncak 
justifikasinya ketika Omnibus Law Cipta Kerja resmi menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dari tangan Jokowi. 

Menariknya, reaksi keras tak terduga datang dari majalah “kanan” 
yang tersohor sebagai corong utama liberalisme, pendorong privatisasi, 
liberalisasi pasar, dan pemangkasan intervensi negara atas pasar, The 
Economist. Pemberlakuan-paksa Omnibus Law Cipta Kerja itu, menurut 
The Economist, bukan saja cacat hukum lantaran proses penyusunannya 
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tidak jelas dan tertutup dari pelibatan dan konsultasi publik, melainkan 
juga akan berdampak serius pada: pertama, penghapusan proteksi 
kesejahteraan buruh, kedua, pembatalan sistem otonomi daerah (warisan 
20 tahun reformasi politik 1998) atau resentralisasi kuasa pemerintah pusat, 
ketiga, mempermudah korporasi perkebunan, tambang, dan pemegang 
Hak Penguasaan Hutan (HPH) untuk menjarah kekayaan alam di seluruh 
wilayah nusantara, keempat, mereduksi suara-suara (penolakan) warga 
terdampak pemberian izin lingkungan (Ibid.). 

Seakan membuktikan kebenaran prediksi dari para pengamat di atas, 
The Economist secara satire menggambarkan Presiden Jokowi dulu sebagai 
pemimpin pilihan rakyat (a man of the people) kini telah berubah kiblat. 
“Dulu sering berembug dan membantu warga, kini ia jauh dan menyendiri, 
dikelilingi para petinggi elite politik dan bisnis di lingkaran istana. Dulu 
suka blusukan menemui konstituen untuk mengenali persoalan riil di 
lapangan dan membereskannya, kini ia memangkas proteksi bagi kaum 
buruh, bahkan mengirimkan aparat keamanan untuk “meng-gebug” 
mereka yang terlibat dalam aksi demonstrasi” (economist.com, 2020). 

Persis pada konteks itulah, Ben Bland (2020) menyampaikan, 
“kekuasaan telah mengungkapkan keterbatasannya”. Panggung politik 
nasional tampak telah menyingkap “sosok pemimpin yang anehnya 
tidak banyak bicara soal pertanyaan-pertanyaan besar sejarah Indonesia 
modern”. Dalam kalimat yang meyakinkan, Bland menyatakan, “Jokowi 
tidak pernah menjadi reformis-demokratis yang memungkinkan para 
pendukung menghitung dirinya. Namun demikian ia bukanlah sosok 
serigala otoritarian yang berbulu domba. Lebih dari itu, dia dibentuk 
oleh pusaran-pusaran angin yang mengepungnya.” Dalam ilustrasi yang 
representatif itulah, Band menjuluki Jokowi sebagai “sosok yang penuh 
kontradiksi” (Bland, 2020:37). 

Dua periode kepemimpinan sipil Jokowi telah mengantarkan 
demokrasi dalam dominasi dan cengkraman pendekatan keamanan 
demi stabilitas dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Kiranya, 
peringatan Aspinall dan Mietzner (2014) mendapati relevansinya kembali 
di sini. “Pilpres 2014 merupakan pemilu paling penting dalam sejarah 
demokrasi pasca-Soeharto sekaligus sebuah momen genting yang hanya 
bisa diperbandingkan dengan perubahan rezim tahun 1998. Pasalnya, 
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lanjut mereka, “pilihan antara Jokowi dan Prabowo memberi kepada kaum 
pemilih Indonesia opsi mempertahankan pemerintahan demokratis yang 
ada ataukah mengirimnya ke jalur eksperimen populis dan regresi neo- 
otoritarian” (Aspinall & Mietzner, 2014:366). 

Namun ada hal yang mungkin tak pernah terprediksikan Aspinall dan 
Mietzner, maupun para pemilih, kontestan Pilpres itu ternyata adalah dua 
sosok dari satu kotak yang sama. Mereka sama-sama sosok pemimpin 
yang terlahir pada generasi emas Orde Baru, sama-sama beraliran “politik 
perkoncoan” yang tak butuh perimbangan kekuatan politik oposisi, dan 
sama-sama sepakat bergabung dalam satu gerbong kabinet untuk meniti 
rute jalan yang sama, regresi neo-otoritarian. Kini para pemilih disodori 
sebuah kondisi politik riil dan aktual tentang, meminjam Abshar-Abdalla 
(2020), “berseminya lagi pohon otoritarianisme” (Abshar-Abdalla, 2020). 

Perimbangan tata kelola pemerintahan Jokowi terhadap tiga pilar 
penyangga tata kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pembangunan 
(development), demokrasi (democracy), dan keamanan (security) semakin 
menunjukkan kecenderungan yang timpang. Mobilisasi pendekatan 
keamanan secara masif demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi 
secara jor-joran telah menggangsir bangunan demokrasi, buah dua puluh 
tahun reformasi politik 1998. 


Omnibus Law Cipta Kerja: Tonggak Politik Prekarisasi 


Sesungguhnya, masyarakat memahami upaya Pemerintah dan DPR 
menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat 2: “Tiap-tiap warga Negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaa»”. 
Atas dasar itulah Pemerintah dan DPR RI berkeyakinan kuat bahwa 
“teknikalisasi” pengesahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
akan efektif memecahkan berbagai persoalan pengangguran dan bonus 
demografi sehingga janji politik “demokrasi yang menyejahterakan” bagi 
setiap warga negara bisa segera terwujud (“a rising tide lifts all boats”). 
Sayangnya, kebulatan tekad dan surplus kepercayaan diri Pemerintah dan 
DPR mengesampingkan perangkap laten “hukum besi ekonomi politik” 
(Priyono, 2014:5—17), dimana tata negara tidak lagi hanya ditentukan 
oleh kesesuaiannya dengan mandat konstitusi dan keadilan tapi juga 
oleh kondisi anggaran-pembiayaan suatu tatanegara dalam mekanika 
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ekonomi pasar dan perdagangan yang tidak jarang berujung kontradiktif 
dan kontraproduktif dengan mandat konstitusi itu sendiri. 

Tidak memadainya proses deliberasi publik (public deliberation) 
atas substansi UU Cipta Kerja (yang selanjutnya nanti disingkat UUCK) 
semakin membuat nalar publik curiga bahwa pengesahan UUCK telah 
terseret jauh oleh arus pasar yang cenderung memfasilitasi investor. 
Risikonya, kerentanan bisa terjadi di multi-front, baik bagi lingkungan 
maupun mayoritas besar warga negara yang kurang beruntung dan 
kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups). Sejauh sumberdaya 
politik sebagai basis kehidupan bersama telah dilumpuhkan oleh represi 
aparatus ekonomi dan aparatus keamanan seperti yang telah diulas di atas, 
niscaya kehidupan warga negara akan terbenam dalam kubangan hidup 
yang disesaki oleh multifaset kerentanan. Alih-alih merebut peluang bonus 
demografi, mengurangi angka pengangguran, memperkuat perlindungan 
dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, peningkatan kesejahteraan 
buruh, UUCK justru hanya akan menguntungkan dan semakin 
memperkokoh oligarki di Indonesia (theconversation.com, 2020). 

Kandungan represi dan ketegangan yang terbekukan melalui 
konstitusionalisasi UUCK itu bukan hanya berpotensi menghasilkan 
ledakan kerentanan bagi “kaum buruh” di sektor formal manufaktur saja, 
melainkan juga bagi pekerja sektor informal dan pekerja non-formal 
sekalipun. Bukan hanya buruh sektor formal yang akan terombang- 
ambing dalam gelombang “flexploitation” (fleksibilitas pasar kerja yang 
eksploitatif) (Bourdieu, 1998: 86), namun buruh informal dan nonformal 
pun akan menanggung hilangnya hak-hak hidup dan penghidupan akibat 
lanskap agraria, ladang, sawah, hutan, dan laut mereka telah “dicaplok” 
para investor yang difasilitasi pemerintah secara istimewa, seperti: industri 
ekstraktif, industri perkebunan sawit, industri Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (PHHK, baik hutan alam maupun hutan tanaman industri), industri 
pariwisata, dan industri manufaktur. 

Perubahan struktur makro politik yang tertera dalam UUCK itu 
memuat anasir-anasir “politik prekarisasi” yang berpotensi secara masif 
melucuti hak-hak yang melekat dalam setiap subjek warga negara (citizen). 
Mereka menjadi subjek yang ditelanjangi, dirampas, diingkari, ditolak, 
dan didepak ke luar batas-batas “keanggotaan” dan tanggungan kewajiban 
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negara (denizen) (Standing, 2014:25). Dalam konteks itu, kiranya sulit 
bagi nalar publik untuk menampik anggapan bahwa UUCK sebagai produk 
komodifikasi politik (commodification of politics) dari kekuatan oligarki 
politik-bisnis dengan hak-hak istimewanya (privilege) itu merupakan 
“tonggak politik prekarisasi” ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. 

Ke depan kita akan menyaksikan kondisi hidup dan penghidupan 
warga dikepung oleh rupa-rupa simptom kerentanan yang bersifat gradatif: 
ekosistem lingkungan atau naungan hidup ekologis yang semakin ringkih 
(vulnerable), mata pencarian yang tidak aman (insecure) tanpa ada 
jaminan perlindungan sosial (lack of social protection), mata pencarian 
tanpa adanya asuransi kesehatan (health insurance), mata pencarian yang 
serba serabutan (casual), mata pencarian yang serba tidak pasti (uncertain) 
dan tidak menentu (unstable), kondisi kerja berbahaya (dangerous) dan 
penuh risiko (hazardous), penghasilan yang tidak memadai (income 
inadeguacy), perasaan hidup dalam keterasingan (alienated), perasaan 
hidup yang serba terancam (threatened), kondisi psiko-sosial yang diliputi 
kegelisahan (anxiety), kondisi psiko-sosial yang terdeprivasi (deprived) 
hingga tidak ada harapan (hopeless) tentang masa depan, dan seterusnya 
(bdk. Standing, 2014, 33-47, Bourdieu, 1998:82). 

Rincian tersebut adalah ilustrasi umum tentang bagaimana struktur 
politik makro turut memformasi dan mendisiplinkan seluruh hidup dan 
penghidupan subyek-subyek warga negara. Ilustrasi itu mengantarkan 
kita pada sebuah pemahaman tentang betapa besar dan luasnya potensi 
kerusakan yang ditimbulkan (collateral damage) oleh perubahan kebijakan 
politik makro (UUCK) itu pada struktur mikro, bahkan sublim, dalam setiap 
subjek warga negara. Kuatnya imaji tentang collateral damage dari UUCK 
itu, mengingatkan kita pada cara pandang yang luas bahwa hidup bukan 
semata perkara melampiaskan hasrat homo economicus yang manipulatif, 
penuh muslihat (Schumacher, 1978:66, bdk. Akerlof & Shiller, 2015: 136), 
mengkoloni secara totaliter atas seluruh bidang kehidupan—sosial, budaya, 
politik, dll—yang sebenarnya sangat kompleks. Bila meminjam istilah 
E.F. Schumacher, dalam kendali supremasi doktrin “economism” itu, yaitu 
arogansi santisme materialistik yang terepresentasikan dalam pemujaan 
terhadap ilmu ekonomi modern (idolatory of economism) (Schumacher, 
1973:95), sepak terjang homo economicus benar-benar telah melemparkan 
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dan menjebloskan mayoritas warga dalam pusaran kerentanan yang tak 
tertangguhkan. 

Kondisi itu semakin paradoksal ketika dijumbuhkan dengan gencarnya 
glorifikasi jargon “pembangunan berkelanjutan” yang tertuang dalam 
rencana aksi global Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan 
jernih, The World Commission on Environment and Development (WECD) 
mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: “Pembangunan yang 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan saat ini dengan tidak mempertaruhkan 
(compromising) kemampuan generasi-generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” (WCED, 1987:37). Bisa dipertegas 
di sini bahwa multi kerentanan warga yang ditimbulkan oleh implementasi 
UUCK merupakan elemen utama dari bencana yang akan menjadi batu 
sandungan (scandalum) bagi upaya mewujudkan cita-cita kelestarian 
ekologis maupun upaya menjunjung martabat kemanusian (Amnesty 
International, 2020). 

Persis di sinilah letak akar masalah UUCK yang sesungguhnya. Alih- 
alih melestarikan keberlangsungan hidup dan penghidupan warga negara, 
UUCK justru telah menggadaikan masa depan cucu-cicit generasi penerus 
bangsa. UUCK adalah produk kebijakan yang akan membawa malapetaka 
bagi masa depan Indonesia (disastrous policy). Kutipan pernyataan 
Smith dan Hoffman (2002) berikut mempertegas kesalingterkaitan antara 
institusi politik, kerentanan, dan bencana tersebut. Menurutnya, “Bencana 
menjadi tak terhindarkan dalam konteks di mana pola “kerentanan”, 
kejadian di lokasi, infrastruktur, organisasi sosial-politik, sistem produksi 
dan distribusi, dan ideologi masyarakat terproduksi secara historis. Sebuah 
pola kerentanan masyarakat merupakan elemen pokok bencana. Dalam 
kondisi itu, perilaku individu dan organisasi dalam keseluruhan bencana 
yang terjadi jauh lebih merusak ketimbang yang akan ditimbulkan oleh 
kekuatan fisik agen yang merusak itu sendiri.” (Hoffman & Oliver-Smith, 
2002:3). 

Secara substansial, terdapat sekurangnya lima persoalan fundamental 
dalam UUCK tersebut. Pertama, penyusunan UUCK cacat hukum karena 
melanggar prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU 
Nomor 12 Tahun 2011 juga UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan intrinsik itulah 
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UU itu bisa dinilai sebagai produk perundangan yang tidak sah di mata 
hukum atau dengan sendirinya “batal demi hukum”. 

Kedua, UUCK merombak basis-basis peraturan perundangan 
yang menjadi pondasi otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah) yang merepresentasikan spirit politik desentralisasi 
kekuasaan packa otoritarianisme maupun pondasi otonomi desa (UU No. 
6 tahun 2014 tentang Desa) yang mengusung spirit pengakuan politik 
(political recognition) negara atas otonomi desa berikut prinsip-prinsip 
subsidiaritas (subsidiarity). Dengan kata lain, UUCK meresentralisasi 
kekuasaan ke tangan Pemerintah Pusat, seperti layaknya masa Orde Baru. 
Diperkirakan terdapat 400-an pasal yang menarik kewenangan kepada 
Presiden melalui pembentukan peraturan presiden (Putsanra, 2020). 

Ketiga, UUCK mengabaikan kelestarian lingkungan hidup sebagai 
naungan hidup dan penghidupan mayoritas warga, terutama komunitas 
masyarakat adat di seluruh Nusantara yang tersebar di 17.504 pulau, 
dengan 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 718 bahasa ibu, dan 
2.500 jenis bahasa daerah (BPS, 2010:6). Terdapat pasal-pasal UUCK 
yang mengabaikan spirit perlindungan lingkungan hidup, terutama 
terhadap berbagai pendekatan berbasis risiko, pendekatan peta konflik, 
dan pendekatan partisipatoris yang terbuka pada berbagai aspirasi dan 
keterlibatan masyarakat. 

Keempat, UUCK memuat pasal-pasal yang meliberalisasi berbagai 
usaha sektor primer (utamanya lahan pertanian, sumber daya kelautan, 
dll.). Hal itu berpotensi besar pada hilangnya proteksi terhadap petani dan 
nelayan berikut sumberdaya ekonomi produktif mereka. Selain sumber 
daya produktif mereka terancam beralih-fungsi karena diokupasi oleh 
investasi padat modal dari para investor, produk-produk mereka pun akan 
terpukul dan tersingkir oleh masifnya komoditas pertanian impor. 

Kelima, UUCK mengabaikan nilai-nilai dan praktik hidup yang 
menghormati Hak Asasi Manusia. Alih-alih memprioritaskan tenaga buruh 
sebagai faktor utama keberlangsungan perusahaan, sejumlah pasal UUCK 
justru memaksa para buruh untuk menanggung beban dan berkorban 
lebih besar demi maksimalisasi keuntungan kaum pengusaha dan pemilik 
modal. Pemanfaatan kekayaan perusahaan bukan saja diperuntukkan demi 
kepentingan dan kepuasan pemilik modal, melainkan harus diredistribusikan 
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pula bagi kesejahteraan buruh. Keengganan untuk bertanggung jawab, 
baik pihak perusahaan maupun pemerintah, terhadap perlindungan dan 
pemenuhan kesejahteraan bersama para buruh itu merupakan manifestasi 
“perbudakan modern” yang menyingkirkan nilai-nilai hak asasi manusia 
di kalangan para buruh, terutama buruh perempuan, maupun masyarakat 
sekitar yang terdampak investasi padat modal tersebut. 

Eskalasi “kekerasan struktural” —sebuah istilah kesohor dari sosiolog 
Norwegia, Johan Galtung, tentang upaya perusakan atas kebutuhan 
fundamental manusia yang disengaja oleh para aktor kekuasaan—yang 
bersifat kapitalistik, patriarkis, eksploitatif, dan penuh ketidakadilan 
sosial (social injustice) (Galtung, 1969:170—171), di arena kerja para 
buruh itu praktis akan mempercepat proses pembiakan (proliferation) 
dan pelembagaan yang masif atas “spiral kekerasan” yang mengancam 
kemanusiaan (Camara, 1971:37—40), hingga pada level kehidupan 
keluarga sebagai institusi formasi sosial paling dasar. Keluargalah yang 
harus menanggung pukulan dan beban terberat dari kekacauan dunia kerja 
itu. Keluarga terpaksa harus melakukan dua atau tiga pekerjaan serabutan 
(casual) berupah rendah dalam seminggu agar bisa tetap bertahan hidup di 
atas garis kemiskinan. 

Perjuangan keluarga—yang utamanya banyak ditopang oleh beban 
ganda perempuan dan berimplikasi pula pada anak-anak, kaum lansia, dan 
difabel—untuk tetap bisa bertahan hidup seperti itu merupakan ongkos 
teramat mahal yang harus dibayar dan “disubsidikan” kepada para elit 
pengusaha yang super agresif dalam memaksimalisasi keuntungan demi 
hasrat akumulasi primitifnya. Kekerasan struktural yang ditopang dengan 
regulasi sistem ekonomi, politik, dan budaya dan dijalankan oleh rezim dan 
aparatus kekuasan telah menyebabkan keluarga tidak mampu mencapai 
kualitas hidup yang utuh (Gupta, 2012:208). 

Sayangnya, pemerintah dan parlemen menutup mata tentang 
ancaman dan risiko dari kebijakan yang sangat berbahaya itu (disastrous 
policy). Sebagaimana biasanya, tampil sebagai “anak emas” (golden 
boy) Bank Dunia yang patuh, pemerintah dan parlemen justru super 
gencar mempropagandakan berbagai asumsi positif tentang “market 
labour flexibility” seperti efisiensi produksi, maksimalisasi keuntungan, 
pemerataan kesempatan kerja, pengurangan tingkat pengangguran dan 
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perbaikan tingkat pendapatan, dan seterusnya (Rajagukguk, 2010:6). Alih- 
alih akan membawa Indonesia menuju “better jobs and security for all” 
(World Bank, 2010), UUCK itu justru berpotensi besar melanggar hak-hak 
buruh. 


Menaksir Ledakan Besar Prekarisasi 


Berikut ini adalah daftar kecacatan UUCK yang merepresentasikan 
pengebirian atas hak-hak buruh berikut implikasi dan konsekuensinya 
yang semakin menjauhkan buruh dari capaian standar Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) dan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya. Sederet pasal 
kontroversial itu mencakup antara lain: upah murah, pengurangan hak cuti, 
dan hari libur, penghilangan batasan waktu buruh kontrak atau Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT), perluasan outsourcing, mudahnya pemutusan 
hubungan kerja (easy hiring easy firing), ketidakjelasan nilai pesangon, 
tidak adanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudahan prasyarat 
bagi masuknya tenaga kerja asing, hingga tidak adanya pasal sanksi bagi 
perusahaan yang melanggar hak-hak buruh (Widiyanti, 2020). 

Persis di dalam pasal-pasal UUCK yang kontroversial inilah, para 
pengusaha memperoleh privilege dan keleluasaan melakukan berbagai 
manuver melalui “jurus menangkis”, “jurus berkelit”, dan “jurus 
menghindar” dari tanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak buruh. 
Menyoal Pasal 81 angka 15 UUCK, misalnya, penghapusan aturan 
mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja 
kontrak (yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan/ 
UU Nomor 13 Tahun 2003) akan membuka celah lebar bagi pengusaha 
mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas (PKWTT). Soal Pasal 
81 angka 23 UU Cipta Kerja, penghapusan hak pekerja mendapatkan hari 
libur dua hari dalam satu pekan (yang sebelumnya diatur dalam Pasal 79 UU 
Ketenagakerjaan) (Maharani, 2020) memberi ruang lebar bagi pengusaha 
untuk memaksakan waktu kerja dan waktu lembur lebih panjang kepada 
para buruh. 

Lebih jauh, menyoal Pasal 81 angka 24 UUCK, penghapusan tujuh 
ketentuan pengupahan buruh seperti yang pernah diatur dalam Pasal 88 
UU Ketenagakerjaan (yaitu upah minimumj struktur dan skala upah, upah 
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kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan 
karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang 
dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan 
atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya) membuka ruang lebar bagi 
pengusaha untuk menghemat besar-besaran biaya pengeluaran untuk 
upah buruh. Masalah yang semakin genting terjadi di Pasal 81 angka 29 
UUCK, penghapusan aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak 
membayarkan upah sesuai ketentuan perundang-undangan (yang diatur 
sebelumnya dalam Pasal 91 UU Ketenagakerjaan) (Jbid.) menjadi arena 
permainan yang sangat longgar bagi para pengusaha untuk “main kayu” 
lantaran tidak ada “wasit” sebagai penegak aturan main. Arena pesta pora 
para pengusaha untuk mengeksploitasi tenaga buruh demi memaksimalkan 
keuntungannya telah difasilitasi dengan sangat baik oleh pasal ini. 

Tak hanya sampai di situ, para pengusaha masih memperoleh “bonus” 
dari pemerintah dan parlemen dengan hadirnya ketentuan Pasal 81 angka 
58 UUCK. Penghapusan ketentuan soal hak buruh/pekerja mengajukan 
permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan 
perusahaan karena menganiaya, menghina secara kasar, mengancam, dan 
tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau 
lebih (seperti diatur sebelumnya pada Pasal 169 UU Ketenagakerjaan) 
(Ibid.) semakin memperlebar peluang pengusaha untuk menghemat biaya 
pengeluaran untuk pesangon buruh. Secara gamblang, ketentuan pasal ini 
memberikan otoritas penuh kepada pengusaha untuk menentukan PHK 
secara sepihak. Pasal ini berpotensi besar menciptakan ruang yang subur 
bagi kelaliman pengusaha untuk memperlakukan buruh bukan sebagai 
subjek melainkan hanya sebagai objek, barang, atau alat produksi sebagai 
pelipat-ganda keuntungan dan akumulasi kapital. 

Ulasan pasal di atas hanyalah sebagian kecil dari pasal-pasal UUCK 
lainnya yang bermasalah dan tidak memberikan jaminan kepastian 
atas pemenuhan hak-hak mayoritas buruh di seluruh bidang atau 
sektor pekerjaan di Indonesia. Pasal-pasal UUCK yang memposisikan 
perusahaan sebagai entitas dominan dan superior akan membentuk 
pola-pola relasi “kemitraan” usaha—antara perusahaan dengan petani, 
nelayan, pelaku usaha milik warga, dll.) yang tidak setara dan tidak adil. 
Hampir bisa dipastikan ledakan prekarisasi ketenagakerjaan di Indonesia 
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tak terhindarkan lagi. Bila ditelisik lebih lanjut, selain industri jasa dan 
industri manufaktur/pengolahan, ledakan prekarisasi itu juga akan terjadi 
pada empat bidang investasi besar berikut: pertama, industri perkebunan 
dan kehutanan (plantation and forest industry): kedua, industri ekstraktif 
(extractive industry), ketiga, industri pariwisata (tourism industry), dan 
keempat, industri digital (digital Industry 4.0). Penjelasan kondisi aktual 
berikut akan memberikan basis ilustrasi dalam menaksir masa depan 
ledakan prekarisasi yang akan terjadi empat bidang utama investasi 
tersebut. 

Ekspansifnya industri perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis) 
dan industri sektor kehutanan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir 
menjadi kisah yang memilukan bagi masyarakat adat. Selamat tahun 2001— 
2016, ekspansi masif telah menyebabkan deforestasi dari seluas 4,713 juta 
hektar menjadi 12,308 juta hektar. Terus berlanjutnya deforestasi yang pesat 
memposisikan Indonesia sebagai negara pemilik perkebunan kelapa sawit 
terluas di dunia yang besarannya mencapai seluas 14,3 juta hektar pada 
tahun 2019, di mana perusahaan swasta menguasai 5496, perkebunan rakyat 
41Y6o, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 596 (katadata.com, 2020). 
Lingkaran setan dari praktik tambal sulam hukum, lemahnya peraturan, 
minimnya pengawasan pemerintah, dan manipulatifnya perusahaan telah 
mengakibatkan kerusakan ekologi, masalah perburuhan, konflik agraria, 
proletarianisasi petani, dan terenggutnya hak-hak masyarakat adat atas 
hutan, penghidupan yang layak, pangan, air, dan kebudayaan (Human 
Rights Watch, 2020). 

Data tahun 2019 menunjukkan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang 
didorong oleh kebijakan pemerintah Jokowi selama 4 tahun terakhir telah 
menyebabkan tingginya konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia. 
Data terbaru Konsorsium Pembaharuan Agraria tahun 2019, terjadi 279 
letusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 
hektar yang berdampak pada 109.042 KK di 420 desa di seluruh provinsi di 
tanah air. Meski kasusnya menurun dari tahun 2018, sebanyak 410 letusan 
konflik agraria, namun terjadi eskalasi kekerasan dan kebrutalan aparat 
kepolisian dalam penanganan konflik agrarian (KPA, 2020: 3). Hampir bisa 
dipastikan, tantangan politik agraria ke depan akan semakin besar seiring 
diimplementasikannya UUCK yang berpotensi merampas dan menggusur 
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tanah rakyat demi investasi skala luas maupun rencana pembangunan 
proyek Ibu Kota Negara (IKN) senilai Rp466,98 triliun—termaktub 
dalam RPJMN 2020-2024—dengan luasan sekitar 180.965 hektar. Kajian 
#BersihkanIndonesia (2019) mengindikasikan bahwa mega proyek IKN 
beraroma oligarki Pilpres 2019 itu hanya akan menguntungkan para 
oligarki dan melahirkan berbagai masalah baru seperti, praktik korupsi, 
modus tukar guling, “pemutihan dosa” korporasi, legalisasi penggusuran, 
ancaman kriminalisasi warga, krisis sosial ekologis, dan punahnya 
keanekaragaman hayati (#BERSIHKANINDONESIA, 2019: 8). Dalam 
kondisi yang sudah sedemikian rentan dan terpuruk, lantas bagaimanakah 
masa depan hak-hak buruh maupun hak-hak masyarakat adat di bawah 
implementasi UUCK yang jelas-jelas semakin memperkokoh privilege 
perusahaan swasta? 

Sebagai negara yang berlimpah sumber daya alam (resource-driven 
country), Indonesia selalu menuai sorotan publik terkait buruknya tata 
kelola sektor pertambangan (minyak, gas, mineral, dan batubara). Masalah 
buruh sektor tambang seringkali tenggelam oleh isu-isu besar seperti 
persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP), konflik agraria, konflik sosial, 
kekerasan komunal (Hudayana, Suharko, & Widyanta, 2020), pencemaran 
lingkungan, bencana banjir, kerusakan ekologi, krisis air bersih, persoalan 
intransparansi dan korupsi, dan beberapa tahun belakangan marak 
isu pelanggaran kewajiban reklamasi (lubang-lubang tambang) yang 
memakan banyak korban (Jaringan Anti Tambang, 2020: 19-25). Untuk 
menaksir kerentanan buruh tambang di bawah implementasi UUCK, 
temuan riset Widyanta (2019) mungkin bisa menjadi ilustrasi ringkas 
atas itu. Menurutnya, para buruh tambang nikel di Sulawesi Tengah itu 
mengalami setidaknya enam persoalan berikut (Widyanta, 2019: 211-217): 
(1) Ketidaktransparanan proses rekrutmen buruh, (2). Hubungan kerja 
tanpa kontrak dan hubungan kerja kontrak pendek, (3). Ketidakjelasan 
mekanisme pembagian kerja dan kerentanan buruh terhadap pemecatan 
sepihak, (4). Sistem pengupahan yang tidak adil bagi buruh “lokal”: (5). 
Rendahnya perlindungan K3 bagi buruh, dan (6) Tidak sehatnya persaingan 
kerja dan rendahnya kualitas jatah makan buruh “loka!” (bdk. Widyanta, 
2013: 87—106). 
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Temuan itu mungkin bisa melukiskan kekhawatiran publik 
atas pemberlakuan fleksibilitas pasar kerja dalam UUCK di tahun- 
tahun mendatang. Sulit untuk diingkari, ekspansi bisnis dan investasi 
pertambangan telah mengakibatkan ruang hidup warga terkepung oleh 
akumulasi krisis multidimensi (Walhi, 2020: 37—39). Dalam kondisi 
semacam itu, muncul pertanyaan serupa di atas: bagaimanakah masa 
depan hak-hak buruh dan hak-hak warga masyarakat maupun komunitas 
masyarakat adat di lingkar tambang di era investasi “super-ramah-pasar” 
yang bias kepentingan perusahaan tambang milik para oligarki (Fraksi 
Rakyat Indonesia & #Bersihkan Indonesia, 2020:5,10) berikut jejaringnya 
dari level pusat hingga ke daerah ketimbang kepentingan warga? 

Berikutnya, ekspansi industri pariwisata (tourism industry) memiliki 
kesejalanan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur fisik, terutama 
jalan raya dan bandar udara, dan industri penerbangan di Indonesia 
dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Pemerintah telah menetapkan 
enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata—yang meliputi 
Tanjung Lesung, Tanjung Kalayang, Singhasari, Mandalika, Likupang, 
dan Morotai—sebagai obyek wisata terintegrasi (integrated area tourism) 
antara wisata alam, wisata budaya hingga wisata MICE (meeting, incentive, 
convention, exhibition, and events tourism) (Dewan Nasional Kawasan 
Nasional Ekonomi Khusus, 2020). Seolah tak terelakkan, pembangunan 
infrastruktur jalan dan bandar udara pun menjadi kebutuhan mendesak 
demi terfasilitasinya konektivitas dan trafik arus wisatawan mancanegara 
untuk berkunjung ke sejumlah kantong wisata tersebut. Pemerintah Jokowi 
mengklaim telah membangun jalan tol 782 Km, Jalan Nasional 3.887 Km 
dalam waktu lima tahun dan menargetkan 10 bandar udara baru hingga 
tahun 2024 (Asmara, 2020). 

Sayang, narasi kemajuan itu tak pernah dilengkapi dengan kalkulus 
atas krisis sosial-ekologi dan, meminjam istilah Peter L. Berger, kalkulus 
penderitaan (calculus of pain) warga yang terdampak pembangunan 
infrastruktur. Menurut kalkulasi Berger, ongkos manusia yang paling 
mendesak adalah berupa perampasan dan penderitaan fisik. Sedangkan 
keharusan moral yang paling mendesak dalam pembuatan kebijakan 
adalah kalkulus penderitaan (Berger, 1976: xiii). Boleh jadi, seruan 
moral dari Berger itu menggedor kesadaran kita tentang berbagai praktik 
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pengambilalihan tanah warga untuk kepentingan infrastruktur demi 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Masih segar dalam ingatan kita 
perihal serangkaian kisah perlawanan warga Kulonprogo, Yogyakarta, 
menolak pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport 
(NYIA) (Rudiana, 2020), perlawanan warga Bali menolak reklamasi Teluk 
Benoa (Putra, 2020), perlawanan warga adat Sigapiton, Toba Samosir, 
Sumatera Utara, menolak pengambilan paksa tanah adat oleh Badan 
Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) (Karokaro, 2020), perlawanan 
warga Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menolak pembangunan 
Taman Nasional Komodo (Haryanto, 2020a), dan berbagai kasus serupa 
lainnya. Terus berulangnya praktik-praktik pengambilalihan tanah secara 
paksa, penyerobotan, pencaplokan, dan penyingkiran ruang hidup warga 
masyarakat dan komunitas masyarakat adat dengan mengatasnamakan 
negara (yang sudah dibajak, elite capture) niscaya akan membiakkan 
bencana ekologi dan sosial yang berpotensi melahirkan ketidakpastian 
masa depan hidup dan penghidupan warga (Haryanto, 2020b). Di tengah 
terjangan pandemi Covid-19 yang membuat industri pariwisata tersungkur 
saat ini, pertanyaan berikut mungkin relevan untuk dikemukakan di sini: 
bagaimanakah masa depan hak-hak buruh, hak-hak warga, dan hak-hak 
masyarakat adat di seputar kawasan wisata yang telah terusir paksa oleh 
“rezim penjaga pertumbuhan” dan elit-elit “multirupa” itu? 

Menyoal industri digital, sejak 2010, gelora optimisme revolusi 
industri 4.0, revolusi digital, atau artificial intelligence (AI) di Indonesia 
telah termaktub di dalam MP3EI 2011-2025 (Bappenas, 2010:24). Dua 
strategi utama “Penguatan Konektivitas Nasional” dan “Penguatan SDM 
dan IPTEK Nasional” diposisikan sebagai acuan tindak lanjut, seperti 
peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi 
(fiber optic), program Smart City (2017), Making Indonesia 4.0 (2018), 
program “Tol Langit” (2019), dll. Dalam lima tahun, Indonesia masuk 
dalam beberapa daftar pemeringkatan berikut: pengguna smartphone 
terbesar ke-5 di dunia (2016), penetrasi internet 64 persen (2019), pengguna 
internet terbesar ke-5 di dunia (2019), pengguna media sosial terbesar ke-4 
di dunia (2019), termasuk sebagai 10 negara dengan unicorn terbanyak di 
dunia (2019), pertumbuhan financial technology tercepat se-Asean (2019) 
(Hootsuite We are social, 2020). 


202 


Antusiasme pemerintah tampak mendaulat Al layaknya “Deus ex 
Machina” (Tschider, 2018), semacam “Juru Selamat” dari dalam mesin 
yang akan “membebaskan” bangsa ini dari “padang gurun” persoalan: 
transformasi demokrasi, pertumbuhan ekonomi, pencapaian bonus 
demografi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, 
terwujudnya kesejahteraan warga, dll. Namun merebaknya pandemi 
Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020, mengubah narasi gemilang 
menjadi njomplang. Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
yang mengharuskan social distancing dan physical distancing memaksa 
setiap orang menempuh rute digital dalam segala aktivitas: pendidikan 
(study from home), perkantoran (work from home), komersial (online 
shopping), keagamaan, sosial, kultural, dan seterusnya. Nyaris seluruh 
layanan publik menghadapi masalah karena jaringan internet yang tidak 
memadai, ketimpangan infrastruktur TIK, literasi digital yang rendah, dll. 
Data terbaru melalui East Venture-Digital Competitiveness Index(EV-DCI) 
2020, daya saing digital Indonesia masih sangat rendah, berada di ranking 
ke-58 dari 63 negara, dengan skor 27,9 dari skala 1—100 (katadata.co.id, 
2020). 

Kuatnya rasionalitas instrumental di kalangan pemuja Revolusi 
4.0 sering mengabaikan pondasi utamanya, yaitu pendidikan subyek 
manusianya (SDM). Pengabaian atas rendahnya literasi digital masyarakat 
niscaya melahirkan generasi yang tidak kritis terhadap dominasi nalar 
algoritma di balik beroperasinya segala macam perangkat serba-internet 
(Internets of Things/IoT) saat ini (Tapsell, 2017). Tentu saja, aktivitas digital 
bukanlah entitas steril, otonom, dan terlepas dari hierarki kuasa sistem dan 
struktur penaklukan kolonial (structure of colonial conguest). Seluruh 
aktivitas masyarakat digital beredar di sirkuit-sirkuit dan bayang-bayang 
kuasa dominan “surveillance capitalism”, “digital dictators”, ataupun 
“digital authoritarianism”, dll (bdk. Nugroho dkk., 2019). Sentralisasi 
aktivitas masyarakat digital ke dalam sejumlah platform dominan (decacorn 
ataupun unicorn) seperti Go-jek, Tokopedia, Ovo, Bukalapak, Traveloka 
semakin memudahkan pihak perusahaan menangguk keuntungan melalui: 
behavioural surplus, data science, material infrastructure, computational 
power, algorithmic systems, dan automated platforms (Zuboff, 2019:75). 
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Akibatnya bentuk-bentuk ketimpangan kuasa menjadi terus- 
menerus dilanggengkan melalui aktivitas digital ini hingga menciptakan 
pembelahan (digital divide) yang semakin menganga di antara two-speed 
society (Coleman, 2020: 2—3). Digital divides itu merupakan fenomena 
khas masyarakat digital yang mengalami ketimpangan dalam mengakses 
dan menggunakan ruang digital yang dalam tradisi sosiologis berkaitan 
dengan pemahaman tentang stratifikasi sosial: ketimpangan kesejahteraan, 
otoritas moral, kelas sosial, prestis, modal kultural, dan pengaruh politik 
(Ragnedda & Muschert, 2013: xviii). Janji kerja digital pun terpentok 
di soal yang sama. Kuasa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) 
dalam kapitalisme mutakhir telah menyingkirkan beraneka dan jenis kerja 
buruh (Dyer-Witheford, 2019). Migrasi kerja ke kancah gig economy 
pun membiakkan “cyber proletariat” atau “digital proletariat” sehingga 
kondisi buruh menjadi semakin rentan (Dyer-Witheford, 2015) karena 
sifat kerjanya yang berdurasi pendek, tanpa jaminan dan keamanan 
kerja, tanpa standar upah yang jelas (Juliawan, 2020:14) dan mengancam 
kesehatan mental para buruh (Gross, Musgrave, & Janciute, 2018: 6). 
Di tengah ancaman gig economy yang tampak ill-treat dan despotic itu 
(Graham, Hjorth, & Lehdonvitra, 2017:135-162) lantas di manakah “kerja 
bermartabat” (dignified work) jutaan buruh negeri ini hendak diposisikan? 
Mampukah regulasi turunan dari UUCK yang bias elite itu akan bisa 
mengatur, menangkal, dan meminimalisasi, meminjam istilah Harvey 
(2003), beraneka praktik “accumulation by digital dispossession” (Harvey, 
2003:137) di era gig economy ini? Sejauh manakah regulasi turunan dari 
UUCK itu mampu untuk menangkal terjadinya ledakan “cyber-preletariat” 
atau “digital proletariat” di Indonesia ke depan? 

Ilustrasi panjang tentang kondisi buruh di empat bidang utama 
investasi di atas merupakan hasil taksiran bagaimana implementasi UUCK 
yang pro pasar akan bertendensi mempercepat dan memperluas ledakan 
prekarisasi (precarization) yang berkelit-berkelindan dengan terjadinya 
beragam praktik pemerosotan mobilitas sosial dan martabat buruh melalui 
modus ploretarianization, casualization, dan pauperization atas martabat 
kaum buruh di seluruh sektor pekerjaan di Indonesia. Persis di jaman yang 
tak henti-hentinya dirundung masalah itulah pemikiran kritis ilmuwan 
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sosial-humaniora menjadi sebuah panggilan moral dan keutamaan untuk 
perbaikan nasib bangsa sebagai pondasi hidup bersama. 


Masa Depan “Kerja Bermartabat”: Tantangan Ilmuwan 
Sosial-Humaniora 


Narasi panjang tentang dampak implementasi UUCK terhadap potensi 
ledakan “buruh-rentan” (the precariat) atau “proletariat informal” (informal 
proletariat) di berbagai sektor pekerjaan di atas menunjukkan kondisi 
ketenagakerjaan Indonesia ke depan yang semakin dekaden dan muram. 
Dekadensi dan kemuraman itu memang akan senantiasa ditentukan oleh 
perimbangan tata kelola atas berbagai aspek yang luas, yaitu perpaduan 
antara kondisi perekonomian negara, kelembagaan, politik, sosial-budaya, 
dan sejarahnya yang didasarkan pada cara pandang tentang sejauh mana 
warga negara, utamanya kaum buruh, memperoleh atau tidaknya layanan 
hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan kultural 
mereka, seperti hak-hak atas kebebasan, keadilan, kesejahteran, dan lain 
sebagainya. 

Tergambar jelas dalam narasi itu bagaimana para oligark 
mengorkestrasikan kuasa eksklusi (power of exclusion) terhadap kaum 
buruh, warga masyarakat, maupun komunitas masyarakat adat melalui 
berbagai instrumen lembaga-lembaga negara disertai dengan cara-cara 
yang manipulatif dan koersif. Secara sistematis para oligark itu bekerja 
efektif melalui sekurangnya empat elemen dasar berikut: regulasi (peran 
dan instrumen negara), pasar (pemberian insentif), penegakan aturan 
(penerapan sanksi), dan legitimasi (justifikasi normatif) (bdk. Hall, Hirsch, 
& Li, 2011). Namun demikian, kecenderungan dekadensi ketenagakerjaan 
di Indonesia tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari latar sejarah 
yang panjang tentang jejak “proyek politik” atau penyesuaian neoliberal 
di Indonesia pascakudeta politik berdarah 1965 yang sekaligus menjadi 
tonggak kejayaan kapitalisme atas sosialisme di Asia Tenggara. Karya 
Muktar Habibi (2016) secara representatif menunjukkan bagaimana 
proletarianisasi informal di Indonesia diproduksi dan diawetkan melalui 
reproduksi akumulasi kapital (capital accumulation) oleh elite-elite kelas 
dominan dalam sekuensi tiga era: pertama, era developmentalis-otoritarian 
di awal pemerintahan Soeharto, kedua, era liberalisasi 1980an dan negara 
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neoliberal-otoritarian) dan ketiga, era negara neoliberal-non otoritarian 
pasca liberalisasi 1998 (Habibi, 2016:49-70). 

Pengadopsian penyesuaian neo-liberal melalui pendekatan “Public- 
Private Partnerships (PPP) itu lambat laun semakin menguat dan meluas. 
Keterlibatan sektor swasta dalam berbagai mega proyek pembangunan 
infrastruktur—seperti waduk, jalan tol, pelabuhan, bandar udara, 
kelistrikan/energi, telekomunikasi, dll.— menjadi “langgam” (normality) 
dominan dalam tata kelola kenegaraan dan tata kelola pemerintahan di 
Indonesia sebagai negara kapitalis pinggiran. Tahapan pemberlakuan 
PPP, menurut Indra (2011), terpilah dalam tiga periode berikut: pertama, 
periode pengenalan PPP dalam pembangunan infrastruktur (sebelum 1990 
dan 1990-1997), kedua, periode konsolidasi pasca krisis keuangan Asia 
dan perubahan sistem politik Indonesia (1998-2004 dan 2005-2010): dan 
ketiga, periode peletakan pondasi untuk implementasi PPP dan reformasi 
regulasi yang ditujukan untuk tiga aspek: 1). Pengadopsian praktik baik 
internasional, 2). Pembentukan kelembagaan (yang nanti dikenal dengan 
nama Kerjasama Pemerintah dan Swasta/KPS), jejaring, dan kampanye 
PPP, dan 3). Identifikasi proyek PPP potensial dan implementasi proyek 
model Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) (Indra, 2011:3). Lebih 
jauh, munculnya Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia/MP3EI (tahun 2011) pada era SBY dan Omnibus Law Cipta 
Kerja (tahun 2020) pada era Jokowi, menjadi periode termutakhir dari 
percepatan dan perluasan perluasan PPP (Safitri, 2014:5-8, Rachman & 
Yanuardy, 2014b:5). 

Di saat masyarakat negara-negara maju kini tengah menolak keras 
“ramuan beracun” itu, pemerintah Indonesia justru habis-habisan 
menenggaknya sebagai “eliksir” (ramuan mujarab) dalam kemasan 
Omnibus Law Cipta Kerja (UUCK). Bahkan masyarakat di negara jantung 
kapitalisme Eropa Barat, Inggris, pun mulai melawan pemberlakuan PPP 
itu karena dampak bencana yang ditimbulkannya teramat mahal bagi 
kemanusiaan dan ekologi. Dalam rilisnya, Jubilee Debt Campaign (2017) 
menegaskan dampak bencana PPP bagi warga Inggris bukan saja mengikis 
akuntabilitas demokratis, tapi juga mengakibatkan semakin mahalnya biaya 
layanan publik dengan standar layanan yang kian merosot, menurunnya 
kesejahteraan pekerja, lonjakan hutang negara untuk infrastruktur, 
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pengemplangan pajak oleh kepemilikan luar negeri, hilangnya kapasitas 
dan kontrol pengelolaan negara atas infrastruktur publik, dan meroketnya 
keuntungan korporasi swasta yang dipungut dari publik. (Jubilee Debt 
Campaign, 2020: 2—4). 

Diskusus “neoliberal governmentality” dalam rentang 55 tahun 
Republik ini, sesat pikir kita soal tata kelola berbangsa dan bernegara 
tampaknya semakin mengakar dan menghujam dalam. Babak-babak 
eksperimentasi politik pemerintahan untuk meniti tiga pilar keseimbangan, 
security-development-democracy, seringkali limbung, akrobatik, dan 
terombang-ambing di antara tiga sengkela besar: fundamentalisme 
politik (authoritarianism), fundamentalisme pasar (laissez-faire), dan 
fundamentalisme agama (political identity). Memasuki dekade ketiga 
abad ke-21 ini, Republik ini tampaknya tengah dikerubut tiga sengketa 
itu sekaligus. Terkepung oleh pusaran persoalan yang kompleks itu, lantas 
bagaimana ilmuwan sosial-humaniora menjawab dan mengantisipasi 
ancaman ledakan prekarisasi sejak diimplementasikannya UUCK? 
Bagaimana pula ilmuwan sosial-humaniora melakukan konstruksi sosial 
atas realitas nasib kaum buruh yang semakin terkepung oleh persoalan 
prekarisasi yang akan selalu direproduksi para oligark di negeri ini? Sejauh 
mana peran ilmuwan sosial-humaniora dalam berbagai urusan publik 
tersebut? (bdk. Blakely, 2020: xiv-xv, Gattone, 2012:175). 

Upaya menakar ledakan prekarisasi ketenagakerjaan di Indonesia 
di atas adalah sebuah eksperimentasi dan inisiatif untuk menanggapi 
serangkaian panggilan moral dari para intelektual publik terdahulu seperti 
C.Wright Mill (1959) tentang pentingnya kemampuan untuk mengasah 
“imajinasi sosiologis” (sociological imagination) dalam setiap upaya 
mencernai aneka persoalan dunia sosial yang kompleks, Johan Galtung 
(1969) dan Dom Helder Camara (1971) tentang kebutuhan basis kesadaran 
antisipatif terhadap beroperasinya praktik-praktik “kekerasan struktural” 
(Structural violence) berikut problem turunannya “spiral kekerasan” 
(Spiral of violences) yang senantiasa diawetkan oleh kuasa-kuasa dominan 
melalui tipu-muslihat untuk penaklukan, Peter L Berger (1976) tentang 
kebijakan dalam penerapan “kalkulasi penderitaan” (calculus of pain) 
sebagai basis ukuran etika politik pada setiap pembuatan kebijakan 
pembangunan yang berpotensi menimbulkan dekadensi kehidupan 
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publik ataupun menjulangnya piramida kurban “pertumbuhan ekonomi” 
berkedok kemajuan (progress): Ernest Friedrich Schumacher (1979) 
tentang inisiatif visioner atas “kerja yang baik” (good work) di tengah 
himpitan perkembangan teknologi modern yang kompleks, super mahal, 
tak terkendali, tidak manusiawi, tidak ramah lingkungan, dan bengis 
sehingga mengakibatkan terpenggalnya pekerja dari kerja-kerja yang 
layak. Reorientasi menuju “kerja yang baik” sangat ditentukan oleh sejauh 
mana kegigihan menggali kembali berbagai pertimbangan yang lebih 
dalam tentang tujuan dan makna hidup manusia. 

Panggilan moral senada juga datang dari tiga intelektual publik lainnya: 
Pierre Felix Bourdieu (1998) tentang kebutuhan atas basis kesadaran dan 
inisiatif perihal manusia modern yang semakin membutuhkan kondisi- 
kondisi “kerja bermartabat” (dignified work) yang semakin langka, baik 
di sektor privat maupun publik, akibat merajalelanya tirani pasar (tyranny 
of market) sehingga berekses pada meluasnya job insecurity para buruh di 
seluruh sektor kehidupan modern, Guy Standing (2011) tentang kebutuhan 
atas kepekaan dan kewaspadaan terhadap dominannya negara neo-liberal 
berwatak neo-darwinist yang akan memicu bangkitnya kelompok baru 
yang bisa disebut sebagai “kaum buruh-rentan” (the precariat), di mana 
jumlahnya kian membengkak (the rise of the precariat) menjadi “kelas 
sosial berbahaya” (a dangerous class) yang berpotensi menciptakan “politik 
neraka” (politics of inferno), dan sebagai antisipasinya dibutuhkan “politik 
surga” (politics of paradise) untuk menanggapi aspirasi, kekhawatiran, 
dan ketidakamanan yang mereka alami, Henry A. Giroux (Giroux, 2011, 
Giroux, 2020: 271-287) tentang kebutuhan atas radikalisasi kesadaran kritis 
yang bisa disemai melalui perluasan “pedagogi kritis” (critical pedagogy) 
kepada publik untuk menanggapi ekspansi pendidikan neoliberal yang 
persisten mencetak subyek-subyek yang patuh, tak punya imajinasi (dis- 
imagination), bersikap masa bodoh (manufactured ignorance), dan warga 
negara yang tidak melek politik (civic illiteracy). 

Serangkaian pertanyaan tentang apa dan bagaimana peran ilmuwan 
sosial-humaniora menanggapi dampak prekarisasi di atas adalah rute 
jalan memutar (detour) yang perlu ditempuh oleh setiap ilmuwan sosial- 
humaniora untuk menemu-kenali kembali melalui nalar kesadaran kritis- 
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reflektif atas seluruh kiprah keterlibatan hidupnya dalam perkara-perkara 
sosial keseharian, baik sebagai makhluk pribadi seorang intelegensia 
maupun sebagai makhluk sosial yang tertanam organik dalam epistemic 
community, untuk mempergulatkan pengetahuan bersama menjadi praksis- 
praksis riil yang digulirkan menuju pada perbaikan peradaban demi tujuan 
hidup bersama yang sarat nilai-nilai etika, politik, dan ideologis. Bertolak 
dari basis keyakinan yang puguh bahwa “higher than actuality stands 
possibility”, mungkin dari situlah jawaban tengah bermula.I| 
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BAB 10 

Epilog 

Memikirkan Ulang Yang-Sosial 
di Periode Digital 


M. Falikul Isbah dan Gregorius Ragil Wibawanto 


I think we have gone through a period when too many children and people have 
been given to understand “I have a problem, it is the Government job to cope 
with it!” or “I have a problem, I will go and get a grant to cope with it!” “TI 

am homeless, the Government must house me!” and so they are casting their 
problems on society and who is society? 


There is no such thing! There are individual men and women and there are 
families and no government can do anything except through people and people 
look to themselves first. 

(Margaret Thatcher, 1987) 


ika bahasa adalah tindakan (Witgenstein, 1983), maka Ibu Perdana 

Menteri Margaret sedang berusaha menolak  tagihan-tagihan 
penyelesaian persoalan publik yang sedang menghadang warganya. 
Mrs. T—begitu orang Inggris mengenalnya (Kitching, 2020)—sedang 
menghadapi goncangan ekonomi yang luar biasa besar. Eksperimentasi 
kebijakan fiskal membuat ekonomi Inggris raya merosot tajam, angka 
pengangguran meningkat, dan industri manufaktur compang-camping 
(Coutts dkk., 1981: 81). Pada 1970-an, manufaktur berkontribusi 20,5796 
terhadap GDP dan merosot hingga ke angka hanya 17,626 di tahun 1979 
(Rogers, 2013). Angka pengangguran meningkat dari 4,296 di tahun 1979 
menjadi 9,546 di tahun 1984 (Albertson dan Stepney, 2020). Pada tahun 
1987, pasar uang global mengalami bencana besar yang dikenal dengan 
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peristiwa Black Monday (Hughes, 2012). Di tengah situasi krisis semacam 
itu, Margaret memilih menghilangkan masyarakat. Ia menaruh risiko dan 
permasalahan ke dalam individu. Setiap orang dituntut untuk memiliki daya 
lenting (resiliensi) dan kreativitas untuk menghadapi persoalan. Kerangka 
ini yang menjadi salah satu garis mula pengarusutamaan industri jasa, di 
periode ketika manufaktur mengalami kebangkrutan dan tidak mampu 
menyerap tenaga kerja, jasa menjadi sektor yang dapat dioptimalkan 
karena sifat kapitalnya yang melekat pada individu lengkap dengan 
emosi, pengetahuan, dan formasi diri yang tampak. Yang-sosial berisiko 
hilang, melebur ke dalam struktur ekonomi yang sedang berubah di mana 
pusat putaran hidup semata dilihat dari pria (men|, perempuan (women|, 
dan keluarga (familiesJ. Ketiganya bukan dianggap sebagai pembentuk 
masyarakat, melainkan agregat dari satu bentuk tatanan individual. 

Ilustrasi tersebut familiar dengan kondisi hari ini. Pertama, krisis sedang 
terjadi. Kedua, individu dituntut untuk memiliki daya lenting. Ketiga, 
industri jasa—dengan bentuknya yang lebih mutakhir dan terdigitalisasi— 
diarahkan menjadi solusi. Gejala-gejala ini menuntut kita untuk kembali 
memikirkan posisi dan letak yang sosial dalam dunia yang perlahan 
menolak ide-ide tentang bentuk kehidupan yang bernama masyarakat. 
Brown (2017) berpendapat bahwa symptom ini bukan sekadar tantangan 
bagi perwujudan urusan publik, namun juga semakin mengarahkan hidup 
hanya pada level individual. Makna dan dampaknya akan sangat besar dan 
dalam bagi kebudayaan dengan adanya penolakan pada konsep-konsep 
keadilan di luar kehendak pasar. Kondisi ini akan lebih jauh membuat 
rentan posisi yang sosial sebagai lokasi di mana kita sebagai individu dan 
anggota masyarakat mempraktikkan atau gagal mengamalkan keadilan, 
kelayakan, kewargaan, and kepedulian di luar kode-kode instrumenalisme 
pasar (Brown, 2017). 

Masyarakat digital memiliki bentuk yang serupa dengan kapitalisme 
digital (Grimshaw, 2018). Sendi-sendi hidup bergerak dengan pelumas dan 
bahan bakar aturan pasar belaka. Kondisi ini semakin menjadi-jadi ketika 
virus corona menyudutkan seluruh elemen yang sosial menjadi termediasi 
oleh yang digital. Hal ini tidak hanya terlihat pada persoalan orthodoks 
pendefinisian yang sosial pada interaksi fisik dan material, namun juga 
menyentuh pada cara kita memahami situasi sosial melalui data dan cerita 
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yang tidak lagi netral. Intermediasi tersebut hadir dalam skema yang 
lebih rinci dan terstruktur di bawah kendali operasi kotak hitam (black 
box) dengan sebutan algoritma. Teknologi lunak ini memberikan secara 
cuma-cuma data digital—yang seolah-olah netral—untuk dicermati dan 
dianalisis oleh peneliti. Kenyataannya, data yang tersedia dalam belantara 
jaringan internet telah melalui proses kategorisasi sesuai dengan orientasi 
profit pemilik platform digital. Proses tersebut tidak transparan, rahasia, 
dan tersimpan di dalam kotak hitam algoritmis. Di sinilah letak yang 
sosial menjadi rentan dikarenakan perkembangan cara mengetahui tidak 
diinisiasi oleh prosedur teoretis dan metodologis, namun semata sebagai 
konsekuensi dari inovasi teknologi. 

Kerentanan itulah yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi 
ilmu sosial. Agenda penelitian-penelitian ke depan akan menjadi menarik 
ketika menyentuh pertanyaan kritis terkait metodologi. Big Data terlanjur 
diterima sebagai sesuatu yang lumrah, ladang data sosial yangtak terhingga, 
dan lokasi penelitian baru yang belum tereksplorasi secara mendalam. 
Tentu, argumentasi ini dapat dipandang sebagai peluang pengembangan 
yang strategis. Namun, kondisi potensial tersebut perlu diimbangi dengan 
kehati-hatian dalam menerima data sosial yang terekam di dalam semesta 
digital yang terkoneksi. Kompleksitas yang hadir di antara peluang dan 
tantangan metodologis inilah yang menjadi celah baru bagi ilmu sosial 
untuk berkontribusi memberikan tawaran terkait pemaknaan yang sosial 
di era digital. Di dalam celah tersebut, Yang-Sosial dapat diturunkan 
menjadi beberapa topik-topik sentral yang strategis untuk dikembangkan 
sebagai visi produksi ilmu sosial yang emansipatif. Pertama, penelusuran 
metode penelitian yang dapat menawarkan prosedur representatif dalam 
memandang data sosial yang digital. Prosedur ini akan membuka peluang 
pemaknaan yang sosial dalam kerangka digital tanpa terjebak pada jargon- 
jargon tahapan komputasional yang cenderung reduktif dan eksklusif. 
Kedua, prosedur tersebut dapat dikembangkan dan digunakan untuk 
memikirkan yang sosial di dalam arena-arena produksi dan konsumsi 
kebudayaan. Pengetahuan yang diproduksi dari ranah tersebut dapat 
berpotensi untuk memformulasikan agensi di antara paradoks intensifikasi 
aktivitas konsumsi di era disrupsi ini. Ketiga, formulasi agensi tersebut 
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membuka peluang untuk mempraktikkan ilmu sosial yang berorientasi 
pada praktik advokasi. 

Tawaran agenda penelitian tersebut perlu dipandang sebagai satu visi 
ilmu sosial yang general, tidak hanya dalam glorifikasi konteks digital. Pada 
posisi ini, penting bagi subjek-subjek yang beraktivitas di dalam produksi 
ilmu sosial untuk memiliki kerangka bahwa non-digital merupakan 
elemen konstitutif dari yang-digital. Paradigma ini membuka peluang bagi 
ilmuwan sosial untuk tidak serta merta menyerahkan prosedur penyusunan 
produk pengetahuan pada perangkat lunak semata. Barangkali, paradigma 
tersebut merupakan langkah awal untuk pertama-tama mengadvokasi 
kedudukan ilmu sosial dalam mood global yang sangat digital. Selanjutnya, 
inisiatif-inisiatif praxis dapat didorong dan dibentuk dengan berdasar pada 
pemahaman relasi sosio-teknikal yang adil dan memperhitungkan kedirian 
yang-sosial. 
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PERSPEKTIF 
ILMU ILMU SOSIAL 
DI ERA DIGITAL 


DISRUPSI, EMANSIPASI, DAN REKOGNISI 


Buku ini memposisikan diri di dalam perdebatan perubahan masyarakat yang 
mengarah pada periode pasca-industrial di mana teknologi informasi, industri jasa, 
interaksi digital, dan formasi ekonomi pengetahuan menjadi diskursus publik yang 
dominan. Masing-masing artikel dalam terbitan ini memandang semesta sosial dan 
teknologi bukan melalui lensa paradigma terpisah, namun dalam satu kerangka 
untuk membangun narasi komprehensif (cf.Latour, 1990). Argumentasi yang 
ditawarkan pada masing-masing artikel merupakan dialog dengan perkembangan 
terkini ilmu sosial dalam konteks masyarakat digital di atas wacana periode pasca- 
industrial. Dialog tersebut berada di dalam tiga kelompok topik yang tengah menjadi 
diskusi sosiologis di arena produksi ilmu sosial baik di tataran global maupun 
nasional. Tiga topik tersebut menyangkut: 1) metode penelitian sosial yang sesuai 
untuk situasi digital, terutama terkait penelusuran sosiologis terkait partisipasi 
individu dalam ruang publik demokratis, 2) produksi budaya dan identitas dalam 
ketegangan antara praktik konsumsi dan formasi agensi, dan 3) Ekonomi Politik 
Digital yang membentuk potensi kerja baru yang beragam, lentur, dan rentan. 
Delapan artikel yang ada di buku ini mencoba untuk berkontribusi di dalam tiga 
arena tersebut dalam gambar besar situasi terkini masyarakat digital. 


Premis dari buku ini hanya sederhana: memberikan tawaran rujukan atas pemetaan 
peluang dan tantangan produksi ilmu sosial dalam konteks Indonesia digital dengan 
menyadari potensi ketersediaan data sosial baru berbasis digital serta tantangan 
bias representasi algoritmis dan paradigma sebatas-respon baik dari sisi ekonomi- 
politik maupun wacana kepemilikan informasi. Premis tersebut hadir dalam delapan 
artikel yang dikelompokan dalam tiga topik, yakni: metode, budaya, dan ekonomi- 
politik kerja di era digital. Delapan artikel tersebut menjajaki satu usaha bersama 
untuk ikut berkontribusi membentuk masyarakat melalui pemaknaan dan 
pendefinisian kondisi sosial yang emansipatif. Teknologi adalah keniscayaan yang 
perlu kita manfaatkan dan kembangkan selaras dengan prinsip emansipasi serta 
penghormatan pada martabat kemanusiaan dan keadilan sosial. Pada pemajuan 
nilai-nilai inilah buku ini kami persembahkan. 
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